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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan
bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola
dalam suatu sistem pengel olaan keuangan negara;

bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD);

bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara
yang mengatur perbendaharaan negara;

bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/lndische
Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana
telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 53), tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang
tentang Perbendaharaan Negara;
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Mengingat : 1. Pasa 5ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Dengan Per setujuan Ber sama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara,
termasuk investas dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan
APBD.

2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara
dan membayar seluruh pengeluaran negara.

3.  Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengel uaran negara pada bank sentral.
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Kas Daerah adadah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau
hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang
sah.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau
hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang
sah.

Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban
Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau
kewagjiban Pemerintah Daerah yang dapat dinila dengan uang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN
atau berasal dari perolehan lainnyayang sah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
kementerian negarallembaga/satuan kerja perangkat daerah.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik
negara/daerah.

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama
negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat
berharga atau barang-barang negara/daerah.

Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungs
bendahara umum negara.

Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah.
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Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan
negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja
kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mem-pertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja
kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan
keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah non
kementerian negara/lembaga negara.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian
keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata
dan pasti jumlahnya sebagal akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Bank Sentral adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23D.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1, meliputi:

~0o Q0o

pel aksanaan pendapatan dan belanja negara;

pel aksanaan pendapatan dan belanja daerah;

pel aksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
pel aksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;
pengelolaan kas;

pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;
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pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;

penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah;
peyusunan laporan pertanggungjawaban pel aksanaan APBN/APBD;

penyelesaian kerugian negara/daerah;

pengel olaan Badan Layanan Umum;

perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan negara dalam rangka pel aksanaan APBN/APBD.

—r T T oa@

Bagian Ketiga
AsasUmum

Pasal 3

(1) Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan
penerimaan dan pengeluaran negara.

(2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk
mel akukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

(3) Setiap pegabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban
APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia.

(4) Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan
program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.

(5) Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan
program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD.

(6) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga
disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan
pemerintah.

(7) Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD
dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.
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BAB Il
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

Bagian Pertama
Pengguna Anggaran

Pasal 4

(1) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi
kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

(2) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian
negarallembaga yang dipimpinnya, berwenang :

menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

menetapkan pejabat yang bertugas mel akukan pemungutan penerimaan negara;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;

menggunakan barang milik negara;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengel olaan barang milik negara;

mengawas pel aksanaan anggaran;

menyusun dan menyampaikan |aporan keuangan;

kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

TS o0 o

Pasal 5

Gubernur/bupati/walikota selaku K epala Pemerintahan Daerah :

a. menetapkan kebijakan tentang pel aksanaan APBD;

b. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara
Pengeluaran;

menetapkan pejabat yang bertugas mel akukan pemungutan penerimaan daerah;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengel olaan utang dan piutang daerah;
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengel olaan barang milik daerah;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran.

—~® Qo0
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Pasal 6

(1) Kepaa satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi
satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

(2) Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
berwenang :

Se@ "o ap o

menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
mel akukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

mel aksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

mengelola utang dan piutang;

menggunakan barang milik daerah;

mengawasi pelaksanaan anggaran;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Bagian Kedua
Bendahara Umum Negar a/Daer ah

Pasal 7

(1) Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.
(2) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang :

a

b
C.
d.
e

f.

0 ©Q

menetapkan kebijakan dan pedoman pel aksanaan anggaran negara;

mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

mel akukan pengendalian pel aksanaan anggaran negara;

menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;

menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;

mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran
negara;

menyimpan uang negara;

menempatkan uang negara dan mengel ola/menatausahakan investasi;
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I.  melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas
beban rekening kas umum negara;

mel akukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;

memberikan pinjaman atas nama pemerintah;

melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;

mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;
mel akukan penagihan piutang negara;

menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;

menyajikan informasi keuangan negara;

menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik
negara;

menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran
pajak;

S.  menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.

T oS3~

-

Pasal 8

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa Bendahara Umum
Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima,
menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengel olaannya.
Kuasa Bendahara Umum Negara melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara
sesual dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.

Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban memerintahkan penagihan piutang negara
kepada pihak ketiga sebagal penerimaan anggaran.

Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban melakukan pembayaran tagihan pihak
ketiga sebagai pengeluaran anggaran.

Pasal 9

Kepala Satuan Kerja Pengel ola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah.
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(2) Kepaa Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah
berwenang:

a

b.
C.
d

)]

T oo ae

LT OS5 37

menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

mengesahkan dokumen pel aksanaan anggaran;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas
daerah;

mel aksanakan pemungutan pajak daerah;

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau
lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pel aksanaan APBD;
menyimpan uang daerah;

melaksanakan penempatan uang daerah dan mengel ola/menatausahakan investasi;
melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas
beban rekening kas umum daerah;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah
daerah;

mel aksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

mel akukan pengel olaan utang dan piutang daerah;

mel akukan penagihan piutang daerah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

menyajikan informasi keuangan daerah;

melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik
daerah.

Bagian Ketiga
Bendahar a Penerimaan/Pengeluar an

Pasal 10

(1) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan
untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan
pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/ satuan kerja
perangkat daerah.
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Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran
untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pel aksanaan anggaran belanja pada
kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat
daerah.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional.

Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna
Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara.

Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun
tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut.

BAB 111
PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DAERAH

Bagian Pertama
Tahun Anggaran

Pasal 11

Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember.

D

(2)

Pasal 12

APBN dalam satu tahun anggaran meliputi :

a  hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

b. kewagjiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

Cc. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum

Negara.
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Pasal 13

APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:

a.  hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

Cc. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum

Daerah.

Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 14

Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada semua
menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk
masing-masing kementerian negaral/lembaga.

Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian
negarallembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh
Presiden.

Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diuralkan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran
yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap
satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.

Pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan
rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara
yang bersangkutan.

Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan
kepada menteri/pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara, dan Badan Pemeriksa
Keuangan.
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Pasal 15

Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada
semua kepala satuan kerja perangkat daerah agar menyampaikan dokumen pelaksanaan
anggaran untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk
satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berdasarkan aokasi anggaran yang
ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.

Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan
sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang
disediakan untuk mencapa sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan
kerja serta pendapatan yang diperkirakan.

Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Pegjabat Pengelola Keuangan
Daerah disampaikan kepada Kepala satuan kerja perangkat daerah dan Badan Pemeriksa
Keuangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pasal 16

Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber
pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan
tanggung jawabnya.

Penerimaan harus disetor selurunnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang
selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh
digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.

Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah.
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Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja

Pasal 17

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana
tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan
ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 18

Pengguna Anggaran/K uasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada

mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas

beban APBN/APBD.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran berwenang :

a.  menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

b. menditi kebenaran dokumen yang menjadi per-syaratan/kelengkapan sehubungan
dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;

c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;

d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang
bersangkutan;

e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat

bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 19

Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum
Negara/K uasa Bendahara Umum Negara.
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Daam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara

Umum Negara/K uasa Bendahara Umum Negara berkewajiban untuk:

a.  meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/K uasa Pengguna Anggaran;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam
perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara;

e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

o

Pasal 20

Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum

Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara

Umum Daerah berkewajiban untuk :

a.  meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran,

b.  menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam
perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

memerintahkan pencairan dana sebagal dasar pengeluaran daerah;,

e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

o

Pasal 21

Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa
diterima.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja
perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat
diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
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Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya

setelah :

a.  meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/K uasa Pengguna Anggaran;

b.  menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang

dilaksanakannya.

Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan

pemerintah.

BAB 1V
PENGELOLAAN UANG

Bagian Pertama
Pengelolaan Kas Umum Negar a/Daer ah

Pasal 22

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan
menyel enggarakan rekening pemerintah.

Daam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Menteri Keuangan membuka Rekening Kas Umum Negara.

Uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral.

Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran negara, Bendahara Umum
Negara dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank
umum.

Rekening Penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan negara setiap hari.

Saldo Rekening Penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke
Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral.

Dalam ha kewajiban penyetoran tersebut secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari,
Bendahara Umum Negara mengatur penyetoran secara berkala.
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Rekening Pengeluaran pada bank umum diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening
Kas Umum Negara pada bank sentral.

Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang
telah ditetapkan dalam APBN.

Pasal 23

Pemerintah Pusat memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank
sentral.

Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta
biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank sentral, ditetapkan
berdasarkan kesepakatan Gubernur bank sentral dengan Menteri Keuangan.

Pasal 24

Pemerintah Pusat/Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang
disimpan pada bank umum.

Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan padatingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.

Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang
bersangkutan.

Pasal 25

Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan
Negara/Daerah.

Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum dibebankan pada
Belanja Negara/Dagerah.
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Pasal 26

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam hal tertentu dapat menunjuk
badan lain untuk melaksanakan penerimaan dan/atau pengeluaran negara untuk mendukung
kegiatan operasional kementerian negara/lembaga.

Penunjukan badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu kontrak
kerja.

Badan lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban
menyampaikan laporan secara berkala kepada Bendahara Umum Negara mengenai
pel aksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 27

Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh
gubernur/bupati/walikota.

Dalam pelaksanaan operasiona Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum
Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang
ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.

Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung
Penerimaan Daerah setiap hari.

Saldo Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja
wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Rekening Pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan dana
yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah.

Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang
telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 28

Pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/daerah diatur dengan peraturan
pemerintah setelah dilakukan konsultasi dengan bank sentral.
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Pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan uang negara/daerah sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan
pengel olaan uang daerah selanjutnya diatur dengan peraturan daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penerimaan Negar a/Daer ah oleh Kementerian Negar a/L embaga/Satuan Kerja

D)

(2)
3

(1)

2

Perangkat Daerah
Pasal 29

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening untuk
keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian negarallembaga yang
bersangkutan setelah memperol eh persetujuan dari Bendahara Umum Negara.
Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan
negara di lingkungan kementerian negara/lembaga.

Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan
pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan
pelaksanaan penerimaan di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan
satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.
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Bagian Ketiga

Pengelolaan Uang Per sediaan untuk Keperluan Kementerian Negar a/L embaga/Satuan

Kerja Perangkat Daerah
Pasal 31

Menteri/pimpinan lembaga dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan
pengeluaran di lingkungan kementerian negarallembaga yang bersangkutan setelah
mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus
dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran  kementerian
negaral/lembaga.

Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan
pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan
pel aksanaan pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat daerah.
Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus
dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja perangkat
daerah.

BAB V
PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG

Bagian Pertama
Pengelolaan Piutang

Pasal 33
Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah

Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesual dengan yang
tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
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Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada lembaga asing sesual
dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.

Tata cara pemberian pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 34

Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan
negara/daerah wajib mengusahakan agar setigp piutang negara/daerah diselesaikan
seluruhnya dan tepat waktu.

Piutang negara/ldaerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu,
diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Piutang negara/daerah jenis tertentu mempunyai hak mendahulu sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

D)

(2)

Pasal 36

Penyelesaian piutang negara/daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan
dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara
penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut piutang

negara ditetapkan oleh :

a.  Menteri Keuangan, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati tidak lebih dari
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. Presiden, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah);

c. Presiden, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, jika bagian
piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah).
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Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut piutang

Pemerintah Daerah ditetapkan oleh :

a.  Gubernur/bupati/walikota, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati tidak lebih
dari Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah);

b.  Gubernur/bupati/walikota, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati lebih dari
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perubahan atas jumlah uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan

dengan undang-undang.

Pasal 37

Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan,

kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam

undang-undang.

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang

Pemerintah Pusat, ditetapkan oleh :

a.  Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah);

b.  Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai
dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang

Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh :

a. Gubernur/bupati/walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah);

b.  Gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).

Perubahan atas jumlah uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan

dengan undang-undang.

Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) sertadalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan

pemerintah.

DHendianto-BiroHukum BPK-RI/10/16/2006 21



D)

(2)
3)
(4)

@
(2)
3)
(4)

D

PREZIDEN
REPUELIK INDOMESIA

Bagian Kedua
Pengelolaan Utang

Pasal 38

Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan
untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri
ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-
undang APBN.

Utang/hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruspinjamkan kepada
Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.

Biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibebankan pada Anggaran Belanja Negara.

Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang berasal dari dalam negeri
maupun dari luar negeri serta penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah
Daerah/ BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 39

Gubernur/bupati/walikota dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyiapkan pelaksanaan pinjaman
daerah sesuai dengan keputusan gubernur/bupati/walikota.

Biaya berkenaan dengan pinjaman dan hibah daerah dibebankan pada Anggaran Belanja
Daerah.

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan utang negara/daerah diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.

Pasal 40

Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun
sgjak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
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Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang
berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa
kedaluwarsa.

K etentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban
bunga dan pokok pinjaman negara/daerah.

BAB VI
PENGELOLAAN INVESTAS

Pasal 41

Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat
ekonomi, sosia dan/atau manfaat lainnya.

Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang,
dan investasi langsung.

Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan
dengan peraturan pemerintah.

Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan
dengan peraturan daerah.

BAB VII
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Pasal 42

Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara.

Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga
yang dipimpinnya.

Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna
Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan.
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Pasal 43

(1) Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengel olaan barang milik daerah.

(2) Kepaa Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas
penyel enggaraan pengel olaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
oleh gubernur/bupati/walikota.

(3) Kepalasatuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat
daerah yang dipimpinnya.

Pasal 44

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan
barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 45

(1) Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan
negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan.

(2) Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijudl,
dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat
persetujuan DPR/DPRD.

Pasal 46

(1) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk :

a.  pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan.

b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk
tanah dan/atau bangunan yang :
1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan

dalam dokumen pel aksanaan anggaran;

3) diperuntukkan bagi pegawai negeri;
1) diperuntukkan bagi kepentingan umum;
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5) dikuasa negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika
status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

c. Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai
lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih
dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.

(3 Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai
sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat
persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 47

(1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk :
a  pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan.
b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk
tanah dan/atau bangunan yang :

1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan
dalam dokumen pelaksanaan anggaran;

3) diperuntukkan bagi pegawai negeri;

4) diperuntukkan bagi kepentingan umum;

5) dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika
status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

c. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai
lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai
sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat
persetujuan gubernur/bupati/walikota.
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Pasal 48

Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal
tertentu.
K etentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 49

Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah
harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/lpemerintah daerah yang
bersangkutan.

Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan
ditatausahakan secaratertib.

Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungs instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan
pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/ gubernur/bupati/ walikota untuk kepentingan
penyel eng-garaan tugas pemerintahan negara/daerah.

Barang milik negara/daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai
pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat/Daerah.

Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan
pinjaman.

Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik
negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VIlI
LARANGAN PENYITAAN UANG DAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
DAN/ATAU YANG DIKUASAI NEGARA/DAERAH

Pasal 50

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

a

uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah
maupun pada pihak ketiga;
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uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;

barang bergerak milik negara/ldaerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun
pada pihak ketiga;

barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;

barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk
penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB IX
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBN/APBD

Bagian Pertama
Akuntansi Keuangan

Pasal 51

Menteri Keuangan/Pgjabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum
Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaks keuangan, aset, utang, dan
ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.

Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna
Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaks keuangan, aset, utang, dan ekuitas
dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.
Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menyusun
laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Kedua
Penatausahaan Dokumen

Pasal 52

Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan
negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban K euangan

Pasal 53

Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah.

Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Presiden dari segi hak dan ketaatan
kepada peraturan atas pel aksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.
Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dari segi
hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang
dilakukannya.

Pasal 54

Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan materia kepada
Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam
penguasaannya.

Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara forma dan material kepada
Pengguna Anggaran atas pel aksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

Bagian K eempat
L aporan Keuangan
Pasal 55
Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN.
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Daam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat

D :

a.  Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun
dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan
Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing.

b.  Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Menteri
K euangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

c. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas
Pemerintah Pusat;

d. Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan
negara yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara.
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Presiden kepada

Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan

pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem

pengendalian intern yang memadali dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur

dengan peraturan pemerintah.

Pasal 56

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada

gubernur/bupati/ walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD.

Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

D :

a.  Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi
anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan;

b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala
satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;
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c. Kepaa Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah
menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah;

d.  Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan
kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan
daerah.

(3 Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampakan
gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan
setel ah tahun anggaran berakhir.

(4) Kepaa satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan
sesual dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Kelima
Komite Standar Akuntans Pemerintahan

Pasal 57

(1) Daam rangkatransparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan
dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

(20 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bertugas menyusun standar akuntansi
pemerintahan yang berlaku baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai
dengan kaidah-kaidah akuntans yang berlaku umum.

(3) Pembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan masa kerja Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan
Presiden.

BAB X
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Pasal 58
(1) Daam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem
pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.
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Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
peraturan pemerintah.

BAB XI
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 59

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau
kelalaian seseorang harus segera disel esaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya
melanggar hukum atau melalaikan kewagjiban yang dibebankan kepadanya secara langsung
merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat
segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian
negarallembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat
perbuatan dari pihak mana pun.

Pasal 60

Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada
menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negaraitu diketahui.

Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan
bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan
kewagjibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat
pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung
jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.

Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat
menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan
segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada
yang bersangkutan.
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Pasal 61

Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja
perangkat daerah kepada gubernur/bupati/ walikota dan diberitahukan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu
diketahui.

Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan
bendahara, atau pejabat lain yang nyatanyata melanggar hukum atau melalaikan
kewagjibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dapat segera dimintakan
surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi
tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat
menjamin pengembalian kerugian daerah, gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan
segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada
yang bersangkutan.

Pasal 62

Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan
Pemeriksa K euangan.

Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur
dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan
negara.

Pasal 63
Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara

ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/bupati/walikota.
Tata caratuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.
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Pasal 64

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk
mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi
pidana.

Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 65

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti
rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sgjak diketahuinya kerugian tersebut
atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sgjak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti
rugi terhadap yang bersangkutan.

D)

2

Pasal 66

Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai
tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau
meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang
memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang
berasal dari bendahara, pegawa negeri bukan bendahara, atau peabat lain yang
bersangkutan.

Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti
kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam
waktu 3 (tiga) tahun sgjak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada
bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pegabat lain yang bersangkutan, atau
sgjak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan
diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris
tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah.
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Pasal 67

Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang
ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah, yang berada dalam
penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan
dalam penyel enggaraan tugas pemerintahan.

Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam Undang-undang ini berlaku pula
untuk pengelola perusahaan negara/daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan
pengel olaan keuangan negara, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.

BAB XIlI
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 68

Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesgahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan
serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan
Umum yang bersangkutan.

Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri
Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang
pemerintahan yang bersangkutan.

Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat
pengel ola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat
daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 69

Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum
disusun dan disgjikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran
sertalaporan keuangan dan kinerja Kementerian Negaral/l. embaga/pemerintah daerah.
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Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan
anggaran Kementerian Negara/LLembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang
diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah.

Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau
badan lain.

Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan langsung
untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur
dalam peraturan pemerintah.

BAB XIllI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Jabatan fungsional bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk selambat-
lambatnya 1 (satu) tahun sgjak Undang-undang ini diundangkan.

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasa 13 Undang-undang ini dilaksanakan
selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran
pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan
pengukuran berbasis kas.

Penyimpanan uang negara dalam Rekening Kas Umum Negara pada Bank Sentral
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan secara bertahap, sehingga terlaksana
secara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2006.

Penyimpanan uang daerah dalam Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang telah
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan secara bertahap, sehingga
terlaksana secara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2006.
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Pasal 71

(1) Pemberian bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mulai
dilaksanakan pada saat penggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat Utang Negara
sebagal instrumen moneter.

(2) Penggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan mulai tahun 2005.

(3) Selama Surat Utang Negara belum sepenuhnya menggantikan Sertifikat Bank Indonesia
sebagal instrumen moneter, tingkat bunga yang diberikan adalah sebesar tingkat bunga
Surat Utang Negara yang berasal dari penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/lndische
Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 73
Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Undang-undang ini sudah selesa selambat-
lambatnya 1 (satu) tahun sgjak Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 74

Undang-undang ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
padatanggal 14 Januari 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

padatanggal 14 Januari 2004

SEKRETARISNEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 5
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands
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PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

PERBENDAHARAAN NEGARA

UMUM

0.

Dasar Pemikiran

Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara
menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem
pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu
dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan
BelanjaNegara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan negara tersebut, pada tanggal 5
April 2003 telah diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ini menjabarkan lebih
lanjut aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam asas-asas umum pengelolaan
keuangan negara. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka pengelolaan dan
pertanggungjawaban Keuangan Negara yang ditetapkan dalam APBN dan APBD,
perlu ditetapkan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara.

Sampa dengan saat ini, kaidah-kaidah tersebut masih didasarkan pada
ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/lndische
Comptabiliteitswet (ICW) Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2860) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia tersebut tidak dapat
lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan
perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, Undang-undang
tersebut perlu diganti dengan undang-undang baru yang mengatur kembali ketentuan
di bidang perbendaharaan negara, sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi,
ekonomi, dan teknologi modern.

0. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Asas Umum Perbendaharaan Negara

Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan untuk
memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam
Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa Perbendaharaan
Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk
investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Sesual dengan pengertian tersebut, dalam Undang-undang Perbendaharaan
Negara ini diatur ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara, kewenangan
pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah,
pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan piutang dan utang negara/daerah,
pengelolaan investass dan barang milik negara/daerah, penatausahaan dan
pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah, penyelesaian
kerugian negara/daerah, serta pengel olaan keuangan badan layanan umum.

Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara,
Undang-undang Perbendaharaan Negara ini menganut asas kesatuan, asas
universalitas, asas tahunan, dan asas spesidlitas. Asas kesatuan menghendaki agar
semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disgjikan dalam satu dokumen
anggaran. Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaks keuangan
ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatass masa
berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas spesialitas mewajibkan agar
kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Demikian
pula Undang-undang Perbendaharaan Negara ini memuat ketentuan yang mendorong
profesionalitas, serta menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan
anggaran.
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Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini
dimaksudkan pula untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan
otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah,
kepada daerah telah diberikan kewenangan yang luas, demikian pula dana yang
diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu. Agar kewenangan dan dana
tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan tugas
pemerintahan di daerah, diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam
pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu Undang-undang Perbendaharaan
Negaraini selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan
Keuangan Negara pada tingkat pemerintahan pusat, berfungss pula untuk
memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisas dan otonomi daerah dalam
kerangka Negara K esatuan Republik Indonesia.

0. Pegjabat Perbendaharaan Negara

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam
bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah
Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya
adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.

Sesuai dengan prinsip tersebut Kementerian Keuangan berwenang dan
bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional,
sementara kementerian negaral/lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas
penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Konsekuens pembagian tugas antara Menteri Keuangan dan para menteri
lainnya tercermin dalam pelaksanaan anggaran. Untuk meningkatkan akuntabilitas
dan menjamin terselenggaranya saling-uji (check and balance) dalam proses
pelaksanaan anggaran perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang
kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan.
Penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepada kementerian
negarallembaga, sementara penyelenggaraan  kewenangan  kebendaharaan
diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Kewenangan administratif tersebut
meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan
terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian dan
pembebanan tagihan yang digjukan kepada kementerian negara/lembaga sehubungan
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dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih
penerimaan yang timbul sebagal akibat pel aksanaan anggaran.

Di lain pihak, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan pejabat
lainnya yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara bukanlah sekedar
kasir yang hanya berwenang mel aksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa
berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut. Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya,
yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan mangjer keuangan.

Fungsi pengawasan keuangan di sini terbatas pada aspek rechmatigheid dan
wetmatigheid dan hanya dilakukan pada saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran,
sehingga berbeda dengan fungsi pre-audit yang dilakukan oleh kementerian teknis
atau post-audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. Dengan demikian,
dapat dijalankan salah satu prinsip pengendalian intern yang sangat penting dalam
proses pelaksanaan anggaran, yaitu adanya pemisahan yang tegas antara pemegang
kewenangan administratif (ordonnateur) dan pemegang fungsi pembayaran
(comptable). Penerapan pola pemisahan kewenangan tersebut, yang merupakan salah
satu kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, telah mengalami
"deformasi” sehingga menjadi  kurang efektif untuk mencegah dan/atau
meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran negara. Oleh karena itu, penerapan pola pemisahan tersebut harus
dilakukan secara konsisten.

0. Penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara,
dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan
sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungs
perbendaharaan tersebut meliputi, terutama, perencanaan kas yang baik, pencegahan
agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber
pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash)
untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

Upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang selamaini
lebih banyak dilaksanakan di dunia usaha dalam pengelolaan keuangan pemerintah,
tidaklah dimaksudkan untuk menyamakan pengelolaan keuangan sektor pemerintah

DHendianto-BiroHukum BPK-RI/10/16/2006 41



PREZIDEN
REPUELIK INDOMESIA

dengan pengelolaan keuangan sektor swasta. Pada hakikatnya, negara adalah suatu
lembaga politik.

Daam kedudukannya yang demikian, negara tunduk pada tatanan hukum
publik. Melalui kegiatan berbagai lembaga pemerintah, negara berusaha memberikan
jaminan kesgjahteraan kepada rakyat (welfare state).

Namun, pengelolaan keuangan sektor publik yang dilakukan selama ini dengan
menggunakan pendekatan superioritas negara telah membuat aparatur pemerintah
yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan keuangan sektor publik tidak lagi
dianggap berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para profesional. Oleh
karena itu, perlu dilakukan pelurusan kembali pengelolaan keuangan pemerintah
dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) yang
sesuai dengan lingkungan pemerintahan.

Daam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini juga diatur prinsip-prinsip
yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan
penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang
milik negara/daerah yang selamaini belum mendapat perhatian yang memadai.

Dalam rangka pengelolaan uang negara/daerah, dalam Undang-undang
Perbendaharaan Negara ini ditegaskan kewenangan Menteri Keuangan untuk
mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang negara
dalam rekening kas umum negara pada bank sentral, serta ketentuan yang
mengharuskan dilakukannya optimalisasi pemanfaatan dana pemerintah. Untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang negara/daerah,
diatur kewenangan penyelesaian piutang negara dan daerah. Sementara itu, dalam
rangka pelaksanaan pembiayaan ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untuk
mengadakan utang negara/daerah. Demikian pula, dalam rangka meningkatkan
efisiens dan efektivitas pengelolaan investas dan barang milik negara/daerah dalam
Undang-undang Perbendaharaan Negara ini diatur pula ketentuan yang berkaitan
dengan pelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola dan menggunakan barang
milik negara/daerah.

0. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara
tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Sehubungan
dengan itu, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal tersebut agar:
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. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi;

. Laporan keuangan pemerintah disgjikan sesuai dengan standar akuntansi
keuangan pemerintahan, yang terdiri dari Laporan Realisas Anggaran (LRA),
Neraca, dan Laporan Arus Kas disertai dengan catatan atas |aporan keuangan;

. Laporan keuangan disagjikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas
pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan
kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah;

. Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir;

. Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang
independen dan profesional sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat;

. Laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang
mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance
SatisticsGFS) sehingga dapat memenuhi  kebutuhan analisis kebijakan dan
kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara (cross country
studies), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah.

Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan
dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntans
pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima
secara internasional. Standar akuntansi pemerintahan tersebut sesua dengan
ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah di
dalam menyusun dan menygjikan Laporan Keuangan.

Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah
dan disusun oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen
yang terdiri dari para profesional. Agar komite dimaksud terjamin independensinya,
komite harus dibentuk dengan suatu keputusan Presiden dan harus bekerja
berdasarkan suatu due process. Selain itu, usul standar yang disusun oleh komite
perlu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Bahan pertimbangan
dari Badan Pemeriksa Keuangan digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan.
Hasil penyempurnaan tersebut diberitahukan kepada Badan Pemeriksa K euangan, dan
selanjutnya usul standar yang telah disempurnakan tersebut digjukan oleh Menteri
Keuangan untuk ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
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Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat
memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem
Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP)
yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntans Instansi (SAl)
yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.

Selain itu, perlu pula diatur agar laporan pertanggungjawaban keuangan
pemerintah dapat disampaikan tepat waktu kepada DPR/DPRD. Mengingat bahwa
laporan keuangan pemerintah terlebih dahulu harus diaudit oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD, BPK memegang peran
yang sangat penting dalam upaya percepatan penyampaian laporan keuangan
pemerintah tersebut kepada DPR/DPRD. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal
30 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
yang menetapkan bahwa audit atas Laporan Keuangan Pemerintah harus diselesaikan
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan tersebut diterima oleh
BPK dari Pemerintah. Selamaini, menurut Pasal 70 ICW, BPK diberikan batas waktu
4 (empat) bulan untuk menyelesaikan tugas tersebut.

0. Penyelesaian Kerugian Negara

Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan
melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam Undang-undang Perbendaharaan
Negara ini diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Oleh
karena itu, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditegaskan bahwa
setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau
kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian
kerugian tersebut negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.

Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan kementerian negara/ lembaga/kepala
satuan kerja perangkat daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah
mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah
yang bersangkutan terjadi kerugian. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap
bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti
kerugian negara/daerah terhadap pegawal negeri bukan bendahara ditetapkan oleh
menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.
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Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah
ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikena sanksi administratif
dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau
pidana.

0. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk Badan
Layanan Umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka memajukan
kesgjahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan Badan Layanan
Umum merupakan kekayaan negara yang tidak dipisshkan serta dikelola dan
dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum
yang bersangkutan. Berkenaan dengan itu, rencana kerja dan anggaran serta laporan
keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disgjikan sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan kementerian
negarallembaga/pemerintah daerah.

Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan oleh Menteri Keuangan,
sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang
pemerintahan yang bersangkutan.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Program Pemerintah Pusat dimaksud diusulkan di dalam Rancangan
Undang-undang tentang APBN serta disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun
pendapatan negara dengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah
dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Ayat (5)
Program Pemerintah Daerah dimaksud diusulkan di dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD serta disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun
pendapatan daerah dengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah
dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Denda dan/atau bunga dimaksud dapat dikenakan kepada kedua belah pihak.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Gubernur/bupati/walikota menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran berdasarkan usulan Pengguna
Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

DHendianto-BiroHukum BPK-RI/10/16/2006 46



PREZIDEN
REPUELIK INDOMESIA

Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Daam rangka pengelolaan kas, investas yang dimaksud adalah

pembelian Surat Utang Negara.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf |

Cukup jelas.
Huruf m

Cukup jelas.
Huruf n

Cukup jelas.
Huruf o

Cukup jelas.
Huruf p

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf r

Cukup jelas.
Huruf s

Cukup jelas.
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Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Daam rangka pengelolaan kas, investasi yang dimaksud adalah

pembelian Surat Utang Negara.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf |

Cukup jelas.
Huruf m

Cukup jelas.
Huruf n

Cukup jelas.
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Huruf o

Cukup jelas.
Huruf p

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi  kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar/
menyerahkan, = menatausahakan, dan  mempertanggungjawabkan
penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam
pengel olaannya.
Persyaratan pengangkatan dan pembinaan karier bendahara diatur oleh
Bendahara Umum Negara selaku Pembina Nasional Jabatan Fungsional
Bendahara.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.
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16
Cukup jelas.

17
Cukup jelas.

18
Cukup jelas.

19
Cukup jelas.

20
Cukup jelas.

21
Cukup jelas.

22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Uang negara dimaksud pada ayat ini adalah uang milik negara yang meliputi
rupiah dan valuta asing.

Ayat (4)
Dalam hal tertentu, Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening
pada |lembaga keuangan lainnya.
Pembukaan rekening pada bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat
ini dilakukan dengan mempertimbangkan asas kesatuan kas dan asas
kesatuan perbendaharaan, serta optimalisasi pengelolaan kas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.
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Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Hal tertentu yang dimaksud pada ayat ini adalah keadaan belum tersedianya
layanan perbankan di satu tempat yang menjamin kelancaran pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran negara.
Badan lain yang dimaksud pada ayat ini adalah badan hukum di luar
lembaga keuangan yang memiliki kompetensi dan reputasi yang baik untuk
mel aksanakan fungsi penerimaan dan pengeluaran negara.
Kompetensi dimaksud meliputi keahlian, permodalan, jaringan, dan sarana
penunjang layanan yang diperlukan.
Reputasi dinilai berdasarkan perkembangan kinerja badan hukum yang
bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir.
Kegiatan operasional dimaksud terutama berkaitan dengan penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi kementerian negara/ lembaga.

Ayat (2)
Penunjukan badan lain tersebut dilakukan secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta
mengutamakan badan hukum di luar lembaga keuangan yang sebagian besar
atau seluruh sahamnyadimiliki oleh negara.
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Ayat (3)
Badan lain dimaksud berkewajiban menyampaikan laporan bulanan atas
pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran yang dilakukannya. Laporan
dimaksud disusun dan disgikan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Avyat (1)
Pembukaan rekening dapat dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/pejabat
lain yang ditunjuk.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Avyat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Avyat (1)
Ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada
ayat ini adalah peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan uang
negara/daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga,
kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga dapat diberi
persediaan uang kas untuk keperluan pembayaran yang tidak dapat
dilakukan langsung oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada pihak
yang menyediakan barang dan/atau jasa. Sehubungan dengan itu, diperlukan
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pembukaan rekening untuk menyimpan uang persediaan tersebut sebelum
dibayarkan kepada yang berhak. Tata cara pembukaan rekening dimaksud,
serta penggunaan dan mekanisme pertanggungjawaban uang persediaan
tersebut ditetapkan oleh Bendahara Umum Negara sesuai dengan peraturan
pemerintah mengenal pengel olaan uang negara.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, satuan
kerja yang bersangkutan dapat diberi persediaan uang kas untuk keperluan
pembayaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Bendahara Umum
Daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa. Sehubungan
dengan itu, diperlukan pembukaan rekening untuk menyimpan uang
persediaan tersebut sebelum dibayarkan kepada yang berhak. Tata cara
pembukaan rekening dimaksud, serta penggunaan dan mekanisme
pertanggungjawaban uang persediaan tersebut ditetapkan oleh Bendahara
Umum Negara sesual dengan peraturan pemerintah mengena pengelolaan
uang daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Yang dimaksud dengan piutang negara/daerah jenis tertentu antara lain piutang
pajak dan piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri.
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Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Y ang dimaksud dengan bagian piutang yang tidak disepakati adalah selisih
antara jumlah tagihan piutang menurut pemerintah dengan jumlah kewajiban
yang diakui oleh debitur.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud ayat ini dihitung sejak tanggal 1
Januari tahun berikutnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.
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43
Cukup jelas.

44
Cukup jelas.

45
Cukup jelas.

46
Cukup jelas.

47
Cukup jelas.

48
Cukup jelas.

49

Ayat (1)
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam menetapkan
ketentuan pelaksanaan pensertifikatan tanah yang dimiliki dan dikuasai
pemerintah pusat/daerah berkoordinasi dengan lembaga yang bertanggung
jawab di bidang pertanahan nasional.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada ayat ini meliputi perencanaan
kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan,
penatausahaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan.
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Pasal 50
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Barang milik pihak ketiga yang dikuasa dimaksud adalah barang yang
secara fisk dikuasai atau digunakan atau dimanfaastkan oleh pemerintah
berdasarkan hubungan hukum yang dibuat antara pemerintah dan pihak
ketiga.
Pasal 51
Ayat (1)

Aset yang dimaksud pada ayat ini adalah sumber daya, yang antara lain
meliputi uang, tagihan, investasi, dan barang, yang dapat diukur dalam
satuan uang, serta dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan
diharapkan memberi manfaat ekonomi/sosial di masa depan.
Ekuitas dana yang dimaksud pada ayat ini adalah kekayaan bersih
pemerintah yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai
seluruh kewajiban atau utang pemerintah.

Ayat (2) dan Ayat (3)
Tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang
tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pasal 52
Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-undang tentang
kearsipan.

Pasal 53
Cukup jelas.
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Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat ini, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan proses
penyiapan standar dan meminta pertimbangan mengenai substansi standar
kepada Badan Pemeriksa K euangan.
Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu
ditempuh secara cermat (due process) agar dihasilkan standar yang objektif
dan bermutu.
Terhadap pertimbangan yang diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan,
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan tanggapan,
penjelasan, dan/atau melakukan penyesuaian sebelum standar akuntans
pemerintahan ditetapkan menjadi peraturan pemerintah.

Ayat (3)
Keanggotaan Komite Standar Akuntans Pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat ini berasal dari profesional di bidang akuntansi dan
berjumlah sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang ketua dan wakil
ketuanya dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 58
Ayat (1)
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan
sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan.
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Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan
masing-masing.
Gubernur/bupati/walikota mengatur lebih lanjut dan meyelenggarakan
sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang
dipimpinnya.

Ayat (2)
Sistem pengendalian intern yang akan dituangkan dalam peraturan
pemerintah dimaksud dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa K euangan.

Pasal 59

Ayat (1)
Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian
pejabat negara atau pegawa negeri bukan bendahara dalam rangka
pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka
pel aksanaan kewenangan kebendaharaan.
Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan
kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin
dan tanggung jawab para pegawal negeri/pejabat negara pada umumnya, dan
para pengel ola keuangan pada khususnya.

Ayat (2)
Pgjabat lain sebagaimana dimaksud meliputi pegabat negara dan
pejabatpenyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara,
tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)
Surat keputusan dimaksud pada ayat ini mempunyai kekuatan hukum untuk
pel aksanaan sita jaminan (conservatoir beslaag).
Daam hal pegabat yang melakukan kerugian negara adaah
menteri/pimpinan lembaga, surat keputusan pembebanan penggantian
kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara.
Daam hal peabat yang melakukan kerugian negara adalah Menteri
Keuangan, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara
dimaksud diterbitkan oleh Presiden.
Daam hal pegabat yang melakukan kerugian negara adalah pimpinan
lembaga negara, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian
sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Surat keputusan dimaksud pada ayat ini mempunyai kekuatan hukum untuk
pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslaag).
Dalam hal pgabat yang melakukan kerugian daerah adalah Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian
sementara dimaksud diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
Daam hal pgabat yang melakukan kerugian daerah adalah Kepala Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah, surat keputusan pembebanan
penggantian  kerugian  sementara  dimaksud  diterbitkan  oleh
gubernur/bupati/walikota.
Daam hal peabat yang melakukan kerugian daerah adalah pimpinan
lembaga pemerintahan daerah, surat keputusan pembebanan penggantian
kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden.
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Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku adalah menyampaikan hasil pemeriksaan
tersebut beserta bukti-buktinya kepada instansi yang berwenang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pengenaan ganti kerugian negara terhadap pengelola perusahaan umum dan
perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu
persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang
tersendiri.

Pasal 68
Cukup jelas.
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Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70

Pelaksanaan secara bertahap dimaksud disesuaikan dengan kondis perbankan dan

kesiapan sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4355
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Menimbang :

Mengingat :

Menetapkan :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa informas merupakan kebutuhan pokok setiap orang
bagi pengembangan pribadi dan lingkungan

sosialnya serta merupakan bagian penting bagi

ketahanan nasional;

. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan

keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri  penting
negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan
rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negarayang baik;

. bahwa  keterbukaan informasi  publik  merupakan sarana

dalam mengoptimalkan pengawasan publik  terhadap
penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala
sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

. bahwa pengelolaan informasi  publik merupakan salah satu upaya

untuk mengembangkan masyarakat informas;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu membentuk
Undang-Undang  tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK.

BABI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda
tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta
maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan
dibaca yang disgikan dalam berbagai kemasan dan format
sesuai  dengan perkembangan teknologi informasi  dan
komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik
yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan
publik lainnya yang sesua dengan Undang-Undang ini serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legidatif, yudikatif,
dan badan lain yang fungs dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah,
atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja  Daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri.

Komis Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi
menjalankan Undang-Undang ini dan  peraturan
pelaksanaannya, = menetapkan  petunjuk teknis standar
layanan  informasi  publik dan menyelesaikan sengketa
informasi  publik melalui mediasi dan/atau gjudikasi nonlitigasi.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi
antara badan publik dan pengguna informasi publik yang
berkaitan dengan hak memperoleh dan  menggunakan
infformasi  berdasarkan perundang- undangan.

6. Mediasi ...



10.

11.

12.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Mediass adalah penyelesaian sengketa informasi publik
antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.

Ajudikas adalah proses penyelesaian sengketa informasi
publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

Pgjabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas
untuk menduduki posis atau jabatan tertentu pada badan publik.

Pgjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat
yang bertanggung  jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi
di badan publik.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan
hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini.

Pengguna Informasi Publik adalah orang yang
menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau
badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi
publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diaksesoleh

setiap Pengguna Informasi Publik.

(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon

Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan,
dan cara sederhana.

(4) Informasi ...
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(4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai

dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum
didasarkan  pada  pengujian tentang konsekuens yang
timbul gpabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat
serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup
Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar
daripada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

a

menjamin  hak warga negara untuk mengetahui rencana
pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan
proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan
suatu keputusan publik;

mendorong partisipas masyarakat dalam proses
pengambilan kebijakan publik;

meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan
kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang
transparan, efektif dan efisen, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan;

mengetahui alasan kebijakan publik yang
mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan
bangsa; dan/atau

meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan
Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang
berkualitas.

BABIII ...
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BAB I

HAK DAN KEWAJBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI
PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJBAN BADAN PUBLIK

D

(2)

3)

(4)

Bagian Kesatu Hak
Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

Setiagp Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Setiap Orang berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk
memperoleh Informasi Publik;

c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui
permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau

d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan
Informasi  Publik disertai alasan permintaan tersebut.

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke
pengadilan apabila dalam memperoleh Informas Publik
mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini.

Bagian Kedua Kewajiban

Pengguna Informasi Publik

(1)

2

Pasal 5

Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi
Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber
dari mana ia memperolen Informasi Publik, bak yang
digunakan  untuk  kepentingan  sendiri  maupun untuk
keperluan  publikass sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga ...
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Bagian Ketiga
Hak Badan Publik

Pasal 6

Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi  Publik
apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Informasi  Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan

Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. informasi yang dapat membahayakan negara;

b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

e. Informasi  Publik yang diminta belum dikuasai atau
didokumentasikan.

Bagian Keempat
Kewsajiban Badan Publik

Pasal 7

Badan Publik waiib menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan  Informasi  Publik yang berada di bawah
kewenangannya kepada Pemohon Informasi  Publik, selain
informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang
akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Untuk  melaksanakan  kewgjiban  sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan
mengembangkan sistem informass dan dokumentasi untuk
mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga
dapat diakses dengan mudah.

(4) Badan ...
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Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis
setigp kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap
Orang atas Informasi Publik.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain
memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat
memanfaatkan  sarana  dan/atau media  elektronik dan
nonelektronik.

Pasal 8

Kewagjiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan
pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

D
(2)

3)

(4)

Pasal 9

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi  Publik

secara berkala.

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;

b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik
terkait;

c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau

d. informas lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

Kewagjiban memberikan dan menyampaikan Informasi  Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling

singkat 6 (enam) bulan sekali.

Kewgjiban menyebar|uaskan Informasi Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara

yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang

mudah dipahami.

(5) Caracara ...
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(5) Caracara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan
lebih  lanjut  oleh  Pgabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Badan Publik terkait.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik
memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara
berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

Pasal 10

(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta- merta suatu
informasi yang dapat mengancam hagjat hidup orang banyak dan
ketertiban umum.

(2) Kewagjiban menyebarluaskan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara
yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang
mudah dipahami.

Bagian Ketiga Informasi yang
Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat

yang meliputi:

a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah
penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

b. hasil keputusan Badan Publik dan
pertimbangannya;

c. seluruh  kebijakan yang ada  berikut  dokumen
pendukungnya;

d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan
pengel uaran tahunan Badan Publik;

e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;

f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik
dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan
dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

h. laporan ...
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h. laporan mengena pelayanan akses Informasi Publik
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat
berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau  penyelesaian
sengketa  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasa 49,
dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang
dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
kewgjiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang
dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk
TeknisKomisi Informasi.

Pasal 12

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi,
yang meliputi:
a. jumlah permintaan informasi yang diterima;

b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi
setiap permintaan informasi;

Cc. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi;
dan/atau

d. aasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 13

(1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana
setiap Badan Publik:

a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi; dan

b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan
infformasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan
petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang
berlaku secara nasional.

(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat
fungsional.

Pasal 14 ...
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Pasal 14

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya
yang dimiliki oleh negara dalam Undang- Undang ini adalah:

a

nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis
kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan,
sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;

nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota
dewan komisaris perseroan;

laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi,
dan laporan tanggung jawab sosia perusahaan yang telah
diaudit;

hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat
kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;

sistem dan alokasi dana remunerasi anggota
komisaris/dewan pengawas dan direksi;

mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas,

kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka
sebagai Informasi Publik;

pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik
berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewgjaran;

pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;

penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;

perubahan tahun fiskal perusahaan;

kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan
umum atau subsidi;

mekani sme pengadaan barang dan jasa; dan/atau

infformasi  lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang
berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha
Milik Daerah.

Pasal 15

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam
Undang-Undang ini adalah:

a. asasdan tujuan;

b. program ...
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program umum dan kegiatan partai politik;
nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;

pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

mekanisme pengambilan keputusan partai;

keputusan partai yang berasal dari hasi|
muktamar/kongres’munas  dan/atau = keputusan lainnya yang
menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka
untuk umum; dan/atau

infformasi  lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang
berkaitan dengan partai politik.

Pasal 16

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi
nonpemerintah dalam Undang-Undang ini adalah:

a

b.

C.

asas dan tujuan;
program dan kegiatan organisasi;

nama, alamat, susunan kepengurusan, dan
perubahannya;

pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat,
dan/atau sumber luar negeri;

mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
keputusan-keputusan organisasi; dan/atau

informasi  lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan.

BABV

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon
Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

a

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan
hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat ...
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1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu
tindak pidana;

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau
korban yang mengetahui adanyatindak pidang;

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana
rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan
penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

4. membahayakan keselamatan dan  kehidupan penegak
hukum dan/atau keluarganya; dan/atau

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau
prasarana penegak hukum.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan
perlindungan hak atas kekayaan

intel ektual dan perlindungan dari persaingan usaha
tidak sehat;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan
pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

1. informas tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik
yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan
keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan
dan pengakhiran atau evaluas dalam kaitan dengan
ancaman dari dalam dan luar negeri;

2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operas,
teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan
sistem pertahanan dan keamanan negara yang  meliputi
tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau
evaluas;

3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokas kekuatan
dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan
dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;

4. gambar dan data tentang sSituasi dan keadaan pangkalan
dan/atau instalasi militer;

5. data...
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5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara
lain terbatas pada segada tindakan dan/atau indikasi
negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau  data
terkait kerjasama militer dengan negara lain yang
disepakati dalam perjanjian tersebut sebaga rahasia atau
sangat rahasia;

6. sistem persandian negara; dan/atau
7. sistemintelijen negara.
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan
kekayaan alam Indonesia;

Informas Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan
ekonomi nasional:

1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasiona
atau asing, saham dan aset vital milik negara;

2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model
operasi institusi keuangan;

3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman
pemerintah, perubahan pagak, tarif, atau pendapatan
negara/daerah lainnya;

4. rencanaawa penjualan atau pembelian tanah atau properti;
5. rencanaawal investas asing;

6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau
lembaga keuangan lainnya; dan/atau

7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan
hubungan luar negeri:

1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil
oleh negara dalam hubungannya dengan negosias
internasional;

2. korespondens diplomatik antarnegara;

3. sistem komunikas dan persandian yang
dipergunakan dalam menjalankan hubungan
internasional; dan/atau

4. perlindungan ...
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4. perlindungan dan  pengamanan infrastruktur strategis
Indonesia di luar negeri.

Informasi Publik yang apabila dibuka dapat
mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat seseorang;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi,
yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondiss dan perawatan, pengobatan kesehatan
fisik, dan psikis seseorang;

3. kondis keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank
seseorang;

4. hasil-hasil evaluas sehubungan  dengan kapabilitas,
intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;
dan/atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan
dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan
pendidikan nonformal.

memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra
Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali
atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-
Undang.

Pasal 18

Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan
adalah informasi berikut:

a. putusan badan peradilan;

b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun
bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat
maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta
pertimbangan lembaga penegak hukum;

c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;

f. laporan ...
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f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h,
antaralain apabila:

a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan
tertulis, dan/atau

b. pengungkapan berkaitan dengan posis seseorang dalam
jabatan-jabatan publik.

Dalam ha kepentingan pemeriksaan perkara pidana di
pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung,
Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi,
dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum
lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat
membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasa 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,
huruf f, huruf i, dan huruf j.

Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengaukan
permintaan izin kepada Presiden.

Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan
dengan keuangan atau kekayaan negara di  pengadilan,
permintaan izin digjukan oleh Jaksa Agung sebagal pengacara
negara kepada Presiden.

|zin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan
ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian
Republik  Indonesia, Jaksa  Agung, Ketua  Komis
Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak
Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.

Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan
keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat
menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 19 ...
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Pasal 19

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setigp Badan
Publik  wajib  melakukan  pengujian  tentang konsekuensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan
penuh  ketelitian  sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu
dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Pasal 20

(1) Pengecuadian sebagamana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f tidak bersifat
permanen.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengena jangka waktu pengecualian
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMAS

Pasal 21

Mekanisme untuk memperolen Informasi  Publik didasarkan
pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pasal 22

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan
untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik
terkait secaratertulis atau tidak tertulis.

(2) Badan Publik wajib mencatat nama dan aamat Pemohon
Informasi  Publik, subjek dan format informas serta cara
penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi
Publik.

(3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan
Informasi Publik yang digjukan secara tidak tertulis.

(4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti
penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor
pendaftaran pada saat permintaan diterima.

(5) Dalam ...
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Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui
surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan
permintaan.

Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman
nomor pendaftaran  dapat  diberikan bersamaan dengan
pengiriman informasi.

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja  sgak
diterimanya permintaan, Badan Publik yang
bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang
berisikan :

a. informasi yang diminta berada di bawah
penguasaannya ataupun tidak;

b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang
menguasal informasi yang diminta apabila informasi yang
diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan
Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan
informasi yang diminta;

C. penerimaan atau penolakan permintaan dengan aasan yang
tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

d. dalam ha permintaan diterima seluruhnya atau sebagian
dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;

e. dadam ha suatu dokumen mengandung materi Yyang
dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 17,
maka informasi yang  dikecualikan tersebut dapat
dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

f. aat penyampai dan format informas yang akan diberikan;
dan/atau

g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi
yang diminta.

Badan Publik yang bersangkutan dapat
memperpanjang waktu untuk mengirimkan
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan
secaratertulis.

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara permintaan informasi
kepada Badan Publik diatur oleh Komis Informasi.

BAB VII ...
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BAB VII
KOMISI INFORMAS

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 23

Komis Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan
Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan
petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan
menyelesaikan Sengketa Informasi  Publik  melalui  Medias
dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 24

(1) Komisi Informas terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi
Informasi  provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi
kabupaten/kota.

(2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.

(3) Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provins
dan Komis Informasi  kabupaten/kota berkedudukan di ibu
kota kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Susunan

Pasal 25

(1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang
yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

(2) Anggota Komisi Informasi provins dan/atau Komisi Informasi
kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan
unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

(3 Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap
anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap
anggota.

(4) Ketua ...
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Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota
Komisi Informasi.

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
dengan musyawarah seluruh anggota Komisi  Informasi
dan apabila tidak tercapal  kesepakatan dilakukan
pemungutan suara.

Bagian Keempat
Tugas

Pasal 26

Komisi Informasi bertugas:

a.  menerima, memeriksa, dan  memutus permohonan
penyelesaian  Sengketa  Informasi  Publik melalui
Medias dan/atau Ajudikasi nonlitigas yang digjukan
oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan
alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

b. menetapkan  kebijakan umum  pelayanan Informas
Publik; dan

c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
Komisi Informasi Pusat bertugas:

a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa
melalui Mediasi dan/atau Ajudikas nonlitigasi;

b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi
Publik di daerah sdlama Komisi Informasi provins
dan/atau = Komisi  Informasi  kabupaten/kota belum
terbentuk; dan

c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya
berdasarkan  Undang-Undang ini kepada Presiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun
sekali atau sewaktu- waktu jika diminta.

Komis Informasi provins dan/atau Komis  Informasi
kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus
Sengketa Informasi  Publik di daerah melaui Medias
dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Kelima....
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Bagian Kelima
Wewenang

Pasal 27

Dalam menjaankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki
wewenang:

a.  memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang
bersengketa;

b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki
oleh Badan Publik terkait untuk  mengambil
keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa
Informasi Publik;

c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan
Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saks  dalam
penyelesaian Sengketa Informas Publik;

d. mengambil sumpah setigp saks yang  didengar
keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigas
penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan

e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik
sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi
Informasi.

Kewenangan Komis Informasi Pusat meliputi
kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik  yang
menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat
provinss dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota
selama Komisi Informasi di provins atau Komisi Informasi
kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.

Kewenangan Komisi Informasi provins meliputi
kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan
Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Kewenangan Komisi  Informasi  kabupaten/kota meliputi
kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan
Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan

Bagian Keenam ...
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Bagian Keenam
Pertanggungjawaban

Pasal 28

(1) Komis Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden
dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungs,
tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.

(2) Komis Informas provinsi bertanggung jawab kepada gubernur
dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi,
tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah provins yang bersangkutan.

(3 Komis Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada
bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan
fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.

(4) Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Ketujuh Sekretariat dan
Penatakelolaan Komisi Informasi

Pasal 29

(1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komis
Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi.

(2) Sekretariat Komisi Informas dilaksanakan oleh Pemerintah.

(3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris
yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya
di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan
Komisi Informasi.

(4) Sekretariat Komisi Informasi provins dilaksanakan oleh
pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan
informasi di tingkat provins yang bersangkutan.

(5) Sekretariat ...
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Sekretariat  Komisi  Informasi  kabupaten/kota dilaksanakan
oleh pejabat yang mempunyal tugas dan wewenang di bidang
komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang
bersangkutan.

Anggaran Komis Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi
provins dan/atau Komisi  Informasi kabupaten/kota
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah provins dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 30

Syarat-syarat  pengangkatan anggota Komis Informasi:

a. warganegaralndonesia;

b. memiliki integritas dan tidak tercela;

c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;

d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan
Informasi Publik sebagai bagian dari hak asas manusia dan
kebijakan publik;

e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;

f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam
Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi
Informasi;

0. bersediabekerja penuh waktu;
h. berusiapaling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan

I. sehat jiwadan raga.
Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi
dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif.

Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib
diumumkan kepada masyarakat.

Setiap Orang berhak menggukan pendapat dan penilaian
terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

Pasal 31 ...



)

2

3

@)

2

3)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

Pasal 31

Caon anggota Komis Informasi Pusat hasil rekrutmen
sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 30 ayat (2) digukan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh
Presiden sgumlah 21 (dua puluh satu) orang calon.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota
Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan.

Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya
ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 32

Caon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi
Informasi  kabupaten/kota hasil  rekrutmen  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) digukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provins dan/atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten/kota  oleh  gubernur dan/atau
bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan
paling banyak 15 (lima belas) orang calon.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provins  dan/atau
kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provins
dan/atau Komisi Informas kabupaten/kota melalui uji kepatutan
dan kelayakan.

Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi
kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah provins dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur
dan/atau bupati/walikota.

Pasal 33

Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 34 ...
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Pasal 34

Pemberhentian  anggota  Komisi Informasi dilakukan
berdasarkan keputusan Komisi Informas sesuai dengan
tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden untuk  Komisi
Informasi Pusat, kepada gubernur untuk Komisi Informasi
provinsi, dan kepada bupati/walikota untuk Komisi
Informasi kabupaten/kota untuk ditetapkan.

Anggota Komisi Informasi berhenti atau
diberhentikan karena:

a. meninggal dunig;
b. telah habis masajabatannya;
¢. mengundurkan diri;

d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling
singkat 5 (lima) tahun penjara;

e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain  yang
mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat
menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau

f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik,
yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Keputusan Presiden untuk Komisi Informasi Pusat,
keputusan gubernur untuk Komisi Informasi provins,
dan/atau keputusan bupati/walikota untuk Komisi
Informasi  kabupaten/kota.

Pergantian antarwaktu anggota Komisi Informasi dilakukan
oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan  Dewan
Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia untuk Komisi
Informasi  Pusat, oleh gubernur setelah  berkonsultas
dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi
untuk Komisi Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota
setelah  berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk Komis Informasi
kabupaten/kota.

(5) Anggota. ...
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Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu diambil
dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan
kepatutan yang telah dilaksanakan  sebagai dasar
pengangkatan anggota Komis  Informas pada periode
dimaksud.

BAB VIlI

KEBERATAN DAN PENY ELESAIAN SENGKETA

)

2

(1)

2

MELALUI KOMISI INFORMAS

Bagian Kesatu
K eberatan

Pasal 35

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan
secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan aasan
pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

b. tidak disediakannya informasi berkala
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9;

c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;

d. permintaan informasi ditanggapi tidak
sebagaimana yang diminta;

e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;

f. pengenaan biayayang tidak wajar; dan/atau

g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur
dalam Undang-Undang ini.

Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai

dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh
kedua belah pihak.

Pasal 36

Keberatan digukan olen Pemohon Informasi Publik dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(D).

Atasan peabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang
digukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja segjak diterimanya
keberatan secara tertulis.

(3) Alasan ...
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Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan

pegabat sebagaimana dimaksud dalam Pasa 35 ayat (1)
menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Bagian Kedua Penyelesaian

Sengketa Melalui Komisi Informasi

(1)

2

@)

2

Pasal 37

Upaya penyelesaian Sengketa Informas Publik digukan
kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi
provins dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat
Pengelola Informasi  dan Dokumentasi dalam proses
keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik digjukan
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38

Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau
Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai  mengupayakan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik melaui Medias
dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa
Informasi Publik.

Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus)
hari kerja.

Pasal 39

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui
Medias bersifat final dan mengikat.

BAB IX ...
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BAB IX
HUKUM ACARA KOMISI

Bagian Kesatu
Mediasi

Pasal 40

(1) Penyelesaian sengketa melaui Mediasi merupakan pilihan para
pihak dan bersifat sukarela.

(2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan
terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat
(1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.

(3) Kesepakatan para pihak dalam proses Medias dituangkan
dalam bentuk putusan Mediass Komisi Informasi.

Pasal 41

Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai
mediator.

Bagian Kedua
Ajudikasi

Pasal 42

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi
oleh Komis Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya
Medias dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau
para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang
bersengketa menarik diri dari perundingan.

Pasal 43
(1) Sdang Komisi Informas yang memeriksa dan memutus

perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan
harus berjumlah gasal.

(20 Sidang Komis Informasi bersifat terbuka untuk umum.

(3) Dalam ...
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Daam ha pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-
dokumen yang termasuk dalam pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan
perkara bersifat tertutup.

Anggota Komis Informasi wajib menjaga rahasia dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 44

Daam ha Komisi Informasi menerima permohonan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komis Informasi
memberikan salinan  permohonan  tersebut  kepada pihak
termohon.

Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pimpinan Badan Publik atau pegabat terkait yang ditunjuk
yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.

Dalam ha pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Komis Informasi dapat memutus untuk  mendengar
keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.

Pemohon Informasi  Publik dan termohon dapat mewakilkan
kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Bagian Keempat
Pembuktian

Pasal 45

Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung
pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan
infformasi  dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.

Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung
sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik  mengaukan
permohonan penyelesaian  Sengketa Informasi Publik
sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampal
dengan huruf g.

Bagian Kelima ...
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Bagian Kelima Putusan
Komisi Informasi

Pasal 46

Putusan Komisi Informas tentang pemberian atau penolakan
akses terhadap seluruh atau sebagian informas yang diminta
berisikan salah satu perintah di bawahini:

a. membatalkan putusan atasan Badan  Publik  dan
memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh
informasi  yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik
sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau

b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan  Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi
yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17.

Putusasn Komis Informas  tentang pokok  keberatan
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf

b sampa dengan huruf g, beriskan salah satu perintah di
bawah ini:
a memerintahkan  Pgabat  Pengelola  Informas  dan

Dokumentasi untuk menjaankan kewajibannya
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;

b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi
kewgjibannya dalam jangka waktu pemberian informasi
sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini; atau

c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik  atau
memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau
penggandaan informasi.

Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi
yang dikecualikan.

Komisi Informasi wajib memberikan salinan
putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu
perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang
diambil, pendapat anggota komis tersebut dilampirkan
daam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari
putusan tersebut.

BAB X ...
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BAB X

GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI

)

2

@)

2

(1)

Bagian Kesatu
Gugatan ke Pengadilan

Pasal 47

Pengagjuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha
negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.

Penggjuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri
apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan
Publik negara sebagaimana dimaksud padaayat (1).

Pasal 48

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para
pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak
menerima putusan Ajudikasi dari Komis Informasi paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan
tersebuit.

Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di
Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup.

Pasal 49

Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan
negeri dalam penyelesasian  Sengketa Informasi Publik
tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau
sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:

a. membatalkan  putusan Komisi Informasi dan/atau
memerintahkan Badan Publik:

1. memberikan sebagian atau seluruh informasi  yang
dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau

2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informas
yang diminta oleh Pemohon Informas Publik.

b. menguatkan ...
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menguatkan  putusan  Komis  Informas  dan/atau
memerintahkan Badan Publik:

1. memberikan sebagian atau seluruh informasi  yang
diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau

2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi
yang diminta oleh Pemohon Informas Publik.

Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan
negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik
tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (1) huruf

b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:

a

b.

C.

memerintahkan  Pejabat  Pengelola Informasi  dan
Dokumentasi untuk menjaankan kewajibannya
sebagaimana ditentukan dalam  Undang-Undang ini
dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu
pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini;

menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau

memutuskan biaya penggandaan informasi.

Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan
salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Kasas

Pasal 50

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara
atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah
Agung paing lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sgak
diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan
negeri.

BAB XI ...
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BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Setigp Orang yang dengan senggja menggunakan Informasi
Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 52

Badan Publik yang dengan senggja tidak menyediakan, tidak
memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa
Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang  wajib
diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia
setigp saat, dan/atau Informasi  Publik yang harus diberikan atas
dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan
mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan
paing lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp5.000.000,00 (limajutarupiah).

Pasal 53

Setiap Orang yang dengan sengga dan melawan hukum
menghancurkan,  merusak, dan/atau  menghilangkan dokumen
Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara
dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum  dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana
dendapaling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah).

Pasal 54

(1) Setiap Orang yang dengan senggja dan tanpa hak mengakses
dan/atau  memperoleh  dan/atau memberikan informasi
yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a,
huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf |
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh
jutarupiah).

(2) Setiap ...
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(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses
dan/atau  memperoleh  dan/atau memberikan informasi
yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf ¢
dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan pidana denda paling banyak
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 55

Setiap Orang yang dengan senggja membuat Informasi Publik
yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan
kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah).

Pasal 56

Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-
Undang ini dan juga diancam dengan sanks pidanadalam Undang-
Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana
dari Undang-Undang yang lebih khusus tersebut.

Pasal 57

Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan
delik aduan dan digjukan melalui peradilan umum.

BAB XIlI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi
oleh Badan Publik negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XllI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Komis Informas Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1
(satu) tahun sgjak diundangkannya Undang- Undangini.

Pasal 60 ...
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Pasal 60

Komis Informasi provins harus sudah dibentuk paling lambat 2
(dua) tahun sgak diundangkannya Undang- Undang ini.

Pasal 61

Pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini Badan Publik harus
melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 62

Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan segjak
diberlakukannya Undang-Undang ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini  semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi
yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak  bertentangan
dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 64

(1) Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sgak
tangga diundangkan.

(2) Penyusunan dan penetgpan Peraturan Pemerintah, petunjuk
teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya
yang terkait dengan persigpan pelaksanaan Undang-Undang
ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun segjak Undang-
Undang ini  diundangkan.

Agar ...
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mengetahuinya,
Undang-Undang

dalam Lembaran

Disahkan di
padatanggal 30 April 2008

memerintahkan
ini dengan
Negara Republik

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 61
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28
F disebutkan bahwa setigp Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosianya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan
terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang
yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini
diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi
manusia sebagal salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang
demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang
terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin
terbuka penyelenggaraan  negara untuk diawas publik, penyelenggaraan negara
tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh
Informasi  juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat
tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting
sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setigp Orang untuk
memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani
permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara
sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas, (4) kewajiban Badan
Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap ...
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Setigp Badan Publik mempunyai kewgjiban untuk membuka akses atas Informasi
Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.
Lingkup Badan Publik dalam Undang- undang ini meliputi lembaga eksekutif,
yudikatif, legidatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan
dan Belanja  Daerah (APBD) dan mencakup pula  organisas
nonpemerintah, bailk yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan
hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta
organisas lainnya yang mengelola atau menggunakan danayang sebagian atau
seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar
negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta
kepemerintahan yang balk dan peran serta masyarakat yang transparan dan
akuntabilitas yang tinggi sebagal salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi
yang hakiki.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik
termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang
sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan
pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang
baik (good governance).

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah pemenuhan atas
permintaan Informasi dilakukan sesua dengan ketentuan  Undang-
Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

“Cara...
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“Cara sederhana’ adalah Informasi yang diminta dapat diakses secara
mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami.

“Biaya ringan” adalah biaya yang dikenakan secara proporsiona
berdasarkan standar biaya pada umumnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “konsekuenss yang timbul” adalah
konsekuenss yang membahayakan kepentingan yang dilindungi
berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi  dibuka
Suatu Informasi  yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus
didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang
lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informas,
Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau
sebaliknya.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Avyat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Avyat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “membahayakan negara’ adalah
bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari
ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Lebih lanjut mengenai Informas yang membahayakan
negara ditetapkan oleh Komisi Informasi.

huruf b ...
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Huruf b

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha tidak sehat”
adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau
menghambat persaingan usaha. Lebih lanjut  mengenai
Informasi persaingan usaha tidak sehat ditetapkan oleh Komisi
Informasi.

Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “rahasia jabatan” adalah rahasia
yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau
tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan
peraturan  perundang- undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Informasi Publik yang diminta
belum dikuasa atau didokumentasikan” adalah Badan Publik
secara nyata belum menguasar dan/atau  mendokumentasikan
Informasi  Publik dimaksud.

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berkala’ adalah secara rutin, teratur, dan
dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Informasi yang berkaitan dengan
Badan Publik” adalah Informasi yang menyangkut
keberadaan, kepengurusan, maksud dan tujuan, ruang lingkup
kegiatan, dan Informasi lainnya yang merupakan Informasi Publik
yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-
Huruf b
yang dimaksud kinerja Badan Publik

adalah kondisi Badan

Publik yang bersangkutan yang meliputi hasil dan prestas yang

dicapai serta kemampuan kerjanya.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pasal 10

Cukup jelas.

Ayat (1)

Pasal 11

Y ang dimaksud dengan “ serta-merta” adalah spontan, pada saat itu juga.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

huruf b ...
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Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Y ang dimaksud dengan:

1.

Huruf i

“transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan  keputusan  dan keterbukaan dalam
mengemukakan  Informass  materiil  dan relevan mengenai
perusahaan;

“kemandirian” adalah suatu keadaan di  mana perusahaan
dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang- undangan dan prinsip korporasi yang sehat;

“akuntabilitas” adalah keelasan fungsi, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan
perusahaan terlaksana secara efektif;

“pertanggungjawaban” adalah kesesuaian di dalam pengelolaan
perusahaan terhadap peraturan  perundang-undangan dan
prinsip korporasi yang sehat;

“kewgaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi
hak-hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul
berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Cukup jelas.

huruf j ...
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Huruf |

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf |

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “undang-undang yang berkaitan dengan
badan usaha milik negaralbadan usaha milik daerah” adaah
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, serta Undang- Undang yang mengatur sektor kegiatan usaha
badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang berlaku umum
bagi seluruh pelaku usaha dalam sektor kegiatan usaha tersebut.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

huruf g ...
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Yang dimaksud dengan “undang-undang yang berkaitan dengan partai
politik” adalah Undang-Undang tentang Partai Politik.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “organisasi nonpemerintah” adalah organisas
baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi

perkumpulan,

lembaga swadaya masyarakat, badan usaha nonpemerintah

yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢
Angkal

Yang dimaksud dengan “Informasi yang terkait dengan
sistem pertahanan dan keamanan negara’ adalah Informasi
tentang:

1.

infrastruktur pertahanan pada kerawanan: sistem komunikasi
strategis pertahanan, sistem pendukung strategis
pertahanan, pusat pemandu, dan pengendali operasi militer;

gelar operas militer pada perencanaan operasi militer,
komando dan kendali operasi militer, kemampuan operas
satuan militer yang digelar, mis taktis operasi militer,
gelar taktis operas militer, tahapan dan waktu gelar
taktis operasi militer, titik-titik kerawanan gelar militer,
dan kemampuan, kerawanan, lokasi, serta analisis kondis
fisik dan moral musuh;

3 sistem persenjataan pada spesifikas teknis operasional

alat persenjataan militer, kinerja dan kapabilitas teknis
operasional alat persenjataan militer, kerawanan sistem
persenjataan militer, serta rancang bangun dan
purwarupa persenjataan militer;

Angka?2 ...
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Angka?2

Cukup jelas.

Angka3

Cukup jelas.

Angka4

Cukup jelas.

Angka5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “sistem persandian negara’ adalah
segala sesuatu yang berkaitan dengan  pengamanan
Informasi rahasia negara yang meliputi data dan Informasi
tentang material sandi dan jaring yang digunakan, metode
dan teknik aplikasi persandian, aktivitas penggunaannya, serta
kegiatan pencarian dan pengupasan Informasi bersandi pihak
lain yang meliputi data dan Informasi material sandi yang
digunakan, aktivitas pencarian dan analisis, sumber Informasi
bersandi, serta hasil analisis dan  personil sandi yang
mel aksanakan.

Angka7

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem intelijen negara’ adalah suatu
sistem yang mengatur aktivitas badan  intelijen  yang
disesuaikan dengan strata masing- masing agar lebih terarah
dan terkoordinasi secara efektif, efisen, sinergis, dan
profesional dalam mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat
potensi ancaman ataupun peluang yang ada sehingga hasil
analisisnya secara akurat, cepat, objektif, dan relevan yang
dapat mendukung dan menyukseskan kebijaksanaan dan strategi
nasional.

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g ...
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Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup j€elas.
Huruf i

“Memorandum yang dirahasiakan” adalah memorandum atau surat-
surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang menurut
sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang
sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan
apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan
kebijakan, yakni dapat:

1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan keujuran dalam
pengguan  usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan
sehubungan dengan proses pengambilan keputusan;

2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya
pengungkapan secara prematur;

3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan
atau sedang dilakukan.

Huruf |
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23 ...
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Pasal 23

Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah independen dalam menjalankan
wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan Sengketa
Informasi Publik dengan berdasar pada Undang-Undang ini, keadilan,
kepentingan umum, dan kepentingan Negara K esatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud “Ajudikasi nonlitigas” adalah penyelesaian sengketa
Ajudikas di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan
putusan pengadilan.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Avyat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “prosedur pelaksanaan penyelesaian
sengketa® adalah prosedur beracara di  bidang penyelesaian
sengketa Informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c ...
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Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “kode etik” adalah pedoman perilaku
yang mengikat setigp anggota Komis Informasi, yang
penetapannya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)

“Pgabat  pelaksana  kesekretariatan” adalah  pgabat struktural
instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya di bidang  komunikasi
dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah menteri yang
mempunyai tugas dan fungs di bidang komunikasi dan informatika.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) ...
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Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf |

“Sehat jiwa dan raga’ dibuktikan melalui

surat keterangan

tim penguji kesehatan resmi yang ditetapkan oleh

pemerintah.

Yang dimaksud dengan “terbuka® adalah bahwa Informas

setigp tahapan proses rekrutmen harus diumumkan bagi publik.

Yang dimaksud dengan "jujur’ adalah bahwa proses
rekrutmen berlangsung adil dan nondiskriminatif berdasarkan
Undang-Undang ini.

Y ang dimaksud dengan " objektif” adalah bahwa proses rekrutmen
harus mendasarkan pada kriteria yang diatur oleh Undang-
Undang ini.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Avyat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Avyat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f

Yang dimaksud dengan  “tindakan  tercel@’ adalah
mencemarkan martabat dan reputasi dan/atau mengurangi
kemandirian dan kredibilitas Komisi Informasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) ...
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Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penggantian antarwaktu anggota Komisi
Informasi” adalah pengangkatan anggota Komis Informasi  baru
untuk  menggantikan anggota Komisi Informasi yang telah
berhenti atau  diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat
(1) sebelum masa jabatannya berakhir.

Avyat (5)
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)

Pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola
Informasi  dan Dokumentas  sekurang-kurangnya beriskan nama
dan/atau instans asal pengguna Informasi, alasan mengajukan
keberatan, tujuan menggunakan Informasi, dan kasus posisi permintaan
Informasi dimaksud.

Yang dimaksud dengan “atasan Pgjabat Pengelola Informasi  dan
Dokumentasi” adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat
yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung peabat yang
bersangkutan.

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “ditanggapi” adalah respons dari Badan
Publik sesuai dengan ketentuan pelayanan yang telah diatur
dalam petunjuk teknis pelayanan Informasi Publik.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g ...
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Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Avyat (1)

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik melaui Komisi
Informasi hanya dapat digjukan setelah melalui proses keberatan
kepada atasan Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47 ...
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Pasal 47
Ayat (1)
Gugatan terhadap Badan Publik negara yang terkait dengan kebijakan
pegabat tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata
Usaha Negara  sesual dengan kewenangannya  berdasarkan
Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiagp orang
perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 52

Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang
dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:

a. badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan;

b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau Yyang
bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau

c. kedua-duanya.
Pasal 53

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setigp orang
perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik
sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.

Pasal 54 ...



y
£

T,
SRR
- g -
i 1_;:
l'_
: -
. S
T
\
iy sy
d a€'
Vo mene e
h"'-‘:x:w--:'.‘}

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-18 -

Pasal 54
Ayat (1)

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang
perseorangan atau kelompok orang atau  badan hukum atau Badan
Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap  orang
perseorangan atau kelompok orang atau  badan hukum atau Badan
Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 55

Yang dikenakan sanksi dalam Kketentuan ini meliputi setiap orang
perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik
sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.

Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4846



Menimbang

Mengingat

SALINAN

PRESIDE M
FREFLB 'k I%NEkE <l

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau
pejabat pemerintahan dalam menggunakan
wewenang harus mengacu pada asas-asas umum
pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan
mengenai administrasi pemerintahan diharapkan
dapat menjadi solusi dalam memberikan
pelindungan hukum, baik bagi warga masyarakat

maupun pejabat pemerintahan;

bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,
khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-
undang tentang administrasi pemerintahan menjadi
landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari
keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan
untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat

dalam penyelenggaraan pemerintahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
membentuk Undang-Undang tentang Administrasi

Pemerintahan;

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . ..
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG - UNDANG TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana
dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan
oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam
melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang
meliputi fungsi pengaturan, pelayanan,

pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah
unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan,
baik di  lingkungan  pemerintah  maupun

penyelenggara negara lainnya.

Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung
yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau

strata pemerintahan yang lebih tinggi.

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan atau
penyelenggara negara lainnya untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

6. Kewenangan . . .



10.

11.
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Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya
disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan atau
penyelenggara negara lainnya untuk bertindak

dalam ranah hukum publik.

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga
disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau
Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya
disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

Tindakan  Administrasi Pemerintahan  yang
selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan
Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara
lainnya untuk melakukan dan/atau tidak
melakukan perbuatan konkret dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan.

Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan
yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat
Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret
yang dihadapi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dalam hal peraturan perundang-
undangan yang memberikan pilihan, tidak
mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau

adanya stagnasi pemerintahan.

Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna
kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan
di suatu instansi pemerintahan yang
membutuhkan.

Keputusan Berbentuk Elektronis adalah Keputusan

yang dibuat atau disampaikan dengan
menggunakan atau memanfaatkan media
elektronik.

12. Legalisasi . . .



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu
salinan surat atau dokumen = Administrasi
Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan

aslinya.

Sengketa Kewenangan adalah klaim penggunaan
Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat
Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh
tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat
Pemerintahan yang berwenang menangani suatu

urusan pemerintahan.

Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat
Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi
untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang
lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat
mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan
dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau
dilakukannya.

Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan
hukum perdata yang terkait dengan Keputusan

dan/atau Tindakan.

Upaya Administratif adalah proses penyelesaian
sengketa yang dilakukan dalam lingkungan
Administrasi Pemerintahan sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan
yang merugikan.

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang
selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang
digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang
bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan
Keputusan dan/atau Tindakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

19. Izin . . .



19.

20.

21.

22.

23.

24.
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Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang
berwenang sebagai wujud persetujuan atas
permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan
yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari
kesepakatan Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas
umum dan/atau sumber daya alam dan
pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dispensasi adalah Keputusan Pejabat
Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud
persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat
yang merupakan pengecualian terhadap suatu
larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 atau Undang-Undang.

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih
tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung
jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya
kepada penerima delegasi.

Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih
tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung
jawab dan tanggung gugat tetap berada pada

pemberi mandat.

25. Menteri . . .
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25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan
aparatur negara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan
dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga
Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan
Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan

kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi

Pemerintahan adalah:

a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi

Pemerintahan;
b. menciptakan kepastian hukum;
mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;

d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan;

e. memberikan . . .
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memberikan pelindungan hukum kepada Warga
Masyarakat dan aparatur pemerintahan;

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan menerapkan AUPB; dan

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya

kepada Warga Masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN ASAS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Administrasi
Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi

semua aktivitas:

a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam
lingkup lembaga eksekutif;

b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam
lingkup lembaga yudikatif;

c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam
lingkup lembaga legislatif; dan

d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya
yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan
yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau
undang-undang.

(2) Pengaturan . . .
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Pengaturan Administrasi Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan,
kewenangan pemerintahan, diskresi,
penyelenggaraan administrasi pemerintahan,
prosedur administrasi pemerintahan, keputusan
pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan
pengembangan administrasi pemerintahan, dan

sanksi administratif.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 5

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

berdasarkan:

a.
b.

C.

asas legalitas;
asas pelindungan terhadap hak asasi manusia; dan
AUPB.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMERINTAHAN

(1)

(2)

Pasal 6

Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk

menggunakan Kewenangan dalam mengambil

Keputusan dan/atau Tindakan.

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan AUPB;

b. menyelenggarakan . . .
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menyelenggarakan  aktivitas = pemerintahan
berdasarkan Kewenangan yang dimiliki;

menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau

elektronis dan/atau menetapkan Tindakan;

menerbitkan atau tidak menerbitkan,
mengubah, mengganti, mencabut, menunda,
dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau

Tindakan;

menggunakan Diskresi sesuai dengan
tujuannya;

mendelegasikan dan memberikan Mandat
kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-

undangan;

menunjuk pelaksana harian atau pelaksana
tugas untuk melaksanakan tugas apabila

pejabat definitif berhalangan;

menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

memperoleh perlindungan hukum dan jaminan
keamanan dalam menjalankan tugasnya;
memperoleh bantuan hukum dalam
pelaksanaan tugasnya;

menyelesaikan  Sengketa  Kewenangan  di
lingkungan atau wilayah kewenangannya;
menyelesaikan Upaya  Administratif yang
diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau
Tindakan yang dibuatnya; dan

. menjatuhkan sanksi administratif kepada
bawahan  yang  melakukan pelanggaran
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 7. ..
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Pasal 7

Pejabat ~ Pemerintahan  berkewajiban  untuk
menyelenggarakan  Administrasi Pemerintahan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai
dengan kewenangannya,;

b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. mematuhi persyaratan dan prosedur
pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

d. mematuhi Undang-Undang ini dalam
menggunakan Diskresi;

e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta
bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan tertentu;

f. memberikan kesempatan kepada  Warga
Masyarakat untuk didengar pendapatnya
sebelum membuat Keputusan dan/atau
Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat
yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau
Tindakan yang menimbulkan kerugian paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan
dan/atau dilakukan;

h. menyusun standar operasional prosedur
pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi
Pemerintahan, serta membuka akses dokumen
Administrasi Pemerintahan kepada Warga
Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh
undang-undang;

j- menerbitkan . . .
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j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan
Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang
diputuskan dalam keberatan/banding;

k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan
yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan
tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan,
pejabat yang Dbersangkutan, atau Atasan
Pejabat; dan

l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap.

BAB V
KEWENANGAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus
ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam
menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

a. peraturan perundang-undangan; dan

b. AUPB.

Pejabat  Administrasi Pemerintahan  dilarang
menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan.

Bagian . . .
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Bagian Kedua
Peraturan Perundang-undangan

Pasal 9

Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan AUPB.

Peraturan  perundang-undangan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. peraturan perundang-undangan yang menjadi

dasar Kewenangan; dan

b. peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan

Keputusan dan/atau Tindakan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan
dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau
menunjukkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan
dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan

Keputusan dan/atau Tindakan.

Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang
untuk menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang
memberikan kemanfaatan umum dan sesuai
dengan AUPB.

Bagian . . .
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Bagian Ketiga

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

(1)

(2)

Pasal 10

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini
meliputi asas:

a. kepastian hukum;

b. kemanfaatan;

c. ketidakberpihakan;

d. kecermatan;

e. tidak menyalahgunakan kewenangan,;
f. keterbukaan;

g. kepentingan umum; dan

h. pelayanan yang baik.

Asas-asas umum lainnya di luar AUPB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian
hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat

Atribusi, Delegasi, dan Mandat

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi,

dan/atau Mandat.

Paragraf 2 . ..
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Paragraf 2
Atribusi

Pasal 12

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:

a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau

undang-undang;

b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya
tidak ada; dan

c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung
jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan,
kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau

undang-undang.

Paragraf 3
Delegasi

Pasal 13

Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:

a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan
kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
lainnya;

b. ditetapkan . . .
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b. ditetapkan dalam  Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan
Daerah; dan

c. merupakan Wewenang pelimpahan atau

sebelumnya telah ada.

Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat
didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain

dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ketentuan peraturan perundang-
undangan menentukan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui
Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan

ketentuan:

a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum

Wewenang dilaksanakan;

b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu

sendiri; dan

c. paling banyak diberikan kepada Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat
di bawahnya.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri
Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi,
kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan
Delegasi menimbulkan ketidakefektifan
penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang memberikan
pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali
Wewenang yang telah didelegasikan.

(7) Badan . ..
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Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung
jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.

Paragraf 4
Mandat

Pasal 14

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

memperoleh Mandat apabila:

a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan di atasnya; dan
b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.

Pejabat yang  melaksanakan  tugas  rutin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri atas:

a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas
rutin dari pejabat definitif yang berhalangan

sementara; dan

b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas
rutin dari pejabat definitif yang berhalangan
tetap.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat
memberikan Mandat kepada Badan dan/atau
Pejabat = Pemerintahan lain yang  menjadi
bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
menerima Mandat harus menyebutkan atas nama

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
memberikan Mandat.

(5) Badan . ..
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Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri
Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat,
kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan
Mandat menimbulkan ketidakefektifan
penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat
dapat menarik kembali Wewenang yang telah

dimandatkan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak
berwenang mengambil Keputusan dan/atau
Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak
pada perubahan status hukum pada aspek
organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung

jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Bagian Kelima

Pembatasan Kewenangan

Pasal 15

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
dibatasi oleh:

a. masa atau tenggang waktu Wewenang;

b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang;
dan

c. cakupan bidang atau materi Wewenang.

(2) Badan . . .
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Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah
berakhir masa atau tenggang waktu Wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak

dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau
Tindakan.

Bagian Keenam

Sengketa Kewenangan

Pasal 16

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mencegah
terjadinya Sengketa Kewenangan dalam

penggunaan Kewenangan.

Dalam hal terjadi Sengketa Kewenangan di
lingkungan pemerintahan, kewenangan
penyelesaian Sengketa Kewenangan berada pada
antaratasan Pejabat Pemerintahan yang
bersengketa melalui koordinasi untuk
menghasilkan kesepakatan, kecuali ditentukan lain
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan
kesepakatan maka kesepakatan tersebut mengikat
para pihak yang bersengketa sepanjang tidak
merugikan keuangan negara, aset negara,
dan/atau lingkungan hidup.

Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menghasilkan kesepakatan, penyelesaian Sengketa
Kewenangan di lingkungan pemerintahan pada
tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden.

(5) Penyelesaian . . .
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Penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang melibatkan lembaga
negara diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal Sengketa Kewenangan menimbulkan
kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau
lingkungan hidup, sengketa tersebut diselesaikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Ketujuh

Larangan Penyalahgunaan Wewenang

(1)

(2)

(1)

Pasal 17

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang

menyalahgunakan Wewenang.

Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. larangan melampaui Wewenang;

b. larangan mencampuradukkan  Wewenang;

dan/atau

c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila
Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

a. melampaui masa jabatan atau batas waktu

berlakunya Wewenang;

b. melampaui batas wilayah berlakunya

Wewenang; dan/atau

c. bertentangan . . .
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c. bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
dikategorikan = mencampuradukkan Wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan

yang dilakukan:

a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang

yang diberikan; dan/atau

b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang

diberikan.
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
dikategorikan bertindak sewenang-wenang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
huruf c¢ apabila Keputusan dan/atau Tindakan

yang dilakukan:
a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau

b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan
dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan
dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau
dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan
Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan
ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap.

(2) Keputusan . . .
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Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan
dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan
Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat
dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan
Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 20

Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan
Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan

intern pemerintah.

Hasil pengawasan aparat pengawasan intern
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:
a. tidak terdapat kesalahan;
b. terdapat kesalahan administratif; atau

c. terdapat kesalahan administratif yang

menimbulkan kerugian keuangan negara.

Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah
berupa terdapat kesalahan administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dilakukan tindak lanjut dalam bentuk
penyempurnaan administrasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah
berupa terdapat kesalahan administratif yang
menimbulkan kerugian keuangan negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

(5) Pengembalian . . .
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Pengembalian kerugian negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan
Pemerintahan, apabila kesalahan administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
terjadi bukan karena adanya unsur

penyalahgunaan Wewenang.

Pengembalian kerugian negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat
Pemerintahan, apabila kesalahan administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
terjadi karena adanya wunsur penyalahgunaan
Wewenang.

Pasal 21

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan
memutuskan ada atau tidak ada unsur
penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh
Pejabat Pemerintahan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat
mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk
menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan

Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.

Pengadilan wajib memutus permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama
21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan
diajukan.

Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib
memutus permohonan banding sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh
satu) hari kerja sejak permohonan banding
diajukan.

(6) Putusan . . .
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(6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final

dan mengikat.

BAB VI
DISKRESI

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 22

(1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat

Pemerintahan yang berwenang.

(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan

bertujuan untuk:
a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
b. mengisi kekosongan hukum;

memberikan kepastian hukum; dan

d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam
keadaan tertentu guna kemanfaatan dan

kepentingan umum.

Bagian Kedua
Lingkup Diskresi

Pasal 23

Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:

a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang memberikan suatu pilihan
Keputusan dan/atau Tindakan;

b. pengambilan . . .
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pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan
karena peraturan perundang-undangan tidak
mengatur;

pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan
karena peraturan perundang-undangan tidak
lengkap atau tidak jelas; dan

pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan
karena adanya stagnasi pemerintahan guna

kepentingan yang lebih luas.

Bagian Ketiga
Persyaratan Diskresi

Pasal 24

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi

harus memenuhi syarat:

a.

o o 0

=

(1)

sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);

tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,;

sesuai dengan AUPB;

berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan

dilakukan dengan iktikad baik.

Pasal 25

Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah
alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan
dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Persetujuan . . .
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Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan apabila penggunaan Diskresi
berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf b,
dan huruf c serta menimbulkan akibat hukum

yang berpotensi membebani keuangan negara.

Dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan
keresahan masyarakat, keadaan darurat,
mendesak dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat
Pemerintahan wajib memberitahukan kepada
Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan
melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah
penggunaan Diskresi.

Pemberitahuan sebelum penggunaan Diskresi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
apabila penggunaan Diskresi berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 23 huruf d yang berpotensi
menimbulkan keresahan masyarakat.

Pelaporan setelah penggunaan Diskresi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
apabila penggunaan Diskresi berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 23 huruf d yang terjadi
dalam keadaan darurat, keadaan mendesak,

dan/atau terjadi bencana alam.

Bagian Keempat
Prosedur Penggunaan Diskresi

Pasal 26
Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)

wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi,
serta dampak administrasi dan keuangan.

(2) Pejabat . . .
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Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan
permohonan persetujuan secara tertulis kepada
Atasan Pejabat.

Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas
permohonan diterima, Atasan Pejabat menetapkan

persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan.

Apabila Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) melakukan penolakan, Atasan Pejabat
tersebut harus memberikan alasan penolakan

secara tertulis.

Pasal 27

Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4)
wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan
dampak administrasi yang berpotensi mengubah

pembebanan keuangan negara.

Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan
pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada
Atasan Pejabat.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja

sebelum penggunaan Diskresi.

Pasal 28
Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (5)

wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan

dampak yang ditimbulkan.

(2) Pejabat . . .
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Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan
laporan secara tertulis kepada Atasan Pejabat
setelah penggunaan Diskresi.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan paling lama S (lima) hari kerja

terhitung sejak penggunaan Diskresi.

Pasal 29

Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28

dikecualikan dari ketentuan memberitahukan kepada

Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 ayat (2) huruf g.

(1)

(2)

Bagian Kelima
Akibat Hukum Diskresi

Pasal 30

Penggunaan Diskresi dikategorikan melampaui

Wewenang apabila:

a. bertindak melampaui batas waktu berlakunya
Wewenang yang diberikan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. bertindak melampaui batas wilayah berlakunya
Wewenang yang diberikan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26,
Pasal 27, dan Pasal 28.

Akibat hukum dari penggunaan  Diskresi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak

sah.
Pasal 31 ...
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Pasal 31

Penggunaan Diskresi dikategorikan
mencampuradukkan Wewenang apabila:

a. menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan

tujuan Wewenang yang diberikan;

b. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26,
Pasal 27, dan Pasal 28; dan/atau

c. bertentangan dengan AUPB.
Akibat hukum dari penggunaan  Diskresi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibatalkan.

Pasal 32

Penggunaan  Diskresi dikategorikan  sebagai
tindakan sewenang-wenang apabila dikeluarkan
oleh pejabat yang tidak berwenang.

Akibat hukum  dari penggunaan  Diskresi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak

sah.

BAB VII

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

(1)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan
dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat

dalam penyelenggaraan pemerintahan.

(2) Keputusan . . .
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(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan
dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku
hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau
dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

(3) Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
dilakukan oleh:

a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan;
atau

b. Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang
mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan
apabila pada tahap penyelesaian Upaya
Administratif.

Bagian Kedua

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Pasal 34

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
berwenang menetapkan dan/atau melakukan

Keputusan dan/atau Tindakan terdiri atas:

a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam
wilayah hukum tempat penyelenggaran
pemerintahan terjadi; atau

b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam
wilayah hukum tempat seorang individu atau
sebuah organisasi berbadan hukum melakukan
aktivitasnya.

(2) Apabila . . .
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Apabila  Pejabat  Pemerintahan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan
tugasnya, maka Atasan Pejabat yang bersangkutan
dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang
memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai
pelaksana harian atau pelaksana tugas.

Pelaksana  harian atau pelaksana  tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin
yang menjadi Wewenang jabatannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan
Kewenangan lintas Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan dilaksanakan melalui kerja sama
antar-Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bantuan Kedinasan

Pasal 35

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat
memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta

dengan syarat:

a. Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat
dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan;

b. penyelenggaraan . . .



(2)

(1)

PRE SN M
FEFLEB 'k INEREZIE

-31 -
b. penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat
dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga
dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan;

c. dalam hal melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan, Badan dan/atau  Pejabat
Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan

kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;

d. apabila untuk menetapkan Keputusan dan
melakukan kegiatan pelayanan publik, Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan
membutuhkan surat keterangan dan berbagai
dokumen yang diperlukan dari Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan lainnya; dan/atau

e. jika penyelenggaraan pemerintahan hanya
dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan,
dan fasilitas yang besar dan tidak mampu
ditanggung sendiri oleh Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan tersebut.

Dalam hal pelaksanaan Bantuan Kedinasan
menimbulkan biaya, maka beban yang ditimbulkan
ditetapkan bersama secara wajar oleh penerima
dan pemberi bantuan dan tidak menimbulkan

pembiayaan ganda.

Pasal 36

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat
menolak memberikan Bantuan Kedinasan apabila:

a. mempengaruhi kinerja Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan pemberi bantuan;

b. surat keterangan dan dokumen yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan bersifat rahasia; atau

c. ketentuan . . .
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c. ketentuan peraturan perundang-undangan
tidak memperbolehkan pemberian bantuan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
menolak untuk memberikan Bantuan Kedinasan
kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Jika suatu Bantuan Kedinasan yang diperlukan
dalam keadaan darurat, maka Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan wajib memberikan Bantuan

Kedinasan.

Pasal 37

Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau

Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan

kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang

membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan

lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah
pihak.

(1)

(2)

Bagian Keempat

Keputusan Berbentuk Elektronis

Pasal 38

Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat
membuat Keputusan Berbentuk Elektronis.

Keputusan Berbentuk Elektronis wajib dibuat atau
disampaikan apabila Keputusan tidak dibuat atau

tidak disampaikan secara tertulis.

(3) Keputusan . . .
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Keputusan Berbentuk Elektronis berkekuatan
hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan
berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh
pihak yang bersangkutan.

Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak
disampaikan, maka yang berlaku adalah

Keputusan dalam bentuk elektronis.

Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan
dalam bentuk elektronis dan Keputusan dalam
bentuk tertulis, yang berlaku adalah Keputusan

dalam bentuk tertulis.

Keputusan yang mengakibatkan pembebanan
keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk

tertulis.

Bagian Kelima

Izin, Dispensasi, dan Konsesi

Pasal 39

Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat

menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi

dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

berbentuk Izin apabila:

a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan
dilaksanakan; dan

b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan
kegiatan yang memerlukan perhatian khusus
dan/atau memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Keputusan . . .
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Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

berbentuk Dispensasi apabila:

a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan

dilaksanakan; dan

b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan
kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan

atau perintah.

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

berbentuk Konsesi apabila:

a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan
dilaksanakan;

b. persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan
pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, dan/atau swasta; dan

c. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan

kegiatan yang memerlukan perhatian khusus.

Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh
pemohon wajib diberikan persetujuan atau
penolakan oleh Badan dan/atau  Pejabat
Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan
lain dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh

menyebabkan kerugian negara.

BAB VIII . . .
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BAB VIII

PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Para Pihak

Pasal 40

Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan

terdiri atas:

a.
b.

(1)

(2)

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan

Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak

yang terkait.

Bagian Kedua
Pemberian Kuasa

Pasal 41

Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf b dapat memberikan kuasa tertulis
kepada 1 (satu) penerima kuasa untuk mewakili
dalam  prosedur Administrasi Pemerintahan,

kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Jika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
menerima lebih dari satu surat kuasa untuk satu
prosedur Administrasi Pemerintahan yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan mengembalikan
kepada pemberi kuasa untuk menentukan satu
penerima kuasa yang berwenang mewakili
kepentingan pemberi kuasa dalam prosedur

Administrasi Pemerintahan.

(3) Penerima . . .
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Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dapat menunjukkan surat pemberian
kuasa secara tertulis yang sah kepada Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam prosedur

Administrasi Pemerintahan.

Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sekurang-kurangnya memuat:

a. judul surat kuasa;

b. identitas pemberi kuasa;
identitas penerima kuasa;

d. pernyataan pemberian kuasa khusus secara

jelas dan tegas;
maksud pemberian kuasa;

tempat dan tanggal pemberian kuasa;

I

tanda tangan pemberi dan penerima kuasa; dan
h. materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pencabutan surat kuasa kepada penerima kuasa
hanya dapat dilakukan secara tertulis dan berlaku
pada saat surat tersebut diterima oleh Badan atau
Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

Dalam hal Warga Masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 huruf b tidak dapat
bertindak sendiri dan tidak memiliki wakil yang
dapat bertindak atas namanya, maka Badan atau
Pejabat Pemerintahan dapat menunjuk wakil
dan/atau perwakilan pihak yang terlibat dalam

prosedur Administrasi Pemerintahan.

Bagian . . .
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Bagian Ketiga
Konflik Kepentingan

Pasal 42

Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki
Konflik Kepentingan dilarang menetapkan
dan/atau  melakukan  Keputusan dan/atau
Tindakan.

Dalam hal Pejabat Pemerintahan memiliki Konflik
Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
maka Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan
dan/atau dilakukan oleh Atasan Pejabat atau
pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri atas:

a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan
kepala daerah;

b. menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di
lingkungannya;
c. kepala daerah bagi pejabat daerah; dan

atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan.
Pasal 43

Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan
dan/atau  melakukan  Keputusan dan/atau
Tindakan dilatarbelakangi:

a. adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis;
b. hubungan dengan kerabat dan keluarga;

c. hubungan dengan wakil pihak yang terlibat;
d

hubungan dengan pihak yang bekerja dan
mendapat gaji dari pihak yang terlibat;

e. hubungan . . .
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e. hubungan dengan pihak yang memberikan
rekomendasi terhadap pihak yang terlibat;
dan/atau

f. hubungan dengan pihak-pihak lain yang
dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam  hal terdapat Konflik Kepentingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pejabat
Pemerintahan yang bersangkutan wajib

memberitahukan kepada atasannya.

Pasal 44

Warga Masyarakat berhak melaporkan atau
memberikan keterangan adanya dugaan Konflik
Kepentingan Pejabat Pemerintahan dalam
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan

dan/atau Tindakan.

Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Atasan Pejabat
yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan
dan/atau Tindakan dengan mencantumkan
identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-
bukti terkait.

Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib memeriksa, meneliti, dan
menetapkan Keputusan terhadap laporan atau
keterangan Warga Masyarakat paling lama 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan atau

keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal Atasan Pejabat menilai terdapat Konflik
Kepentingan, @ maka Atasan Pejabat wajib
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan

dan/atau Tindakan.

(5) Keputusan . . .
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Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) wajib dilaporkan kepada atasan Atasan
Pejabat dan disampaikan kepada pejabat yang
menetapkan Keputusan paling lama 5 (lima) hari

kerja.

Pasal 45

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan
Pasal 43 menjamin dan bertanggung jawab
terhadap setiap Keputusan dan/atau Tindakan
yang ditetapkan dan/atau dilakukannya.

Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan
dan/atau dilakukan karena adanya Konflik

Kepentingan dapat dibatalkan.

Bagian Keempat

Sosialisasi bagi Pihak yang Berkepentingan

(1)

(2)

Pasal 46

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang
terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan,
dokumen, dan fakta yang terkait sebelum
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan
dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan

pembebanan bagi Warga Masyarakat.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait

secara langsung.

Pasal 47 . ..
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Pasal 47

Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi
Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-
pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan
Pasal 47 tidak berlaku apabila:

a. Keputusan yang bersifat mendesak dan untuk
melindungi kepentingan umum dengan
mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan

keadilan;

b. Keputusan yang tidak mengubah beban yang harus
dipikul oleh Warga Masyarakat yang bersangkutan,;

dan/atau

c. Keputusan yang menyangkut penegakan hukum.

Bagian Kelima

Standar Operasional Prosedur

Pasal 49
(1) Pejabat Pemerintahan sesuai dengan
kewenangannya wajib menyusun dan

melaksanakan pedoman umum standar operasional

prosedur pembuatan Keputusan.

(2) Standar . . .



(2)

(3)

PRE SN M
FEFLEB 'k INEREZIE

41 -
Standar  operasional prosedur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman
umum standar operasional prosedur pembuatan
Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan.

Pedoman umum standar operasional prosedur
pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada
publik melalui media cetak, media elektronik, dan

media lainnya.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Dokumen Administrasi Pemerintahan

(1)

(2)

(3)

Pasal 50

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan
dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen
dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari

pemohon.

Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup
pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan
dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung
penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan

dan/atau Tindakan.

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
permohonan Keputusan dan/atau Tindakan
diajukan dan telah memenuhi persyaratan, Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
memberitahukan kepada pemohon, permohonan

diterima.

(4) Dalam . . .
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Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
permohonan Keputusan dan/atau Tindakan
diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
memberitahukan kepada pemohon, permohonan
ditolak.

Bagian Ketujuh

Penyebarluasan Dokumen Administrasi Pemerintahan

(1)

(2)

(3)

Pasal 51

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
membuka akses dokumen Administrasi
Pemerintahan kepada setiap Warga Masyarakat
untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan

lain oleh undang-undang.

Hak mengakses dokumen Administrasi
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak  berlaku, jika dokumen = Administrasi
Pemerintahan termasuk kategori rahasia negara
dan/atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga.

Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki kewajiban untuk tidak melakukan
penyimpangan pemanfaatan informasi yang

diperoleh.

BABIX . ..
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BAB IX
KEPUTUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Syarat Sahnya Keputusan

Pasal 52

Syarat sahnya Keputusan meliputi:

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

b. dibuat sesuai prosedur; dan

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan dan AUPB.

Pasal 53

Batas waktu kewajiban untuk menetapkan
dan/atau  melakukan  Keputusan dan/atau
Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Jika ketentuan peraturan perundang-undangan
tidak menentukan batas waktu kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan
dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan.

Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka
permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara
hukum.

(4) Pemohon . . .
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Pemohon  mengajukan  permohonan  kepada
Pengadilan untuk memperoleh putusan
penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

Pengadilan wajib memutuskan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama
21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan
diajukan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
menetapkan Keputusan untuk melaksanakan
putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) paling lama S (lima) hari kerja sejak
putusan Pengadilan ditetapkan.

Pasal 54

Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat:

a. konstitutif; atau

b. deklaratif.

Keputusan yang Dbersifat deklaratif menjadi
tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang
menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif.

Pasal 55

Setiap Keputusan harus diberi alasan
pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang
menjadi dasar penetapan Keputusan.
Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut
diikuti dengan penjelasan terperinci.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian
alasan terhadap keputusan Diskresi.

Pasal 56 . ..
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Pasal 56

Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)
huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.

Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)
huruf b dan huruf ¢ merupakan Keputusan yang

batal atau dapat dibatalkan.

Bagian Kedua

Berlaku dan Mengikatnya Keputusan

Paragraf 1
Berlakunya Keputusan

Pasal 57

Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali

ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

Keputusan.

(1)

(2)

Pasal 58

Setiap Keputusan harus mencantumkan batas
waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali
yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Batas waktu berlakunya Keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar Keputusan dan/atau dalam Keputusan itu
sendiri.

(3) Dalam . . .
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Dalam hal batas waktu keberlakuan suatu
Keputusan jatuh pada hari Minggu atau hari libur
nasional, batas waktu tersebut jatuh pada hari
kerja berikutnya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak  berlaku  jika  kepada  pihak yang
berkepentingan telah ditetapkan batas waktu
tertentu dan tidak dapat diundurkan.

Batas waktu yang telah ditetapkan oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam suatu
Keputusan dapat diperpanjang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali
untuk menghindari kerugian yang lebih besar

dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat.

Pasal 59

Keputusan yang memberikan hak atau keuntungan
bagi Warga Masyarakat dapat memuat syarat-

syarat yang tidak bertentangan dengan hukum.

Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa ketentuan mulai dan berakhirnya:

a. Keputusan dengan batas waktu;

b. Keputusan atas kejadian pada masa yang akan

datang;
c. Keputusan dengan penarikan;
d. Keputusan dengan tugas; dan/atau

e. Keputusan yang bersifat susulan akibat adanya
perubahan fakta dan kondisi hukum.

Paragraf 2 . . .



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

PRE SN M
FEFLEB 'k INEREZIE

- 47 -
Paragraf 2
Mengikatnya Keputusan

Pasal 60

Keputusan memiliki daya mengikat sejak
diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh

pihak yang tersebut dalam Keputusan.

Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman
oleh penerima Keputusan, daya mengikat

Keputusan sejak diterimanya.

Dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu
penerimaan antara pengirim dan penerima
Keputusan, mengikatnya Keputusan didasarkan
pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima
Keputusan, kecuali dapat dibuktikan lain oleh

pengirim.

Bagian Ketiga

Penyampaian Keputusan

Pasal 61

Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-
pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut.

Keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang
terlibat lainnya.

Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada

pihak lain untuk menerima Keputusan.

Pasal 62 . ..
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Pasal 62

Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat,

kurir, atau sarana elektronis.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus segera disampaikan kepada  yang
bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja

sejak ditetapkan.

Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau
bersifat massal disampaikan paling lama
10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan.

Keputusan yang diumumkan melalui media cetak,
media elektronik, dan/atau media lainnya mulai
berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung sejak ditetapkan.

Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengiriman
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan
harus memberikan bukti tanggal pengiriman dan

penerimaan.

Bagian Keempat

Perubahan, Pencabutan, Penundaan, dan Pembatalan Keputusan

(1)

Paragraf 1
Perubahan

Pasal 63

Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila
terdapat:

a. kesalahan konsideran,;

b. kesalahan redaksional;

c. perubahan . . .
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c. perubahan dasar pembuatan Keputusan;

dan/atau
d. fakta baru.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan mencantumkan alasan objektif dan
memperhatikan AUPB.

Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat
Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan
dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan

perubahan tersebut.

Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari
kerja sejak ditemukannya alasan perubahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Keputusan perubahan tidak boleh merugikan
Warga  Masyarakat yang  ditunjuk  dalam

Keputusan.

Paragraf 2

Pencabutan

Pasal 64

Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan
apabila terdapat cacat:

a. wewenang;
b. prosedur; dan/atau
c. substansi.

Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan
Keputusan baru dengan mencantumkan dasar

hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.

Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat dilakukan:

a. oleh . ..
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a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan
Keputusan;

b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan

Keputusan; atau
c. atas perintah Pengadilan.

Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh
Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan
huruf b dilakukan paling lama S (lima) hari kerja
sejak ditemukannya dasar pencabutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku
sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Keputusan pencabutan yang dilakukan atas
perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c¢ dilakukan ©paling lama
21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah
Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal

ditetapkan keputusan pencabutan.

Paragraf 3

Penundaan

Pasal 65

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat
ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi

menimbulkan:

a. kerugian negara;

b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
c. konflik sosial.

Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan

Keputusan; dan/atau
b. Atasan Pejabat.

(3) Penundaan . . .
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Penundaan Keputusan dapat dilakukan
berdasarkan:

a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau

b. Putusan Pengadilan.

Paragraf 4
Pembatalan

Pasal 66

Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila

terdapat cacat:

a. wewenang;

b. prosedur; dan/atau
c. substansi.

Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan
Keputusan yang baru dengan mencantumkan
dasar hukum pembatalan dan memperhatikan
AUPB.

Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan

Keputusan;

b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
atau

c. atas putusan Pengadilan.

Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh
Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan
huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak  ditemukannya alasan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku
sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.

(5) Keputusan . . .
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Keputusan pencabutan yang dilakukan atas
perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c¢ dilakukan paling lama
21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah
Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal

ditetapkan keputusan pencabutan.

Pembatalan Keputusan yang menyangkut
kepentingan umum wajib diumumkan melalui

media massa.

Pasal 67

Dalam hal Keputusan dibatalkan, Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan menarik kembali semua
dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi
akibat hukum dari Keputusan atau menjadi dasar

penetapan Keputusan.

Pemilik dokumen, arsip, dan/atau barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mengembalikannya kepada Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang menetapkan

pembatalan Keputusan.

Pasal 68

Keputusan berakhir apabila:
a. habis masa berlakunya;

b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang

berwenang;

c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau
berdasarkan putusan Pengadilan; atau

d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Dalam . . .
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(2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan
sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai
kekuatan hukum.

(3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang
dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan
Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan
pencabutan.

(4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat
Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru

untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan.

(5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan
tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengubah
Keputusan atas permohonan  Warga = Masyarakat
terkait, baik terhadap Keputusan baru maupun
Keputusan yang pernah diubah, dicabut, ditunda atau
dibatalkan dengan alasan sebagaimana diatur dalam
Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1),
dan Pasal 66 ayat (1).

Bagian . . .
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Bagian Kelima
Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan

Paragraf 1
Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Tidak Sah

Pasal 70

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

a. dibuat oleh Badan dan/atau  Pejabat
Pemerintahan yang tidak berwenang;

b. dibuat oleh Badan dan/atau  Pejabat
Pemerintahan yang melampaui kewenangannya;
dan/atau

c. dibuat oleh Badan dan/atau  Pejabat
Pemerintahan yang bertindak sewenang-
wenang.

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau
Tindakan tersebut ditetapkan; dan

b. segala akibat hukum yang ditimbulkan
dianggap tidak pernah ada.

(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan
pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak
sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib

mengembalikan uang ke kas negara.

Paragraf 2
Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Dapat Dibatalkan

Pasal 71
(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan

apabila:

a. terdapat. ..
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a. terdapat kesalahan prosedur; atau
b. terdapat kesalahan substansi.

Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap

sah sampai adanya pembatalan; dan
b. berakhir setelah ada pembatalan.

Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat
Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru
dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau
berdasarkan perintah Pengadilan.

Penetapan Keputusan baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menjadi kewajiban Pejabat
Pemerintahan.

Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau
Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Pasal 72

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang
sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak
sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat
yang bersangkutan atau atasan yang

bersangkutan.

Ketentuan mengenai tata cara pengembalian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dan
tanggung jawab Badan dan/atau  Pejabat
Pemerintahan akibat kerugian yang ditimbulkan
dari Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Bagian . . .
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Bagian Keenam
Legalisasi Dokumen

Pasal 73

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
menetapkan Keputusan berwenang untuk
melegalisasi salinan/fotokopi dokumen Keputusan

yang ditetapkan.

Legalisasi salinan/fotokopi dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang
diberikan wewenang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan atau pengabsahan

oleh notaris.

Legalisasi Keputusan tidak dapat dilakukan jika

terdapat keraguan terhadap keaslian isinya.

Tanda Legalisasi atau pengesahan harus memuat:

a. pernyataan kesesuaian antara dokumen asli
dan salinan/fotokopinya; dan

b. tanggal, tanda tangan pejabat yang
mengesahkan, dan cap stempel institusi atau
secara notarial.

Legalisasi salinan /fotokopi dokumen yang

dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan

tidak dipungut biaya.

Pasal 74

Keputusan wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Keputusan yang akan dilegalisasi yang
menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah
terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa

Indonesia.

(3) Penerjemah . . .



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PRE SN M
FEFLEB 'k INEREZIE

- 57 -
Penerjemahan wajib dilakukan oleh penerjemah

resmi.

BAB X
UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 75

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap
Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan
Upaya Administratif kepada Pejabat
Pemerintahan atau  Atasan  Pejabat yang
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan

dan/atau Tindakan.

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan
dan/atau Tindakan, kecuali:

a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
segera menyelesaikan Upaya Administratif yang
berpotensi membebani keuangan negara.
Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani
biaya.

Pasal 76 . ..
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Pasal 76

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang
menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau
Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan
yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas
penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan
banding kepada Atasan Pejabat.

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas
penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga
Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke
Pengadilan.

Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan
batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau
tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan

administratif.

Bagian Kedua
Keberatan

Pasal 77

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu
paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak
diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang menetapkan

Keputusan.

(3) Dalam. . .
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Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai
permohonan keberatan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh)

hari kerja.

Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
keberatan dianggap dikabulkan.

Keberatan yang dianggap dikabulkan,
ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan
sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
menetapkan Keputusan sesuai dengan
permohonan paling lama S (lima) hari kerja setelah
berakhirnya tenggang waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga
Banding

Pasal 78

Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
keputusan upaya keberatan diterima.

Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat

yang menetapkan Keputusan.

(3) Dalam . . .
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Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai
dengan permohonan banding.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh)

hari kerja.

Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan
dianggap dikabulkan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
menetapkan Keputusan sesuai dengan
permohonan paling lama S (lima) hari kerja setelah
berakhirnya tenggang  waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

(1)

(2)

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 79

Pembinaan dan pengembangan Administrasi
Pemerintahan dilakukan oleh Menteri dengan
mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dalam negeri.

Pembinaan dan pengembangan Administrasi
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:

a. melakukan supervisi pelaksanaan Undang-

Undang Administrasi Pemerintahan;

b. mengawasi pelaksanaan Undang-Undang

Administrasi Pemerintahan;

c. mengembangkan . . .



(1)

(2)
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c. mengembangkan konsep Administrasi
Pemerintahan;

d. memajukan tata pemerintahan yang baik;

e. meningkatkan akuntabilitas kinerja

pemerintahan;

f. melindungi hak individu atau  Warga
Masyarakat dari penyimpangan administrasi
ataupun penyalahgunaan Wewenang oleh
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan

g. mencegah penyalahgunaan Wewenang dalam
proses pengambilan Keputusan dan/atau
Tindakan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2),
Pasal 9 ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal
36 ayat (3), Pasal 39 ayat (5), Pasal 42 ayat (1),
Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 44 ayat
(4), Pasal 44 ayat (5), Pasal 47, Pasal 49 ayat (1),
Pasal 50 ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat
(1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (6), Pasal 67
ayat (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 77 ayat (3), Pasal
77 ayat (7), Pasal 78 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (6)
dikenai sanksi administratif ringan.

Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1),
Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat
(6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai
sanksi administratif sedang.

(3) Pejabat . . .



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
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Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal
42 dikenai sanksi administratif berat.

Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)
yang menimbulkan kerugian pada keuangan
negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak
lingkungan hidup dikenai sanksi administratif
berat.

Pasal 81

Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 80 ayat (1) berupa:
teguran lisan;
teguran tertulis; atau

c. penundaan kenaikan pangkat, golongan,
dan/atau hak-hak jabatan.

Sanksi administratif sedang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa:

a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;

b. pemberhentian sementara dengan memperoleh
hak-hak jabatan; atau
c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh

hak-hak jabatan.

Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 80 ayat (3) berupa:

a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-
hak keuangan dan fasilitas lainnya;

b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-
hak keuangan dan fasilitas lainnya;

c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-
hak keuangan dan fasilitas lainnya serta
dipublikasikan di media massa; atau

d. pemberhentian . . .



(4)

(1)

(2)

(1)

(2)
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d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-
hak keuangan dan fasilitas lainnya serta
dipublikasikan di media massa.

Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 82

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 dilakukan oleh:

a. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

b. kepala daerah apabila Keputusan ditetapkan
oleh pejabat daerah;

c. menteri/pimpinan lembaga apabila Keputusan
ditetapkan oleh pejabat di lingkungannya; dan

d. Presiden apabila Keputusan ditetapkan oleh

para menteri/pimpinan lembaga.

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 dilakukan oleh:

a. gubernur apabila Keputusan ditetapkan oleh

bupati/walikota; dan

b. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri apabila Keputusan
ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 83

Sanksi administratif ringan, sedang atau berat
dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur
proporsional dan keadilan.

Sanksi administratif ringan dapat dijatuhkan
secara langsung, sedangkan sanksi administratif
sedang atau berat hanya dapat dijatuhkan setelah
melalui proses pemeriksaan internal.

Pasal 84 . ..
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Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

(1)

(2)

(3)

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Pengajuan gugatan sengketa Administrasi
Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada
pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan
berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan
diselesaikan oleh Pengadilan.

Pengajuan gugatan sengketa Administrasi
Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada
pengadilan umum dan sudah diperiksa, dengan
berlakunya Undang-Undang ini tetap diselesaikan
dan diputus oleh pengadilan di lingkungan
peradilan umum.

Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan oleh pengadilan umum yang

memutus.

Pasal 86

Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak

berlakunya Undang-Undang ini, peraturan pemerintah

yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini belum

terbit, hakim atau Pejabat Pemerintahan yang

berwenang dapat menjatuhkan putusan atau sanksi

administratif berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 87 . ..
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Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan
Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai
sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan

faktual;

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha
Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif,
dan penyelenggara negara lainnya;

c. Dberdasarkan ketentuan perundang-undangan dan
AUPB;

d.  Dbersifat final dalam arti lebih luas;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat
hukum; dan/atau

f.  Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 89

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 292

Salinan sesual dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REFUBLIK INDONESIA
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya
menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara
hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan
negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan
rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip
tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi
Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum
yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara.
Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada
kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat
bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat
diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan
dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau
Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga
Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum
dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara
efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha
Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur
dalam undang-undang.

Tugas . . .
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Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara
sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan
tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas Administrasi
Pemerintahan  sehingga  diperlukan  peraturan yang dapat
mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai
dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (citizen friendly), guna
memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan

pemerintahan.

Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatur dalam
sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin
hak-hak dasar dan memberikan pelindungan kepada Warga
Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara
sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal
27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat tidak menjadi
objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan

Pemerintahan.

Dalam rangka memberikan jaminan pelindungan kepada setiap
Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga
Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan
dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat
mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara,
karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem

Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang . .
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Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan
secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga
Masyarakat. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-
Undang ini merupakan instrumen penting dari negara hukum yang
demokratis, dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan
dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di
luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi
pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan.
Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara
hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada

warganya dan bukan sebaliknya.

Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka memberikan
jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi
subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari
perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Warga Masyarakat dalam
sebuah negara tidak dengan sendirinya—baik secara keseluruhan

maupun sebagian—dapat terwujud.

Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang
ini menjamin bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan  terhadap Warga Masyarakat tidak dapat
dilakukan dengan semena-mena. Dengan Undang-Undang ini, Warga
Masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara.
Selain itu, Undang-Undang ini merupakan transformasi AUPB yang
telah  dipraktikkan  selama  berpuluh-puluh  tahun  dalam
penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma

hukum yang mengikat.

AUPB yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan
perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara
hukum. Karena itu penormaan asas ke dalam Undang-Undang ini
berpijak pada asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar

dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini.

Undang-Undang . .
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Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam
penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan
kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk
mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan
demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi

yang semakin baik, transparan, dan efisien.

Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya
adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir,
sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis,
objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan
kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya
untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan AUPB.

Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung
hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai
instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan
kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-
benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan

atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5. ..
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Pasal 5
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa
penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan
dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak
asasi manusia” adalah bahwa  penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar
Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Hurufe. ..
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Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya
adalah setiap pihak yang terbebani atas
Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi
Pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan
kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk
didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui
tatap muka, sosialisasi, musyawarah, dan bentuk
kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau

perwakilan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Hurufi

Huruf j

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf k

Huruf1

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (2) . ..
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Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “menjadi dasar
Kewenangan” adalah dasar hukum dalam
pengangkatan atau penetapan pejabat yang sesuai

dengan kedudukan dan kewenangannya.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “dasar pengambilan
Keputusan dan/atau Tindakan” adalah dasar
hukum baik yang bersifat langsung maupun tidak

langsung dalam menjalankan tugas pokoknya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pertimbangan kemanfaatan umum atas satu Keputusan
dan/atau Tindakan tidak boleh melanggar norma-norma
agama, sosial, dan kesusilaan. Kemanfaatan umum
harus  memberikan dampak pada  peningkatan

kesejahteraan dan kepentingan Warga Masyarakat.

Pasal 10

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum”
adalah asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan ketentuan peraturan
perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan”
adalah manfaat yang harus diperhatikan secara
seimbang antara: (1) kepentingan individu yang
satu dengan kepentingan individu yang lain; (2)
kepentingan  individu dengan  masyarakat;

(3) kepentingan . . .
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(3) kepentingan Warga Masyarakat dan
masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok
masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok
masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah
dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan
generasi yang sekarang dan kepentingan generasi
mendatang; (7) kepentingan manusia dan
ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan”
adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau
Pejabat  Pemerintahan  dalam = menetapkan
dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan dengan mempertimbangkan
kepentingan para pihak secara keseluruhan dan
tidak diskriminatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah
asas yang mengandung arti bahwa suatu
Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan
pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk
mendukung  legalitas  penetapan  dan/atau
pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan
sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang
bersangkutan  dipersiapkan dengan cermat
sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut
ditetapkan dan/atau dilakukan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas tidak
menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang
mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan tidak menggunakan
kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau
kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan
tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak
melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau
tidak mencampuradukkan kewenangan.

Huruff. ..
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Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”
adalah asas yang melayani masyarakat untuk
mendapatkan akses dan memperoleh informasi
yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam
penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi

pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum”
adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan
dan kemanfaatan umum dengan cara yang
aspiratif, = akomodatif, selektif, dan tidak

diskriminatif.

Huruf h

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang
baik” adalah asas yang memberikan pelayanan
yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas,
sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “asas-asas umum lainnya di luar

AUPB” adalah asas umum pemerintahan yang baik yang

bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak

dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak

dikasasi atau putusan Mahkamah Agung.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14 . ..
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Pasal 14
Ayat (1)
Kewenangan Mandat diperoleh dari sumber kewenangan
atributif dan delegatif.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tugas rutin” adalah
pelaksanaan tugas jabatan atas nama pemberi
Mandat yang bersifat pelaksanaan tugas jabatan
dan tugas sehari-hari.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atas
nama (a.n), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat
(m.m), dan melaksanakan tugas (m.t).
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan
yang bersifat strategis” adalah Keputusan dan/atau
Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan
perubahan rencana strategis dan rencana kerja
pemerintah.

Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum
organisasi” adalah menetapkan perubahan struktur

organisasi.

Yang . . .
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Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum
kepegawaian” adalah melakukan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

Yang dimaksud dengan “perubahan alokasi anggaran”
adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah

ditetapkan alokasinya.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tidak sah” adalah Keputusan
dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak
berwenang sehingga dianggap tidak pernah ada atau
dikembalikan pada keadaan semula sebelum Keputusan
dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan
segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak

pernah ada.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dapat dibatalkan” adalah

pembatalan Keputusan dan/atau Tindakan melalui
pengujian oleh Atasan Pejabat atau badan peradilan.

Pasal 20 . ..
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Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “stagnasi pemerintahan”
adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas
pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau
disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan,
contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak
politik.
Pasal 23
Huruf a

Pilihan  Keputusan dan/atau Tindakan  Pejabat
Pemerintahan dicirikan dengan kata dapat, boleh, atau
diberikan kewenangan, berhak, seharusnya, diharapkan,
dan kata-kata lain yang sejenis dalam ketentuan
peraturan  perundang-undangan. Sedangkan yang
dimaksud pilihan Keputusan dan/atau Tindakan adalah
respon atau sikap Pejabat Pemerintahan dalam
melaksanakan atau tidak melaksanakan Administrasi
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hurufb. ..
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b

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan
tidak mengatur” adalah ketiadaan atau kekosongan
hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan

dalam suatu kondisi tertentu atau di luar kelaziman.

Huruf ¢

Huruf

Pasal 24
Huruf

Huruf

Huruf

Huruf

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan
tidak lengkap atau tidak jelas” apabila dalam peraturan
perundang-undangan masih membutuhkan penjelasan
lebih lanjut, peraturan yang tumpang tindih (tidak
harmonis dan tidak sinkron), dan peraturan yang
membutuhkan peraturan pelaksanaan, tetapi belum
dibuat.

d

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang lebih luas”
adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang
banyak, penyelamatan kemanusiaan dan keutuhan
negara, antara lain: bencana alam, wabah penyakit,
konflik sosial, kerusuhan, pertahanan dan kesatuan

bangsa.

a
Cukup jelas.

b
Cukup jelas.

c
Cukup jelas.

d

Yang dimaksud dengan “alasan-alasan objektif” adalah
alasan-alasan yang diambil berdasarkan fakta dan
kondisi faktual, tidak memihak, dan rasional serta
berdasarkan AUPB.

Hurufe. ..
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Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah Keputusan
dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan
didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB.

Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “memperoleh persetujuan dari
Atasan Pejabat” adalah memperoleh persetujuan dari
atasan langsung pejabat yang berwenang menetapkan

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

mengajukan persetujuan kepada kepala daerah.

Bagi bupati/walikota mengajukan persetujuan kepada
gubernur.

Bagi gubernur mengajukan persetujuan kepada menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

negeri.

Bagi pimpinan unit kerja pada kementerian/lembaga
mengajukan persetujuan kepada menteri/pimpinan

lembaga.

Sistem pengalokasian anggaran sebagai dampak dari
persetujuan Diskresi dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “akibat hukum” adalah suatu

keadaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Diskresi.

Ayat (3) . ..
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Ayat (3)
Pelaporan kepada atasan digunakan sebagai instrumen
untuk pembinaan, pengawasan, dan evaluasi serta
sebagai bagian dari akuntabilitas pejabat.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” adalah
suatu kondisi objektif dimana dibutuhkan dengan segera
penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau
Tindakan oleh Pejabat Pemerintahan untuk menangani
kondisi yang dapat mempengaruhi, menghambat, atau

menghentikan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33 ...
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Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan
rutin” adalah kegiatan atau hal yang menjadi tugas
pokoknya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah biaya yang
ditimbulkan sesuai kebutuhan riil dan kemampuan
penerima Bantuan Kedinasan.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Penolakan Bantuan Kedinasan hanya dimungkinkan
apabila pemberian bantuan tersebut akan sangat
mengganggu pelaksanaan tugas Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang diminta bantuan, misalnya:
pelaksanaan Bantuan Kedinasan yang diminta
dikhawatirkan akan melebihi anggaran yang dimiliki,
keterbatasan sumber daya manusia, mengganggu
pencapaian tujuan, dan kinerja Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan.

Ayat (3) . ..
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Ayat (3)

Pasal 37

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Prosedur penggunaan Keputusan Berbentuk Elektronis
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang informasi dan

transaksi elektronik.

Ayat (2)

Untuk proses pengamanan pengiriman Keputusan,
dokumen asli akan dikirimkan apabila dibutuhkan
penegasan mengenai penanggung jawab dari Pejabat
Pemerintahan yang menyimpan dokumen asli. Jika
terdapat permasalahan teknis dalam pengiriman dan
penerimaan dokumen secara elektronis baik dari pihak
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Warga
Masyarakat, @maka kedua belah pihak saling

memberitahukan secepatnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pasal 39

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2) . ..
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Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “memerlukan perhatian
khusus” adalah setiap usaha atau kegiatan yang
dilakukan atau dikerjakan oleh  Warga
Masyarakat, dalam rangka menjaga ketertiban
umum, maka  Badan dan/atau  Pejabat
Pemerintahan perlu memberikan perhatian dan
pengawasan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “swasta” meliputi
perorangan, korporasi yang berbadan hukum di
Indonesia, dan asing.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42 . ..



Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Huruf a
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Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerabat dan keluarga”

adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat

kedua dalam garis lurus maupun garis samping,

termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga

yang dimaksud dengan keluarga meliputi:

® N ok

orang tua kandung/tiri/angkat;

saudara kandung/tiri/angkat;

suami/isteri;

anak kandung/tiri/angkat;

suami/isteri dari anak kandung/tiri/angkat;
kakek /nenek kandung/tiri/angkat;

cucu kandung/tiri/angkat;

saudara kandung/tiri/angkat dari suami/
isterti;

suami/isteri dari saudara kandung/tiri/

angkat;

10. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;

11. mertua.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2) . ..
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Ayat (2)

Pasal 44

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan '"Keputusan yang dapat
menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat”
adalah Keputusan yang dapat menimbulkan kerugian
faktual bagi Warga Masyarakat.

Sosialisasi dimaksudkan agar pihak yang terkait paham
bahwa Keputusan yang akan ditetapkan akan
menimbulkan  pembebanan. Sosialisasi dilakukan

sebelum penetapan Keputusan.

Ayat (2)

Pasal 47

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “Keputusan yang menyangkut
penegakan  hukum” adalah  Keputusan  sebagai
pelaksanaan Keputusan sebelumnya.

Contoh: . ..
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Contoh: Keputusan tentang relokasi bangunan di jalur

hijau dan pembongkaran rumah yang tidak memiliki izin.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “media lainnya” antara lain
papan pengumuman, brosur, media massa, atau media
tradisional.
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan dokumen”

mencakup:

a. mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang
menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan
dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan
dan/atau Tindakan.

b. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan,
mengumpulkan informasi, mendengarkan dan
memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat
dan/atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronis
dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung
fakta-fakta, menanyakan kepada para saksi dan/atau
ahli, serta bukti-bukti lain yang relevan sebelum
ditetapkannya Keputusan.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51 . ..
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Pasal 51
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “membuka akses” adalah
memberikan kesempatan membaca, memfotokopi, dan
mengunduh dokumen Administrasi Pemerintahan yang
terkait.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “rahasia negara” adalah
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang kearsipan, kerahasiaan
negara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.
Yang dimaksud dengan “kerahasiaan pihak ketiga”
adalah hal-hal yang menyangkut data dan informasi
pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Salah satu bentuk prosedur dapat dibuat dalam
bentuk standar operasional prosedur.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54 ...
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Pasal 54
Ayat (1)

a. Yang dimaksud dengan “Keputusan yang bersifat
konstitutif” adalah  Keputusan yang  Dbersifat
penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan.

b. Yang dimaksud dengan “Keputusan yang bersifat
deklaratif” adalah  Keputusan yang  bersifat
pengesahan setelah melalui proses pembahasan di
tingkat Pejabat Pemerintahan yang menetapkan

Keputusan yang bersifat konstitutif.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pertimbangan yuridis” adalah
landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum

kewenangan dan dasar hukum substansi.

Yang dimaksud dengan “pertimbangan sosiologis” adalah

landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan “pertimbangan filosofis” adalah
landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan
penetapan Keputusan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penjelasan terperinci” adalah
penjelasan yang menguraikan alasan penetapan
Keputusan sampai ke hal yang bersifat detail dan jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57 . ..



PRE SN M
FEFLEB 'k INEREZIE

- 24 -

Pasal 57
Pada dasarnya Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika
terdapat penyimpangan terhadap mulai berlakunya Keputusan,
hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Keputusan.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya
Keputusan dengan batas waktu” adalah
Keputusan yang mencantumkan adanya
ketentuan pembatasan dengan batas waktu.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya
Keputusan atas kejadian pada masa yang akan
datang” adalah Keputusan yang mencantumkan
adanya ketentuan pembatasan dengan kejadian

tertentu.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya
Keputusan dengan penarikan” adalah Keputusan
yang mencantumkan adanya ketentuan
pembatasan dengan Keputusan terhadap

penarikan Keputusan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya
Keputusan dengan tugas” adalah Keputusan yang
mencantumkan adanya ketentuan pembatasan
mulai tugas yang harus dilakukan.

Hurufe. ..
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Huruf e
Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya
Keputusan yang bersifat susulan akibat adanya
perubahan fakta dan kondisi hukum” adalah
adanya data, fakta, dan informasi yang berubah

terhadap Keputusan.

Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sarana elektronis” antara lain
faksimile, surat elektronik, dan sebagainya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau
bersifat massal antara lain keputusan presiden terkait
pengangkatan pegawai negeri sipil dalam pangkat dan
keputusan presiden terkait pensiun pegawai negeri sipil.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 63
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan” adalah perubahan
sebagian isi Keputusan oleh Pejabat Pemerintahan.

Hurufa. ..
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Huruf a
Yang dimaksud dengan “kesalahan konsideran”
adalah ketidaksesuaian penempatan rumusan
baik pertimbangan maupun dasar hukum dalam

konsideran menimbang dan/atau mengingat.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “kesalahan redaksional”
adalah kelalaian dalam penulisan dan kesalahan

teknis lainnya.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 64
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “cacat substansi” antara

lain:

1. Keputusan . ..
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1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima
Keputusan sampai batas waktu yang
ditentukan;

2. fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang
menjadi dasar Keputusan telah berubah;

3. Keputusan dapat membahayakan dan
merugikan kepentingan umum; atau

4. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan
tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Contoh Keputusan yang berakhir dengan sendirinya:
Keputusan pengangkatan pejabat yang masa jabatan
yang bersangkutan telah berakhir, maka Keputusan
pengangkatan tersebut dengan sendirinya menjadi
berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ayat (3) . . .
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Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pasal 69

Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan
mengatur tentang masa berlakunya suatu Keputusan,
sedangkan dalam Keputusan pengangkatan pejabat yang
bersangkutan tidak dicantumkan secara tegas maka
berakhirnya  Keputusan  memerlukan penerbitan

Keputusan baru demi kepastian hukum.

Contoh dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi
pemerintahan dari organisasi yang lama ke organisasi
baru yang berakibat pada perubahan nomenklatur
jabatan, sedangkan pemangku jabatan tidak ditentukan
masa berlakunya dalam keputusan pengangkatan, maka
diperlukan penetapan keputusan baru untuk mengakhiri

masa jabatan pejabat yang bersangkutan.

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengembalian uang ke kas negara dilakukan baik oleh
Pejabat Pemerintahan yang terkait maupun Warga
Masyarakat yang telah menerima pembayaran yang

dikeluarkan oleh pemerintah.

Pasal 71 . ..
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Pasal 71
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur”
adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan
Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan
dan tatacara yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau
standar operasional prosedur.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kesalahan substansi”
adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya
materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam
Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik
kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan
paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan
tipuan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Ayat (1)

Yang

dimaksud dengan “salinan/fotokopi” adalah

termasuk juga copy collationee.

Ayat (2) . ..
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Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen” adalah setiap
informasi yang terdokumentasi dalam bentuk tertulis
atau bentuk elektronik yang dikuasai oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berkaitan dengan
aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan/atau
pelayanan publik.

Kewenangan notaris untuk mengesahkan dokumen
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “terdapat keraguan” adalah
karena robek, penghapusan kata, angka dan tanda,
perubahan, kata-kata yang tidak jelas terbaca,
penambahan atau hilangnya lembar halaman yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pasal 74

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “banding” adalah banding
administratif yang dilakukan pada atasan Atasan
Pejabat yang menetapkan Keputusan konstitutif.

Ayat (3) . ..
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Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Ayat (1)
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri melakukan pembinaan dan pengembangan

Administrasi Pemerintahan di daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . ..
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Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “uang paksa” adalah
sejumlah uang yang dititipkan sebagai jaminan
agar Keputusan dan/atau Tindakan dilaksanakan
sehingga apabila Keputusan dan/atau Tindakan
telah  dilaksanakan uang paksa tersebut
dikembalikan kepada Pejabat Pemerintahan yang
bersangkutan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemberhentian
sementara” adalah pemberhentian dalam tenggang
waktu tertentu dengan dibebaskan atau tidak
menjalankan tugas dan wewenang jabatan
Administrasi Pemerintahan.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “media massa” adalah
media cetak dan/atau media elektronik baik
nasional maupun lokal.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83 . ..
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Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup
Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang
berwenang.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5601
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan penggunaan uk dalam negeri
dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemzrim. mempercepat
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah guna
optimalisasi kemanfaatan anggaran belanja pemerintah, dan
mengatur Pengadaan Barang/Jasa desa, perlu menetapkan
:::mndem"ﬁn ;retil:len tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

s omor 16 Tahun 2018 te
Barang/Jasa Pemerintah; P T

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; e

2. Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indenesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

d. Undang-Undang . . .
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomar 33)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63) diubah sebagai berikut:

l. Ketentuan . . .
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1. Ketentuan angka 1, angka 18b, angka 20, angka 35, angka
38, angka 40, angka 45, angka 46, angka 49, angka 50,
dan angka 51 Pasal 1 diubah, di antara angka 5 dan angka
6 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 5a dan angka 5b,
di antara angka 18b dan angka 19 disisipkan 2 (dua)
angka yakni angka 18¢ dan angka 18d, di antara angka 40
dan angka 41 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 40a,
di antara angka 46 dan angka 47 disisipkan 2 (dua) angka
yakni angka 46a dan angka 46b, serta ketentuan angka 54
dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian /Lembaga /Perangkat Daerah/Institusi
Lainnya/Pemerintah Desa vyang dibiayai oleh
APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak
identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima
hasil pekerjaan.

2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut
Kementerian adalah perangkat pemcrintah yang
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

3. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara
dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk
untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan
lainnya.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah scbagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

2a. Institusi . . .
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5a. Institusi Lainnya adalah institusi yang menggunakan
APBEN dan/atau APBD selain
Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah/
Pemerintah Desa/badan usaha milik negara/badan
usaha milik daerah /badan usaha milik desa.

3b. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa

sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah
lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan
dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah,

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian Negara/Lembaga /Peranghkat
Daerah.

8. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN
yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran pada Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan.

9. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD
vang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
diberi kuasa wuntuk melaksanakan sebagian
kewenangan pPengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan
oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran
belanja daerah.

10a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1
(satu) atau beberapa kcgiatan dari suatu program
sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Unit. ..
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11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disingkat UKPBJ adalah wunit kerja di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah vyang
menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

12. Kelompok Kerja Pemilihan yang sclanjutnya disebut
Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang
ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola
pemilihan Penvedia.

13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat
administrasi/pejabat  fungsional/personel yang
bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

14. Dihapus.
15. Dihapus.

16. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha
yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan
oleh  Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah
sebagai pihak pemberi pekerjaan.

17. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang
menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

18. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Non-
Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

18a. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil
Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk  melaksanakan kegatan Pengadaan
Barang/Jasa.

18b. Personel selain  Pejabat  Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
Personel Lainnva adalah prajurit Tentara Nasional
Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia/Aparatur Sipil Negara pada
Rementenan/Lembaga yang dikecualikan memiliki
Pengelola Pengadaan Barang/.Jasa, yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh
oleh pejabat vang berwenang untuk melaksanakan
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

18¢. Sertifikat . . .
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18c. Sertifikat Kompetensi adalah tanda atau bukti
keterangan tertulis dari proses penctapan dan
pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis
sumber daya pengelola fungsi Pengadaan
Barang/Jasa yang dilakukan secara sistematis dan
objektil melalui uji kompetensi atau pelatihan sesuai
dengan standar kompetensi yang ditetapkan,

18d. Sertifikat Kompetensi PPK adalah tanda atau bukti
keterangan tertulis dari proses penetapan dan
pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis
sebagai PPK yang dilakukan secara sistematis dan
objektif melalui uji kompetensi atau pelatihan sesuai
dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

19. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa vang
selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana
Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan
oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

20. Lokapasar (E-marketplace) Pengadaan Barang/Jasa
adalah pasar elektronik yang discdiakan untuk
memenuhi kebutuhan Barang/jasa pemerintah,

2]1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah
layanan pengelolaan teknologi informasi untuk
memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/.Jasa
secara clektronik.

22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah vang sclanjutnya
disingkat APIP adalah aparat vang melakukan
pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan,
evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

23, Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang
selanjutnya  disebut Swakelola adalah cara
memperolch Barang/jasa yang dikerjakan sendiri
aleh Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah,
Kementerian/Lembaga /Perangkat  Daerah lain,
organisasi  kemasyarakatan, atau kelompok
masyarakat.

24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk
olch masyarakat secara sukarela berdasarkan
kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,
kepentingan,  kegiatan, dan tujuan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya
tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila.

25. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat
vang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan
dukungan anggaran belanja dari APEN/APBD.

26. Pengadaan . .
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26. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah
cara memperolch Barang/jasa yang disediakan oleh
Pelaku Usaha.

27, Pelaku Usaha adalah badan usaha atau persesrangan
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.

28. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang
menyediakan Barang/jasa berdasarkan Kontrak.

29, Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun
tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak,
yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang,

<%a. Produk adalah Barang yang dibuat atau jasa yang
dihasilkan oleh Pelaku Usaha.

30. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan,

31. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional
vang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai
bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah
pikir.

32. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa
yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus,
dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata
kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan,

33. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat
HFS adalah perkiraan harga Barang/jasa yang
ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan
biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak
Pertambahan Nilai.

34. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk
memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi
dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan
tecknologi scrta menarik kesimpulan ilmiah bagi
keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi.

35. Pembelian . . .
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39. Pembelian secara Elektronik dari Pelaku Usaha atau
Pelaksana Swakelola yang selanjutnya disebut

E-purchasing adalah tata cara
pembelian/mempercleh Barang/jasa melalui sistem
katalog elekironik.

36. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya,

37. BSeleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Jasa Konsultansi.

38. Pengadaan Barang/Jasa Internasional adalah
Pengadaan Barang/Jasa vyang dibiayai oleh
APBN/APED termasuk yang sumber pendanaannya
baik sebagian atau seluruhnya melalui pinjaman luar
negeri/hibah luar negeri yang terbuka bagi Pelaku
Usaha nasional dan Pelaku Usaha asing.

49. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan
untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam
keadaan tertentu.

40. Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya adalah
metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

40a. Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi adalah
metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak
Rp400.000.000,00 [empat ratus juta rupiah).

41. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah
metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultansi yang  bernilai paling  banyak
Rpl100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

42. E-reverse Auction adalah metode penawaran harga
secara berulang,

43. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang
ditetapkan oleh Pokja Pemilihan / Pejabat
Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi

dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak
dalam pemilihan Penyedia.

44, Kontrak . . .

5K No 254844 A idih.lkpp.go.id




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Q.

44. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang sclanjutnya
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara
PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana
Swakelola.

45. Usaha Mikro adalah usaha produktil milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan vang
memenuhi  kriteria Usaha Mikro sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai
kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan
koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

46. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif vang
berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan
atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau
usaha besar vang memenuhi kriteria Usaha Kecil
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah
mengenai kemudahan, pelindungan, dan
pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan
menengah.

46a. Produk Dalam Negeri adalah Barang dan jasa,
termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang
diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang
berinvestasi dan berproduksi di Indonesia,
menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja
Warga  negara Indonesia, dan  prosesnya
menggunakan bahan baku atau komponen yang
seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

46b. Produk Ramah Lingkungan Hidup adalah Barang dan
jasa termasuk teknologi yang telah menerapkan
prinsip pelestarian, perlindungan, dan pengelolaan
lingkungan hidup.

47. Dihapus.

48, Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan
adalah jaminan tertulis vang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan
Asuransi/lembaga keuangan khusus vang
menjalankan wusaha di bidang pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan
ekspor Indonesia.

49, Sanksi . ..
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49. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan
kepada peserta pemilihan /Penyedia berupa larangan
mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi
Lainnya dalam jangka waktu tertentu.

30. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan
Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai
manfaat yang menguntungkan secara ekonomis dan
menciptakan good corporate governance tidak hanya
untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/
Institusi Lainnya/Pemerintah Desa sebagai
penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta
signifikan mengurangi dampak negatif terhadap
lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus
penggunaannya,

51. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi
Pengadaan Barang/Jasa dengan menggabungkan
kebutuhan Barang/jasa untuk mendapatkan hasil
vang cfcktil dan efisien.

52. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di
luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban
yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat
dipenuhi.

53. Kepala Lembaga adalah Kepala LKPP.

24, Dihapus.

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2
Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini
meliputi:

a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian /
Lembaga / Perangkat Daerah/Institusi
Lainnya/Pemerintah Desa yang menggunakan
anggaran belanja vang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari APBN/APED/APB Desa:

b. Pengadaan . ..
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b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan
anggaran belanja dari APBN/APBD/APB Desa
sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk
Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri
dan/atau hibah dalam negeri; dan/atau

c. Pengadaan Barang/Jasa vyang menggunakan
anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana
dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan
Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai
dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

3. Ketentuan huruf d dan huruf h Pasal 5 diubah, sehingga
Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa;:
b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa vang lebih
transparan, terbuka, dan kompetitif:

c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber
Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;

d. mengembangkan Lokapasar (E-marketplace)
Pengadaan Barang/Jasa;

e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi,
serta transaksi elektronik:

f.  mendorong penggunaan Barang/jasa dalam negeri
dan Standar Nasional Indonesia;

g memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan usaha menengah;

h. mendorong pelaksanaan Peneclitian dan  industri
kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan
inovasi/ hasil Penelitian, pengembangan, pengkaijian,
dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan,

4. Ketentuan . ..
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4.  Ketentuan huruf b, huruf d, dan hurul { ayat (2) Pasal 7
diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(1}

Pasal 7

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan
Barang/.Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa
tanggung jawab wuntuk mencapai sasaran,
kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan
Barang/Jasa;

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga
kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya
harus dirahasiakan untuk mencegah
penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung
maupun tidak langsung vang berakibat
persaingan usaha tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala
keputusan yang ditetapkan sesuai dengan
kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

€. menghindari dan mencegah  terjadinya
pecrientangan kepentingan pihak yvang terkait,
baik secara langsung maupun tidak langsung,
vang berakibat persaingan usaha tidak schat
dalam Pengadaan Barang/Jasa;

. menghindari dan mencegah pemborosan dan
kebocoran keuangan negara;

E. menghindari dan mencegah penyalahgunaan
wewenang dan fatau kolusi: dan :

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak
menjanjikan untuk memberi atau menerima
hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari
atau kepada siapapun yang diketahui atau patut
diduga berkaitan dengan Pengadaan
Barang/Jasa.

(2) Pertentangan . . .
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(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam
hal:

a. direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada
suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi,
dewan komisaris, atau personel inti pada badan
usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi vang
sama,

b. konsultan perencana/pengawas dalam
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya bertindak sebagai pelaksana Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yvang direncanakannya/diawasinya, kecuali
dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan
terintegrasi;

c. konsultan manajemen konstruksi berperan
scbagai konsultan perencana;

d. pengurus/manajer koperasi merangkap scbagai
PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada
pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa di
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/
Institusi Lainnya;

e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik
langsung maupun tidak langsung
mengendalikan atau menjalankan badan usaha
Penyedia; dan/atau

[ beberapa badan wusaha vang mengikuti
Tender/Seleksi yang sama yang memenuhi
kriteria Pemilik Manfaat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik
Manfaat dari Korporasi dalam rangka
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) huruf
yakni huruf f2 dan ketentuan ayat (3) diubah, sehingga
Fasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 _, .
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Pasal 9
(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a
memiliki tugas dan kewenangan:

a. melakukan tindakan vyang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja;

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam
batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;

c. menetapkan perencanaan pengadaan;
d. menetapkan dan mengumumkan RUP;

melaksanakan Konsolidasi Pengadaan
Barang/Jasa;

f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk
Tender/Seleksi ulang gagal,

fl1. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;

f2. menyesuaikan proscdur/tata cara/ tahapan,
metode, jenis Kontrak, dan /atau bentuk Kontrak
pada proses pengadaan dengan pertimbangan
untuk mengisi kekosongan hukum dan/atau
mengatasi  stagnasi  pemerintahan  guna
kemanfaatan dan kepentingan umum;

g menetapkan PFPK;

h. menetapkan Pejabat Pengadaan;

i, dihapus;

J.  menetapkan Penyelenggara Swakelola;

K. menctapkan tim teknis;

|.  menetapkan tim juri/tim ahli untuk
pelaksanaan melalui sayembara/ kontes:

m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;

n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia
untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung/E-

purchasing untuk paket Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling
sedikit di atas Rpl00.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah); atau

2. Seleksa .
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2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai
pagu anggaran paling sedikit di atas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh  miliar
rupiah).

(2] PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(31  PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sampai dengan huruf 2 kepada KPA.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 10 diubah dan
ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6], sehingga
Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan
pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), KPA berwenang menjawab sanggah banding
peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yvang terkait dengan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja; dan/atau

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam
batas anggaran belanja vang telah ditetapkan.

(4} KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa,
(5) KPA  pada Pengadaan Barang/.Jasa dapat
melaksanakan tugas PPK.

(6) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib
memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan
jasa serta PPK.

7. Ketentuan . . .
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7. Ketentuan ayat (1) huruf i Pasal 11 diubah, di antara ayat
(1) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat {2a), dan
ditambahkan 2 (dua) ayvat yakni ayat (5) dan ayat (6),
sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1} PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢ memiliki tugas:

4, ~menyusun perencanaan pengadaan;

b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan
Barang/Jasa;

c.  menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan
kerja;

menetapkan rancangan Kontrak;
. menetapkan HPS;
f. menctapkan besaran uang muka yang akan
dibayarkan kepada Penyedia;
g- mengusulkan perubahan jadwal kegiatan:

h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling
sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah};

i.  menginput e-Kontrak dan mengendalikan
Kontrak;

J. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh
dokumen pelaksanaan kegiatan;

k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian
kegiatan kepada PA/KPA;

. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan
kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara
penyerahan;

menilai kinerja Penyedia;
menetapkan tim pendukung;
menetapkan tim ahli atau tenaga ahli: dan

menctapkan  surat  penunjukan  Penyedia
Barang/jasa.

T e D8

(2) Selain . . .
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(2] Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan
kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan
pihak lain dalam batas anggaran belanja yang
telah ditetapkan.

(2a) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sesuai dengan
tipologinya.

(3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan
Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja
dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk
melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf a sampai dengan huruf m.

(4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan
kompetensi PPK.

(3) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
menyusun rencana aksi pemenuhan PPK  ber-
Sertifikat Kompetensi PPK  sesuai tipologinya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi PPK
scbagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan rencana
aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi PPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur bersama-
sama olch menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri, dan Kepala Lembaga.

8.  Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal
13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 . ..
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Pasal 13

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Paszal 8 huruf e
memilik: tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
pemilihan  Penyedia  kecuali Pengadaan
Langsung dan E-purchasing dengan pembelian
langsung;

b. dihapus; dan

menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia

untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran
paling banyak  Rpl00.000.000.000,00
[seratus miliar rupiah); dan

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai
pagu anggaran paling banyak
Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar
rupiah).

(2) Pokja Pemilihan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
beranggotakan 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas
pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah
sepanjang berjumlah gasal.

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau
tenaga ahli.

9. Retentuan ayat (2] dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga
Pasal 14 berbunyi sebagai berilkut:

Pasal 14

(1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 hurul [ dapat melaksanakan Pengadaan
Barang/.Jasa.

(2] Pelaksanaan . . .
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{2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan
tugas Pokja Pemilihan atau PPK.

(3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan PPK
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4] Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan
diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, dan di
antara ayat (1) dan ayat (2] disisipkan 1 (satu) ayat yakni
ayat (laj, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis,/ kerangka
acuan kerja Barang/jasa menggunakan:

a. Produk Dalam Negeri;
b.  Produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia:

c. Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta
koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan

d. Produk Ramah Lingkungan Hidup.

(la) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka
acuan kerja Barang/jasa menggunakan Produk
Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a menyesuaikan dengan kemampuan industn
dalam negenri sebagaimana tercantum dalam daftar
inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri
yang  diterbitkan oleh  kementerian  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian.

[2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis / kerangka
acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek

terhadap:
a. komponen Barang/jasa;
suku cadang;

. bagian dari satu sistem vang sudah ada; atau
d. Barang/jasa dalam katalog elektronik,

(3) Pemenuhan . . .
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(3) Pemenuhan penggunaan Produk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia.

{(4) Produk Ramah Lingkungan Hidup scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, menggunakan
Barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan
hidup.

11. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat
(3), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20
(1} Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan
dengan berorientasi pada:
a, keluaran atau hasil;
b. volume Barang/jasa;
c. ketersediaan Barang/jasa;
d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
€. ketersediaan anggaran belanja.
(2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan
Barang/Jasa, dilarang:

a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket
Pengadaan Barang/Jasa vyang terscbar di
beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat
pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya
dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-
masing;

b. menyatukan beberapa paket Pengadaan
Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis
pekerjaannya harus dipisahkan:

€. menyatukan beberapa paket Pengadaan
Barang/.Jasa yang besaran nilainya seharusnya
dilakukan oleh Usaha Kecil; dan/atau

d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi
beberapa paket dengan maksud menghindari
Tender / Seleksi.

{3) Dalam . . .
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(3] Dalam melakukan pemaketan Pengadaan
Barang/jasa, PPK wajib mengalokasikan paling
sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran
belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk
Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil
produksi dalam negeri.

Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal,
yvakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20A

Strategl pemaketan untuk Pekerjaan Konstruksi dapat
berupa penyediaan sumber daya oleh pemilik pekerjaan
(supplied by owner).

Pasal 20B

(1) Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi
dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan meliputi:

a. bahan baku, material, dan Barang sudah
terstandar;

b. bahan baku, material, dan Barang untuk
mendukung bangunan permanen;

¢. bahan baku, material, dan Barang untuk 1 (satu)

paket atau beberapa paket Pekerjaan
Konstruksi;

d. peralatan untuk menunjang Pekerjaan
Konstruksi; dan/atau

c. Barang dan jasa dalam Pekerjaan Konstruksi
yang ditangani oleh Penyedia jasa spesialis.

(2) Penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

a. E-purchasing; dan/atau
b. pemesanan berdasarkan Kontrak payung

13. Ketentuan . , .
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13. Ketentuan Pasal 2] diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 21

(1] Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada
tahap perencanaan pengadaan, persiapan
pengadaan, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia
pada Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia,

(2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan
oleh PA, KPA, PPK, dan/atau UKPB.J.

(3) Kepala LKPP melaksanakan Konsolidasi Pengadaan
Barang/Jasa secara nasional dan  dapat
menyecrahkan tugas dan kewenangan kepada

menteri/kepala lembaga.

14. Ketentuan ayat (5) dan ayat (7) Pasal 26 diubah, serta ayat
(8) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) HPS3 dihitung secara keahlian dan menggunakan data
yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Nilai HPS bersifat tidak rahasia.
(3) Rincian HPS bersifat rahasia.
(4) Dihapus.

(5) HPS digunakan scbagai:

a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran
dan/atau kewajaran harga satuan;

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi
penawaran yang sah dalam Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;

C. penentuan besaran jaminan penawaran,
jaminan pelaksanaan, dan jaminan sanggah
banding;

d. penentuan . . _
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d. penentuan batasan persyaratan personel
manajerial dan peralatan utama dalam
Pekerjaan Konstruksi; dan

€. penentuan penerbit jaminan.

(6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran
kerugian negara.

(7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan
Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak
Rp10.000.000,00 [sepuluh juta rupiah),
E-purchasing  dengan nilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Tender
pekerjaan terintegrasi.

(8) Dihapus.

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2}, ayat {3), ayat (4), ayat (B), ayat
(9), dan ayat (11) Pasal 27 diubah, di antara ayat (9) dan
ayat (10] disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat {9a), dan di
antara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat yakni
ayat (10a), schingga Pasal 27 berbunyi sebagai benkut:

Pasal 27

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
terdiri atas:

a.  lumsum;

b. harga satuan;

¢. gabungan lumsum dan harga satuan;
d. Kontrak payung;

e. biaya plus imbalan: dan

f.  Kontrak berbasis kinerja.

(2) Jeniz Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
terdirn atas:

a. lumsum:
b. harga satuan;

c. gabungan . . .
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¢. gabungan lumsum dan harga satuan;
d. putar kunci;

e. biaya plus imbalan;
f.  modifikasi putar kunci;

g. Kontrak payung; dan
h. HKontrak berbasis kinerja.

(3] Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri
atas:

a. lumsum;

b. waktu penugasan;

c. Kontrak payung; dan

d. Kontrak berbasis kinenja.

(4] Jenis Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi
terdiri atas:

a. lumsum;

b. putar kunci;

c. modifikasi putar kunci; dan
d. Kontrak berbasis kinerja.

(5) Kontrak lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat {3} huruf a, dan ayat
(4) huln,:f a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup
pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap
dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. risiko ditanggung oleh Penyedia;
b. berorientasi kepada keluaran: dan
€. pembayaran  didasarkan pada tahapan

Produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan
Kontrak.

(6) Kontrak . . .
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(6] Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan
Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan vang
tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan
dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian
seluruh pekerjaan dalam batas waktu vang telah
ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut;

a. wvolume atau kuantitas pekerjaannya masih
bersifat  perkiraan pada saat  Kontrak
ditandatangani;

b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran
bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan

c. mnilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh
pekerjaan diselesaikan,

(7] Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan ayat
(2) huruf ¢ merupakan Kontrak Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu)
pekerjaan yang diperjanjikan.

(8] Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, ayat (2) huruf g, dan ayat (3) huruf ¢ dapat
berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu
tertentu untuk:

a. Barang/jasa yang dibutuhkan oleh beberapa
PPK untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah /Institusi Lainnya;

b. Barang/jasa yang dibutuhkan secara berulang;
dan/atau

c. Barang/jasa yang belum dapat ditentukan
volume dan/atau waktu pengiriman/waktu
pelaksanaan pada saat Kontrak ditandatangani.

(9) Kontrak putar kunci sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d dan ayat (4) huruf b merupakan suatu
perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek
dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek
tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk
pemasangan semua perlengkapannya sechingga
proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.

(9a) Kontrak . . .
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(@a) Kontrak modifikasi putar kunci sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf [ dan ayat {4) huruf ¢
dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit
memuat:

a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh
peckerjaan selesai dilaksanakan; dan

b. pembayaran dapat dilakukan secara bertahap
sctelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk
pemasangan semua perlengkapan sehingga siap
dioperasikan atau dimanfaatkan sesuai
kesepakatan dalam Kontrak.

(10) Kontrak biaya plus imbalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan
jenis Kontrak vang digunakan untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam
rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai
Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual
ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya
aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.

(10a)Kontrak berbasis kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf
d, dan ayat (4) hurul d merupakan Kontrak atas
dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu.

(11) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Kontrak
Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang
lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci
dan/atau waktu wyang dibutuhkan untuk
menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

(12) Kentrak tahun jamak merupakan Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu)
tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat
berupa:

a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12
(dua belas) bulan;

b. pckerjaan . . .
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b. pekenjaan yang penyvelesaiannya lebih dan 1
(satu) tahun anggaran; atau

c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih
apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih
dar 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3
(tiga) tahun anggaran.

16. Ketentuan huruf e ayat (1) diubah, ayat (4), ayat (5), dan
ayat (6) Pasal 28 diubah, serta di antara ayat (6) dan ayat
(7] disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal
28 berbunyi scbagai berikut:

Pasal 28
(1] Bentuk Kontrak terdiri atas:
a. bukt pembelian/pembayaran;
b. kuitansi;
c. surat perintah kerja;
d. surat perjanjian; dan
e, surat/bukti pesanan.

(2) Bukt pembelian / pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling
banyak Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
dengan nilai paling banyak RpS50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).

(4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ digunakan untuk Pengadaan Jasa
Konsultansi  dengan nilai paling  banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di
atas Rp30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dengan nilai paling banyal
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(5) Surat . . .
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(5} Swurat perjanjian scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa
Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling
sedikit di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah), dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi
dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00
[seratus juta rupiah).

(6) Surat/bukti pesanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa melalui E-purchasing.

(6a) Dalam hal Kontrak menggunakan Kontrak lumsum,
bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak memerlukan rincian dokumen pendukung
kontrak.

(7] Ketentuan mengenai bukti pendukung untuk masing-
masing bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara atau sesuai peraturan menteri vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
Negeri.

Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29
berbunyi sebagai berilkcut:

Pasal 29

(1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan
pelaksanaan pekerjaan.

(2} Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai
Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
koperasi  untuk nilai Kontrak  antara
RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah);

b. paling . . .
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paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan nilai
Eontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
koperasi dengan nilai Kontrak lebih dan
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah);

paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai
Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
koperasi dengan nilai kontrak lebih dari
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah] sampai dengan Rpl5.000.000.000,00
(lima belas miliar rupiah);

paling tinggi 20% (dua puluh persen) darn nilai
Kontrak untuk non-Usaha Mikro dan Usaha
Kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai
Kontrak untuk Kontrak tahun jamak.

(3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan
Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan,

18. Ketentuan ayat (2) dan ayat (2a) Pasal 30 diubah, sehingga
Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a.
b.
C.
d.

.

Jaminan penawaran;
Jaminan sanggah banding;
Jaminan pelaksanaan;
Jjaminan uang muka; dan
jaminan pemeliharaan.

(2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi.

(2a) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b untuk pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi.

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa bank garansi atau surety bond.

(4) Bentuk . . .
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(4) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bersifat:

a. tidak bersyarat;
b. mudah dicairkan; dan

c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat
perintah pencairan dari Pokja
Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh
Pokja Pemilihan/PPK diterima.

(3) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan
jaminan penawaran, jaminan sanggah banding,
jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.

(6} Jaminan dari bank umum, perusahaan penjaminan,
perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus
yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ckspor
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan
ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis
Jaminan.

(7) Perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dan
lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha
di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) merupakan perusahaan
penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan
pencatatan produk suretyship di Otoritas Jasa
Keuangan.

19. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 33 dihapus, sehingga
Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1) huruf ¢ diberlakukan untuk Kontrak
Pengadaan  Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiahj.

(2) Jaminan . . .
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(2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:
a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia
dikuasai oleh pengguna; atau
b. dihapus.
(3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagai berikut:
a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan
puluh persen) sampai dengan 100% (seratus
persen) dan nilai HPS, jaminan pelaksanaan
sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
b.  untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan
puluh persen| dari nilai HPS, jaminan
pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai
HPS.

(4] Besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan
terintegrasi scbagai berikut:

8. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan
puluh persen) sampai dengan 100% (seratus
persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan
pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai
Kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan
puluh persen) dan nilai pagu anggaran, jaminan
pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai
pagu anggaran.

(5} Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah
terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

20. Ketentuan ayat (2), ayat (3}, dan ayat {5) Pasal 38 diubah,
serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga
Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

a. E-purchasing,
b. Pengadaan Langsung;
¢. Penunjukan Langsung;

d. Tender . . .
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d. Tender cepat; dan
e. Tender.

(2] E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum

dalam katalog elektronik.

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk:

a. Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah); dan

b. Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling
banyak Rp400.000.000,00 f{empat ratus juta
rupiah).

(4] Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢  dilaksanakan untuk
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam
keadaan tertentu.

(5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) meliputi:

a. pelaksanaan program prioritas pemerintah,
bantuan pemerintah, dan/atau bantuan
Presiden berdasarkan arahan Presiden:

b. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang
mendadak yang dihadiri oleh Presiden/Wakil
Presiden;

c. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk
kepentingan negara meliputi intelijen,
perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan
Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan
Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu
negara  setingkat kepala negara/kepala
pemerintahan, atau Barang/jasa lain bersifat
rahasia sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

d. Pekerjaan . ..
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d. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang
merupakan satu kesatuan sistem konstruksi
dan satu kesatuan tanggung jawab atas nsiko
kegagalan bangunan yang secara keseluruhan
tidak dapat direncanakan/diperhitungkan
sebelumnya;

e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
vang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu)
Pelaku Usaha yang mampu;

. pengadaan dan penyaluran benih unggul vang
meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta
pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada
petani dalam rangka menjamin ketersediaan
benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk
pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;

g. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum
di lingkungan perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh
pcngembang vang bersangkutan;

h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh
pemegang hak paten, atau pihak yang telah
mendapat izin dari pemegang hak paten, atau
pihak yang menjadi pemenang Tender untuk
mendapatkan izin dari Pemerintah;

i. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami
kegagalan;

). pemilihan Penyedia untuk melanjutkan
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak;
atau

k. permintaan berulang (repeat order untuk
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang sama.

(6) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah
terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja
Penyedia untuk pengadaan vang:

a. spesifikasi . . .
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a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah
dapat ditentukan secara rinci; atau

b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2)
huruf b dan huruf c.

(7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan
metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

(8) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan
Penyedia melalui Pengadaan Langsung dengan nilai
paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender cepat,
dan Tender wajib menggunakan aplikasi sistem
pengadaan  secara  elektronik  dengan  fitur
transaksional.

Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Metode evaluasi penawaran Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dilakukan dengan:

a. sistem nilai;
b. penilaian biaya selama umur ekonomis; atau
c. harga terendah.

(2] Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk
Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, atau pekerjaan
terintegrasi yang memperhitungkan penilaian teknis
dan harga.

{3) Metode evaluasi penilaian biaya selama umur
ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang yang
memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga,
biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa
dalam jangka waktu operasi tertentu,

(4) Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk
Pengadaan  Barang/Pckerjaan  Konstruksi/.Jasa
Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan
pemenang di antara penawaran yang memenuhi
persyaratan teknis.

22. Ketentuan . . .
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22. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (56) Pasal 41
diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7),
sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri
atas:

a. E-purchasing;

b. Pengadaan Langsung;

¢. Penunjukan Langsung; dan
d. Seleksi.

(2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa
Konsultansi pecrorangan atau badan usaha yang
sudah tercantum dalam katalog elektronik.

{3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf bdilaksanakan untuk Jasa Konsultansi
yang bernilai sampai dengan paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4] Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi
dalam keadaan tertentu.

(5] Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. Jasa Konsultansi dalam rangka pelaksanaan
pProgram  prioritas  pemerintah, bantuan
pemerintah, dan/atau bantuan Presiden
berdasarkan arahan Presiden;

b. Jasa Konsultansi yang hanva dapat dilakukan
oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

c. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan
oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah
terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin

pemegang hak cipta;

d. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi
konsultan hukum/advokasi atau pengadaan
arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya,
untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan
hukum dari pihak tertentu, yang sifat
pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya
harus segera dan tidak dapat ditunda;

e Jasa. ..
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e. Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang
mecrupakan satu kesatuan sisten konstruksi
dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko
kegagalan bangunan yang secara keseluruhan
tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang
sudah dilaksanakan sebelumnya;

f.  permintaan berulang (repeat orderl untuk
Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;

g. Jasa Konsultansi yvang telah dilakukan Seleksi
ulang mengalami kegagalan;

h. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Jasa
Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan
kontrak;

I.  Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai

dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan; atau

J.  jasa ahli dewan sengketa konstruksi.

(6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling
scdikit di atas Rpl00.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

(7) Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan
metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan
Langsung, Penunjukan Langsung, dan Seleksi wajib
menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara
elektronik dengan fitur transaksional.

Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan | (satu) pasal,
yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 41A
(1) Arahan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 ayat (5] huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a

dituangkan dalam risalah rapat, memorandum, atau
dokumen lainnya.

(2) Menten atau kepala lembaga selaku PA:

a. membuat dokumen tertulis yang menyatakan
bahwa program prioritas pemerintah, bantuan
pemerintah, danfatau bantuan  Presiden
merupakan arshan Presiden sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}; dan

b. menetapkan . . .
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b. menctapkan penggunaan metode Penunjukan
Langsung berdasarkan analisis PA.

(3) Menteri atau kepala lembaga menyampaikan
dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bhurul a kepada menteri Yyang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesekretariatan negara untuk mendapatkan
konfirmasi.

(4) Dalam hal arahan Presiden dalam nsalah rapat,
memorandum, atau dokumen lainnya scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah memuat arahan
penggunaan metode pemilihan Penyedia dengan
Penunjukan Langsung, menteri atau kepala lembaga
selaku PA sesual dengan kewenangannya dapat
langsung menggunakan metode Penunjukan
Langsung.

Ketentuan ayat (3) Pasal 44 ditambahkan 1 (satu) huruf

yakni huruf ¢, ketentuan huruf ¢ ayat (5) dihapus, serta di

antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni

ayat (Ba], sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

{1} Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi,
kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan
scbagai Penyedia.

{2} Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau
prakualifikasi.

(3] Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan
pemilihan sebagai berikut:

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak
kompleks,

b. Seleksi Jasa Konsultansi perorangan; atau

c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi badan
usaha/Jasa Konsultansi perorangan/Jasa
Lainnya.

(4] Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan

pelaksanaan evaluasi penawaran dengan
menggunakan metode sistem gugur.

(5} Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan
pemilihan sebagai berikut:
a. Tender . ..
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a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya untuk pengadaan vyang bersifat
kompleks,; atau

b. Seleksi Jasa Konsultansi badan usaha.
¢. Dihapus.

(6) Kualifikasi pada prakualiikasi scbagaimana
dimaksud pada ayat (35) dilakukan sebelum

pemasukan penawaran dengan menggunakan
metode:

a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya; atau

b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk
Penyedia Jasa Konsultansi.

{7) Hasil prakualifikasi menghasilkan:

a. daftar peserta Tender Barang/Pckerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya; atau

b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi.

(8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam
sistem informasi kinerja Penvedia, tidak diperlukan
pembuktian kualifikasi.

(8a) Persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja
Penyedia.

(9) Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan
kualfikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.

(10) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah
Pengadaan  Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa
Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan
teknologi tinggi, menggunakan peralatan vyang
didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan
secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan
dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

25. Ketentuan ayat (2) Pasal 47 diubah serta ditambahkan 5
(lima)} ayat vakni ayat (6), ayvat (7), ayat (8), ayat (9], dan
ayat (10), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan
ketentuan sebagal berikut:

a PAJKPA . ..
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a. PA/KPA  dapat menggunakan  pegawal
Kementerian fLembaga/Perangkat Daerah lain
dan/atau tenaga ahli;

b. penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi
50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim
Pelaksana; dan

¢. dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa

melalui  Penyedia, dilaksanakan  sesuai
ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

(2) Pelaksanaan Swakelola tipe [l dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. PA/KPA dapat melakukan kesepakatan kerja
sama dengan Kementerian/Lembaga/Peranghkat
Dacrah lain pelaksana Swakelola; dan

b. PPK menandatangam Kontrak dengan ketua tim
pelaksana Swakelola.

(3) Pelaksanaan Swakelola tipe Il  dilakukan
berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas.

(4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV  dilakukan
berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan

Kelompok Masyarakat.

(5) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe Il sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tipe 1l sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dan tipe IV sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), nilai pekerjaan vyang
tercantum dalam Kontrak sudah termasuk
kebutuhan Barang/jasa yang diperoleh melalui
Penyedia.

(6) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe
Il dapat dilakukan melalui E-purchasing.

(7) Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan
material/bahan/alat, maka wajib men
material /bahan/alat yang merupakan Produk Dalam
Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha
Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

(8) Pembelian material/ bahan /alat sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan metode
E-purchasing.

(9) Pembelian . . .
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(?) Pembelian material/bahan/alat dengan mctode
E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
untuk Swakelola tipe Ill dan tipe IV dilaksanakan
dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan
Swakelola.

(10) Pembelian matenal/bahan/alat dengan metode
E-purchasing pada Swakelola tipe Il dan tipe [V
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan
paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan
Presiden ini mulai berlakou.

. Ketentuan ayat (5) Pasal 50 diubah, dan di antara ayat (5)

dan ayat (6) disisipkan 3 [tiga) ayat vakni ayat (5a), ayat
(Sh), dan ayat {5c) sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 50

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi

meliputi:
pelaksanaan kualifikasi;
pengumuman dan/atau undangan;
pendaftaran dan  pengambilan Dokumen
Pemilihan;
d. pemberian penjelasan;
¢. penyampaian dokumen penawaran;
{. evaluasi dokumen penawaran;
B
h

o oe

penetapan dan pengumuman pemenang; dan
. Ssanggah.

(2) Selain ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan
Konstruksi ditambahkan tahapan sanggah banding.

(3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan

klarifikasi dan negosias: terhadap penawaran teknis
dan biaya setelah masa sanggah selesai,

(4) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender cepat dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. peserta telah terkualifikasi dalam sistem
informasi kinerja Penyedia;

. peseria menyampaikan penawaran harga,

¢. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui
aplikasi; dan

d. penetapan pemenang berdasarkan harga
penawaran terendah.

{3) Pelaksanaan . . .
jdih.lkpp.go.id




X

PRESIDEN
REPUBLIK INDOMNESIA

]

(5] Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan Barang/jasa apabila tersedia
dalam katalog elektronik.

(5a) Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-pu
scbagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal:

a. tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek
volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi,
dan/atau lavanan; atau

b. berdasarkan pertimbangan lebih  efisien
dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan
metode selain E-purchasing.

(5b) Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing
scbagaimana dimaksud pada avat (5a) dilakukan
berdasarkan penilaian PPK.

(5¢) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian
kewajiban pelaksanaan E-purchasing sebagaimana
dimaksud pada ayat (5a) dan ayat (5b) diatur dalam
Peraturan Kepala Lembaga.

(6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan
dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang
dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun
harga.

(7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai
berikut:

a. pembelian/pembayaran  langsung  kepada
Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa
Lainnya yang menggunakan bukti pembelian
atau kuitansi; atau

b. permintaan penawaran yang disertai dengan
klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga
kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan
Langsung yang menggunakan surat perintah
kerja.

(8) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP
diumumkan.

() Untuk Barang/jasa yang Kontrak-nya harus
ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat
dilaksanakan setelah:

a. penetapan pagu anggaran
Kementerian/Lembaga; atau

b. persetujuan . . .
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b. persetujuan rencana kerja dan anggaran
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih
dahulu melalui aplikasi sistem informasi RUP.

(11) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode
E-reverse Auction.

27. Ketentuan ayat (2), ayat (3], ayat (5), dan ayat (6) Pasal 51
diubah, di antara huruf a dan huruf b ayat (7) disisipkan
1 (satu) huruf yakni huruf al, serta di antara ayat (8) dan
ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (Ba), sehingga
Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51
(1) Prakualifikasi gagal dalam hal:

a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak
ada peserta yang menvampaikan dokumen
kualifikasi; atau

b. jumlah peserta vang lulus prakualifikasi kurang
dari 3 (tiga) peserta.

(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

b. tidak ada peserta yvang menyampaikan dokumen
penawaran setelah ada pembenan waktu
perpanjangan;

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi
penawararn;

d. ditermukan  kesalahan dalam  Dokumen

Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Presiden ini;

e. seluruh peserta terindikasi korupsi, kolusi,
dan/atau nepotisme;

f. seluruh peserta terindikasi melakukan
persckongkolan/persaingan usaha tidak sehat;

g. seluruh . ..
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g scluruh penawaran harga Tender
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di
atas HPS:

h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai;
i. Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi,
dan/atau nepotisme; dan/atau

).  alokasi anggaran dalam dokumen anggaran yang
telah disahkan tidak tersedia dalam daftar isian
pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan
anggaran tahun anggaran untuk pengadaan
yang mendahului persetujuan rencana kerja dan
anggaran Kementerian/Lembaga oleh Dewan
Perwakilan Rakyat atau rencana kerja dan
anggaran Perangkat Daerah oleh dewan
perwakilan rakyat daerah.

{3) Tender cepat gagal dalam hal:

a. Udak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta
yang menyampaikan dokumen penawaran
setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada
yang menghadin verifikasi data kualifikasi:
c. ditemukan  kesalahan dalam Dokumen

Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Presiden ini:

d. seluruh peserta terindikasi korupsi, kolusi,
dan/atau nepotisme;

e. seluruh peserta terindikasi melakukan
persckongkolan /persaingan usaha tidak sehat:
dan/atau

f. Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi,
dan/atau nepotisme.

(4) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf
h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.

(5) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf i dan huruf j dinyatakan oleh PA/KPA.

{6) Tindak. . .
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(6) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera
melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang
lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi
dilanjutkan; atau

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang

lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan seperti proses
Penunjukan Langsung.

(7) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera
melakukan:

a. evaluasi ulang;
al. penyampaian penawaran ulang; atau
b. Tender/Seleksi ulang.

(8) Ewaluasi ulang scbagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan
evaluasi penawaran.

(Ba) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf al, dilakukan dalam
hal Tender/Seleks:i gagal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hurul d pada Tender dengan
Prakualifikasi atau Seleksi Jasa Konsultansi badan
usaha.

(9) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) huruf b, dilakukan untuk Tender/Seleksi
gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
sampai dengan huruf i.

(10) Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan
dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan
Langsung dengan kriteria:

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan

b. tidak cukup waktu wuntuk melaksanakan
Tender/Seleksi.

(11) Tindak . . .

SK No 254808 A idih.lkpp.qgo.id




PRESIDEM
REPUBLIK INDOMESIA

- 45.

(11) Tindak lanjut dari Tender cepat gagal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pokja Pemilihan melakukan
reviu penyebab kegagalan Tender cepat dan
melakukan Tender cepat kembali atau mengganti
metode pemilihan lain sebagaimana diatur dalam

Pasal 38 ayat (1).

28. Ketentuan Pasal 52 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat
{3), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52
(1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

a. penetapan surat penunjukan  Penyedia
Barang/jasa;

penandatanganan Kontrak;

&

pemberian uang muka;

pembayaran prestasi pekerjaan;
perubahan Kontrak;

penyesuaian harga;

penghentian Kontrak atau berakhirnya Kontrak;

pemutusan Kontral;

i.  serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
J+  penanganan Keadaan Kahar.

{2) PPK dilarang mengadakan ikatan penanjian atau
menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam
hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup
tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan
dilampauinya batas anggaran belanja yvang tersedia
untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBRD.

(3) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan membutuhkan
material/bahan/alat, maka wajib menggunakan
material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam
Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha
Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri
sesuail yang tercantum dalam dokumen penawaran.

29, Ketentuan . . .

S ® M0 Qo
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29. Ketentuan Pasal 54 ditambahkan 1 {satu) ayat yakni ayat
(3), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar
dan/atau spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja
vang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK
bersama Penyedia dapat melakukan perubahan
Kontrak, yang meliputi;

a. menambah ataw mengurangi wvolume yang
tercantum dalam Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

c, mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan
kondisi lapangan; dan/atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan.

(2) Dalam hal perubahan Kontrak sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) mengakibatkan penambahan
nilai Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan
dengan ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang
tercantum dalam Kontrak awal,

(3) Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya
keadaan darurat, maka ketentuan penambahan nilai
Kontrak akhir dapat melebihi 10% (sepuluh persen)
berdasarkan persetujuan dari PA.

30. Ketentuan huruf e ayat (2) Pasal 59 diubah, sehingga Pasal
59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk
keselamatan/ perlindungan masyarakat atau warga
negara Indonesia yeng berada di dalam negen
dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak
dapat ditunda dan harus dilakukan segera.

{2} Keadaan
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(2] Keadaan darurat meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau
bencana sosial:

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan:

kerusakan sarana/prasarana yang dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publik:

d. bencana alam, bencana non-alam, bencana
sosial, perkembangan situasi politik dan
keamanan di luar negeri, dan/atau
pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang
memiliki dampak langsung terhadap
keselamatan dan ketertiban warga ncgara
Indonesia di luar negeri; dan/atau

e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada

daerah di Indonesia atau negara lain yang
terkena bencana.

(3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) hurufl a meliputi siaga darurat, tanggap darurat,
dan transisi darurat ke pemulihan.

(3) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia
terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang
dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk
melaksanakan Pengadaan Barang/.Jasa sejenis.

(6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan
dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal
penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun
waktu keadaan darurat.

(7) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi
dengan  konstruksi permanen, penyelesaian
pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

31. Di antara . . .
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Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat
yakni ayat (1la) serta ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal
61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1) Dikecualikan dar ketentuan dalam Peraturan
Presiden ini:
a. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan
umum /badan layanan umum daerah;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan
berdasarkan taril yang dipublikasikan secara
luas kepada masyarakat;

¢. Pengedaan Barang/Jasa yang dilaksanakan
sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan;
dan /atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan
lainnya.

(la] Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku untuk kewajiban penggunaan Produk
Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha
Kecil serta koperasi.

(2) Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan
umum/badan layanan umum daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2a) Dalam hal badan layanan umum/badan layanan
umum daerah belum memiliki peraturan Pengadaan
Barang/Jasa tersendini, pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan
layanan umum daerah berpedoman pada Peraturan
Presiden ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan huruf d diatur
dalam Peraturan Kepala Lembaga.

32. Judul. ..
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32. Judul Bagian Kelima pada BAB VIl PENGADAAN KHUSUS
diubah schingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Pengadaan Barang/Jasa Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri
atau Hibah Luar Negeri

33. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat
(6), dan ayat (8} Pasal 63 diubah, dan di antara ayat (2) dan
ayat (3) disisipkan 1 [satu] ayat yakni ayat (2a), schingga
Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1) Pengadaan Barang/Jasa Internasional dapat
dilaksanakan untuk:

a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai
paling sedikit di atas Rpl.000.000.000.000,00
(satu triliun rupiah);

b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai
paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah);

¢. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling
sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh
lima miliar rupiah); atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai olch
lembaga penjamin kredit ekspor atau kreditor
swasta asing.

(2) Dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam ncgeri yang
mampu dan memenuhi persyaratan, Pengadaan
Barang/Jasa Internasional dilaksanakan untuk nilai
kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

(2a) Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencantumkan ketentuan
mengenai;

a. alih teknologi/pengetahuan;

b. penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional:
dan/atau

€.  penggunaan Barang/jasa lain dari dalam negeri.
(3) Badan . . .
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(3) Badan wusaha asing yang mengikuti Pengadaan
Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha
dengan badan usaha nasional dalam bentuk
konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerja sama
lainnya.

(4} Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, harus
bekerja sama dengan industri dalam negeri meliputi
namun tidak terbatas pada pembuatan suku cadang
dan/atau pelaksanaan pelayanan purnajual.

(5) Pengadaan Barang/Jasa Internasional diumumkan
dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah dan situs web komunitas internasional.

(6) Dokumen Pemilihan melalui Pengadaan Barang/Jasa
Internasional paling sedikit ditulis dalam 2 (dua)
bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris,

(7) Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda
terhadap Dokumen  Pemilihan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), dokumen yang ber-Bahasa
Indonesia dijadikan acuan.

(8) Pembayaran Kontrak melalui Pengadaan
Barang/Jasa Internasional dapat menggunakan mata
uang Rupiah dan/atau sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

34. Ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang
pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri
atau hibah luar negeri berlaku ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini,
kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar
negeri atau perjanjian hibah luar negen atau turunan
perjanjian/dokumen lain yang berkaitan dengan

rjanjian sebagai bagian dari persyaratan pinjaman
f:.lcar negeri atau hibah luar negeri serta ketentuan
asal (country of origin) Barang dan jasa.

(2) Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang
pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negen
dapat  dilaksanakan  sebelum  disepakatinya
perjanjian  pinjaman |uar negeri (advance
procuremernt.

(3) Dalam menyusun perjanjian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikonsultasikan kepada LKPP.

335. Setelah . . .
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35. Betelah Bagian Kelima pada BAB VIII PENGADAAN
KHUSUS ditambahkan 1 (satu) judul bagian, yakni Bagian
Keenam sehingga berbunyi scbagai berikut:

Bagian Keenam
Pengadaan Barang/Jasa Desa

36. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 3 (tiga) Pasal
yakni Pasal 64A, Pasal 64B, dan Pasal 64C schingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A
(1) Pengadaan Barang/Jasa desa dilaksanakan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sesuai
dengan kewenangan desa.

(2) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengutamakan Penyedia di desa setempat dan

penggunaan material yang ada di desa,

Pasal 64B

(1) Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui
Swakelola dengan pemberdayaan masyarakat desa.

{2) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa desa tidak dapat
dilaksanakan secara Swakelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengadaan Barang/Jasa
desa dilakukan melalui Penyedia dengan ketentuan:
a. Penyedia merupakan Penyedia Barang/jasa di

desa setempat;

b. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa
setempal tidak tersedia, maka dapat dilakukan
melalui Penyedia Barang/jasa di desa sekitar
dalam kabupaten /kota yang sama; atau

c. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa sekitar
tidak tersedia maka dapat dilakukan melalui
Penyedia lainnya.

(3] Pengadaan Barang/Jasa desa melalui Penyedia
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) menggunakan
Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi
dari hasil produksi dalam negeri.

(4] Ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui metode E-purchasing.

(5) Dalam hal metode E-purchasing sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) belum dapat dilaksanakan,
Pengadaan Barang/Jasa desa dapat dilakukan
dengan metode pemilihan lainnya untuk jangka
wakiu paling lama 2 (dua)} tahun sejak Peraturan
Presiden ini mulai berlaku,

Pasal 64C . .
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Pasal 64C

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan
Barang/.Jasa desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64A dan Pasal 64B diatur dengan peraturan
bupati/wali kota dengan mengacu pada pedoman
vang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Lembaga.

[2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pengaturan mengenai tujuan, kebijakan,
prinsip, etika, pelaku, perencanaan, persiapan dan
pclaksanaan pengadaan, sumber daya manusia dan
kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan.

37. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 65

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah /Institusi
Lainnya wajib menggunakan Produk Usaha Mikro
dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi
dalam negeri.

(2) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi
Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh
persen) dari nilai anggaran belanja Barang/jasa
Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi
Lainnya.

(3) Pakcet pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai
dengan Rpl15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha
Kecil serta koperasi.

(4) Nilai pagu anggaran pengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] dikecualikan untuk paket
pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang
tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha
Kecil serta koperasi.

(5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan
Pemerintah Dacrah memperluas peran serta Usaha
Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dengan
mencantumkan Barang/jasa produksi Usaha Mikro
dan Usaha Kecil serta koperasi dalam katalog
elektronik.

(6] Penyedia . ..
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(6) Penyedia usaha non-Usaha Mikro dan Usaha Kecil
serta koperasi yang melaksanakan pekerjaan
melakukan kerja sama usaha dengan Usaha Mikro
dan Usaha Kecil serta koperasi dalam bentuk
kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama
lainnya, jika ada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta
koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yvang
bersangkutan.

(7) Kerja sama dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
scrta koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi scbagai

berikut:

Pasal 66

(1) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi
Lainnya wajib menggunakan Produk Dalam Negeri,
termasuk rancang bangun dan perckayasaan
nasional.

(2) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Produk
industri dilakukan dengan ketentuan:

a, menggunakan Produk Dalam Negerni vang
memiliki nilai tingkat komponen dalam negen
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)
apabila terdapat Produk Dalam Negeri vang
memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen
dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat
perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh
persen);

b. dalam hal Produk Dalam Negeri yang memiliki
penjumlahan nilai tingkat komponen dalam
negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan
paling sedikit 40% (empat puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
tersedia atau volume tidak mencukupi
kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam
Negeri vang memiliki nilai tingkat komponen
dalam negen paling sedikit 25% (dua puluh lima
persen);

c. dalam . . .
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c. dalam hal Produk Dalam Negeri scbagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak
tersedia atau volume tidak mencukupi
kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam
Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen
dalam negeri kurang dari 25% (dua puluh lima
persen); atau

d. dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢
tidak tersedia atau volume tidak mencukupi
kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam
Negeri yang telah tercantum dalam sistem
informasi industri nasional.

(3) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Produk
non-industri, menggunakan Produk Dalam Negeri
yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha (self deciare).

(4) Dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia
atau volume tidak mencukupi kebutuhan, dapat
menggunakan Produk impor.

(5) Ketentuan  mengenai  pemenuhan  kewajiban
penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan
memperhatikan kemampuan industri dalam negeri.

(6) Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian menyediakan
informasi terkait kemampuan industri dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada avat [5).

(7T} Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6} belum tersedia, maka penggunaan Produk
impor dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan
dari menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau
pejabat yang ditunjuk oleh menteri/kepala
lembaga /kepala daerah.

(8) Menteri . . .
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(8) Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian dapat
menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen
dalam negeri pada industri tertentu di luar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(9) Menten vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan  di bidang jasa  konstruksi
berkoordinasi dengan menteri Yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian untuk menetapkan batas minimum
nilai tingkat komponen dalam negeri pada jasa
konstruksi.

(10) Nilai tingkat komponen dalam negeri dan bobot
manfaat perusahaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mengacu pada daftar inventarisasi
Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan
oleh kementlerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.

(11) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada
tahap perencanaan pengadaan, persiapan
pengadaan, dan pemilihan Penyedia.

(12) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11)
dicantumkan dalam RUP, spesifikast teknis/
kerangka acuan kena, dan/atau Dokumen
Pemilihan.

Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 67

(1) Preferensi harga merupakan nilai penyesuaian harga
terhadap harga penawaran dalam proses harga
evaluasi akhir dalam Pengadaan Barang/Jasa.

{2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang menggunakan metode Tender atau
E-purchasing dengan metode mini kompetisi:

a. dengan nilai HPS paling sedikit di atas
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiahj,

b. dengan . ..
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b. dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk
pekerjaan terintegrasi; atau

c. dengan nilai pagu paket pengadaan paling
sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) untuk E-purchasing dengan metode mini
kompetisi.

Preferensi  harga diberikan pada Pengadaan

Barang/Jasa Lainnya melalui metode Tender atau

E-purchasing dengan metode mini kompetisi dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. preferensi harga Barang/Jasa Lainnya diberikan
paling tinggi 25% (dua puluh lima persen):

b. preferensi diberikan terhadap Barang/Jasa
Lainnya yang memiliki tingkat komponen dalam
negeri paling rendah 25% (dua puluh lima
perseny);

¢. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga
terendah hasil evaluasi akhir atau kombinasi
nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir:
dan

d. dalam hal terdapat 2 {dua) atau lebih penawaran
dengan nilai hasil evaluasi akhir terendah yang
sama, penawaran dengan nilai  tingkat
komponen dalam negeri lebih besar ditetapkan
sebagai pemenang,

Preferensi harga diberikan pada Pekerjaan Konstruksi
melalui metode Tender dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. diberikan pada penawaran dari peserta
pemilihan terhadap komitmen untuk memenuhi
ketentuan batasan minimum nilai tingkat
komponen dalam negeri sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan
minimum nilai tingkat komponen dalam negeri
hanya pada komponen Barang;

c. preferensi . . .
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c. preferensi harga diberikan paling tinggi 25% (dua
puluh lima persen) terhadap komitmen tingkat
komponen dalam negeri yang lebih besar atau
sama dengan batasan minimum nilai tingkat
komponen dalam negeri;

d. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga
terendah hasil evaluasi akhir atau kombinasi
nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir
untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi; dan

e. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran
dengan nilai hasil evaluasi akhir terendah yang
sama, penawaran dengan nilai  tingkat
komponen dalam negeri lebih besar ditetapkan
sebagai pemenang.

(5) Hasil evaluasi akhir sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf d dihitung dengan
rumus sebagai berikut:

HEA = (1 - KP) x HP

dengan:

- HEA merupakan hasil evaluasi akhir

- KP merupakan koefisien preferensi
KP = tingkat komponen dalam negeri x preferensi
tertinggi

= HP merupakan harga penawaran setelah koreksi
aritmatik.

(6) Untuk Pekerjaan Konstruksi pada Pengadaan
Barang/Jasa Internasional, preferensi harga
diberikan:

a. sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada
badan usaha nasional di atas harga penawaran
terendah dari badan usaha asing; dan

b. tambahan 5% (lima persen) kepada badan usaha
nasional yang melakukan konsorsium dengan
badan usaha asing dengan persyaratan leadfirm
merupakan badan usaha nasional.

40. Ketentuan ayat (2) Pasal 68 diubah dan di antara avat (2)
dan ayat (3) disisipkan 5 (lima) ayat yakni ayat (2a), ayat
(2b), ayat (2c), ayat (2d), dan ayat (2e), sehingga Pasal 68
berbunyi scbagai berikut:

Pasal 68 | .
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Pasal 68

(1} Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan
memperhatikan aspek berkelanjutan.

(2] Aspek berkelanjuian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdini atas aspek lingkungan, aspek sosial,
aspek ekonomi, dan/atau aspek institusional.

(2a) Aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada
avat (2):

a. meliputi pengurangan dampak negatif terhadap
kesehatan, kualitas wudara, kualitas tanah,
kualitas air, dan menggunakan sumber daya
alam sesuai dengan |ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

b. dituangkan dalam spesifikasi teknis dengan
menggunakan Produk Ramah Lingkungan Hidup
atau knitena teknis yang mempertimbangkan
aspek lingkungan.

(2b) Aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi kepastian kondisi kerja yang adil, tidak
mempekerjakan anak, pemberdayaan
komunitas /usaha lokal, kesetaraan dan
keberagaman, remunerasi/upah, serta jaminan
kesehatan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2¢) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2]

meliputi penerapan/pencapaian wvalue for money,
pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta
koperasi, dan pemberdayaan Produk Dalam Negeri.

(2d) Aspek institusional sebagaimana dimaksud pada ayat
[2) meliput: tata kelola perusahaan yang baik (good
corporate governance|, etika bisnis, dan persaingan
usaha yang sehat.

(2¢) Pemenuhan aspek lingkungan, aspek sosial, aspek
ekonomi, dan/atau aspek institusional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), dan ayat
(2d) dituangkan dalam dokumen pengadaan.

(3) Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan oleh:
a. PA/KPA dalam merencanakan dan
menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa;

b. PPK ..
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b. PPK dalam menyusun spesifikasi
teknis/kerangka acuan kera dan rancangan
Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan

c. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen

Pengadaan dalam menyusun  Dokumen
Pemilihan.

41. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 70
(1) Ruang lingkup sistem pengadaan secara elektronik
terdiri atas:

a. perencanaan pengadaan;
persiapan pengadaan;

c. pemilihan Penyedia;

d. pelaksanaan Kontrak;

e. serah terima pekerjaan;

[. pengelolaan Penyedia; dan
g- katalog elektronik.

(2) Sistern pengadaan secara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki
interkoncksi dengan sistem informasi perencanaan,

penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan
sistem informasi lain yang terkait dengan sistem

pengadaan secara elektronik.

(3) Sistem pendukung sistem pengadaan secara
elektronik meliputi:
a. portal pengadaan nasional;

b. pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan
Barang/Jasa;

c. pengelolaan advokasi dan penyelesaian
permasalahan hukum;

d. pengelolaan peran serta masyvarakat;

=

e. pengelolaan . . .
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¢. pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan

f. monitoring dan evaluasi.

Ketentuan Pasal 71 diubah schingga berbunyi sebagai
bernkut:

Pasal 71

(1} Pengadaan  Barang/Jasa  secara  elektronik
dilaksanakan dengan memanfaatkan Lokapasar
(E-marketplace).

(2] Lokapasar (E-marketplace) Pengadaan Barang/Jasa
menyediakan infrastruktur teknis dan layanan
dukungan transaksi bagi Kementerian/
Lembaga /Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa

katalog elektronik.
(3) LKPP mengembangkan, membina, mengelola, dan
mengawasi penyelenggaraan Lokapasar

|E-marketplace) Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan
Lokapasar (E-marketplace) Pengadaan Barang/Jasa,
LKPP dapat bekerja sama dengan Kementerian/
Lembaga/Pemerintah  Daerah /Institusi Lainnya,
asosiasi/perkumpulan, dan/atau Pelaku Usaha.

Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 72

(1) Katalog elektronik merupakan platform elektronik
yang memuat informasi Barang/jasa, harga, Penyedia
atau pclaksana Swakelola, dan/atau informasi
lainnya.

(2) Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan ocleh
LKPP atau Kementerian /Lembaga / Pemerintah
Daerah /Institusi Lainnya,

(3) Dalam . . .
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(3) Dalam pengelolaan katalog elektronik,
Kementerian/Lembaga teknis dapat menilai dan
memberikan rekomendasi penghentian dalam sistemn
transaksi E-purchasing terhadap Produk impor yang
memiliki substitusi Produk Dalam Negeri.

(4] Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog
elektronik diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 72A dihapus.

Di antara Pasal 72A dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 72B schingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72B

(1) Katalog eclektronik dapat digunakan oleh instansi/
institusi/Pelaku  Usaha/Kelompok Masyarakat,/
orang perorangan di luar Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah /Pemerintah Desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan katalog
elektronik oleh instansi/institusi/Pelaku Usaha/
Kelompok Masyarakat di luar Kementerian/
Lembaga /Pemerintah  Daerah/Pemerintah  Desa
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Kepala Lembaga.

Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 73 diubah, sehingga
Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73
(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
menyelenggarakan fungsi Layanan Pengadaan Secara
Elektronik.

(2) Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan
Barang/Jasa dan infrastrukturnya;

b. pelaksanaan . . .
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b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna
seluruh sistem informasi Pengadaan
Barang/Jasa; dan

c. pengembangan sistem informasi yang
dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

(3] LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan
keamanan informasi sistem pengadaan secara
elektronik dan sistem pendukung.

(4) LKPP melakukan pembinaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik.

[5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi Layanan
Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala
Lembaga.

Di antara ayat (4| dan ayat (5) Pasal 74 disisipkan 1 (satu)
ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 74
(1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
terdiri atas:
a. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan
Barang/Jasa;

b. sumber daya perancang kebijakan dan sistem
Pengadaan Barang/Jasa; dan

c. sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan
Barang/Jasa.

(2) Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul a merupakan sumber daya manusia yang
melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan Kementerian /Lembaga /Pemerintah
Daerah.

(3) Sumber daya perancang kebijakan dan sistem
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya
manusia yang melaksanakan perancangan kebijakan

dan sistem Pengadaan Barang/Jasa.

(4] Sumber . .
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(4] Sumber daya pendukung ckosistem Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan sumber daya manusia yang
terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam
mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(4a) Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan sumber daya perancang kebijakan dan
sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki
kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(5) Ketentuan mengenai Sumber Daya Manusia
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurul b dan huruf ¢ berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4}, dan ayat (8)
Pasal 74A diubah, ketentuan ayat (9) dihapus, di antara
ayat (5) dan ayal (6] disisipkan | (satu) ayat yakni ayat (5a),
serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (10) dan ayat
{11), schingga Pasal 74A berbunyi sebagai berikut:

Pazal T4A

(1) Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan
Barang/.Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
b. Personel Lainnya; dan

€. Aparatur Sipil Negara selain huruf a dan
huruf b.

(2] Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib
memiliki  Pengelola  Pengadaan  Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai
Pokja Pemilihan.

(3) Pengelola . .
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(3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan
scbagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu
tugas PA/KPA dalam perencanaan, pengelolaan
Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan
pencantuman Barang/jasa dalam katalog elektronik,
dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung
ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.

(3a) Persyaratan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
memiliki kompetensi PPK diatur dalam Peraturan
Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara dan
kementerian yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan dalam negeri.

(4] Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan untuk Kementerian/Lembaga dalam
hal:

a. sumber daya pengelela fungsi Pengadaan
Barang/.Jasa dﬂﬂkaﬁn oleh prajurit Tentara
Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia: atau

b. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan
Barang/Jasa dilakukan oleh pegawai Lembaga
lainnya yang ditetapkan olch Kepala LKFP.

(5] Dalam hal pengecualian sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
dilakukan oleh Personel Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5a) Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
|5) dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan
dan/atau PPK, membantu tugas PA/KPA dalam
perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima,
melaksanakan persiapan pencantuman Barang/jasa
dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai
sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan
Barang/Jasa.

(6) Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang
Pengadaan Barang/Jasa.

(7) Dalam hal Personel Lainnya belum memiliki Sertifikat
KRompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa
56 imana dimaksud pada avat (6) wajib memiliki
sertifikat Pengadaan Barang/.Jasa tingkat
dasar/level-1.

(8) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di
UKPB.J.

(9) Dihapus . . .
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{9) Dihapus.

(10} Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
memprioritaskan dan mengoptimalkan penugasan
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

(11) Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan penghargaan dan pengakuan sebagai
sumber daya pengelola fungsi Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

49, Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 74B diubsh
serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat
yakm ayat (3a) dan avat (3bj, sehingga Pasal 74B berbunyi
scbagai berikut:

Pasal 74B

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang
wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
menyusun rencana aksi pemenuhan Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa.

(2] Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Dacrah belum mencukupi sesuai rencana aksi
pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

a. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan
dengan ketentuan:

1. Pokja Pemilihan untuk setiap paket
pengadaan, wajib beranggotakan sekurang-
kurangnya 1 (satu) Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa; dan

2. anggota Pokja Pemilihan selain Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh
Aparatur Sipil Negara vang memiliki
Sertifikat Kompetensi dan/atau sertifikat
keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang
Pengadaan Barang/Jasa.

b. pelaksanaan . . .
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b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang
tidak dapat dilakukan oleh Pengelola Pengadaan
Barang/.Jasa, dilakukan oleh Aparatur Sipil
Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi
dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/
level-1 di bidang Pengadaan Barang/.Jasa.

(3) Dalam  hal Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah belum memiliki Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa, sampai tersedianya Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan rencana aksi
pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan
tugas Pokja  Pemilihan/Pejabat  Pengadaan
dilaksanakan oleh:

a. Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat
Kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat
dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/.Jasa;
dan/atau

b. Agen Pengadaan.

(3a) Kementerian/Lembaga yang pengelolaan Pengadaan
Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 74A avat (5)
menyusun rencana aksi pemenuhan Personel
Lainnya.

(3b) Dalam hal jumlah Personel Lainnya vang memiliki
Sertifikat Kompetensi pada Kementerian/Lembaga
yang pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan
olch Personel Lainnya belum mencukupi sesuai
rencana aksi pemenuhan Personel Lainnya
sebagaimana dimaksud pada avat (3a), maka:

a. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan
dengan ketentuan:

1. Pokja Pemilihan untuk setiap paket pengadaan
beranggotakan sekurang-kurangnya | (satu)
Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat
Kompetensi; dan

2. Anggota Pokja Pemilihan dilaksanakan oleh
Personel Lainnya yang memiliki sertifikat
keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang
Pengadaan Barang/Jasa.

b. pelaksanaan. ..
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b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak
dapat dilakukan oleh Personel Lainnya vang
memiliki Sertifikat Kompetensi, dilakukan oleh
Personel Lainnya yang memiliki sertifikat keahlian
tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan
Barang/Jasa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi
pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan
Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3a) diatur dalam Peraturan Kepala
Lembaga.

Ketentuan ayat (1), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 75 diubah,

 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakn;

ayat (la) dan ayat (1b), di antara ayat (3a) dan ayat (4)
disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3b), serta ditambahkan
| (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 75 berbunyi
sehagai berilout:

Pasal 75

(1} Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk
1 (satu) UKPBJ  yang  memiliki tugas
menyelenggarakan dukungan Pengadaan
Barang/.Jasa pada Kementerian /Lembaga /
Pemerintah Daerah.

(la) Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur
pelaksana tugas pokok di daerah atau luar negeri
dapat membentuk satuan pelaksana di bawah UKPBJ
scsual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1b) Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur
pelaksana tugas pokok di luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (la) melaksanakan fungsi
Pengadaan Barang/Jasa pada satuan pelaksana yang
dibentuk oleh kementerian yang membidangi urusan
luar neger.

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ
memiliki fungsi:

a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

b. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik;

c. pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan
Barang/Jasa dan kelembagaan Pengadaan
Barang/.Jasa;

d. pelaksanaan . . .
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d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi,
dan/atau bimbingan teknis; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
menteri/kepala lembaga / kepala daerah.
(3) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3a) Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi
jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang
Pengadaan Barang/Jasa.

(3b) Tugas, fungsi, dan bentuk UKPBJ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan avat (3)
ditetapkan dalam peraturan tentang organisasi dan
tata kerja Kementerian/Lembaga / Pemerintah
Daerah.

(4) Fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.

(5] Pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan bagi:

a. Kementerian/Lembaga yang tidak memenuhi
kriteria untuk membentuk UKPB.J; atau

b. Lembaga vyang berdasarkan rentang kendali
membutuhkan lebih dari 1 (satu] UKPBJ.

(6) UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ
melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju
pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

(7] Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan
UKPBJ di Kementerian/Lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kriteria pengecualian
pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), dan pelaksanaan peningkatan kapabilitas
UKPEBJ melalui model kematangan UKPBJ
schagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam
Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi
dengan menteri yang menyelenggarakan wurusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.

(8] Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui  model
kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

21, Di antara . ..
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51. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 76A schingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
kegiatan dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan
program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah,
dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a
dan Pasal 41 ayat (3) huruf a, lembaga yang mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan
nasional melakukan pengawasan, menyampaikan
rekomendasi perbaikan, dan/atau mengoordinasikan dan
melaksanakan sinergi dengan APIP
Kementerian/Lembaga.

a52. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 77 diubah, dan di
antara avat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 {satu) avat yakni
ayat (la), sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP
disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.

(1a) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari
masyarakat kepada menteri/kepala lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota atau kepada
Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia mengenai penyimpangan atau
penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa, penyelesaian dilakukan
dengan mendahulukan proses administrasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang administrasi pemerintahan.

(2) Aparat penegak hukum yang menerima pengaduan
masyarakat berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan terkait
proses Pengadaan Barang/Jasa wajib meneruskan
pengaduan masyarakat kepada APIP untuk
ditindaklanjuti sepanjang bukti awal yang
disampaikan termasuk wilayah administrasi
danjatau perdata sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) APIP. ..
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(3) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) menindaklanjuti pengaduan  sesuai
kewenangannya.

(4) APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan
kepada menteri/kepala lembaga /kepala daerah.

(3] Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan
kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini
adanya indikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme
yang merugikan keuangan negara.

(6] Menten/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi
masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(7} LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan
Barang/Jasa.

53. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 78 diubah, di antara
ayat (4) dan ayat (5] disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a)
dan ayat (4b), serta ketentuan ayat (5) dihapus, sehingga
Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78
(1] Dalam hal peserta pemilihan:

a. menyampaikan dokumen atau keterangan
palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan
yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan
peserta lain untuk mengatur harga penawaran,;

c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme dalam pemilihan Penyedia;

d. menawarkan Produk impor untuk Barang
Produk Dalam Negeri dengan kategori self
declare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayat (3); atau

e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak
dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja
Pemilihan /Agen Pengadaan,

peserta pemilihan dikenai sanksi administratif,
(2) Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri
dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum

penandatanganan Kontrak, pemenang pemilihan
dikenai sanksi administratif.

(3) Dalam . . .
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{(3) Dalam hal Penyedia:

a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak
menyelesaikan pekerjaan, tidak melaksanakan
kewajiban dalam masa pemeliharaan, atau
dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak
oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan
Penyedia Barang/jasa;

b. menyebabkan kegagalan bangunan;

c. menyerahkan jaminan yang tidak dapat
dicairkan;

d. melakukan kesalahan dalam perhitungan
Jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan
hasil audit;

e. menyerahkan Barang/jasa yang kualitasnya
tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil
audit;

. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan Kontrak;

8. menyerahkan Barang dengan nilai tingkat
komponen dalam negeri lebih rendah dari nilai
tingkat komponen dalam negeri yang tertuang
dalam Kontrak;

h. menyerahkan Barang impor untuk Barang yang
seharusnya memiliki nilai tingkat komponen
dalam negeri sesuai dengan vang tertuang dalam
Kontrak; dan/atau

i. menyerahkan Produk impor yang seharusnya
Produk Dalam Negeri scsuai selfl declare
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3),

Penyedia dikenai sanksi administratif.

(4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan avat (3) dikenakan sanksi
administratil berupa:

a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
b. sanksi pencairan jaminan;
¢. Sanksi Daftar Hitam:

d. sanksi. ..
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d. sanksi ganti kerugian; dan/atau

e. sanksi denda

(4a) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dikenakan pada perorangan, badan usaha,
dan/atau pengurus badan usaha,

(4b) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana
dimaksud pada avat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

(5] Dihapus.

54. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 80

(1} Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam proses
pencantuman katalog berupa:

a. tidak memenuhi kewajiban vang tercantum
dalam syarat dan ketentuan Penyedia;

b.  menayangkan Produk Dalam Negeri dengan
sertifikat tingkat komponen dalam negeri vang
tidak sesuai dengan dafltar inventarisasi
Barang/jasa produksi dalam negeri wvang
diterbitkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di
bidang perindustrian;

¢. menayangkan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai
komitmen di bawah batasan minimum nilai
tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan/atau

d. menayangkan Produk impor sebagai Produk
Dalam Negeri,

dikenakan sanksi administratif.

(2) Perbuatan atau tindakan Penvedia dalam
E-purchasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
ayat (3) dan/atau tidak memenuhi kewajiban yang
tercantum dalam surat/bukti pesanan dikenakan
sanksi administratif.

(3) Sanksi. . .
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(3] Sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) berupa:
a. pemberian surat peringatan;
b. penghentian dalam sistem transaksi
E-purchasing; atau
€. penurunan pencantuman Penyedia.
(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dikenakan pada perorangan, badan wusaha,
dan/atau pengurus badan usaha.

(5} Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi se i
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
dalam Peraturan Kepala Lembaga.

- Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan | (satu) Pasal

yvakni Pasal BOA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80A

(1} Perbuatan atau tindakan calon pelaksana Swakelola
dalam proses pencantuman katalog berupa tidak
memenuhi kewajiban yang tercantum dalam syarat
dan ketentuan pelaksana Swakelola dikenakan
sanksi administratif.

(2) Perbuatan atau tindakan calon pclaksana Swakelola
dalam E-purchasing berupa tidak memenuhi
kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Swakelola
dikenakan sanksi administratif,

(3] Sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. penghentian dalam sistem transaksi
E-purchasing, atau

b. penurunan pencantuman calon pelaksana
Swakelola.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa pembatalan sebagai Penyelenggara
Swakelola dan pengenaan sanksi sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.

56. Ketentuan . . .
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56. Ketentuan Pasal 81 diubah schingga berbunyi sebagai

aT.

berikut:

Pasal 81

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c,
UKPB.J dapat melaporkan secara pidana.

Di antara Pasal 81 dan Pasal 82, disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 81A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal B1A

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi
Lainnya diberikan penghargaan
atau pengenaan sanksi dalam peningkatan
penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan
indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang
diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan  keuangan negara/daerah  dan
pembangunan nasional,

(2) Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi pada
Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
merupakan bagian dari capaian atas pengelolaan
anggaran pada aspek manfaat berupa kemanfaatan
atas penggunean anggaran terkait dengan
peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

(3} Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi
Lainnya yang tidak memenuhi target penggunaan
Produk Dalam Negeri dikenakan sanksi administratif
berupa pemberian teguran tertulis.

(4) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan oleh:

a. menteri  koordinator/menteri  teknis  yang
memiliki kewenangan pembinaan untuk
Kementerian/Lembaga dan Institusi Lainnya;
dan

b. menten . ..
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b. menteri  yang menyclenggarakan wurusan
pemerintahan dalam negeri untuk Pemerintah
Daerah,

berdasarkan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri
yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan  keuangan  negara/daerah  dan
pembangunan nasional.

(5] Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi
dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. untuk Kementernian/Lembaga /Pemerintah

Daerah, dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan: dan

b. wuntuk Instansi Lainnya, dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan
menteri yang memiliki kewenangan pembinaan
teknis Institusi Lainnya.

58. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 82 disisipkan 1 (satu)
ayat yakni ayat (la), dan di antara ayat {2) dan ayat (3)
disisipkan | (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 82
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1) Sanksi administratif dikenakan kepada
PA/KPA /PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan
vang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi
kewajibannva.

(la) Sanksi administratif dikenakan kepada
PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan
pada satuan Kerja/unit kerja vang bersangkutan
vang tidak memenuhi target persentase anggaran
untuk penggunaan Produk Dalam Negeri dan/atau
penggunaan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil
serta koperasi.

(2) Pemberian . . .
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(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat
FPembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2a) Pemberian sanksi administratifl sebagaimana
dimaksud pada ayat (la) berupa pengurangan
terhadap nilai tunjangan kinerja atau terhadap
tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja
scbagaimana diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat
dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat
Pengadaan/Pokja Pemilihan yvang terbukti melanggar
pakta integritas berdasarkan putusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, peradilan umum, atau
peradilan tata usaha negara.

59. Pasal 86 dihapus.

60. D1 antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan | (satu) pasal
vakni Pasal 86A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal B6A

Dalam hal diperlukan penambahan ketentuan dan proses
bisnis di Juar Peraturan Presiden ini, Institusi Lainnya
dapat mengatur lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Presiden ini.

61. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai
benkut:

Pasal 91
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. jenis dan wuraian Barang/jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3;

b. pelaku . ..
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b. pelaku pengadaan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 8;

c. perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18;

d. strategi pemaketan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20A dan Pasal 20B;

e. Konsclidasi Pengadaan Barang/.Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

. persiapan Swakelola secbagaimana dimaksud
dalam Pasal 23, dan pelaksanaan Swakelola
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;

g persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui
Penyedia  sebagaimana  dimaksud dalam
Pasal 25;

h. jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;

i. metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38, dan Jasa Konsultansi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;

}.  metode evaluasi penawaran Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnva
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan
Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42;

k. metode penyampalan dokumen penawaran
dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana
dimaksud dalam FPasal 40, dan Jasa Konsultansi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;

l.  kualifikasi Penyedia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44,

m. jadwal pemilihan Penyedia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45;

n. Dokumen Pemilihan Penyedia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46;

0. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui
Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
sampai dengan Pasal 58;

p. Pengadaan . . .
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p. Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan
keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59,

q. Pengadaan Barang/.Jasa Internasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63;

r. penggunaan Produk Dalam Negeri dalam
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66;

s. harga evaluasi akhir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67;

t. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

u. sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
sampai dengan Pasal 82,

v. Daftar Hitam Nasional scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 83; dan

w. layanan  penyelesaian sengketa Kontrak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85,

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terkait dengan mekanisme pembayaran,
Kepala LKPP berkoordinasi dengan:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara untuk
APBN; atau

b. menteri yang menyclenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri untuk APBD.

Pasalll . ..
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Pasal Il
1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

a. Pengadaan Barang/Jasa vang persiapan dan
pelaksanaan pengadaannya telah dilakukan sebelum
Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dapat
dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Presiden ini;

b. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya
Kontralk;

c. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dan akan
dilaksanakan untuk kegiatan yang pendanaannya
bersumber dari pinjaman luar ncgeri atau hibah luar
negeri berdasarkan perjanjian pinjaman luar negeri
atau perjanjian hibah luar negeri dan/atau turunannya
vang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan
Presiden ini, dilakukan berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam perjanjian dan/atau turunannya
tersebut; dan

d. Barang dan jasa Produk industri yang dinyatakan oleh
Pelaku Usaha scbagai Produk Dalam Negeri (self
declare] sebelum Peraturan Presiden ini berlaku masih
dapat digunakan dalam Pengadaan sampai dengan
paling lama 2 {dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini
mulai berlaku.

2. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar ., ..
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya  dalam  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2025
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRABOWO SUBIANTO
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 April 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ted.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

P et e §
“="""_Lydia Silvanna Djaman
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PERATLURAN PRESIDEN REPUBLIK TNDONES[A

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUEAHAN ATAR PERATURAN PRESIDEN KOMOR 16 TAHUN 2018

Mermimbang

Menpgingat

SHONG OBR 130 A

TENTANG PESNGADAAN BARANG /! fASA PEMERINTAH

DEMGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIIFEN REPUELIE THNLONESLA,

bahwa untuk penyesuaian  poogdaturan penggUndat
prosdulef fasa Usaha bMikeo dan Usaha Kecil zerta Koperasi, dan
pengalycan pengadaan posa konsteuksy yang pemblayaannoya
bersumber dari APBN, AFBD dalam Pengadaan Barang/Jfasa
Pemerintah untuk kemudahan berusaha herdasarkan Undang-
Undang Nomer |1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
penyesuaian kotentuan Sumber Iaya Manomia Penpadasan
Barang/ Jasz, perlad menetapkan Peraturon Presiden tentang
FPerubahar atas Peraturan Presiden Momor 16 Tahun 2018
tcntang Pengadaan Barang/.Jaas Permerintah,

1. *asal 4 arat {1} Und=ang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahuo (%33,

2. Urdang-Undang Momeor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan MNegara Lembatan MNegara FEepublik
Indoncsia Tahun 2004 Mamer 3, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 43554,

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahin 2014 enlang

Admimigtrasi Pemerintahan [Lembarar Negata Eepublk
Indancsia Tahun 2014 Momor 282, Tambahan Lembaran
Megara Republik indoncsia Nomor S601);

4. Updang-Unclang ..
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Megara Republik Indoncsia Tahun 2020
Naroor 245, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomer 6573);

Prraturan Presiden Nomor 18 Tahun 20108  tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintabh {Lembaran Nepara
Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomaor 33)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN PRE3JIDEMN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG
PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH,

Pasal I

Beberapa Kerentuan dalam  Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barane/Jasa Pemerintab
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
divubah sebagai berikut:

1.

Di antara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan !
[satw) angka, yakn angka 10a, ketentuan angka 14, angka
15, dan angka 47 Pasal 1 dihapus, kerentuan angka 18
Fazul 1 chubah, di antara angka 18 dan angha 19 Pasal 1
disisipkan 2 [dua) angka, vakni angla 18a dan angka 13b,
di antara angka 29 Jan angka 30 Pasal 1 disisipkan |
|zatu} angka, yakni angka 293, keteatuan angla 12, angka
27, anglka 3Z, anghka 33, angka 353, dan anzka 50 Pasal 1
divbah, serta ditambahkan 1 (satu) angla yvakni angka 54,
seinlagEd Pasal 1 berbunyi scbagal berikout:

Fazal 1
Dalam Peraiuran Preswden ini, vang dimaksud dengan:

1. Pengadaan EarangsJaza Pemerintah VAng
selanjutnya discbut Frnpadaan Barang/Jass mdalal
kegiatan Feimadaan Harang/Jasa oleh

Eemenlerian; Lembaga/ Perangkal Daerah yang
dibiayai. nleh APBN/APED yang prosesova Sejak
identifizasi kebutuhan, sampal denpat serah tenima
hasil prlkeraan.

b

Kementerian  MNegara  vang  sclanjatnya disebut
Kermenteriann  adalab  peranglat pemerintah vang
membidangl wusan tortcntu dalam pemerinitahan,

3. Lembaga .
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Lembaga adalah organwsasi noe-Kementeran Nogara
dan instansi lain pengeuna anggaran yang dibentuk
untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan
Undang-Undang Dasar MNegara Republik Indonesia
Tahun 1945 aran peraturan perundang-undangan
fainmya,

Ferangkat Daeraly adalabh uosar pembanta kepala
daerah dan Dewan Perwalalan Ralkyat Dasrah dalam
penyelengoaraan urysan pemerintahan yvang menjadl
kewenangan dasrah.

Pemcrintah Dacrah adalah kepala dacrah sebaga
unsur  penvelenpeara  pemerintalian daerah yang
mermimpin pelaktanaan urusan pamnerintaban yang
menjadi kewenanpan dacrah olernom.

lembags  kebijakan  Pengudaan Barang/Jasa
Pemerintab yang selanjutnya disingkat LKPP adalah
lernbaga pemerintah vang bertugas mengembangkan
dan meramuskan kebyukan Pengadasn Barane ! Jasa
Pemerintah.

Penpauana Anpzatan yang selanjutnyva disinglkat Pa
adalah pejabat pemeranp Kewsnangan penpinaan
angearan Kementerian Nepara/Lembags / Peranghkat
[Daerah.

Fuasa Pengpuana Anggarvan pada Peiaksanaan APBN
vang selanjulnya disingkal KPA adalah pejabat vang
memperaleh kuasa dan PA untok melaksanakan
sebamian  kewenangan  dan  tanggung jawab
PENDEINAAT AL PRATALN prada KementeTian
Megurd/ Lembags vang bersanghkiatan.

Kuasa Pengguna Anpzaran pada Pelaksanaan APED
vang selanjutnyva dismngkat KFA adalah pejabat yang
dibert kwaza  untok melaksanakan scbagian
Lewen=gan [PEnpELIna angEarar dalarn
melalisanakan sebapian tapas dan oogsi Peranphlat
Dacral,

Prighat  Pembuat Hoomilmen yang selamumya
digingkat FPK adalabh pejabat vanp diben kewenangan
olch PA;KPA untulk moengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluacan angparan belanja  oegarafanpgaran
belana dacrah.

1iva. Pejalal
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Pejabat Pelaksana Tekmis Keglatan vang selanjutnya
disebut PFTK adaldah prjabal pada Unil Saluan Kera
Perangkat Daerah [SKPD} wvang melaksanakan
1 {satu} atay beberapa Kegiatan dan soaty program
sesLial dengan bidang tupasnya.,

Uit Kerja Pengadaan Barang! Jasa yvang selanjutiya
disingkat UKFLRI  acalah (SRR kerja i
Kementenian,/ Lembaga /Pemerintahh [raerah yang
menjadl pusat keunggulan Penpadaan Borang/ fasa.

Kelompok Kerja Pemitihan yang selanjubiva disebuat
Folkja Pemitihan adalah surmber daia manusia yang
ditetaphkan olch kepala URKPBJ wuntuk mengslola
pemilihan Penyedia.

Fejabat Panpadaan adalah pejabat
aflrmimistrasif pejabat - fungsionalf personel  yang
Bertugas melaksanakan  Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung, danfateu E-purchasing.

Dihapus.
Dihapus,
Apen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaky Usaba
vang melalkeanakan sehagian arau sehuruh pekerjaan
Pengadaan Barang/-Juasie vang diben kepercaraan

olelr Hementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah
zebapal pihak pemberi pekerraan.

Penvelenggara SBwakelola  adalah tim yang
menyelenpgegarakan kepiatan secars Swakelola,

sumber [aya Manusia Fengadaan Barang/Jaza
Pemcnintah adalah Aparatur Sipil Megara dan Men-
Aparatur  Sipil Negara  yvang  bekerja di bidang
Penpgarlaarn Barang, Jzes Pernenmtah.

Pejabat Fungsicnal Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa vang =zelanumya dizebut Pengelola
Penpadaan  Barang/.Jaga | adalah  Aparatgr Sipl
Megara yaog dibien lugss, langeung j@awats, wewsnang,
dan hait secara penuah oleb pejabar vang herwvenang
Lotuk melaksanakan keaialan Pengadaan
Darane Jasd,

18k, Tersonel & . .
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Personel  selain Pejabat Fungsionel  Penpelola
Penpadaan Baraney/Jasa yang sclanjutnya disebut
Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Mepara,
prajurit Tentara MNasional! Indonesia, dan anggota
Hepolisian Megara Republik Indonesia vang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secars
penth oleh pejabwr yang  berwenang  untuk
melaksanakan keplatan Pengadaan Barang/Jdasa,

Rencana Umum  Pengodaan Barang/Jasza  yang
selapjutnya disingkat RUP adalah daltar rencana
Fengadaan Barang/Jasa yang akan didaksanakan
oleh kementernian,Lembagza/Perangkat Dacrah,

E-marketnlace Pengadaan Barang/Jasza adalah pasar
elektronik yvang disedaltan uniik metmenuahi
Ecbhutuhan barang/jasa pemenimtah.

Layanar FPengadaan Seccara Elektronik sdalah
layanan  pengslolaan reknalogi informasi untuk
memiasilitasl pelaksanaan Pengadaan Barang/.Jasa
secara clektronilk.

Aparat Pengawas Intern Pemenntah vang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat vang melakuken
pengawasan  melabin awdil, revia, pemani=uan,
evaluasi, dan kepiatan penpgawasan lan terhadap
peavelengraraan tLpas dan fungsi pemerintah.

Pengadasn Barang!Jass -melalul Swakelola yang
selanjutnya  disebut  Swalielsia  adalah cara
memperaleh barang/ jasa vang dikerjakan sendin alch

Kementerian fLambaga f Perangkat Braerah,
Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah  lam,
arganisasi  kemasvarakatan, atarr  kelompok
masyaraloal.

Crganisast Kemasvarakalan yang selamuinya disebue
Ormas adalah organisasi vang didinkan dan dibenlik
olel masyarakat  secara  sukarela  berdasarkan
kesamann HEPaTEE, kehendale, kebatuhar,
keprentlingart, kegidlan, liany IREEET) untuk
Berpartisipast dalam pembangunan demi fercapainya
tujuan Negara Lesatuan Repuabhl Tndonesia yang
brcrdasarkan Fancasila.

Kelempals Masyarakar adalah kelompok masvarakat
vang melaksanakan Pongadaan Barang/.Iasa dengan
doukungan anggaran Lelama dari APBN/APBD.

26, Pengadaan . . .
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Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah
cara memperoleh barang/jusa vang disediaksn oleh
Frlaku Usaha.

Pelaku Yaaha adalah badan usaha atan perseorangan
vanpg melakubkan wvsaha danfatau kegiatan pada
idang tertenu.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintall yang selanjutinya
disebut Penyedia adalabh  Pelaku  Usaha  vang
menyediakan barang/ jaza berdasarkan kontrak

Barang adalah setiap benda balk bwrwujud maupun
tidak berwnjud, bergerak maupun tidak bergerak,
yang dapat diperdaganghkan, dipakai, diperpanakan
atan dimanfaatkan oleh pengeung barang.

Produk. adalah barang yang dibuat atan jasa vang
dihagilkan oleh Pelalku Usaha.

Pekerjaan  Konetrukai  adalih keselurohan alau
sehagian  kegiatan yaong mclipull  pembangunan,
pengoperasian, pemehharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kemball suate bangunan.

Jasa Kensultunsi adalah jasa layanan profezional
yang membutuhkan Keshlian tertentu di berbagai
bidang keilmuan yvang mengutamakan sdanys alah
pikir.

Jasa Lainnya ddalab jasa nonkonsultansi atau jasa
vany membutuhkan peralatan, metodologi khusus,
dan/eran keterampilan dalam @ualu sistem tata
kelola wang telah dikenal luas di dunis usaha untuk
tnenyelesaikan suatu pokeriaan.

Harpa Perkiraan 3endiri vang selanjuinya disingkat
HPS ardalah perkitaan harga barsog/jasa  yang
ditetapkan aleh PP wang telah memperhitungkan
biava udak langsung, kelnrungan dan Pajak
Fertambahan Milai.

34, Penelitian . . .
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Penelitian adalah keglatan yvang dilakukan menasat
kaidah dan metode ilmiah secara sistemafis anouk
toemperclel informasi, data, dan keerangan vang
berkaitan dengan pemahaman  dan vernbukeian
kebenaran atan  ketidakbenaran  suaty asumst
dan/atan hipetesis < bidang ilmu penpetahuan dan
teknologi  secta menarik kesimpulsn ilmiah  bagi
Eeperlian kemajuan Umu pengetabolan dandatau
tekeologi.

Fembelian  secara Elekironik  yang  selanjutoya
disebut  E-purehazing adalah tata cara pembelian
barang/jasa nmwclalui sisten kacalog eleKironik atag
Lk daring,.

Tender adalab metode pemilihan untuk mendapatlkean
Fenyedia Barang/Mckernaan Konstraks:/ Jasa
Lainmnya.,

Seleksi adalah mearede pernilihan ok mendspatkar
Pervedia Jasa Konsulltans,

Tender/Seleks  Internasiconal  adalah pemilihan

Penyediadengan peserta peinilihan dapal berasal dari
Prliku Usaha nasional dan Pelaku Usuha asing,

Fenmunjulkzan  Langsung adalah metode  pemilihan
untuk nendapotkan FPenyocdia Barang/Pekerjaan
KonstruksifJasa KonsoltansifJasa Lainrgea dalsam
keadaan tertentu.

I*enpadaan Langsuing Barang/Pekeraan
Konstrubksi fdasa Lainova adalah metode permilibian
vtk mendapatkan Penyedia  Baranpg/Pekerjaan
FunstruksifJasa Latnnya vang bernilag paling banyak
Pp2e0. 000, 000,00 frhita ratus juta copizh).

Fenpgadaan Langsunz Joss Korsultansi  adalah
refode pemilihan untuk mendapatkan Penyedin Jasa
Konsultanzi  yang bernilai  paling bamvak
EplC0.000. 000,00 {scratus juta rupiah).

E-rererse Axcrion acslah metode penawaran harcpa
secara Leoglang.

Dokymien Pemilihan adalah dokuren vang
clitetaprkamn uich Pokia Femilihan / Pejatsa
Penparlaan/Agen Pengadoan yang metouat informasi
tlan Keténtuan vans hares ditaat oleh para pihak
tlalam pemilinan Penyvedia.

G4 kKantrak ...
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Kontrak Pengadaan Barang/Jass yang zelanjutnya
digebut Kontrak adalah perjanpan tertulis ancara
PA/KPA/PPK depgan  Penvedia  atou  pelaksana
Swakelola,

Usaha Milkroe adalah usaha preduktit milik orang
percrangan danfatay badan usalia perorangan vang
memenuhi kriteria Usaha  Mikro  zebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undeng reontang Usaha
Mikro, lecil, dan Menengah

Uszaha Kecil adatah usaha ckonom produktl yang
berdin sendin dan dilakukan oleh orang perorangan
atan kadan usaha wang bukan merupskan anak
perusahaan atau bukan cabang perusabssan yang
dirraliki, dikuasai afau menjadi baglan baik langsung
maupun tidak langsung ¢dari Usaha Menengah ataun
Usaha Beszar yang memenuhil kntena Usaha Keol
sehagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang
tenlang Usaha Mikeo, Kecil, dan Menengah.

Dihapus.

Surat Jarmnan vang selanpatnya discbut Jaminan
adalah jJaminan tertulis vang dikeluarkan cleh Bank
Umum,/Perusahadan Pemjarmitan/ Perusahaan
Asuransi/lembags kelianpgan khusus VAT
menjalankan  wusaha di bidang pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia  sesual Jdengan ketentuan  peratuian
perundanpg-undangan Ji bidang lembaga pembiayaan
ekspor Indonesiz.

Sankai Daftar Hitam adalah sanksi yang dibenkan
kepada pesecta pemilihan /Penyedia berupa larangan
mengikit  Pengadasn Barang/Jasza di aeluruh
Kementerian/Lemnbaga/ Peranekat Daerah dalam
jangka waltu tertentu.

Fenpadann  Berkelanjulan  adalah Pengadenn
Barang/Jasa vanp hertujuan uniok menespal nilas
manfEat vang menguniunekan secarg ekonotnis tidak
hanoya untuk RKemeoteoan Lembava ! Peranelal
Darrah  sebapa) penpgunsnya elEph jugEa oantiak
masyarakat, serta signiiikan mengurang: dampak
negatil  terhadap lingkungan dan - sosial dalam
keseluruhan silklus pengoenaannya.

31. Konsclidas . . .
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Koensohdasi Pengadaan Barang/ Masa adalah strateg
Penigadaan Barang/Jasa vang menggabungkan
beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

Keadasan Kehar adalah suatu Keadaan yang terjad
luar kehendak para pikak dalam Kontrak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnva, sehingga kewajiban
vang ditentukan Jaam Kontrek menjacdi idak dapat
dipenuhi.

Kepala Lembapa adalal Kepala LIKPP.

Toko Dalam Janmegan rane selanuilnya discbur Toko
Carimg adalah =istem Informasl vang memizasilitas
Fenpadaan Barang/Jasa melalul penyelenpzara
perdlagangan  melabl sislem elekiconlk dan otel
darimsg.

Hetentuan ol a, humaf €, hural g, dan harut b Pasal 4
diubah, sehunpga Paszal 4 bechunyi sebagai berikuc:

Pasal 4

Pengsdzan Barang/ Jasa bertujasn uniuk:

H )

menghasilkan karang/jasa yanpg tepat dari setap
rang yvang dibelanjakan, diukore dari aspek knalitas,
kvanritas, walkory, baaya, Iokas, dan Penyedia;

meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

meningkatkan peran serta Usaha Mikeo, Usaha Kecil,
dan Koperas:,

meningkatkan peran Polaku Usaha nazwonal;

mendubung pelaksanaan penclitian dan
pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;

menimgkatkan keikutsertann industo kreahf;

mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan
perluasan kezempatan berusaha, dan

meningkatkan Penpadaan Betkelanjpatan.

J. Ketentuan . ..
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3.  Ketentuan hurul g Pasal % dibapus, schinges Pasel 2
berbunyi sebapai herikut;

Posal 8

Felaku Pengadaan Barang/Jasa terdird atas:

cl.

-

=

Mo

=

—_—
T

FA;
KPA:
PPK;

Fejabat Pengadaan;

Fokja Pemilihan;

Apen Pengadoaoan;

dihapus;

Penvelengeara Swakelola; dan
Penyedia,

4 antara huruf f dan huruf g ayal {1] Pasal 9 disisipkan |

{zatu) hurcaf yalni hural f1, Pasal 9 avat (1} hoeal i
dihapus, gerta kelentuan avat (3) Pazal 9 diubah, sehingga
Pazal 9 berbunyi sebagai berikoat:

(1}

*agal &

PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8§ buocol a
memitiki tugas dan kewenangan;

d, melakukan  dndakan vang  mengakibatkan
pengeluaran anggaran helanja,

k. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam
hatas anggaran belanja yang telah ditetapkan,

<. menntapkan perencanaan pengadasn;
d.  menetapkan dan mengummamkan RUE;

e, melaksanakan Konszolidasi Pengadaan
Barang/Jasa;

f. menetapkan  Penunjukan  Langsung  untok
Tender f Seleks wlang gagal;

f1. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
g.  menetapkan PPE;
h. menetapkan Pcjabat Pengaduan;

1. dibapus . ..
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i dihapus;

1. menctapkan Peryelengimara Swakelola;

k. menctapkan tm teknis;

. menetapkan  tim  juri/um  ahli  uniok
pelaksanaan melalu Savembara Kontes;

menyatakan Tender gagal/ Seleks pagal; dan

n. menetapkan  pemenang  pemilhan/Penvedia
untuk merde pemilihan:

I} Tender/ Permainjuban Langsung/
E-purchasing untuk paket Peongadaan
Barang/Pekerjaan KonstruksifJasa

Laimnnya dengan nilan Pagl Anggaran paling
sedikit  di atas  Rpl108,000,000,300,00
[seratus miliar rupiah); atan

21 Seleks fPenunjukan Bangsuog untuk paker
Pengadasn Jasa Kensultans: dengan mla
MPagy Angerran paling scdikit di atas
RpTO.OCO.O00.000,00  (sepuleh milias
rupiah).

BA wuntuk pengelolaan APBW dapat melimpahkan
bewenangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada KPA sesuan dengan ketentaan peraturan
percndang-undangan.

FA untuk pengelolaan APBD dapar melimpahkan
kewsnangan schapaimana dimaksud pada avat (1)
hurul a sampal dengan huraf {1 kepada KPA.

Kertentuan wval (2) Pasal 10 drabah, schingpa Pasal 10
berbunyi sebagal berikuot:

(1)

(2)

Fazal 140

EPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal # huruf b melaksanalian
pendelerasian sesual dengan pelimpahan dari PA.

Selain kewenangan sebapaimana dimaksod pada avat
(l], KPA bervcnang menjawab Sanggah Banding
pruerly Tepder Pekenaan Konstrukst.

3] KPA .
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KPA dapat menupaskan PPK untuk melaksanakan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat [1}
yvang terkait dengan:

a. melakukan  tindakan  vang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja; dan/fatau

b, mengrdakan peranjian dengan pihak lain dalam
hatas angearan belanpa yang telah ditetapkan,

KPA  dapat dibantu oleh Pengelola  Penpadaan
Barang/Jasza.

KPA pada Pengadaan Barang/.Jasa yang
menggunakan anggaran bolanga dan APED, dapat
merangkap sebagai PPL.

Retentuan Pasal 11 diubah, sehinega berbunyn schaga
berikut:

1]

Pozal 11

PPE cdatamm Pengadaan Barang/Jass  scbhagaunana
dimaksud dalam Pasal & huruf ¢ memiliki tugas:

a.  meEnyUsUn percncanaan pengadaan;

. melaksanakan Runsulirdast Pengadasn
Barang/Jasa;

c.  mengtapkan spesifikas telans/Eerangka Acuan
Kerja [(KAK},

. munetaplkan rancangan kontrak;
menetenkan HPS;

.  mepetapkan besaran uvang muks yang akan
dibayarkan kepa.a Penyedia;

menplsuikan perubahan jadwal kegiatan;

2

h. meclaksanakan E-purchastrg untuk nilai peling
sedikit di atazs Rp200.000.000,C0 {(dus rallis jula
rurniahy;

. mengendalikan Kontrak:

1- EnyImppan fan menjaga keutuhan  seluruh
dakumen pelalisanaan kepiatan;

k. melaporkan  pelaksanaan dan penyelesatan
kegiatan kenadn PA S HPA;

i menyerahwan - . .
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. menverahlkan hasil pekerjaan pelaksanaan

kegpiatan Kepada PA/EPA denpgan berita acara
penyerahan;

menilal kinerja Penvedia;
menetapkan tim pendukung;
menctapkdan tim ahl alan tenaga ahly dan

T o 4 2

menstapkan Surat Penunjukan  Penyedia
Bararg, Jasa.
Selain melaksanakan tugas sebapg:imana dimaksucd

pada ayat (1}, PPK melaksanakan tugas pelimpahan
kewenanpan dari PA/KPA, meliputi:

a.  melakukan nndakan  yang  mengakibatkan
pengeluaran anggaran belama;, dan

b mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan
mhak lain dalam batas anggartan belanja yang
telal ditctaphan. :

Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Penpadaan
Barang/ lasa vang menpgunakan anggaran belanja
dan APFRD, PA/EPA menugazkan FPTE  unfuk
melakszanakan tugaz PPE schagmimans dimaksud
pada avat {1] hurof a sampai denpan huenaf m

PPTKE vang melaksanaban tugas PPROosshagmimana
dimaksud pada ayst (3) walb memenuh: persyaratan
kampetensi PPR.

Ketentuan buraf a ayat {1) dan ayat [4) Pasal 13 diubah,
serta huruf b ayat (1} Pasal 13 dihapus, sehingpa Pasal 13
Berbuanyi sebagal berikut:

(1)

Pasal 13

Polkga Pemilibant  Jalam  Pengadaan  Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal & haoul e
memiliisl buagas;

a. melaksanakan  persiapan dan  pelaksanaan
pemilihan Penyedia kecualli E-purchasing dan
Pengadaan Langsung,

b dihapus; dan

. mengtapkan . .
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f

menetapkan  pemenang  pemilibanPenyedia
uniuk metode pemilihan:

1. ‘lender/Peonunjukan Langsung untuyl palet
FPengadaan Barang/Pekerjaan
KonatruksifJasa Lainnya dengan nilat Fagu
ANgearan paling banyak
Rpld0.000.000.000.00 (seratas  mihar
rupiah);, dan

2. Seleksi/Penunjukan Langsung nntuk paket
Pengadaan Jusy Konsaliansi dengan nilai

Pagu Argparan paling banyak
Rpl.000 00000000 [sepuluh mudar
rupiahy].

Polkja Pecmilihan scbapnimana dimaksud pada ageat [1)
beranggotakan 3 (tiga) orang.

Dalam hal berdasarkan pertmbangan kompleksicas
pemiliban Penvedia,  aopgznta Pokja  Pemiliban
schapaimana dimaksud pada avatl (2] dapat ditambah
zepanjang berjumlah pasal.

Polja Pemilthan dapat dibantu oleh tim ahly araw
tenaga ahh,

Pasal 13 dihapas.

Kerentuan Masal 16 ditambeh 1 (satu) ayvat yvaknl avat (5),
sehingga Poaal 10 berbuny sebasai berilat:

(1]

(=)

(3]

Pasgal 16

Penyelengeara Swakelola  scbagmimana  dirnaksud
dalam Pazal 8 hurm! b rerdiri atas Tim Perstapan, Tim
Felaksana, dan/ataa Tim Penpawas.

T Persiapan memilihl lugas Menyusun Sa8aran,
cencansd Kegialan, jadwal pelaksanaan, dan rencana
baya.

1im  Pelaksana memililia  tupas  melaksanakan,
mencitat, mengevaluaz:, -dan melaporkan  secara
berkala  kemajuan  pelaksanaan Kegatan  dan
PenyeTapan angEaran.

[4) Tien . . .
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Tim Pengawas memiliki tugas menpgawasi persiapan
dan pelubsanaan hisik maupun adminisicas
Swakelola.

Penvelenggara Swakeiola schagalmana  diunaksud
pada axat (1] dapar dibaniu aleh Pengelola Peogsdasn
Barang/Jaza.

Kerentuan Pasal 19 diuhah, sehingee berbunyi scbaps
beriku::

(L}

{Z]

(3]

{4]

Pazal 19
PPE  dalam  menyusun spesifikazsi teknis/KAR
barang/|asa mengglinskan:
a. produk dalam neger;
b, produk bersertifikat SNI;

produk tisaba mikes dan kecil serta koperas dar
hazil produlksi dalam negerh; dan

d.  preduk ramah Hngkunpan hilup.

Dalzm PETIYLISTIAN spesilikasi tehnis/kKAK
dimungkinkan peavebutan merek terhadap:

a. komponen barangfjasa;

. suku cedang;

c.  bagian dan saiu sistemn vang sudah ada; atan
d

barang/jasa dalam katalog elekirenik atan Toko
Daring.

Pemeruhan penpgunaan produk  sebagaimans
dimaksud pada avat (1) dilakukan sepanjang tersedia.

Produk ramah lingkunpgan hidup  sebagaimana
dimaksud pada awat [1} hurad . mengepunakan
baranpg dan jaza vang berlabel ramah lingkungan
hidup.

Ketentuan ayat (2§, ayat [3], dan ayar [3] hurul ¢ Pasal 26
divnbah, serta Pasal 26 ayat [4) dihapus, sehinpga Fazal 26
Berbunyi sebaga: berikut.

1]

Pasal 26

HFG thhatung secara keablan dan mengrunakan data
vang dapat dipertangguneiavablan.

{2) Milad . . .
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Milai HPS bersilat tidak rahasia.
Rincian HPS bersifat rahasia.
Dihapus.

HPE dipgunakan sebagar

. alat untuk menilal kewajaran harga penawaran
dan/ataun kewsjaran harga satuan;

b, dasar wuntuk menelapkan  batas  tertingg
penawaran  wvang sah dalam Pengadaan
Barang/Peleerjaan  KeonstruksifJasa  Lainnya;
dan

c. dasar untuk menctapkan besaran nilai Jaminan
Pclaksanaan bagl pepawaran yang nilanya
kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari
nila HPS.

HPS tidak menjaci dasar  perhitungan  besaran
kerugion negar4.

Penyusiinan HPS dikecualikan untuk Pengatdaan
Barang/ Jasa dengan Pagle Aopzaran paling banyak
Ep 10,000,000, 00 {semiub juata rupiah),
E-prrchusing, dan Tender pekerjaan tenntegras:.

Peretapan HES paling lama 28 {dua puluh d::]apanr
han kerja sebelum bataz akhir untalk:

a. pemasuvkan pencwaran untuk pemiihan dengas
pascakualilikasi; atau

b.  pemasukan  dokumen  kualifikasi  untulk
pemilihan dengan prakoalifikas:

Ketentuan Pasal 27 divbah, szhinpgga hecinany: sehagai
bl

Pasal 27

(1} Jenis kontrak Pengadaan Barang/Jasa Laonya

terdin atas:
a. lLumsum;
b.  Harpa Satuan:

c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan,

d. kontrak .



SKE Mo (92771 A

(<)

{2]

(4}

{3]

(&

L

FRESIDEM
FEPLBLIK INDOMNESIA

- 17 -

d.  Konfralk Payunp; dan
c.  Biaya Plus Imbalan.

Jenis  Kontrak Pengadaan Pekerjaan  Konstruks:
terdiri atas:

Lumstim;
Harpa Satuan;
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan,

Fatar Kunci; dan

=N = S

Biava Plus linbalan.

Jenis  Kontrak Pengadaan Jasa  Ronsultans
nonkenstruks: tordin atas:

a. Lumsum;
b.  Wakou Penuipasan; dan
c. lontrak Payung.

Jenis  Kontrak  Pengadsan  Jusa  Konsultansi
Konstruksi terdiri atas:

a. Lumsum; dan
. Waktu Fenugazan.

Kontrak Lumsum sebapaimana dimaksud pada ayat
1) hurufa, ayat (2] haraf &, avat (3 hwuala, dan ayat
{4 hurul a merupakan Kontrak dengan coang lingkup
pekerjaan dan pmmlah hargs vang pasti dan tetap
dalam batas wakiu tertentu, dengan ketenluan
sebagar berikut:

a.  sermle nmako  zeponuhnya ditangpung  oleh
Penyedia;

b. berorientasi kepada keluaran; dan

pembavaran didasarkan pacla tahapan

produk fkeiuaran yvang dihasilkan sesua dengan
Kontral.

T

Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimmaksud pada
ayat {1] huruf b dan =yat {2) buraf b merupaloan
Kontrak FPenpadman Barang, Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnva denpan harpa satuan rang
tetap untuk setiap satwan atag unsur pekerjadan
dengan spesifikasi teknis certentu atas penyelesman

selurah ...
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selumgh pekerjaan dalam batas wabktul yang telah
ditelapkan dengan ketentaan sebagal berikut:

a4, vwolume atau kuantitas peketjaannya masih
bersifat  perkiraan pada sAaat Kontrak
ditandatangani;

b, pembayaran berdasarkan  hasit  pengukuran
bersama atas realisasi volume pelerjaan; dan

. nilal akhir Kontrak ditetapkan =etelab selaruh
pekeraan diselesalan.

lontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
sebagaimana dimaksud pada ayal (1] huruf ¢ dan avat.
(2] huraf ¢ meropakan  Kontrae  Penpadash
Barang, Pekerjaan KonstrulksifJdasa Lainnya
gabungan Lumsim dan Hargs Saroan dalam 1 [satu]
pekerynan yang diperjanjkan.

Kontrak Payung sebapanmana dimakesud pada ayat (1]
huraf « Jdan ayat (3) kol ¢ dapat berupa kontrak
harpa satuan datam periode walttu certentu untuk
barang/jasa yang belum dapat diieniukan volame
dansatau waktu pengirimannys pada saal Kontrak
nitandslanpani.

Wontruk Putar Kunci sehayaimana dimaksud pada
gvat (2] luruf d mwerapakan suatu  peranian
nenpenal pembangunan suatu provek dalam hal
Penvedia sctuju untuk membanpgun peovels tersebut
secara lengliapy sampal sclesal termasuk pemasangar:
semua perlzngkapannya sehingpa provek erselal
siap dioperasikan stau dihunt.

Kontrak Biaya Flus Imbalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huraf ¢ dan ayat (2) huoa! £ merapakan
jenis Kontrak yang digunaksn untuk Peneadaan
Barang/Fekerjaan KonstruksifJasa Lainnya dalam
rangke penanganan keodaan dararvat dengan nils
Kontrak merupakan perhilungan daci biaya aketoal
ditarmbah imbalan denpan persentase tetap atas haya
akival atarrmbalan dengan jumlan tetap.

Kontrak berdasarkan akto Penupasan schagaimana
irmakswd peda ayvar [5) bhorul b dan ayat (4 huarul b
merupakan  Konuak  Jasa  Konsultanzi uncok
pckerjaan vang  ruang  lingkupnya  btelum bisa
didefimsikan deogan omer dan/atan wakivg yaog
dibutuhkan wntuk menyelesakan pekenaan bkelum
Faaa dips stilan.

{12) Eontrak . ..
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(12 Konfrale Tabun  Jamak merupakan Konteek

Pengadaan Baraneg/Josa vang membehan lebih dan
1 {satu) tahun anggaran dilakukan setelah
mendapatltan persetujuan pejabat yang berwenang
sesnal  dengan Ketentuan  pecafuean pervndang-
undanpgan, dapat berupa

.  peckenaan yang penyelesmannya lebih dan 12
fdua belas) bulae;

. pekergaan yang penvelesaiannys lebih dan 1
(satu] tahun anggaran; atau

c.  pekerjaan vang memberikan  manfasc lebih
apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih
dart 1 [satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3
(tiga) taliun anpggararn.

13, D antara Pasal 27 dan 28 aisisipkan 1 [zatu) Pasal, yaknd
Pasal 274, achinpga berbunyi sebapai herikut:

14.

(1)

(2]

Pasal 27TA

FPE  dapar mengpunakan  selain jenis Konlrak
sebagaimana  dimaksud  Jdalam Pasal 27 sesum
dengan karaktenistik  prokegaan vang  akan
dilaksanrakan.

FPK dalam menetaplan jems Rontrak sebupaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip
elrsicnn, ofektf dan tidak  bertentangan  dengan
ketentuan peratiran pergncang-undangan.

Retenluan ayat (1] hural ¢, ayat (4, ayat $5) dan avat [7V)
Pasal 28 diubah, sehinpga Pasal 28 berbunyi sehapgai
berikut:

oy

Pazal U8
centul Kontrak tercini atas:
a.  bukti permbeliang pembayaran;
b,  kuitans:
sural perintah kooa;

SUCAL poranjian: dan

S

Surat pesanat,

(2) Bukri _ ..
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Rukn pembehan/ pembayaran sehageimana
dimalceud pada avat (1] hural & digimakan untuk
Peppadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nila pahng
banyak Rpld.000.000 00 (sepuluh juta rapahj.

Kuitansi sebagaimana dimaksd pada ayac (1) horaf
b dipunakan untuk Penpadaan Barang/ Jasa Lamnya
dengan nilai paling banyak Rp30.000.003,00 (lima
puluh juta rupizah).

Burat perintah kerja schagaimana dimaksud pada
ayar (1) huruf c digunakan untuk Pengadasan Jasa
Konsultansi  dengan milai paling  banyok
RpI00.000.000,00 [seratus juta rapiah), Pengadaan
Baranpg/Jasa Lainnys denpan il paling sedikat di
atas Rp50000.000.00 (ima puluh juta rupiah]
sarmpal denpan nilai paling banyvak Rp200 000, 000, 0
(dua ratus juta oapiah), dan Pengadaan Pekerjaan
Konstruks dengan nilal paling banyak
Rp200.000.0460 00 (dua ratus juta rumah).

Surat peganjian sehagaimana dimaksud pada avat (1)
huraf ol digunalean untuk Fengadann
Barang/!Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengat
nilar paling sedikit di atas Ep200,000 400,00 [dua
ratug  jufa rapiah) dan untuk Penpadaan  Jaso
Konsultansi denpan nilai paling sediliy di atas
Rl 00 G00.000,00 [seratus jurd rupiah).

Sural pesanan sebapaimana dimaksud pada ayvat (1]
huruf ¢ dipunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa
melalui E-purchasig.

keteptuan menganai bukt pendukung untuk masinge-
masing bentuk Kontrak sebagaunana dimsksud pada
avat {1] dilukukan sesual peraturan menteri yang
menyclenpgarakan urusan pemerintaban di ldang
keuanpan negara atau perdlurdan menter vang
menyelergrarakan urusanr d bidang pemenntaban
dledarmn reken.

LS. Ketentuan . . .
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15, Ketentuan avat (2} dan ayal (7] Pasal 30 diubah, serta di
antara avat (2) dan ayat [3) disisipkan 1 [satu) avat, yakni
aval [4a), sehingga Pasal 30 berbunyi sebhagai berikur:

{1]

[}

(4]

3]
{4]

5]

| )

Pasal 30

Jaminan Peneadaan Bacang/Jaza terdivi atas:
a. Jaminan Penawaran;

Jaminan Sanggah Sanding,

Jaumiman Pelaksanaat,

- Jaminan Uang Muks; dan

mooLon o

Jaminan Prmeliharaan,

Jaminan Penawaran zebagaimana dimaksuad pada
ayat (1} huruf a3 untuk pengadaan Pekerjaan
Konstrukst  dan  pengadaan barangfjasa yoanp
dilakukan secara terintepras,

Jarninan Sanggah Banding sebagmimana dimaksud
pada ayat [l) hurul b hanya untuk penpgadasn
Pekerjaan Konstruksi, .-

Jaminan zebagaimana dimaksud pada ayat {1] dapat
beripa Dank garansi atau surely bond.

Eentuk -Jaminan sebupaimana dimaksud pada avat
I3) bersifat:

a. bDdak bersyarat,
b. mudah diczirkan; dan

c. harus dicairkan oleh penerbic jaminan paling
lambat 14 [empat belasp han keoa setelab surat
perintah pencairan afchyl Pokja
Pemilihan/PPE /Pihak vang dibert kuasa oleh
Pokja Fermnilihz n/PPK diterima.

FPengadaan Jasaz Konsultansi tdak  diperlukan
Jantinan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding,
Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.,

Jaminan dan Bank Umum, Perusahass Penjaminan,
Perusaliman Asuransi, lembass keuangan khusus
vang meonyalankan wssha di Wmdang pembiayean,
penjaminan, dan asuransi untulk mendorong ekspor
Indanesia  sesual dengan  ketentuan  peraturan
perthdang-undangan di bidang lembaga pembiayaan
ekspor fndonesia dapat digunakan untuk semua jenis
Jaminan,

[7) Perusahaan . .
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Perusabaan Pemaminan, Perusahasn Asuransi, dan
lembaga keuangan khusus yanp menjalankan usaha
di bidanp pembigyasn, penjaminan, dan asurans
untuk mendorong ckspor Indonesia sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
lembaga pembiayasan ekspor [ndonesia sebagaimana
dimaksud pada avat [0} merupakan Perusahauzn
Pooerlic Jaminan vang memiliki izin usabha dan
pencalatan  produk  sweetyship di Otoritas JJasa
Keuanpgan.

16, Ketentuan Pasal 31 dmgbal, schingga herbunyi gebagai
berkut:

L7,

(1

{2]

(3]

Fasal 31

Jaroinan Pepnawaran sebagaimansa dimaksud dalam
Pasal 20 avat [2] diberlaloukan uniuk nilai HPS paling
sedikit di mtas Rp L0 Q00.0G0 000,00 {sepuluh miliac
rapali).

Jaminan Penawaran sebagaimans dimaksud pada
avat {1] besarnya antara 1% {satu persen} hinpea 2%
(Hea perzen) dan nilal HPS.

Penpadaan Barang/Jasa  yang dhilakulan secara
terintegrast,  Jarminan Penawaran sebagaioana
dimaksud paela ayal (1) besarnya antara 1% [saiu
persen) hingpa 3% (liga perzen) darl nidai Paga
AnEearan.

Fetentuan Pasal 32 dinbah, schingga berbunyi sebagai
Eerikout:

(1}

i2

Fozal A2

Jaminan Sangpah Banding sebagaimana dimalsud
dalam Pasu] 30 ayat (Za) besarnva 1% (salu pecsen)
dari nilai HPS

Untuk Pckergaan Konstouks terintegrasi, Jaminan
Sanggah Banding sehagaiinans  dimaksud  dalam
Pasal 30 ayat (Ja) besarnya 1% (safy persen) dari nilai
Pagll Angearan.

18, Keteptuian . .
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18 Ketentuan hurul a ayar [2), avat {3} dan ayat {4 Pasal 33
dinkalh, sehingpa Pasal 33 berbunyi sebagai berikur:

{1l

i)

(3}

(4}

=

SR Mo 2T A

Pasul 33

Jaminan Pelaksenaan sebagaimana dimalksud dalam
Pazal 30 ayat (1] hurud ¢ dibes lakukan untuk Kontralk
Pengadaan  Baranp/Pekerjaan  Konatruksi/Jasa
Lainnva denpan nilad  paling sedilot di o atas
Rp200.000 000,00 (dua rams jura rapish},

Jaminan Pelaksanasn sebapaimana diunaksud pada
avat (1} tdak diperiukan, dalam hal:

a.  Penpadaan Jasa lainoyw vang aset Penyedia
dikuesai oleh pengguna; atall

b. Pengadasan Batang/Jasa melalui E-purchasing,
Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan sebagai berikout:

& antuk nilal penawaran anlara §0% (delapan
puluh persen) sampai dengan 1009 (seralus
perscn] darl nilai HPS, Jamtinan Pelaksanaan
sebesar 3% (lima persen) dari nilai kentrak; atan

k. untak nilai penawaran di bawsh B [delapan
puluh  persen)  deri nldar HPFS, Jaminan
Pelak=anaan sehesar 5% [lima persenp dan nilai
FHIPS.

Besaran nilai Jensinan Pelaksanaan untuk pelerjaan
tarintegrusi sebapai berikoae

a.  untuk nilal penawaran antara 80% (delapan
puluh persen) sampal dengan 10FS (geratus
persen) dari nilm Pagu Anggaran, Janunan
Pelaksanaan sebesar 5% {lima persen} dari nila
leontrak; atau

L. uptuk nilal penawaran di baweh BO% [delapan
puluhb pecsen) dari nilar Fagu Anggnran, Jarninan
Pclaksanaan sebesar 5% [hima persen) darn mila
Fagu Anppursrn.

Jaminan Pelaksanaan berlako sampai dengan serah
terima ockerjaan Penegadaan Barang/Jasa Lainnwa
atan serah terima perlams Pekerjaan Konstnaksi

1%, Ketentuan - . .
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19. HKetentuan ayat [Z) dan ayat {8} Pasal 38 diubah, serta
ditambahkan 1 [sat} humif pada ayat (5), yakni huraf |,
sehimeea Pasal 38 berbuny sebagal berikuat:

(1}

[}

[3)

(4]

[

Paszal 35

Metode  pemilihan Penyedia  Barang/Pekerjaan
KunstruhsifJase Lainnya terdizl atas:

a. E-purchasing,

b.  Pengadaan Langsung,

. Penunjukahn Langsung,

., Tender Copal; dan

e, Tender.

E-purchasing sebapaimana dimalreud pada ayvat (1)
harul &, dilaksanakan  untuk  Barang/ Pelenaan
Konstruesi/Jasa Lainny= yvang sudah  lercanlum
dalam katalog elektronik atau Toka Daring,
Pengadaan Lanpgsung sebagaimana diraksud pads
dy Al (1} hurul b dlilaksanakan untuk
Barang/Pekerjaan Kenstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling banyak Rp200. 000,000,000 (dua ratus
juta mpiah].

Penunjukan Langsung sebapaimand dirmaksud pala
gyt 1] buruf C dilakzanakan untuk

Buarang/Prkerjaan Konstmaksi/Jasa Lainnya dalam
leradaan tertentu.

Eriteria Barang/Pekenaan Konstrukesiflass Lannya

untuk readaan tortcnty schagaimana dimaksud pada

arat () melipurti: '

a.  penyelenpracasn pentapuan Nemartan o Yane
mendadak wntuk menindaklanjutt komitmen
internasional yang dihadiri oleh Presiden /W alil

Freziden:
e I:narangfjafia' vang bersifat rahasia untuk
keprentingan Mepara meliputl intelijen,

perhndungan saksi, pengamanan Fresiden dan
Wakil Presiden, Mantan Presiklen dan Mantan
Wakil Presiden beseris keluarganya serta tamua
negara senngkat - kepala  negara/kepala
pommerintahan, ataun barang/jasd lan borsifat
rahasims scsual dengan ketentuan perataran
perundang-undangan;

c. Pekeraan . ..
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Pekerjaan Konstraksl bangunan YETE,
merupakan satu kesatuan sistem konstruksi
dan sat kesatuan tanggung jawalr atas risilo
kegapalan banganan yang secara kescluruhan
tidalkk dapat direncanakan/dipechitungkan
aelelutmnya;

Barane/Pekeraan  KonstruksifJasa Lainnva
vang hanys dapat dizedialan oleh 1 (satu)
Pelaliu Uzaha vans mampu,;

penpgadaan dan penvaluran benih ungepul yang
meliputi benih padi, jagung, dan kedelas, serta
pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada
pefani dalam rangka memjamin Kelersedigan
benib aan pupak secara tepat dan cepat untuk
pelaksanaan peningkaran Ketahanan pangan,

pekerjaan prasarana, sarana, dan dlldibas umam
di lingkungan perumaban bagl Masyarakat
Berpenghazilan Rendah vang dilaksanakan oleh
pengembang vang bersangkutan,

Barene/Pekenaan konstroksif/Jdasa  Lalnnya
vang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh
petoegang hak paten, atau pihak yanp elah
rmeticlapat zin darl pemegang hak paten, atau
pihak wang merjadi pemenang tender untuk
mcndapatkarn izin dari pemerintah,

Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa  Lainnyva
yang selelah dilakukan Tender ulang mengatami
kegagalan; atals

pemilihan penvedia untuk  melanjuitkan
pengadaan Barang/Peleerjaan KonstruksifJasa
Lzinnya dalam hal terjadi pemurosan Kontrak

Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hururl ¢ dilaksacakan dalam hal Pelaku Usaha telah
terkualilikaszi  dalam  Sisten Informesi Kinerja
Fenyedia untuk pengsdann vang:

a.

spesilikast dan volume pekegaannya  sudah
dapat ditentukan secara rinci; atall

dimunpkinka, dapat  menyebutkan  rerek
sebagaimana diztur dalam Pasal 19 ayar (2}
hoarl B dan bueadf e

{7] Tender . . .
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Tender sebagatmana dirmaksud pada ayac [1) huoad &
dilaksanakan dalam hal ddak dapat menpgunakan
metode pemilihan Fenyedia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huru!f a sampai depgan haral <.

Ketentuan ayvat {3] Pasal 3% divbhah, sehingga Pasal 29
Lerbuiny sehoagan benkut:

(1)

(2]

[

[4)

Fasal 32
aletnle evaluasi [ N EWATATL Penyedia
Barang; Prkerjaan Konstmk=si/ Jasa Lairmva,

dilakukan dengan:

a. Sistem Milad;

b.  PFenilaian Biayva Selama Umur Ekanamis; ataw
c. Harpa Terendah.

Metode  evaluxst Sistem Nila digunakas  untuk
Penpadaan  Barang/ Peleerjaan Konstroks fJasa
Lainnya yang roempes hitungkan penilaian wlinis d=n
harpa.

Metode  evaluast Fenilalan Biaya  Selama Wemuar
Ekounomis digunakan untuk Pengadasn Barang yang
memperhitungkan faktar amur ekooomis, hargs,
maya aperasional, Blava pemeliharaan, dan nilad sisa
dalam jangks waktn operasi tertentu.

betnde evaivast Tlarpa Terendabh dipunakan untuk
Perpadaan Barany; Pelecrjaan Konstruksij Jasa
Lainnya dalam hal harga menjadi dazar peretapan
pemenang di antara pPERAwaran Yang memeriuhi
persvarstan tekeis,

Letentuan ayarc {3) Pasal 41 ditambahkan 4 lempat] huruf
vakni toaruf ¢, buruf [, bural g, dan burud h, sehingga
Pazid 41 berbunyl sebagal berilut:

(1

Paszal 41

Merocls IJ-L:rliiIihH:l Pervedia Jasa Koresubtans: ferdin
atas:

a. Seleks;
b,  Pengadaan Langsong; dan
.  Penunjukan Langsung.

[2] Seleks . ..
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Seleksi sehagaimana dimaksud pada avat (1) buraf a
dilaksanalkan uniulk Jass Konsultansi bernilal paling
sedikit di atas RplOQ.0D0.00000 [seratus  juts
tuapiakl).

Penpadaan Lanpsung sebagaimana dimaksud pada
ayat {1] huruf b dilaksanakan untuk Jaza Konsultarnsi
vang bernilai sampai dengan paling  banyak
R 100 000,000,080 (scratus juts tumah).

Peounjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada
azat (1) haruf ¢ dilaksanakan nntuk Jasa Konsaltans:
dalam keadaan tcrtcntu,

Kriteria Jasa Konsuttansl dalam keadaan tertentil
senagaimana dimaksud pada avar (4) melputi:

a. Jasa Konsultanst vang hanva dapat dilakukan
aleh 1 {safty) Pelaky Usaha yang mampit,

b. Jasa Konsultansi yang hanyan dapat dilabukan
oleh 1 (satu| pemegang hak cipta vang 1elah
terdaftar atal pihak vang telah mendapat izin
pemegang hak cipla;

. Jasza Konsulvansi di idang bubkigm meliputi
Lensultan  bukumfadvoleast atau pengadaan
arbiter yang Ldak dicencanakan sebelumnya,
nntuk menghadapl pugatan danjatau tantutan
hukum  dari  pihak  tertentu,  yang  sidet
pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannre
harus segera dun fidak dapat ditunda,

d. permintaan  berulang  (repect orded untak
Penyedia Jasa Konsultans yang sama;

e. Jasa Konsultansi vang setelah dilalookan Scicks:
ulang mengzalami kegapalan;

f.  pemilihan penyedia untuk mclanjutlan Jasa
Koasualtansi  dalam - hal  tegjade pemutusan
Kontral:,

9%

Jasa Konsultansi wvang hersilat rabasia sesual
dengan  ketentusn  pereluran perundang-
urdangan; aran

h. Jasa abli Drewsn Senpheta Konstruksi,

=) Dalam . . .
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it] Dalam hal dilakukan Penunjukan lLangsung uniuk
Fervedia Jasa Konsullunsi sebagainana dimaksud

padu ayat 5] huruf d, diberikan batasan pating
banyak 2 {dua) kal.

22, Ketentuan avat {4) huraf b dan ayar (7) burad b Pasal 50
diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebapal berikut:

Fasal 50

(1) Pelaksanaan pemiliban  melalul Tender/! Selels
mehiputi:

a, Pelaksonaan kualifibas),
Ir,  Peapumuman dan/atau Undangzn;

r. Pepdaftaran can Pengambilan Dokumen
FPemilihan;

i, Pemberian Penjelasan,

e, Penvampaian Dolumen Penawaran,

. Ewvaluasi Dokumen Penawaran;

. Penetapan dan Penpummuman Pemenang; dan
h. Sangpah.

(2] Selain ketontuan schapailraans Liimd}isud poda ayat
(1} unmk pelaksanaan  psmilihan Pekerjzan
Konstruksi ditarmbahkan tanapan Sanggah Banding,

{3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksod pada
aval [1), antuk Seleksy Jasa Konsulrans: dilakukan
klarifikasi dan neeosiasi terhadap penawaran teknis
dan biaya setelah maza sangpah selaesa

(4} Pelakzanaan permilthan melalul Tender Cepat dengan
ketenluan sebagad berikut

a. peserta telah  erkualifikasi dalam Sistom
Informas Kinerpa Penyedis;

bE. peserta menyampalksan penawaran harga,

c.  evaluasi penawaran harga dilakukan melalui
aplikasi; dan

d.  penetapan pemeznang berdasarkan hares
penawaran tecaendah.

(3) Pelaksanaan . . .

S Mo [H2T8d A
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Pelak=zanaan E-purchasing wajib dilakukan antok
barang/jasa YALLE TMCNyANELUE pemenuhan
keburunan nasional dan/atau  strategis yang
ditetapkan gleh menterd, kepala lembaga, atay kepala
deaerah,

Pclaksanaan  Penunjukan  Langsung  dilekukan
dengan mengundang 1 (sany) Pelakw Lssha yang
dipilib, dengan discrial ncegosiasi tekmis mawan
Larga.
Pelaksanaan Penpadaan Langsung dilakukan sebapai
berikout:

a, pembelian/pembayaran langsung kepada
Penyedia untuk  Penegadaan  Barang/Jasa
Lamnya yang menggunakan bukti pembelian
atau kuitansn aton

k. permintaan penawaran vang disertal dengoan
klarifikasi serta negosiast teknis dan harga
kepada  Pelzku Oszaha  untuk  Pengadaan
Langsuag vang mengflnakan siral penintsh
kerja.

Pemiliban dapat segera dilaksanakan zetalab RUP
diczmumkan.

Lintuk barangfjaza vang konwaknya  harus
ditandatangany pada awal tabun, pemibhan dapat
dilaksanakan setelah:

A. penelapan Pago Angearan K/L; ataa

b, persetcjuan RKA  Peranpkat Daerah sesuq)
dengan  ketentilan  peraturan perundang-
unlanpan.

Pelaksanasn pemilihan schagaunana dumaksud pada
ayat (9] dilalnikan serelah RUP dinmuamkan terlebib
dabialy melau aplikasi SIRUJP,

Penawaran harga dapat dilakukan -denpan meiodde
ponawaran harga secacs berulang fR-reserse Auctior),

Ketentuan Pasal 51 divubah, sehingea berbunyi scbagai
berikoat:

[1}

Pasal 31
Prakualifikasi gagal daam hal.

a. setelah . L.
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zetelah pemberian walktu perpanjangan, tidak ada

peserta vang menvainpalkan dokumen
kualifikas,; atau

Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang
dari I {figa] peserta.

Tender/5elcksl gapal dalam hal.

a.
b

h-

lerdapat lesalaharn dalam proses evaluass;

tidak ada pescria yang menyvampaikan dolomen
penawaran  setelah ada pemberian wakm
perpanjangan;

tidak ada peserta yang lulus evaluas penawaran;

ditermnukan kesalahan dulam Dokumen Pemilihan
alznl  tidalk sesusl dengan  ketentuan  dalam
Peraturan Presiden i,

gzluruh peserta terlibat korups, Koelusy, danfatau
neTotETe;

seluruh peserla terlibat persaingan usaha tidak
zehat:

selribe PENAWArat harza Tender
Barang/Prekerjnan KonstruksifJasa Lainnyva di
atas HM'S,

negasiasi  maya pada Scleksi tidak tercapai:
flan/ aran

korupsi, kolust, danfatal nepotistne mehibatkan
Fokia Pemilihan ! PPK.

Tender Cepat gapal dadam halb:

2.

Iy,

ridalt ada pescita ataw hanya 1 (salu] peserta Yang
menyarnpaikan dokumen penawaran setelah ada
pembenan wakit perpanjangan,

pernenang atan pemenang cadangan bidak wada
vary tnenghadiri verifikasi data ualinkas,

ditenukan kesalaban dalam Dolkumen Permibhan
atau tdak sesual Adenwan  ketenman  dalam
Feraturan Presiden int;

geluruh pescrta terlibat koripsi, Kolus, danfaran
ncpotisme,

a. seluruh . . .
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e, sclurah peserta terlibat persaingan usaha odak
srhat, dan /At

[, Korapsi, kolusy, danfatau nepotisme mehbatkan
Foliga Pemilihan S PPE.

Prakualilikasi gagal sebapaimana dimalsud  pada
ayat |1} dan TeocnderfSclcks: gaegal sebagaimana
dimaksud pada avat {2) huruf a sampal dengan haraf
h dinyatukan oleh Pokja Pemibban.

Tender/Selekst gagal scbagaimana dimaksud pada
avat (2] huraf @ dimyatakan oleh PAKPA.

Tindak lapjut dari prakualinkasi gagal scbagnimana
dimaksuel padla ayat (1), Pokja Pemilihan segera
melakukan prakuahiikaz ulang dengan Ketentaan:

a. setelh prakualifikasi clarg jomlah peserta yvang
lulus 2 [dhia) peserta, nroses TenderfSeleksi
dilanjutkan; atau

b aetelah prakualifikasi ulang jumlah peserta vang
fulus | [satv) peserta, dilanjutkan dengan proses
Penunjukan Langsung.

Tindak lanjut dan Tender/ Seleks gagal =ebapaimara
dirnaksud pods avat {2), Pekja Pemilhan segera
rnelakcukan:

A evaluas vlang; dabal
b. Tender/Scleksi ulang,

Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayac (7}
hurot a, dilakukan dalam hal Aitemubkan lesalahan
EVEILAS] pClawaran.

Tenderj Selezsi wlang sebagaimana dimaksud pada
aval (7 haral b, dilalukan untuk Tender/ Selcke

gapa] sebagaimana Sitnaksad pada avat {2) hoaeal b
sampal dengan hural 1,

Cralaun hal  Tewder!Seleksi ulang  schagaimana
dimaksud pada avat [9) gagal, Pokja Pemilihan
dengan persetlydan PAJKPA melaloukan Penunjukan
Lanpsung dengan krilecia:

g, wetnliahan tidak dapar ditunda: dan

b, tidak cukup  waktu  wunink  melaksonakan
Tender) Selebos.

i11; Tindak . ..
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(11} Tindak lanput dari Tender Cepat gapal sebagaimana
dimaksud pada ayat [3}, Pokja Permilihan melakukan
reviu  penyebalb kegagalan Tender Cepat  dan
melakukan Tender Ceput kembali atanr mengpanti

metodes pemillhan lain sebagaimana diatur dalam
Pasal 38 ayat {1].

Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai
ek

Pasal o8

il] PPK  menyerahkan  barang/jass sebapaimana
dimaksud dalam Paszal 57 kepada PA/KPA.

(2] Serah terima scbugaimana dimak=zud pada aval (1)
dituianpkan dalam berita acara.

Ketentuan ayat (1), avat (2] dan ayat (3) Pazal 61 diubah,
serta di antara ayvat (2) dan ayat {3) disisipkan 1 {satu) ayat
vakoi ayal (2a), sehingga Pasal 61 berbunyi scbagai
b oLt

Pasal! Gl

{1] Tukecualikan dan ketentuan  dalam Peranuran
Presiden int:

a. Pengadaan Barang/Jass pada Badan Lavanan
Urmam/Badan Layvanan Umuin Dascah;

b, Pengadaazn Barang/lass yung dilaksanakan
bordasarkan tari] yang dipublikosikan secara
luas kepada masyarakart;

c. Pengarlaan Barang/Jasa vang dilaksanakan
sesual dengan praktil bisniz yang sudah mapan:
dan fata

d. Pengadaan Barang/Jasa wvang datiur  dengain
ketentuan pecateran perundang-undangan
lainnya,

(2} Pengadaan Barang/Jaza pada BRadan Lavanan

Umum/BEadan Layanan Umum Daorah sebagaimana

dimaksid pada ayat (1} hural a3 datur tersendic

dzngan  peraluran  pimpinan  Badan  Layvanan
T/ Badan Layanan Umum Maarah.

{Za] Dalam . .
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{2a] Dalam hal Badan lavanan Umum dan Badan

(3]

Layanan Umum Daerall belum memilike peratucan
pengadaan  barang/jasa  tersendirl,  pelaksanaan
Fecngadaan Barang/Jasa pada Badan Loyanan Umum
dan Badan Lavanan Umumn Daerah berpedoman pada
Peraturan Pregidlen in.

Ketenluan lebah Tapjul rmeneenat penpecualian dalam
Pengadaan Barang/Jasa  sebapaimana dimaksud
pada awvat (1) diatur dengan Peraturan Eepala
Lembaga.

25 Bewntuan Pasal 63 divbab, sehingga bertraoyt sebagal
berikut:

Bapian Kesatu

Peran Serta Usaha Kecil dan Koperasi

Iy
2}

{3]

i+

B

()

Prawal B2

Usaha kecil terdirt atas Usaha Mikro dan Usaha Keoil

Kementerian, Lembaga /Pemenintah Dacrah wanb
mengeinakan produk usaha kecil serta koperasi dan
hasi] produbs dalam negan.

Kementerian/ Lembaga /Pemenintah Dacrak
schagaimana dimaksud  pada  ayat (2] wanhb
menpalokasikan paling sedikar 40% jempal puduh
persen) dari nilay anggaran belanpa barang,/jasa
kemenlerian Lembaga fPermerintab Daeral.

Paket prngadaan Barang/ Peketjaan Konstruksi/ Jasa
Lainnys denpgan milan Pagu Anpgaran sampai dengan
Rpls 000.000,000.00 (lima belas mihar rupizh)
diperuntukan bapi usaha keeil dansatau koperasi.

MWilai Papgue Anpgaran pengadaan  scbagaimana
dirnaksud pade ayat 4] dikecualikan untuk paket
pekerjzan vang mertintul kemampuan ekols vang
Lidak clapat dipenithi oleh usaha kecil dan koperasic

Wemenlerian  yvang menvelenggaralan  urasan
pemeninilaban di bilang koparasi dan usaha Keol dan
Pernerinlah Daereh memperluas peran serta usaba
kecll  dan koperast denpgan mencanbumioan
barang/ jasy produks asaha ket dan koperas dalamm
katalop clektronik.

(74 Penyedia |
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Penyedia wusaha monkeci]  atay koperasi yanpg
melaksanakan  pekenaan melakukan kEega sama
usaha dengan usaha kecil dan/atan koperasi dalam
bentuk keritraan, subkeatrak, atay beniuk kega
sama lainnya, jka ada usaha kecil alaw koperas yang
remnilil kemampilan o) bidang yang bersanghkutan,

Kepa sama dengan usaha kecll danfatau koperasi
sebagaimana dimaksud pada ayat [7) dicannimkan
dalam Dolumen Pemiliban,

Ketentuan ayvat (2}, ayac [3) dan ayat (4] Pasal &6 diubah,
dan diantara ayat {3] dan ayat (4) digisipkan | {sam)] avat
vakni avat {3a), sehingga Pasal 5& berbunyi scbagal
brerikuat:

i1

i}

)

{3al

()

(=

Pazal &f

Kermenteran/Lembags, Perangkal  Daerah  wajib
renggunakan produl: dalam  nepgeri,  termasuk
TANGANE bangun dan pereliayasaan nasicnal.

Kewajiban penggunaan  produk  dalam  negeri
sebagaimana  dirmaksud  pads wat (1) dilakakan
apalnla terdapat prodok dalam negori vang memiliki
penjumlzhan nilal Tingkat Komponen Dalam Weger
{IXDN] ditambah nilai Babor Manfaat Perusahaan
[BMP| paling sedikit 40% {erapat puluh persen).

Nulsi TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2 wmengacu  pada daftar inventorisasi
barang/jasa produks] dalam negeri yang diterbitkan
oleh kKementerian vang menyelenggaralan arusan
pemenntahan di bidang perindustrian.

Kewajiban penggunaan  produk dalam negerd
sehagpannana dimaksud peda avat (2) alakukan pada
tahap Perencanaan Fengadaan, Persiapan
Fengadaan, atau Pemilthan Peryedia.

Retentuan sebapaimana dimaksud pada ayat (3a)
dicantumkan dalam RUP, spesifikasi telais!KAK,
dan Doekurnen Pemiihan,

Penpadaan harang imper dapat dilakukan, dalam hal:

a. barang lersebut belum dapat dipredulkss di
dalam negeri; afau

k. woturme predukst dalam negen tidak mampy
racmenuhi kebuluhan.

() LKPP . . .
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LKPP danjatau Kementerany Lembapa/ Pemerintah

Daerabh memperbanyak pencantuman produk dalam
negeri dalam katalog elektoonik.

ketentuan Pasal &7 diubah, schingga borbunyl sebapsi
berilgul:

)

2]

{3}

(4]

Faszal &7

Freferensl harga merupakan insentd bapl produlk
Jdalam  negeri pada pemilihan Penyedia  berapa
kelebihan hargs yang dasat diterima.

Frelerenst harga diberlakukan untuk Penpadaan
Barang/Jasa dengan milal HI'S paling sedikat di acas
Fip 1.GDO.G0CG 00000 {gata miliar rupiabh}.

Preferensi harga diberikan parda pengadaan Barang
dengan ketentuan scbhagal berikut:

a, diberikan rerhadep Barang vang menliki THDN
paling rendah 25% {dua puluh lima persen|;

b. diberikan paling tinggl 23% [dua pulub Lima
PEFSENY;

v diperhibingkan dalam ewaluasi harga penasaran
vaug telah memenvhi persvaratan administrasl
dan teknis; :

d.  penetapan pemenang berdasarkan wralan hargs
terencdah Hasil Evaluas) Aklur [HEA);

e.  HEA dthitung dengan mimiss HEA = {1 — KF) = HE
clengan:
KF = TKDM = preferensi tertinggl
KPP mermipakan Keclision Pretorenast

HP merapakan Harga Penawaran sctelah koreks:
aritmatik; dan

f  dalam hal terdapat 2 [dua) atau leih penawaran
dengan HEA terendah yang sama, ponawar
dengan TEKDN lebiln Besar ditetapkan sebapail
PETRENARE.

Uniuk Pekerjaan Konsrtuksi pada merode pemnilihan
Tender Internasional, preferenst harpa diberikan
paling dnggl 7,5% {tuubh kema bUma persen) Kepada
badon usaha nnsicnal di ataw harga penawaran
terendah dar badan usaha azinge.

29 Ketcotuan . . .
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ketentuan avat (2], ayat [3} dan aval (=) Pasal 72 diubahb,
serta avat [4) Pasal T2 dihapus, schingga Pasal 72
herninyi sehagai herileet:

Fasal ¥2

1) HKatalop clektronik dapat berupa kalalop elekioonik
nasional, katalog elektromik sektoral, dan katatop
elekeronik lokal.

2] Kalalog elektronik sebagaimana dimaksud pada avat
{1] memual inlormesi berups daltar, jenis, spesifikasi
rchkmis, TRDM, produk dasiam negeri, produlk SNI
produk ramah limgkungan hidup, negara asal, harga,
Penyedia, dan informast lainnya terkait barang/jasa.

{3 Pengelolaan katalog elelwronik  dilaksanakan olch
Kementerian f Lambaga / Pemerintah Daerah  afau
LKFP.

4}  Bhhapus.

15 Ketentoars lebsh lanjur menpenai pengelolaan katalog
eleletronik  sebapgaimana dimaksud pada avat (1)
diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

i antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal,
vakr Pasal 724 sehingge berbunyt sebagai berikut:

Pasal 724

{1} Barang/jasa rang ditransaksikan  melalwi Toko
Darug metmlikl kritera:

a.  standar atau dapat distandarkan;
L. memiliki sifat risiko renndah; dan
. hargs sudah terbentuk di pasar.

{2) Barang/iasa schagmumana dimaksud pada zoval (1)
tidak ditavangkan pada katalop clektronik.

3] Ketentuan lebih lanjut mengenai Toko Darting diatur
dalam Peraluran Kepala Lembapa,

Eetantuan Masal 74 diubah, schingga berbunyi schbagai
herikut.
Fasal 74

(i) Bumber Deyva Maousia Pengodaan BarangfJosa
terdicn atas:

o Sumber . . .
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a. Sumhber Dava FPengelola Fungsi Penegadasn
Barang/.Jasa;

b. Sumhber Dayva Perancang Kebiiakan dan Sistem
Fengadaan Barang/Jusa; dan

¢, Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan
BarangfJasza,

Sumber Daya  Pengelols  Fungsi Penpadaan
Barang/Jasa sebapaimana dimaksud pada avat {1]
buruld a merupakan swmber daya manosia yang
melakzanakan fungsi penpadaan barang/jasa di
linpkungan Kementeriao fLemnbaga / Pemerintah
Daerah.

Sumber Daya Perancang Kebijakatn dan Sistem
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana  dimaksud
pada ayat [1} huruf b meropakan sumber daya
manusia vang melaksanakan perancangan kebijakan
dan sistem Pengadaan Barang/Jasa,

Sumber Dava Pendukung Ekosisterm Pengadaan
BarangJasa sehagaimana dimaksud pada ayar (1)
huruf ¢ merapakan sumber dava manasia Yang
terditi dari berbagai  keahlian  tertentn dalam
mendulung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Ketentuan  mengensi 3umber  Daya Manusia
Pengadaan  Barang/Jasa sebagaimana  dimaksod
pada ayat (1} hwof b dan hura! ¢ berdasarkan
ketentuan peraturan perondang-undangan.

Ni antara Pasal 74 dan Pasal 73 disisipkan 2 {dual pasal
vakni Pezal 744 dan Pasai 748 zehinpga berbunyi sebagal
berikut;

(1}

Pasal 74A

Sumber Dava Pengelola  Fungsi  Pengadaan
Barang/.Jasa scbapaimana dimalesud dalam Pasal 74
ayaf (1] buruaf &, terdic atas:

a. Penpeldla Pengadaan BarangJasa; dan
b, Personel Lainmya,

(2} Kementerian - . .
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Kementerian/Lembaga fPemerintah Daerah wajib
memiliki  Pengelola  Pengadsan  Barang/-Jasa
selagaimana dimaksud pada ayat (1) hurof a sebagai
Polkja Pemnilihan /Pejabat Pengadaan.

FPengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan
REDxagan FPE, membantu tupas FA/KPA,
melaksanakan persiapan pencantumen barang/jasa
dalam katalog el=ktronik. dan ditugaskan scbagai
Sumber Traya Pendukung Ekosistern Penpadaan
BarangJasa.

Kewajlban sebagaimana dimaksud pada avat [(2)
dikecualikan unruk Kementerian/ Lembaga  dalam
bzl

&  nilat  atao jumlah paket  pengadaan N
Kementerian / Lembapn tidal. mepcukupl untuak
memenyhl  pencapaian  bataz  angka  kredit
rimmum pertabun bapl Pengelola Pengadaan
Barang/.Jasa; atau

b.  Sumber Daya Pengelola Funpsi Peigadaan
Barang/Jasza duakukan olch prajurit Tenrara
Naswonal Indonesia atan anggota Kepolisian
Nepgara Republik Inwdonesia,

Datam hal pengecualisn sebapaimana dimaksud pada
avat [4), penegelolaan  pengadaan  Barang/Jasa
dilaktukan olch  Personel Lainnye  sebagaimana
fimaksud pada avat [Ty husal b

Personel Lainpya sebagaimana dimaksud pada ayet
(51 wajilh memiliki sertifikar kemoetensi di hidang
Pengadaan Barang/.Jaza.

Dalam hal Pzrsonel Lainnys belum memaliki sortifikat
kompetensi i bidang Penpadaan  Barang/.Jasa
sebapaimana dimaksud pada ayat [8) wajib memiliki
sertifikat Penpadaan Darang/Jasa tingkat
dasar, level-1.

Sumber Dava  Peongelils Fungsi Pengeadasn
Harang/Jasa berkedudukan di UKPS,

Aras dasar pertimbangan kewerangan, Sumber Dava
Perpelola Fungst Pengadaar  Barang!Jasa  yoanp
ditugaskan sebagai PPh dapat berkedudukan i laar
UKFEJ

Pasal 74O
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Pasal T4B

Kemenlenan/Lembaga/Pemerintah . Dacrah yang
wanb memiliki Pengelols Penpadann Baranp/Jasa
menyusun  rencana  aksl  pemenuhan Pengelola
Penpadsan Barang/Jasa.

Dralam hal jumtah Pengelola Penpadaan Barang/Jasa
di  lmgkungan Kementerian/L~mbapa;Pemerintah
Daerah helom mencukupl  sesuai rencana aksi
pemmenuhan Pengelola  Pebpadean  Baranp/Jasa
sebapaimana dimakstd pada ayval (1), maka:

8. pelakzanaan fugas Pokga Pemilihan dilakukan
dengan ketentuan:

1. Pokja Pemilihan wunruk selinp  paket
pengadaan, wajib beranggotalean sckurang-
kurangnya 1 {satu) Penoeclola Pengadaan
Rarang, Jasa; dan

4. Angpota Pokja Pemilihan selain Pengelola
Pengadaan Barang/Jusa dilaksanakan aleh
Pepawal Negen S1pil yang memilili sertifikat
kompetensi - dandatan  sertifikat keahlian
tingkat dasar/ievel-1 i bidung Pengadaan
Barang/Jasa.

b, pelaksanaan tugas Pojabat Pengadaan vang
tidak dapal dilakukan oleh Pengetola Pengadasan
Barsng/Jasa, dilakubian oleh Pegawal MNegeri
Sipu wang wmemilikl sertifikat’ kompetensi
dan/atau aeTlifloal keahlian tinghoar
dasar/level- L di bidang Penpadazn Barang /- Jasa.

Dalam hal Kernenterian/ Lembaga fPemerintah
Dacrah belum memiliki Pengelola  Penpgadaan
Baranp/ faza, SATIPaAl tersedianya Pengelola
Pengadaan berdazarkan rencana aksi pemenuhan
Fengelols  Pengadaan Barang/Jasa  schapaimana
dimaksud pada avat (1), pelaksanaan tizas Pokja
Femilthan/Pejalal Pengadaan dilakzanaxan oleh:

#.  TPegawal Meperi Sipill vang menulilt aertifkat
lzwapetensi dan/atau scrtifikat keahlian tingkat
damar/ level-1 di bidang Pengadans: Earang/Jaza;
Aoy fatany

. Azen Pengadaan,

[4] Ketenriran
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Kelentuan  lebibh  lanjut mengenai rencana  akesi
pemenubhan Penpelola Pengadean Bacang/fasa
sebagaimana dimaksud pads ayat (1] diatur dalam
Peraturan Kepala Lembaga,

Ketentuan ayat (1) Pazal 75 diabah, di antara ayvat (3} dan
aval [4) disisipkan 1 [sara) ayat, yvakni avat {3a), dan
ketentuan Pasal 75 dulambahkan 3 [higa) avar yakni avat
(2], awvat [€), dan ayat (7], schinees Pasal 75 berbunsw
sebagai berikut:

il

{2]

{3]

i5a)

i)

Y

FPasal 75

Menten ! kepata lembags /kepals daerabh membentuk
UKPBJ vang memiliki luges  menyelenggaralan
dukungan pengadasn barang/jasa naca
Kementerian,/ Lembaga/ Pemerintah Dacrah,

Dalam  ranpka pelakzanaan wapas UKPBJ
sehagaimana  dimaksud pada avat [l}, UKPBJ
memiliki fungst:

a. progeloldan Pengadasn Barang ) Jass;

b. pengelolaan  layvanan  penpgadasan secara
elektromik;

¢.  qpembinsan Sumber Dava  Manugia  dan
Kelembagoan Penpadaan Barang/Jasa;

d. prlaksanaan pcrnidampingarn, konsuitas:,
dan/atau bimbingan tcknis; dan

€. pelaksanaan tupgas lemn vang diberikan oleh
menternfkepala lembagaf kepala dasrah.

UEPBT  sebapaimana dimaksud pacda aval (L)
berbentuk struktural don ditctapkan scsual dengan
ketentuan peratiran perandang-undangan.

Kepala UKPRJ wajib memenuhi standar kompeftensi
jabatan vang mencakup kompetensi teknis di Didang
Pengadaan Barang -Jasa,

Funpst  penpelidaan  lavanan pengadasn Secard
elekironik sehagaimana dimabksud pada avat [2) hural
b, dapat dilaksanakan olzh unit kerja terpisah.

FPembentuksan UKPBJ sebapdaimana dimaksad avat il)
dikecualikan bagi Lembaga vang tdak memenuhi
kritena untuk membentuk UKPE].

&) LEKPBY ...
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LUKD'BJ Kemeonterion,Lembegas/ Fomerninlah  Daermah
melakzanakan peningkatan  kapabilitas  URKPBJ
melala mode] kemarangan UDEPE] untuk mengju
plisal koungrulan Pengadeonn Bacang )/ Jasa.

Ketentuan Iebih lanjut mengendl Lembaga vang tidak
memenuhi  kritenna  untuk  membeontuk URPEJ
sebagaimana dimaksud  pada  ayac {5 don
pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPES
melalui model kematangan UKPB.] sebagaimana
dimaksud pada ayat [2 datur dalam Peraluran
Kepala Lembaga.

Ketentuan Pasal TR divbah, schingga berbunyi scbagal
b riletar:

(1}

(2]

{3)

Pagal 72
Dalam hal peserta pemilihan:

a. menvampaikan dokumen arau kcicrangan
palsujtidak benar untuk memenuhi persyaratan
vane dilentukan dalam Dokumen Pemilibang

b,  terndikast melakukan persekongkolan denpan
poscria lain untuk mengatur harga penawaran,

o terindikasi melakokan korapsi, kolusi, dan/atan
nepoarisme dalam pemilihan Penvedia; aray

el mengundurkan dimodengan alasan yeopg tdak
dapat diterima oleh Pejabat PengadaanPokia
Pemilhan/Agen Pengadaan,

peserta pemlihan dikenat sanks administratif.

Dalam hal pemenane pemiibhan mengaodurkan dio
depgan alasan vang dak dapst ditenitng sebelam
penandatanzanan  Kontrak, pomenang  pomilihan
dikcnai sankst adminisiradf.

Dalam hal Penyedia:

a. tidak tnelaksanalan Kontralk, tidal
menvelesaikan pekerjaan, aln Tudak
melaksanakan kewajiban tlalarm PSR

pernelibaraan;

b. menvebabkan kepagalan bangling,

c. menycrahikan ...
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menverablkan  Jaminan  yang  rfidak dapat
dicairkam,
melakukan  kesalahan  dalam  perhitungsn

jumlalifvolume hasil pekerjaan  berdasarkan
hasil audit:

menyerahkan barangfjasa  vang kualitasnya
tidak sesuai dengan Konwak berdaszarkan hasil
audit; atau

terlainbat  menvelesaikan  pekerjaan sesual
tdenpan Kontrak,

Penyedia dikenad sanksi administrartif.

Perbuatan aran tindakan sebagaimana dimaksud
pada avat (1), ayat (2], dan ayal [} dikenakan sanksi
administratil berupa:

a.
b.
T,
.

2.

sanksi dipugurkan dalam pemiliban;
sanksl procaltan Janinan;

Janksi Daftar Hitam;

san ksl ganr kerugian, danydtau

sanks1 denda.

Pelangparan atas ketenluan sebagaimana dimaksued
prada

a.

avat (1) hurul a sampal dengan huruf ¢
dikenakan sanksi dipugirkan dalam pemiliban,
sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan
Sanksi Daftar litarm sclama 2 {dua) lehun;

ayat (1) hurul ¢ dikenakan sanksi pencairan
Jomiman Penowaran Jdan Sankst Daftar Hilam
selama 1 (satu) rahun;

ayal [2}) dikenakan sanksi pencaican Jaminan
Penawaran dan Sankst Dafltar Hitam selama 1
[saru] ahun;

avat [3) hural 2 dikenakan sonksl pencairan
Jaminan Pelaksanaan atou sanks! pencairan
Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar
Hitam selama 1 {satup tahun;

avat (3} horuf b osampal denpan bucaf e
dikenakan sanksi gand keruglan sebesar mila
keraglan yang ditimbulkan; atau

t. avat (3. ..
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ayat (3] huraf { dikenakan sanksi denda
keterlambatan.

35 Ketentuan ayat [1) huruf ¢ dan huruf e Fasal 20 diubah,
sehinpga berbunyi scbhagal benkul:

Pazal B0

(1} Perbuatan atasw tindakan peserta pemmilibhan yang
dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa:

E'R

c.

menyampdaikan dokumen alaw  keterangan
palsa/ ndak benar untuk memenuhi persyaratan
yang ditenlukan Jdalam Dokumen Penuliban;

terindikasi melakukan persekongkolan dengan
peserta lain untuk mengatur harga penawsaran,

terindikasi melakukan korupsi, kolust, danfatau
nepotizsme dalam pemilihan Penyedia,

mengundurkan diri dengan alasen vang tidak
dopat  diterima Polkja PemilihanAgen
Pengadaan; atau

tidak menandalangani koncrak katalog.

{2y  Perbuatan atau tindakan Penvedia yang dikenakan
sanksi dalam proscs E-purcheging berupa  tidalk
mementin kewajiban dalam Hontrak pada katalog
elektronik Atau sural pesanan.

{3] Perbuatan atau tndakan sebagaimana dimalksud
nada ayvat |1] dan ayat (2} dikenakan:

a.
=3

C.

SH Mo (2R 8

sankys digugnirkan dalam pemilihan;
Ganks1 Traltar Hitam;

zanksi penghentan sementars dalam sisteen
transalsi E-purrchasing, danfatau

sanksl penurunan pencantuman Penyedia dan
kataleg elekironik,

[4) Pelangparan . . .
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Pelanggaran atas ketentuan sehagaimana dimaksud
pada:

a. avat (1) hurul = sampai dengan hurol
dikenakan sanksi digugurkan dalam permilihan
dan Sanksi Dafrar Hitam sclama 2 (dua) tahun;

b. ayat (1) huruf d dan huruf e dikenaskan Sanksi
Daftar Hitam selama 1 [sat) tahun;

¢,  ayat 12} atas pelangfaran surat pesanan
dikenakan sanksi penghenlian sementara dalam
sistern transaksi E.purchasing selama 6 (enam)
bulan; atau

d. avat [2) atas pclangearan Kontrak pada katalog
elektronike  dikenakan  sanks: penurunan
pencantuman Penvedia dar katalog elektronik
selama 1 {satu) Labin.

Pengenaan sanksi scbagaimana dimaksud pada ayat
i4) ditetaplkan oleh Kementerian/ Lembaga /f Perangkat
Dacrah  ataz wsulan  Polkya  Pemihan/ Pejabat
Pengadaan / Agen Pengadaan danfatau PPE.

Kewentuan avar (1] dan ayat (3] Pasal B2 diubah, sehingea
Pasal #2 berbunyi sebagai berikot:

{1]

(2}

rasal 82

Sanksi administracf dikenakan kepada
PAKPA/PPE /! Pejabat Pengadaun/Pokja Pemilihan
vang latal melakukan suatu perbuatan yang menjadi
kewajibannya.

Pemberian’  =anksi  administratil sebagaimana
dimaksud pada ayat [1| dilaksanakan oleh Pejabat
Pembing Kepegawaian) pejabat yang  berwenang
gegual dengan ketentuan perataran  perundang-
unddangar.

[3} Sankst . ..
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Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat
dikenakan kepada PA/KPAPPK / Pejabat
Pengadaan/Polja Pemilihan yang terbrakti melanggar
pakta integritas berdasarkan  palilusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau
Peradilan Tata Uzsaha Negara.

Ketentuan ayat (1) Pasal 83 divbah, zehinpgs Paszal 83
berbunyl sebagai bertkut

Pazal 83
{11 PAJKPA menayangksn informasi peserta
permulihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar
Hitam Jdalam Daitar Hitam Nasional,
(2] LKPP menyelenggarakan Dafiar Hitam Masional.
Ketentuan Pasal 85 dinbah, sehingga berbunyi sebagai
berikuat

{1]

(<]}

(3]

Paszal K=

fenyelesaian  sengketa Kontrak antars PPR dan
Penyedia dalam  pelaksznaan  Kontrak  dapat
dilakukan melalui:

a, layanan penyelesaian senpketa Kontrak;
b.  arbitrase;

<. Dewan Senpketa Konstruksi; atan

. penyelezaian melalul pengadilan,

Layanan Penyclesaian senghkera Krantralk
sebagaimana dimaksud] pada ayat (1] bharul a
diselengearakan oleh LKPP.

Ketcntuan mengenal Dewan Sengkels Konstroksi
sebapaimana dimaksud pada avat (1) huraf ¢ diawar
dengan peraturan menter vang menyelengrarakan
urusan pemerintaban i hidang peleerjaen umum dan
perumshan rakyat.

FASALIT . .,
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Pasal Il

Pada zaat Peraruran Presiden inn mulan heclaky, kewanban
memilik sectifilkat kompetens: wuntuk Personel Lainnya
sehagaimana  dimaksud  dalam Pasal 744 ayar (&
dilaksanakan paling tambat 31 Desember 2023,

Pada saat Peraluran Presiden inl mulai berlako, Rings
pengelolaan layvanan pengadasn secara elekironik vang
dilaksanabkan olkh unit kega terpisah acbagaimana
dimakyud dalam Pasal 75 ayar (4 berlaku sampai dengan
31 Desember 2023,

Fada saat Peraturan Presiden i mualar Derlakog,
Pengadaan  Pelerjarn Komatmks/Penpgadaan . Jdasa
Honsullans Konstruksi/ Pekerjaan Foonatruksl
Terintzgrasi tetap dilaksanakan sesuan

a.  Pecraturan Meuteri Fekerjaan Umurm dan Perumahan
Ralovat Normar 14 Tahun 2020 toentang Standar dan
Fedimman Pengrdaan  tasa Konstruks: Melaha
Ferovedia dan peraturan pelaksang; dan

k. Peraturan Mentern Pekergaan Umum dan Porumahan
Rakvat Momor 1 Tahun 2020 tentang Siandar dan
Fedormarn Pengadzan Pelerjaan Konstruksi
Terintegrasi Rancang Bangun Melalui  Penyedia
sebagaimana telah dighah denpan Peraturan Menten
Pelierjaan Umum dan Perumahan Ealoeat Nomor 25
Tahun 2020 tentang Perubahan Awas Poraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Halkoyat
Womar 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedarnan
Fengadaan  Pekerjaan  Konstruksi  Terintegrasi
Fanvang Bangun Melalin Penvedis dan peraluran
prlabksana,

sampai  diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga
mengenal Pengadaan Pekerpaan Konstruksi/Penpgadaan
Jasa  Konsultanst  KonsiroaksifPekerjaan  Konsitiiks
Terintepras.

Persturan  Presiden i mulen herlaka pada tangeal
diundanekan.

Apar . ..
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Agar setiap orang mengetahainva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden i dengen

penempalannyva  dalam  Lembaran  Negara  Republik
Tndotiesia.

Ditctapkan di-Jakarea
pada tangeal 2 Fobrzan 2021

PRESICEN REPUBLIK INODONES[A,
ttd.

JOKO WIDCoDO

Diundengkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februan 2021

MENTERI HUKUM CAMN HAK ASAS[ MANUSIA
REPUBLIK 'NDCONESIA,

t1cd.

YASONNA H. LADLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 202] NOMOR &3
Salinan sesual dengan asdnya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT KEGARA
REFURLIK TNOONES[A

Perundang-undengan dan

A

b i 1
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FERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunysai
peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional
untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan

perekonomian nasional dan daerah;

bahwa untuk mewwjudkan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
pengaturan Penpadaan Barang/Jasa yang memberikan
pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya fvalue for
money] dan lkontribusi dalam peningkatan penggunaan
produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan
berkelanjutan;

bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat
kekurangan dan belum menampung perkembangan
kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas
Pengadaan Barang/Jasa yang baik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Feraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;
Mengingat
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FPasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara En:p;uhlik [ndonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAE 1
EETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

: 20

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah vang selanjutriva
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai
oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi

kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan,

Kementerian Negara yang selanjutnya  disebut
Kementeriann adalah perangkat pemerintah  vang
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

3. Lembagsn ...
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Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan
instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untul
melaksanakan tugas tertentu  berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
atau peraturan perundang-undangan lainnya,

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Dacrah
dan Dewan Perwakilan Ralgyat Daerah  dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagat unsur
penyelenpgara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
Lembaga Kebijakan Pengadesan Barang/Jasa Pemerintah
yvang selanjuitnya disingkat LKPP adalah lembaga
Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan
merumuskan  kebijakan Pengadaan  Barang/.Jasa
Pemerintah.
Pengpuna Anggaran yang selanjuinya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian Negata/Lembaga f Perangkat Dacrah.
Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN vang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat vyang
memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersanghutan.
Kuasa Pengpuna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengeuna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Feranghkat Daerah.

10. Pejabat ...
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Pejabat Pembuat Komitmen vang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara/angegaran belanja dacrah.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disingkat UKPBJ adalah unit kerja dli
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi
pusat keunggulan Pengadaan Barang/ Jasa.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja
Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan
oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan
Penyedia,

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional /personel yang  bertugas melaksanakan
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau
E-purchasing.

Pejabat  Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional / personel Yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa,
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutonya
disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/.Jasa,

Apen Penpgadaan adalah UKPRB.] atau Pelaku Usaha yang
melaksanakan sebagian atau  seluruh  pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh
KEementerian/ Lembaga / Perangkat Daerah sebagai pihak
pemberi pekerjaan.

Penyelenggara Swalelola adalah Tim Vang
menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

18. Pengelola ...
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Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat
Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawahb, wewenang,
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melalksanakan Pengadaan Barang/.Jasa.

Rencana Umum  Pengadaan  Barang/Jasa yang
sclanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana
Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga / Perangkat Daerah.

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa - adalah  pasar
clcktronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan
barang/jasa pemerintah.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan
pengelolaan  teknelogi  informasi untuk memfasilitasi

pelaksanaan Penpadaan Barang/Jasa sccara clektronik.

Aparat Penpawas Intern Pemerintah vang sclanjutnya
disingkkat APIP adalah aparat yang melakukan
pengawasan melalu audit, reviu, pemantauan, evaluasi,
dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pemerintah.
Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola vang
selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh
barang/jasa yang dikerjakan sendir oleh
Kementerian/ Lembaga / Perangkat Daerah, Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi
kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat,
Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut
Ormas adalah organisasi yang didiritkan dan dibentuk oleh
masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,
dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

25. Kelompolk ...
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Kelompol: Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan
anggaran belanja dari APBN/APBD.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara
memperoleh barang/jasa vang disediakan oleh Pelaku
Usaha,

Pelalou Usaha adalah setiap orang perorangan ateu badan
usaha, baik vang berbentuk badan hukum maupun bulkan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum ncﬁa:a
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggaraltan kegiatan wusaha
dalam berbagai bidang ekonomi.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Penyedia adalah Pelalou Usaha yang menyedialkan
barang/jasa berdasarkan kontrak.

. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak

berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipaleai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh Pengpuna Barang,

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
kegiatan vang meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pemluanéka.t‘an, dan pembangunan kembali
suatu bangunan.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir,

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yvang
membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau
keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah
dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu

pekerjaan.
33. Harga ...
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40,
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Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HFS
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh
PPK.

Peneliian adalah kegiatan yang dilakukan menurut
kaidah dan metode ilmiah secara. sistematis untuk
memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran
atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik
kesimpulan ilmiah bagi keperluan  kemajuan  ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi.

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut
E-purchasing adalah fata cara pembelian barang/jasa
melalui sistem katalog elektronik.

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstrulsi/Jasa Lainnya.

Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan

Penyedia Jasa Konsultansi.

Tender/Scleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia
Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari
pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Barang/Pckerjaan
Konstruksi/Jasa KonsultansifJasa Lainnya dalam

keadaan tertenti

Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapathkan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus
Jjuta rupiah).

41. Pengadaan ...
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Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode
pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi
yang bernilai paling banyak Rpl00.000.000,00 (seratus
juta rupiah).

E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara
berulang.

Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan
oleh Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan
yvang memuat informasi dan ketentuan yang haris ditaat
oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa vyang selanjutnya
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara
PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau
pelaksana Swalelola.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Milkro sebagaimana dimalksud
dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
bukan cabang perusshaan vang dimiliki, dikuasai atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang mementhi
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

47, Usaha ...
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47. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang

48.

49,

50,

al.

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah
jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/
Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransiflembaga
keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong
ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan

ekspor Indonesia.

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada
peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengilouti
Pengadaan Barang/Jasa di seluruh
Kementerian /Lembaga /Perangkat Daerah dalam jangka
waktu tertentu.

Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang,/Jasa
yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat vang
menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah achagai
pcnggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta
signifikan  mepgurangi  dampak negatif  terhadap
lingkungan dalam keseluruhan siklus penpgunasnnys.
konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi
Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa
palket Pengadaan Barang/.Jasa sejenis,

52. Keadaan ...
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Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Kepala Lembaga adalah Kepala LKPP.

Pasal 2
Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi:
. Pengadaan Barang/.Jasa di linglungan
Kementerian / Lembaga / Peranghkat Daerah Yang

(1)

menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD,

Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran
belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada
huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam
negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh
Pemerintah ﬂ'anfatau Pemerintah Daerah; dan/fatan

Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran
belanja dari APBN/AFBD sebagaimana dimaksud pada
huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian

atau scluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau

hibah luar negeri.

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini
meliputi:

a. DBarang;
b. Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa Konsultansi; dan

d. Jasa Lainnya.
2) Pengadaan ...
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(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi,

(3] Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. Swakelola; dan/atau

b. Penyedia.

BAD 11

TUJUAN, KEBLJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA
PENGADAAN BARANG /JASA

Bagian Kesatu

Tuman Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4
Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

a. menghasilkan barang/jasa yang tepat darn sctap uang
yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah,
waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

b. meningkatkan penggunaan produk dalam neger,

c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Usaha Menengah;

d, meningkatkan peran pelaku usaha nasional;

e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan

barang/jasa hasil penelitian;
{.  meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
g, mendorong pemerataan ekonomi; dan

h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian ...
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Bagian Kedua
Kehijakan Pengadaan Barang/.Jasa

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

.

meningkatkan  kualitas perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa;

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa wyang lebih
transparan, terbuka, dan kompetitaf;

memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya
manusia Pengadaan Barang/.Jasa;

mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
menggunakan teknologi informasi dan keomunikasi, serta
transaksi elektronil;

mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan
Standar Nasional Indonesia (SNI);

memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha
Kecil, dan Usaha Menengah;

mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif;
dan

melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa meneraplkan prinsip sebagai beriloat:

&,

b.

elisien;

efelktif;

c. transparan; ...
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transparan,
terbuka,
bersaing;
adil; dan
akuntabel.
Bagian Keempal

Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa
mematuhi etika sebagai berikut:

i

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa
tanggung jawab untuk mencapai sasaran,
kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan
Barang/Jasa;

bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga
kerahasinan informasi yang menurut sifatnya harus
dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan

Pengadaan Barang/Jasa;

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun
tidak langsung yang berakibat persaingan usaha
tidak schat;

menerima dan bertanggung jawab atas segala
keputusan vyang  ditetapkan sesuai dengan
kesepalkatan tertulis pihak yvang terkait;

menghindar dan mencegah terjadinya pertentangan
kepentinpan pihak yang terkait, baik secara langsung
maupun tidak langsung, vang berakibat persaingan
usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

[, menghindari ...
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menghindari dan mencegah pemborosan dan

kebocoran keuangan negara;

menghindari dan mencegah  penyalahgunaan

wewenang dan/atau kolusi; dan

tidak menerima, tdak menawarkan, atau tidak
menjanjikan untult memberi atau menerima hadiah,
imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada
siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan
dengan Pengadaan Barang/ Jasa.

Pertentangan kepentingan pihak yvang terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal;

&,

Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada
suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi,
Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan
usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang

SELITIE,

konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan
Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan
Konstruksi yang  direncanakannya/diswasinya,
kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pckerjaan
terintegrasi;

konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai

konsultan perencana;

pengurus/manajer koperasi  merangkap sebapai
PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
Kementerian/Lembaga / Perangkal Daerah;

PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik
langsung maupun tidak langsung mengendalikan
atau menjalankan badan usaha Penvedia; dan/atan

[. beberapa ...
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P2k

{. beberapa  badan usaha  vang  mengikuti
Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik

langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang
sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari
50% (Hma puluh persen] dikuasai oleh pemegang
saham yang sama.

BAR III

PELAKU PENGADAAN BARANG [ JASA

Bapgian Kesatu

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terchn atas:

(1)

PA;

KPA;

PPK;

Pejabatl Pengadaan;

Pokja Pemilihan;

Agen Pengadaan;

FjPHF /PPHF;

Penyelenpgara Swakelola; dan

Penyedia.

Bagian Kedua

Pengguna Anggaran

Pazal 9

PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memaliki
ugas dan kewenangarn:
a. melakukan ...
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melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja;

mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam

batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;

menetapkan perencanaan pengadaan;

menetapkan dan mengumumkan RUP;

melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

menetapkan Penunjukan Langsung untuk

Tender/Seleks: ulang pagal;

menetapkan PPK;

menetapkan Pejabat Pengadaan;

menectaplan P{PHP/PPHP;

menetapkan Penyelenggara Swakelola;

menetapkan tim teknis;

menetapkan fim juri/tim ahli untuk pelaksanaan

melalui Sayembara/Kontes:

menyatakan Tender gagal/Selcksi gagal; dan

menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk

metode pemilihan:

l. Tender/Penunjukan Langsung/ E-purchasing
untuk paket Penpadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu
Anpgaran paling sedikit di Atas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
atau

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu
Anggaran paling sedikit di atas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) PA ...
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PA  untuk pengelolaan AFBN  dapat melimpahkan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa
sampai dengan huruf { kepada KPA.

Bagian Ketiga

Huasa Pengguna Anggaran

Pasal 10
KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal & huruf b melaksanakan
pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
Selain kewenangan sebagaimana dimalisud pada ayat (1),
KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta
Tender Pekerjaan Konstruksi.
KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
terkaut dengan:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja; dan/atan
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam
batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa.
Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai
PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Bagian ...
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Bagian Keempat

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 11

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢ memiliki tugas:

a.

b,

menyusun perencanaan pengadaan;

menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan kerja
[BAKE

menetapkan rancangan kontrak;

menetapkan HPS;

menetapkan  besaran  uang muka yang akan
dibayarkan kepada Penyedia;

mengusulkan perubahan jadwal kepatan;
menetapkan tim pendukung;

menetapkan tim atau tenaga ahli;

melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedilkit
di atas Rp200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah);

menetapkan Surat Penunjukan Penvedia

Barang/Jasa;
mengendalikan Kontrak;
melaporkan pelaksanasan dan penyelesaian kegiatan

kepada PA/EPA;

menycrahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan
kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan; dan
menilai kinerja Penyedia.

(2) Selain ...
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Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1), PPKE melaksanakan tugas pelimpahan
kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

a. melakukan tindakan Yang mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan
pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah
ditetapkan.

PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa.

Bagian Kelima
Pejabat Pengadaan

Pasal 12

Pejabat  Pengadaan dalam  Pengadaan — Barang/Jasa
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:

a.

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan
Langsung;

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjulkan
Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya vang bernilai paling banvak
Rp200.000.000,00 [dua ratus juta rupiah);

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan
Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang
bernilai paling banyak Rpl00.000.000,00 (seratus juta
rupiah); dan

melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 {dua ratus juta rupiah).

Bagian ...
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Bagian Keenam

Kelompok Kerja Pemmulihan

Pasal 13
Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/.Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki
tugas:
a. melaksanakan persigpan dan pelaksanaan pemilihan
Penyedin;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan
Penyedia untuk katalog elektronik; dan
c. menctapkan pemenang pemilihan/Penvedia untuk
metode pemnilihan:
l. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/.Jasa
Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling
banyak Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiahy); dan
2.  Beleksi/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu
Anggaran paling banyak Rpl0.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah).
Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berangpotakan 3 (tiga) orang.
Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas
pemilihan  Penyedia, anggota  Pokja  Pemilihan
sebapaimana dimaksud pada ayat (2] dapat ditambah
sepanjang berjumlah gasal.

Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Bagian ...
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Baglan Ketujuh
Agen Pengadaan
Pasal 14

Apgen Penpadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf f dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas
Pokja Pemilihan dan/atau PPE.

Pelaksanaan ftugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur
dengan Peraturan Kepala Lembaga,

Bagian Kedelapan
Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Pasal 15

PiPHP scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g
memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan
pengadaan Barang/Pekerjaan KonstruksifJasa Lainnya
yvang bernilai paling banyalk Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling
banyak Rp100.000.000,00 {seratus juta rupiah).

PPHP sebagpimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g
memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yvang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 {dua
ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bermlas
paling sedikit di atas Rpl00.000.000,00 [seratus juta
rupiahj.

Bagian ...
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Bagian Kesembilan

Penyelengpgara Swakelola

Pasal 16

Penyelenggara Swakelola scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf h terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana,
dan/atau Tim Pengawas.

Tim Persiapan memilild tugas menyusun sasaran, rencana
kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.

Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat,
mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan
pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan
pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Bagian Kesepuluh

Penvedia

Pasal 17

Penyedia sehagaimansd dimaksud dalam Pasal 8 huruf i
wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa
vang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab atas:

pelaksanaan Kontrak;

a
b. kualitas barang/jasa;

0

ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

£L

ketepatan waktu penyerahan; dan

¢. ketepatan ternpat penyerahan.

BAB ..
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PERENCANAAN PENGADAAN

Bagilan Kesatu

Perencanaan Pengadaan

Pasal 18

Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan,
penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran
Pengadaan Barang/.Jasa.

Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari

APBN dilalukan bersamaan dengan proses penylusunan
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah

penetapan Pagu Indikatif,

Perencanaan Penpadaan yang dananya bersumber dari
APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA
Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan
Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS).

Perencanaan pengadaan terdin atas:

a. Perencanaan pengadaan melalui Swalzelola; danfatau
b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia,
Perencanaan pengadaan melalui Swalkelola meliputi:

a. penetapan tipe Swakelola;

b. penvusunan spesifikasi teknis/KAK; dan

c. penyvusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran
Biaya [RAB],

{6) Tipe ...
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Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a terdiri atas:

=

Tipe 1 yaitu Swakelola yang direncanakan,
dilaksanalkan, dan diawasi oleh
Kementerian/Lembaga / Perangkat Daerah
penanggung jawab anggaran;

Tipe T yaitu Swakelola yang direncanakan dan
diawasi oleh  Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah  penanggung  jawab  anggaran dan
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah lain pelaksana Swakelola;

Tipe Il vaitu Swakelola yang direncanakan dan
diawasi oleh  Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah = penanggung jawab  anggaran dan
dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau

Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan olch
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah
penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan
usulan Kelompolk Masyarakat, dan dilaksanakan
serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana

Swakelola.

Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:

penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
penyusunan perkiraan iaya/RAB;
pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
Kansolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan

penyusunan biaya pendukung,.
{8) Hasal ...
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Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat {4) dimuat dalam RUP.

Bagian Kedua

Spesifikasi Telnis/Kerangka Acuan Kerja

Pasal 19
Dalam menyusun spesifikasi teknis / KAK:
a. menggunakan produk dalam negeri;
b. mengeunakan produk bersertifikat SNI; dan
. memaksimalkan penggunaan produk industnn hijau,

Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan
penyebutan merek terhadap:

a. komponen barang/jasa;

b. suku cadang;

c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;

d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
e. barang/jasa pada Tender Cepat.

Pemenuhan  penggunaan  produk  dalam  negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a dan produk
bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.

Bagian Ketiga

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 20
Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan
berorientasi pada:
a. keluaran atau hasil;
b. wolume barang/jasa;

¢. ketersediaan ...
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c. ketersediaan barang/jasa;

d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atan

e. ketersediaan anggaran belanja.

Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa,

dilarang:

a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket
Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa
lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan
tingkat clisiensinya seharusnya dilakukan di
beberapa lokasi/dacrah masing-masing;

b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa
yvang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus
dipisahkan,;

c.  menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa
yvang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh

usaha kecil; dan/atau

d, memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa
paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Bagian Keempal

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 21

Konsolidasi Penpadaan Barang/Jasa dilakukan pada
tahap perencansan pengadaan, persiapan Pengadaan
Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan
pemilihan Penyedia.

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jaza dilaksanakan oleh
PAJKPA/PPK dan/atau UKPR.J,

Bagian ...
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Bagitan Kelima

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Pasal 22

Pengumuman RUP  Kementerian/Lembaga dilakukan
setelah penetapan alokasi anggaran belanja.

Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2], dilakukan melalai aplikasi Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimalksud
pada ayat (3) dapat ditambahkan dalam situs web
Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, papan
pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar,

dan/atau media lainnya.

Pengumuman REUP dilakukan kembali dalam hal terdapat
perubahan /revisi paket pengadaan atan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA}/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA).
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PERSIAPAN PENGADAAN BARANG /.JASA

Bagian Kesatu

Persiapan Swakelola

Pasal 23

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola

meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola,

rencana Kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.

Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA.

Penetapan Penyvelenggara Swakelola dilakukan sebagai
berikut:

i,

Tipe 1 Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh
PA/KPA,;

Tipe Il Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan
oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh
Kementerian/Lembaga /Perangkat  Daerah  lain
pelaksana Swakelola;

Tipe 11l Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan
olehh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh
pimpinan Ormas pelaksana Swakelola; atan

Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh
pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana
Swakelola.

Rencana kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga
ahli/peralatan/bahan tertentu yvang dilaksanakan dengan
Kontral tersendiri,

(5) Tenaga ...
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Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4] hanya
dapal digunakan dalam pelaksanaan Swalcelola tipe [ dan
jumliah tenaga ahli tidak bolch melebihi 50% (lima puluh

persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana,

Hasil persispan Pengadaan Barang/Jasa melalui
Swakelola sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)
dituangkan dalam KAK kegiatan /subkegiatan /output.

Rencana lkegiatan yang diusulkan oleh Kelompok
Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.

Pasal 24

Biaya Penpadaan Barang/.Jasa melalui Swakelola dihitung
berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.

PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran
Swakelola kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan nepara atau kepala
daerah.

Bagian Kedua

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pagal 25

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK

meliputi kegiatan:

f.

b.

c.

menetapkan HPS;
menetapkan rancangan kontrak;
menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau

menetapkan uang muka, jaminan uwang mulka, jaminan
pelaksanaan, jaminan pemelibaraan, scrtifikat garansi,

dan/atau penyesuaian harga.
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Pasal 26

HPS dihitung secara keahlian dan mengpunakan data
vang dapat dipertanggungjawabkan,

HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak
langsung (overhead cost),

Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.

Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah
Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

HPS digunakan schagai:

a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran

dan/atau kewajaran harga satuan;

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggl penawaran
yvang sah dalam Pengadaan Barang/Pelkerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya; dan

c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan

Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih
rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian
ILEgara.

Penyusunan HPE dikecualiken wuntuk Pengadaan
Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak
Rp10.000.000,00 {sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan
Tender pekerjaan terintegrasi.

Penetapan HPS paling lama 28 [dua puluh delapan) hari
kerja sebelum batas akhir untuk:

a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan
pascakualifikasi; atau

b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan
dengan praloualifileasi.

Pasal ...
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Pagal 27
Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/.JJasa Lainnya terdiri atas;
a. Lumsum;
b. Harga Satuan;
c. Gabunpan Lumsum dan Harga Satuan;
d. Terima Jadi (Turnkey); dan
e. Kontrak Payung.
Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdini atas:
a. Lumsum;
b.  Waktu Penugasan; dan

c. Kontrak Payung.

Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan
ruang linglup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan
tetap dalam batas wakiu tertentu, dengan ketentuan
sebagai berilout:

a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penvedia;
b. berorientasi kepada keluaran; dan

c. pembayaran didasarkan pada tahapan
produk/keluaran yang dihasilkan sesual dengan
Kontrak.

Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huraf b  merupakan  kontrak  Pengadaan
Barang/Pckerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga
satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsar
pekerjaan  dengan  spesifikasi  teknis  tertentu  atas
penyvelesaian scluruh pekenjaan dalam batas waktu vang
telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berilouat:

a. volume ...
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a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat
perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;

b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama
atas realisasi volume pekerjaan; dan

c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh
pekerjaan diselesaikan.

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan

Kontrak Penpgadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1

isatu) pekerjaan yang diperjanjikan.

Kontralk Terima Jadi (Tumkey) sebagaimana dimalsud

pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan

Pelkerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan

dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Jumlah harga pasti dan tetap sampal seluruh
pekerjaan selesai dilaksanakan; dan

b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin
sesuai kesepakatan dalam Kontralk,

Kontrak Payung scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul e dan ayat (2] hurufl ¢ dapat berupa kontrak harga
satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa
yvang belum dapat ditentukan veolume dan/atau waktu
pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

Kontralk berdasarkan Waktu F'J.'.nugaaﬂn schagaimana
dimaksud pada ayat (2) huraf b merupakan Kontrak Jasa
Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya
belum bisa didefinisikan dengan rinei dan/atau walktu
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum
bisa dipastikan.

(@) Kontrale ...
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Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa yvang membebani lebih dari 1 {satu) Tahun
Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan
pejabat yang berwenang sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua
belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran,

atan

b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila
dikontrakkan untuk jangka walitu lebih dari 1 {satu)
Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun

Anpggaran.

Pasal 28
Bentuk Kontrak terdiri atas:
a. bukti pembelian/pembayaran;
b. lkuitansi,
c. Surat Perintah Kerja (SPK);
d. surat perjanjian; dan
e, surat pesanan.

Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufa digunekan untuk Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak
Rp10.000.000,00 [sepuluh juta rupiah).
Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b
dipunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
dengan nilai paling banyak RpS50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).

(4) SPK ...
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SPK sebapaimana dimaksud pada ayat (1} huruf ¢
digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan
nilai paling banyak Rpl00.000.000,00 (scratus juta
rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai
paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (ima puluh juta
rupiah). sampal dengan  nilai  paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Surat perjanjian sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedildt di
atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di
atas Rpl100.000,000,00 (seratus juta rupiah).

Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui
E-purchasing atau pembelian melalui toko daring,

Ketentuan lebih lanjut mengenai  bentuk  kontrak
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen
pendulcung Kontrale, distur dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan  di bidang
keuangan negara dan/atan menteri yang
menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam

negeri.
Pasgal 29

Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan
pekerjaan.

Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling linggi 30% (Hga puluh persen) dari nilai
kontrak untuk usaha kecil;
b. paling ...
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b. paling tinggi 20% {dua puluh persen) dar nilad
kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa

Konsultansi; atau
c. paling tingegi 15% (lima belas persen) dar nilai
kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.

Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan
kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

Pasal 30
Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdin atas:
a. Jaminan Penawaran;
b. Jaminan Sanggah Banding;
o. Jaminan Pelaksanaan;
d. Jaminan Uang Muka; dan
e. Jaminan Pemeliharaan.

Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan Jaminan Sanpgah Banding sebapaimana
cimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan
Pekerjaan Konstruksi.
Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa bank garansi atau surety bond.
Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bersifat:
tidalc bersyarat;
mudah dicairkan; dan
¢. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat
14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah
pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak vyang
diberi kuasa olch Pokja Pemilihan/PPK diterima.
(5) Pengadaan ...
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Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan
Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan

Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.

Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan,
Perusahaan Asuransi, lembags keuangan khusus yang
menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan,
dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan i
bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat
digunakan untuk semua jenis Jaminan,

Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan
lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayvaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) adalah Perusahaan Penerbit Jaminan yang
memiliki izin usaha dan pencatatan produk suretyship di
Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 31

Jaminan Penawaran scbagaimana dimalksud dalam Pasal
30 ayat (2} diberlakukan untuk nilai total HPS paling
sedikit di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiahl).

Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% [tiga persen)
dari nilai total HPS.

Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan
Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
besarmya antara 1% (satu persen] hingga 3% (tipa persen)
dari nilai Pagu Angparan.

Pasal ...
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Pasal 32

Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimalksud dalam
Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen| dari nilai total
HPS.

Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan
Sangpah Banding schagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (2] besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu
Anggaran,

Pasal 33

Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1} huwmuf ¢ diberlakukan untuk Kontrak
Penpadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dengan nilai paling sedikit di atas Rp200,000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).

Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) tidak diperlukan, dalam hal:

a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah
dikuasai oleh Penpguna; atan

b. Pengadaan Barang/Jasa melalul E-purchasing.

Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai
berikut:

a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80%
(delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus
persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar
5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah B0%
(delapan puluh persen] dari nilai HPS, Jaminan
Pelaksanaan scbesar 5% (lima persen) dar nilai total
HPS.

(4) Besaran ...
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Besaran nilal Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan

terintegrasi adalah sebagai berikut:

a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh
persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari
nilali Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar
2% (lima persen) dari nilai kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh
persen] dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan
Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu
Anggaran.

Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah

terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau

serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 34
Jaminan Uang Muka sebapgaimana dimalcsud dalam Pagal
30 ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK
senilal nang muka.
MNilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} bertahap dapat dikurangi secara proporsional
sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Pasal 35

Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan
Konstruksi atau Jasa Lainnya vang membutuhkan masa
pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi
pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hernd
Ouer.

Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikembalikan 14 [empat belas) hari kerja setelah masa

pemeliharaan selesai.

(3) Besaran ...
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Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima

persen) dari nilai kontrak.

Pasal 36

Sertifikat Garansi  diberikan terhadap kelaikan
penggunaan barang hingga jangka wakiu tertentu sesuai
dengan ketentuan dalam Kontrak.,

Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara

sah oleh produsen.

Pazal 37

Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak
dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak
berdasarkan Wakiu Penugasan sesuai dengan
ketentuan dan persyaratan yvang telah tercantum
dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan
Dokumen Pemilihan: dan

b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus
dicantumkan dengan jelas dalam Dekumen
Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Kontrak.

Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian

harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. penyesuaian harga diberlalukan pada Kontrak
Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari

18 (delapan belas) bulan;
b. penyesuaian ...
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penyesuaian harga -sebagaimana dimaksud pada
hurul a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas)
scjak pelaksanaan pekerjaan;

penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh
kepgiatan/mata pembayaran, kecuali komponen
keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost),
dan harga satuan timpang sebagaimana tercanbam

dalam penawaran;

penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam
Kontralk;

penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan
yvang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks
penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
jenis pekerjaan baru dengan harga satuan bara
sebagal akibat adanya adendum kontrak dapat
diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga
belas) sejak adendum kontrak tersebut
ditandatangani; dan

indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan
Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan
Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal

kontrak dan realisasi pekerjaan,

Pasal 38

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

a.
+3

=

E-purchasing,
Pengadaan Langsung;
Penunjukan Langsung;
Tender Cepat; dan

Tender.
(2) B-purchasing ...
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E-purchasing scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan
Kuﬁstruksj,.l'.}asa Lainnya vang sudah tercantum dalam
katalog elektronik.

Pengadaan Lanpgsung sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} bhuruf b dilaksanakan wuntuk Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banvak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} bhuruf ¢ dilaksanakan wuntuk Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksif.Jasa Lainnya

untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) meliputi;

a. penyelenggaraan penviapan kegiatan yang mendadak
untuk menindaklanjutl komitmen internasional yang

dihadiri oleh Presiden/Waldl Presiden;

b. barang/jasa yvang bersifat rahasia untuk kepentingan
Megara meliputt  intelijjen, perlindungan saksi,
pengamanan Presiden dan Walkil Presiden, Mantan
Presiden dan Mantan Walkil Presiden beserta
keluarganya serta tamu negara setingkat kepala
negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain
bersifal rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan
satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan
tangpung jawab atas risiko kegagalan bangunan vang
SECATH keseluruhan tidak dapat
direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya;

d. Barang/ ...
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Barang/Pekerjaan Konstruksi/.Jasa Lainnya yang
hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha
Yang mampu;
pengadaan dan  penyaluran benih unggul vang
meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk
vang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam
rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk
secara tepat dan  cepat untuk pelaksanaan
peningkatan ketahanan pangan;
pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di
hngkungan perumahan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah wyang dilaksanalkan oleh
pengembang yang bersangkutan;

Barang/Pekerjaan Konstruksif.Jasa Lainnya yang
spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh
pemegang halk paten, atau pithak yang telah
mendapat izin dari pemegang hak paten, atan pihak
yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan
izin dari pemerintah; atau

Barang/Pekerjaan Konstruksi/.Jasa Lainnya yang
setelah  dilakukan Tender ulang mengalami
kegagalan.

Tender Cepat secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dilaksanakan dalam hal:

=

spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat
ditentultan secara rinci; dan
Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem
Informasi Kinerja Penyedia.

Tender sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dilaksanalkan dalam hal tidak dapat menggunakan metode
pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksuad pada ayat (1)

huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal ...
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Pasal 39

Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

a, Sistem Nilai;
b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau

¢. Harga Terendah.

Metode evaluasi Sistem Nilai dipunakan untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa Lainnya  yang
memperhitungkan penilaian teknis dan harga.

Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor
umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya
pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operas
tertentia.

Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di
antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 40
Metode penyampaian dokumen penawaran  dalam
pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/.Jasa
Lainnya dilakukan dengan:
a. 1 (satu) file;
b. 2 (dua) file; atau
c. 2 (dua) tahap.
Metode satu  file digunakan uantuk Pengadaan

Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa Lainnya yang
menggunakan metode evaluasi Harga Terendah.

(3) Metode ...
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Metode dua file digunakan untuk Pengadaan

Barang,/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa Lainnya  yang

memerlukan penilaian teknis terlebih dahuha,

Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan

Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa Lainnya  yang

memiliki karakteristik sebagai berikuat:

a. spesifikasi tcknisnya belum bisa ditentukan dengan
pasti;

b. mempunyai beberapa alternatii penggunaan sistem
dan desain penerapan teknologi yang berbeda;

c. dimungkinkan  perubahan  spesifikasi  teknis
berdasarkan lklarifikasi penawaran teknis yang
diajukan; dan/atau

d. membutuhkan penyetaraan teknis.

Pasal 41

Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdini atas:

a. Seleksi;

b. Pengadaan Langsung; dan

¢. Penunjukan Langsung,

Selelkksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling
sedikit di atas Rpl100.000,000,00 [seratus juta rupiah).

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang
bernilai sampai dengan paling banyak Rpl00.000.000,00
{seratus juta rupiah).

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} huruf ¢ dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam

keadaan tertentu.

(5} Kritenia ...
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Kritetia Jasa Konsultansl dalam keadaan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat {4) meliputi:

a. Jasa Konsultanei yang hanya dapat dilalkukan oleh 1

(satu] Pelaku Usaha yang mampni;

b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1

(satu) pemegang hak cipta vang telah terdaftar atau
pihak vang telah mendapat izin pemegang hak cipta;

c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliput
konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter
vang tdak direncanakan sebelumnya, untuk
menghadapi pugatan dan/atau tuntutan hukum dari
pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan
dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak
dapat ditunda; atau

d. Permintaan berulang (repeat order] untuk Penyedia

Jasa Konsultansi yang sama.

Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk
Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada
ayat [5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 {dua)
kali.

Pasal 42

Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi
dilakukan dengan:

a. HKualitas dan Biays;
b. Kualitas;
c. Papu Anggaran; atau

d. Biaya Terendah.
(2) Metode ...
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Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk
pekerjaan vang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli,
dan  waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan
dengan pasti dalam KAK.

Metode evaluasi Kualitas dipunakan untuk pekerjaan yang
ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan wakiu
penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan
pasti dalam KAK atau untulk pekerjaan Penyedia .Jasa

Konsultansi Perorangan.

Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk
ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan
dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh
melebihi Pagu Anggaran.

Metode evaluasi Biaya Terendah hanva digunakan untuk

pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan
standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Pasal 43

Metode penyampaian dokumen penawaran pada
pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan
Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan
metode satu file.

Metode penyampaian dokumen penawaran pada
pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi
menggunakan metode dua file.

Pasal 44

Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan
usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.

Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau
prakualifikasi.

(3) Pascakualifikasi ...
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Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan
pemilihan sebagai berikut:

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
untuk Pengadaan yvang bersifat tidak kompleks; atau
b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.

Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimalksud
pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan

cvaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem

gugur.

Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan

sebagai beriloat:

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
untuk Pengadaan yang bersifat kompleks;

b. Seclcksi Jasa Konsultansi Badan Usaha: atan

c.  Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa
Konsultansi Perorangan /Jasa Lainnya,

Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimalksud
pada ayat (3] dilakukan sebelum pemasukan penawaran
dengan menggunakan metode:

a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya; atau

b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk
Penyedia Jasa Konsultansi.

Hasil prakualifikasi menghasillkan:
a. daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya; atan
b. daftar pendck peserta Seleksi Jasa Konsultansi.

{(8) Dalam ...
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Dalam hal Pelakn Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem
Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian
kualifikasi.

Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan
kualifilasi yang diskriminatifl dan tidak objektif.

Pengadaan BarangfJasa yang bersifat  kompleks
sebagaimana dimaksud pada ayat (5} huruf a adalah
pengadaan Barang/Pekerjaan KonstruksifJasa Lainnya
yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi
tinggi, menggunakan peralatan yang didesain kKhusus,
dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana

cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan

Barang/Jasa.

Pasal 45

Jadwal pemilihan untuk sctiap tahapan ditetapkan

berdasarkan alokasi waktu vang cukup bagi Pokja Pemilihan
dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan,

Pazal 46

Dokumen Pemilihan terdiri atas:

a.

b.

Dokumen Kualifikasi; dan

Dokumen Tender/Scleksi/ Penunjukan Langsung/
Penpgadaan Langsung.

BAB ...
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BAB V1

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 47

Pelaksanaan Swakelola tipe [ dilakukan dengan ketentuan

schagai berikut:

a. PA/KPA dapat menggunalkan pegawal
Kementerian / Lembaga / Peranghkat Daerah lain

dan/atau tenaga ahli;

b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50%
(lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan

¢, Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa
melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan

dalam Peraturan Presiden ini.

Pelaksanaan Swakelola tipe 1 dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan
Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah  lain
pelaksana Swakelola; dan

h. PPK menandatanpgani Kontrak dengan Ketua Tim
Pelaksana Swakelola sesuail dengan kesepakatan
kerja sama scbagaimana dimaksud pada huruf a.

Pelaksanaan Swalkelola tipe I dilaleukan berdasarkan
Keatrak PPK dengan pimpinan Ormas.

{4) Pelaksanaan ...




PRESIDEM
HEFUBLIK INDONES L&

- B0 -

(4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan
Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

(5) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe [I sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tipe Il sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontralk
sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh
melahn Penyedia.

Bagian Kedua

Pembayaran Swakelola

Pasal 48

Pembayaran Swakelola dilakukan sesusi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pasal 49

(1) Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan
Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara
berkala.

(2) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola
kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima.

(3) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas sccara

berkala.

BAE ...
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BAB VI

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /.JASA MELALUI
PENYEDIA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 50
Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/ Seleksi meliputi:
a, Pelaksanaan Kualifikasi;
b. Pengumuman dan/atan Undangan;
¢. Pendaftaran dan Pengambilan Dolkumen Pemilihan;
d. Pemberian Penjelasan;
e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
f. Evaluasi Doltumen Penawaran;

g.  Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan

h. Sanggah.

Selain ketentuan sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk pelaksanaan pemilihan  Pekerjaan Konstruksi
ditambahlkan tahapan SBanggah Banding.

Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilalkukan
klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan

biaya setelah masa sangeah selesail.

Pelaksanaan pemilihan melalai Tender Cepat dengan
ketentuan sebagal berikut:

a. peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi
Kinerja Penyvedia,
b. peserta hanya memasukan penawaran harga;

¢, evaluasi ...
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c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi;

dan

d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran
terendah.

Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk
barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan
nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri,
kepala lembaga, atau kepala dacrah.

Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan

mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan

disertai negosiasi teknis maupun harga.

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakuken sebagai

berilcut:

a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia
untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang
menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau

b, permintaan penawaran yang disertai dengan
klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada
Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang
menggunakan SPK.

Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP
dinmumkan.

Untuk barang/jasa yang lcontraknya harus
ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat
dilaksanakan setelah:

a. penetapan Pagu Anggaran K/L; atau

b. persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Pelaksanaan ...
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(10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) dilakukan sctelah RUP diumumkan terlebih dahulu
melalui aplikasi SIRUP.

(11) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode
penawaran harga secara berulang (E-reverse Auction).

Bapgian Kedua

Tender/ Seleksi Gagal

Pasal 51

{1} Prakualifilkasi gagal dalam hal:

Hi.

setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada
peserta yang menyampaikan dokumen kualifikass;

atau

jumlah peserta vang lulus prakualifikasi kurang dari
3 (tiga) peserta.

(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:

a.

b.

terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen
PENAWArAan setelah ada  pemberian waktiu
perpanjangan;

tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan

atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Presiden ini;

seluruh  peserta  terlibat Korupsi, Kelusi, dan
Nepotisme (KKN);

seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak
aschat;

g. seluruh ...
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g. selurubh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan
Kongtruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;

h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau

i. KKN melibatlan Polja Pemilihan/PPK.

Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan Tender/Seleksi gapal scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh
Pokja Pemiliban.

Tender [ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf i dinyatakan oleh PA/KPA.

Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal scbagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera

melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

a, setelah prakualifikeasi ulang jumlah peserta yang
lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi
dilanjutkan; atau

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang
lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses
Penunjukan Langsung.

Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebapaimana

dimaksud pada ayat (2), Polga Pemilihan segera

melakukan:

a. evaluasi penawaran ulang;

h. penyampaian penawaran ulang; atau

ec. Tender/Seleksi ulang,

Evaluasi penawaran ulang scbagaimana dimaksud pada

ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan

kesalahan evaluasi penawaran.

(8) Penyvampaian ...
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Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat {6) huruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi
gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan
huruf h,

Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayvat
{6) hurufe, dilakukan untuk Tender/Seleksi pagal
sehagamimana dimaksud pada ayat (2) huraf b, huruf ¢,
huruf e, huruf {, huruf g, dan huruf 1.

Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud
pada avat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan
PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan
kriteria;

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan

b, tidak cukup waktu unituk melaksanakan
Tender/ Seleksi.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kontrak

Pasal 52

Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

a. Penctapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/.Jasa
(SFPBJ);

b. Penandatanganan Kontrak;

¢,  Pemberian uang muka;

d. Pembayaran prestasi pekerjaan;

e, Perubahan Kontrak;

f. Penyesuaian harga;

g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;

h. Pemuiusan ...
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h. Pemutusan Kontrak;
i.  Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
j.  Penanganan Keadaan Kahar.

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau
menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal
belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia
anggaran  belanja  yang  dapat mengakibatkan
dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk
kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Bagian Keempat

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 53

Pembayaran prestasi pckerjaan  diberikan kepada
Penyvedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang
muka, retensi, dan denda.

Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5%
(lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan
Pekerjaan Konstruksi atau .Jaminan Pemeliharaan Jasa
Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan,

Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan
kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus
dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor

sesuai dengan realisasi pekerjaannya.

Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam
bentuk:

a. pembayaran bulanan;

b. pembayaran herdasarkan tahapan penyclesaian

pelerjaan termin; atau

c. pembayaran ...
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¢, pembayaran secara sekaligus getelah penyelesaian
pekerjaan.

Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan
untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifalnya
dilakkukan pembayaran terlebih dahulu sebelum
barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan
jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.

Pemnbayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau
bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari
hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah
dicantumban dalam Kontrak.

Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dilalukan
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kelima

Perubahan Kontrak

Pa=sal 54

Dalam hal terdapat perbedaan antara londisi lapangan
pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau
spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen
Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan
perubahan kontrak, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum
dalam Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi
lapanpan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.

(2) Dalam ...
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Dalam hal perubahan kontrak scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak,
perubahan  kontrak dilaksanakan dengan ketentuan
penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10%
{sepuluh  persen) dari harga yang tercantum dalam
Kontralk awal,

Bagian Keenam

Keadaan Kahar

Pasal 55

Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak
dapat dihentikan,

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak
dapat melakukan perubahan kontrak.

Perpanjangan waktu wuntuk penyelesaian Kontrak
disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun
Anggaran.

Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur
dalam Kontrak.

Bagian Ketujuh

Penyelesalan Kontrak

Pasal 56

Dalam hal Penyedia gagal menyclesaikan pekerjaan
sampal masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK
mentlai  bahwa Penyedla mampu menyelesaikan
pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk

menyelesaikan pekerjaan.

(2} Pemnberian ...
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Pemberian  kesempatan  kepada  Penyedia  untuk
menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya

mengatur wakiu penyelesaian pekerjaan, pengenaan
sanksi denda keterlambatan kepada Penyvedia, dan
perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

Pemberian  kesempatan  kepada Penyedia untuk
menyvelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran,.

Bagian Kedelapan
Serah Terima Hasil Pelkerjaan

Pasal 57

Setelah pekerjaan selesal 100% [seratus persen) sesual
dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk

serah terima barang/jasa.

PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang

diserahkan.

PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah

Terima.

Pasal 58

PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.

PA/KPA meminta PjPHP/PPHF untuk melakukan
pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa wyang

alkan diserahterimakari.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditnanghkan dalam Berita Acara,

BAB ...
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BAB VIl

PENGADAAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Penpgadaan Barang/Jasa

Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat

Pasal 59

Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk

keselamatan /perlindungan  masyarakal atau warga
negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau
luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan

harus dilakukan segera.

Keadaan darurat meliputi:

a.

bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana

sosial;
pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

kerusakan sarana/ prasarana yang dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publil;

bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial,
perkembangan situasi politik dan keamanan di luar
neperi, dan/atau pemberlakuan kebijakan
pemerintah asing yang memiliki dampak langsung
terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara

Indonesia di luar negeri; dan/atau

pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain

vang terkena bencana.

Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) hurufa dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Keadaan ...
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Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada avat (2)
huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan
transisi darurat ke pemulihan,

Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat
yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
sejenis atau Pelaku Usaha lain vang dinilai mampu dan
memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa sejenis.

Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan
penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan
pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan
darurat,

Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi
dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan
dapat melewati masa keadaan darurat,

Bagian Kedua

Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri

Pasal 60

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanalkan di luar negeri
berpedomean pada ketentuan dalam Peraturan Presiden
Dalam hal ketentuan dalam Peraturan Presiden
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dilaksanakan, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
menyesuaikan dengan ketentuan Pengadaan Barang, Jasa
di negara setempat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan
Barang/Jasa di Luar Negeri diatur oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar

negeri setelah berkonsultasi denpgan LEKPP,
Bagian ...
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Bagian Ketiga

Pengecualian

Pasal 61

Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini
adalah:

i,

Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan
Ulrnam;

Pengadaan Baranlngasa yang dilaksanakan
berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas
kepada masyarakat;

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanalan sesuai
dengan pralktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau

Pengadaan Barang/Jasa vyang diatur dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan

Layanan Umum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, avat (1) huruf c, dan ayat (1) huruf d
diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Bagian Keempat

Penelitian

Pasal G2

Penelitian dilakukan oleh:

.

b.

PA/KPA pada Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah sebagai penyelenggara penelitian; dan

pelaksana penelitian,
(2} Penyelenggara ...
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Penyelenggara penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a memiliki kewenangan:

A, menetapkan rencana strategis penelitian  yang
mengacu pada arah pengembangan penelitian
nasional;

b. menectapkan program penelitian tahunan yang
mengacu pada rencana strategis penclitian dan/atau
untuk mendulung perumusan dan  penyusunan
kebijakan pembangunan nasional; dan

¢. melalukan penjaminan mutu pelaksanaan
penelitian.

Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurufl b meliputi:

a. Individuf/kampulan  individu meliputi  Pegawai

Aparatur Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil

Negara;

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah;

Perguruan Tinggl;

Ormas; dan/atau

Badan Usaha,

Pelaksana penclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi atau penugasan.

Kompetisi sebagaimana dimaksud pada avat (4)

® oo oo

dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian.
Penugasan scbagaimana dimaksud pada avat  (4)
ditetapkan eleh penyelengegara penclitian untuk penelitian
vang bersifat khusus,
Penelitian  dapat  menggunakan anggaran belanja
dan /atau fasilitas yang berasal dari 1 {satu) atau lebih dari
1l [satu) penyelenggara penelitian.
Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian
selama 1 (satu) Tahun Anggaran atau melebihi 1 (satu)
Tahun Anggaran,

(%) Pembayaran ...
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Pembayaran pelaksanaan peneliian dapat dilakukan
secara bertahap atau sckaligus sesuai dengan kontrak
penelitian,
Pembayaran secbagaimana dimaksud pada ayat (9)
dilakukan berdasarkan produk keluaran sesnai ketentuan
dalam kontrak penelitian.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenpggarakan urusan
pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan
tingped.
Bagian Kelima
Tender/Seleksi Internasional dan

Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri

Pasal 63
Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk:

a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling
sedikit di atas Rp1.000.000.000.000,00 |satu triliun
rupizah);

b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling
sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima pulah
miliar rupiah);

c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling
sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 {dua puluh lima
miliar rupiah); atau

d, Pengadaan Barang/Jasa vang dibiayai oleh Lembaga
Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing,

Tender/Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai
kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, dalam hal tidak ada Pelaku
Usaha dalam negeri vang mampu dan memenuhi

persyaratan.
(3) Badan Usaha ...
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Badan usaha asing yang mengikuti Tender/Seleksi
Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha
nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau

bentuk kerja sama lainnya.

Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi, harus bekerja sama
dengan industri dalam negeri dalam pembuatan suku

cadang dan pelaksanaan pelayanan purnajual.

Pengadaan Barang/Pekerjnan Konstruksi/ Jasa
Konsultansi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan melalui
Tender/Seleksi Internasional diumumkan dalam situs web
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Dacrah dan situs web

komunitas internasional,

Dokumen Pemilihan melalai Tender/Seleksi Internasional
paling sedikit ditulis dalam 2 [dua) bahasa, yaitu Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris.

Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap
Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada avat (6),
dokumen yvang berbahasa Indonesia dijadikan acuan.

Pembayaran Kontrak melalu Tender/ Seleksi Internasional
dapat menggunakan mata uwang rupiah dan/atau sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 64

Pengadaan  Barang/Jasa  untuk  kegiatan  yang
pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau
hibah luar negeri berlaku ketentuan sebapaimana diatur
dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam
perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah Iuar
neger,

{2) Proses ...
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Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kepiatan yang
pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat
dilaksanakan scbelum disepakatinya perjanjian pinjaman
luar negeri (advance procurement),

Dalam menyusun perjanjian scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikonsultasikan kepada LKPP.

BAB IX
USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI,

DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Peran Serta Usaha Kecil

Pasal 65
Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil,

Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA memperluas

peran serta usaha kecil.

Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-
banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan
prinsip efisiensi, persaingan usaha yang schat, kesatuan
sistem, dan kualitas kemampuan teknis,

Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya
bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang
menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi
oleh usaha keeil,

LKFP dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
memperluas  peran  serta  usaha  kecil dengan
mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam
katalog elektronilk,

{6) Penyedia ...
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Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan
dapat melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil
dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja
sama lainnya, jika ada usaha kecil vang memilik
kemampuan di bidang yang bersanglkutan.

Bagian Kedua

Penggunaan Produk Dalam Nepgeri

Pasal &6

Kementerian/Lembaga / Peranglkat Daerah wajib
mengpunakan produk dalam negeri, termasuk rancang
bangun dan perekayasaan nasional.

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat peserta
yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot
Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat
puluh persen).

Perhitungan TKEDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan

Dokumen Pemilihan.
Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:

a, barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam

negeri; atau

b.  volume preduksi dalam negeri tidak mampu
memenuhi kebutuhan,

(6] LKPP ..,
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LKPFP danfatau  Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Dacrah memperbanyalk pencantuman produk dalam
negeri dalam katalog elektronik.

Pasal 67

Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam
negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga
vang dapat diterima.

Preferensi  harga diberlakukan untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas
Rpl.000.000.000,00 {satu miliar rupiah).

Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang
memiliki TEDN paling rendah 25% (dua puluh lima

perseny.
Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% {dua
puluh lima persen).

Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang
dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5%
(tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran

terendah dari badan usaha asing,

Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harpa
penawaran  yang telah memenuhi  persyaratan

administrasi dan teknis.

Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah
Hasil Evaluasi Akhir (HEA).

HEA dihitung dengan rumus HEA = (1 — KP) % HP dengan:
KP = TKDN x preferensi tertinggi
KP adalah Koefisien Preferensi
HP adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik,
(9) Dalam ...
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Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan

HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih
besar ditetapkan scbagai pemenang,

Bagian Ketiga

Pengadaan Berkelanjutan

Pasal 68

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan
memperhatikan aspek berkelanjutan.

Aspek berkelanjutan sebapaimana dimaksud pada avat (1)

terdiri atas:

a. aspck ckonomi meliputi biaya produksi barang/jasa
sepanjang usia barang/jasa tersebut;

b. aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha keeil,
jaminan kondisi kerja yanpg adil, pemberdayaan
komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan
keberagaman; dan

c. aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan
dampalk negatif terhadap kesehatan, kualitas udara,
kualitas tanah, kualitas air, dan mengpunakan
gsumber daya alam sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan oleh:

a. PA/KPA dalam merencanakan dan menganggarkan
Pengadaan Barang/Jasa;

b. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan
rancangan kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa;
dan

c. Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan fAgen
Pengadaan dalam menyusun Dokumen Pemilihan,
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BAB X

PENGADAAN BARANG /JASA SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Pasal 69

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilalkkukan
secara elektronik menggunakan sistem informasi yang
terdiri atas Sistern Pengadaan Secara Elcktronik (SPSE)

dan sistem pendukung,

LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendulkung,

Paszal 70O

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan
memaniaatkan E-marketplace.

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan
infrastruktur telmis dan layanan dukungan transaksi bag
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia

berupa;

g, Katalog Elektronil;
b. Toko Daring; dan

c¢.  Pemilihan Penyedia.

LKPP mempunyai kewenangan untuk mengembangkan,
membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan
E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa.

(4] Dalam ...
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Dalam  rangka pengembangan dan  pengelolaan
E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat
bekerja sama dengan UKPBJ danj/atau Pelaku Usaha,

Dalam rangka pengembangan E-marketplace sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), LKPP menyusun dan menctapkan
peta jalan penpembangan  E-marketplace Pengadaan
Barang/Jasa. |

Pasal 71
Ruang lingkup SPSE terdiri atas:
a. Perencanaan Pengadaan;
b. Persiapan Pengadaan;
c. Pemilihan Penyedia;
d. Pelaksanaan Kontrak;
€. Serah Terima Pekerjaan;
f.  Pengelolaan Penyedia; dan
g. Katalog Elektronik.

SPSE schagaimana dimaksud pada ayat (1) memililki
interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan,
penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem
informasi lain yang terkait dengan SPSE.

Sistem pendukung SPSE meliputi:

4. Portal Pengadaan Nasional;

b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan

Barang/Jasa;

¢. Pengelolaan advolrasi dan penyelesalan
permasalahan huloum;

d. Pengelolaan peran serta masyarakat;
e. Pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan

. Monitoring dan Evaluasi.
Pagal ...
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Pasal 72

Katalog elektronik dapat berupa katslog elektronik
nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog
elelctronik lokal.

Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat informasi berupa daflar, jenis, spesifikasi teknis,
TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri
hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya
terkait barang/jasa.

Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog
elektronik dilaksanakan oleh
Kementerian /Lembaga / Pemerintah Daerah atau LEPP.

Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan
metode:

a. Tender: atau
b. Negosiasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Bagian Kedua
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pasal 73

Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secars
elektronik.

Fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
4. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan

Barang/.Jasa dan infrastrukturnya;

b. pelaksanaan ...
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b.  pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna
seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa;

dan

€. pengembangan sistem informasi vang dibutuhkan
oleh pemangku kepentingan.

LKPPF menetapkan standar layanan, kapasitas, dan

keamanan informasi SP3E dan sistem pendubkung.

LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan lavanan
pengadaan secara elektronik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanan
pengadaan secara elekironik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB XI
SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/.Jasa

Pasal T4

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri

atas:

4. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
Kementerian/Lembaga / Pemerintah Daerah;

b. Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia di

lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepaolisian
Negara Republik Indonesia; dan [atau

¢.  personel selain yang dimaksud pada huruf a dan
huruf b.

(2) Sumber ...
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Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (1)
huraf ¢ memiliki kompetensi di bidang Pengadaan

Barang/Jasa.

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di
UKPB.J.

Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau
rentang kendali organisasi, Sumber Daya Manusia
Pengadaan Barang/Jasa scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang bertindak sebagai PPK, Pejabat Pengadaan,
PjPHP/PPHP dapat berkedudukan di luar UKPBJ.

Bagian Kedua
Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa

Pagal 75

Menterifkepala lembaga/kepala daerah membentuk
UKPBJ memililki tugas menyelenggarakan dukungan
pengadaan barang/jasa pada
Kementerian/ Lembaga / Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), UKPB.J memiliki fungsi:

a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

c.  pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
Penpadaan Barang/Jasa;

d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau

bimbingan teknis; dan

e, pelaksanaan ...
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e. pelaksanaan tugas lain  yang diberikan oleh
menteri/kepala lembaga/ kepala daerah.

UKFBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk
struktural dan ditetapkan sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elekironik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat
dilaksanakan oleh unit kerja terpisah,

BAB XII
PENGAWABAN, PENGADUAN, SANKSI,
DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pengawasan Internal

Pasal 76

Menteri/kepala lembaga/kepala dacrah wajib melakukan
pengawasan  Pengadasn  Barang/Jasa melalui  aparat
pEngawasan internal pada
Kementerian/Lembaga / Pemerintah Daerah masing-masing,
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui kegiatan audit, reviy, pemantayan,
evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system.
Pengawasan  Pengadaan  Barang/Jasa sehagaimansa
dimaksud pada avat (2) sejak perencanaan, persiapan,
pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima
pekerjaan,
Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/.Jasa
meliputi:
a.  pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya:
b. kepatuhan terhadap peraturan;
€.  pencapaian TEDN;

d, penggunaan ...
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d. penggunaasn produk dalam neger;

e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha

kecil; dan
f. Pengadaan Berkelanjutan,

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait
dan fatau lembaga yang mempunyai tugas
menyelenpgarakan wurusan pemerintahan di bidang
pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan

nasional.

Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua
Penpaduan oleh Masyarakat
Pasal ¥7

Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP
disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.

Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan
masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.

APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.

APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada
menteri/ kepala lembaga (kepala dacrah.

Menteri/lepala lembaga/kepala daerah melaporkan
kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini
adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.
Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi

masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(7) LKPP ...
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LKPP mengembangkan sistem pengaduan  Pengadaan

Barang/Jasa.

Bagian Ketiga

Sanlksi

Pagal 78

Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang
dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia
adalah:

a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak

benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan
dalam Dokumen Pemilihan;

b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta
lain untuk mengatur harga penawaran,

e, terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;

altan

d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat
diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja
Pemilihan/Agen Pengadaan.

Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah

menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah

pemenang pemilihan  mengundurkan diri  sebelum

penandatanganan Kontrale.
Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi
adalah:

a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan
pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam
masa pemeliharaan;

b. menyebabkan kegagalan bangunan;

c. menverahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;

d. melakulkan ...
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d. melalukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil
pekerjaan berdasarkan hasil audit;

e. menyerahlkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai
dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau

[. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesual dengan
Kontralk,

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat {2}, dan ayat (3) dikenakan:

a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;

b. sanksi pencairan jaminan;

¢. Sanksi Daftar Hitam;

d. sanksi ganti kerugian; dan/atau

e. sanksi denda.

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

a. ayat (1] huraf a8 sampai dengan huruf ¢ dikenakan sanlesi
digugurkan dalam pemiliban, sanksi pencairan Jaminan
Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 [dua)
tahun;

b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan
Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu)
tahun;

c. ayat (2] dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran
dan Sanksi Daftar Hitam sclama 1 (satu) tahumn;

d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan
Pelaksanaan atau  sanksi  pencairan  Jaminan
Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu)
tahun;

e,  avat (3) huraf b sampai dengan haraf & dikenakan sanksi
ganti kerugian sebesar nilai kerugian vang dittimbullkan;
atau

f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan,

Pasal ...
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Pasal 79

Pengenaan Banksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PA/KPA
atas usulan Pegjabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen
Pengadaan.

Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 ayat (5] huruf b ditetapkan oleh PA/KPA
atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen
Pengadaan.

Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ¥8 ayat (5) huruf ¢ dan Pasal 78 ayat (5)
huruf d, ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPE.

Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh
PPK dalam Kontrak sebesar 1%o (satu permil) dari nilai
kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari
keterlambatan.

Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidalk termasuk Pajak
Pertambahan Nilai ([PPN]).

Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat [3) berlaku sejak ditetapkan.

Pasal B0

Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang
dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa

a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak
benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentulean

dalam Deokumen Pemilihan;

b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta
lain untuk mengatur harga penawaran,

. terindikasi ...
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terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;
mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat
diterima Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan: atau

mengundurkan diri atau tidak menandatangani
kontrak katalog.

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi
dalam proses E-purchasing berupa tidak memenuhi
kewajiban dalam kontrak pada katalog clektronik atau

surat pesanan,

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dikenakan:

g. sanksi digugurkan dalam pemilihan;

b.

C.

Sanlksi Daftar Hitam;

sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi
E-purchasing, dan/atau

sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog
elekironik.

Pelanggaran atas ketentuan scbagaimana dimaksud pada:

i,

ayat (1) huruf a sampai dengan huruf ¢ dikenakan
sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar
Hitam selama 2 (dua) tahun;

ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan Sanksi Daftar
Hitam selama 1 (satu) tahun;

ayal (2) atas pelanggaran surat pesanan dikenakan
sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi
E-purchasing selamea 6 (cnam) bulan; atau

- ayal (2) atas pelanggaran kontrak pada katalog

elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman
Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tabun,

(5] Pengenaan ...




(3]

PRESIODEMN
REFLIBLIK INDONESIA

- B1 -

Pengenaan sanksi schagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen
Pengadasn dan/atau PPK.

Pasal 81

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78 ayat (1} huruf a sampai huruf ¢ dan Pasal 80 ayat (1)
huruf a sampai huruf ¢, UKPB.J melaporkan secara pidana.

(1

(2)

(3

Pasal 82

Sanksi administratif dikenakan kepada
PA/KPA/PPK/Pejabat  Pengadaan/Pokja  Pemilihan/
FjPHF /PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan Yang
menjadi kewajibannya,

Pemberian sanksi administratiil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat
dilenakan kepada PA/KPA /PPK/Pejabat
Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP vang terbulkti
melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau
Peradilan Tata Usaha Negara.

Eagian L
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Bagian Keempat

Daftar Hitam Nasional

Pasal B3

PA/KPA menyampaikan identitas peserta
pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam
kepada unit kerja yang melaksanalan fungsi layanan
pengadaan secara elektronik, untuk ditayvangkan dalam
Daftar Hitam Nasional.

LKPP menyelenggarakan Daftar Hitam Nasional.

Bagian Kelima

Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/.Jasa

Pasal 84

Kementerian/Lembaga / Pemerintah Daerah wajib
memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan
Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum
terkait Pengadaan Barang/Jasa.

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan
pengadilan,

Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan  untuk  Penvedia, Ormas, kelompok
masyarakat penyelenggara swakelola, dan Pelaku Usaha
yang bertindak sebagai Agen Penpadaan,

Bagian ..,
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Bagian Keenam

Penyelesaian Sengketa Kontrak

Pasal 85

Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia
dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melahaii
layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau
penyelesaian melalui pengadilan.

LEPP menyelenggarakan layanan penyelesaian scngketa
kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pazal 86
Menteri/kepala  lembaga  dapat — menindaklanjuti

pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan
yang dibiayai APBN dengan peraturan menteri/peraturan
kepala lembaga.

Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan
Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai
APBD dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.

Pasal 87

LKPP mengembangkan sistem dan kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan, dengan  mempertimbangkan  tujuan,
kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang /Jasa.

Hasil pengembangan sistem dan kebijakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} ditetapkan dalam Peraturan

Kepala Lembaga.




PRESIDE®M
REPUBLIKR INDONESIA

-84 -

NTied )

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Pada saat Peraturan Presiden ini berlalku:

A.

Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh
Penpelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a paling lambat
31 Desember 2020;

PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan vang dijabat
oleh Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b wajib memiliki
sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa
paling lambat 31 Desember 2023;

PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat
oleh personel lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
ayat (1) hurul ¢ wajib memiliki sertifikat kompetensi di
bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat
31 Desember 2023;

PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki
Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan
Barang/Jasa sepanjang belum memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai
dengan 31 Desember 2023,
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Pasal 89

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

(1]

(2]

Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan
dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Rontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlakn sampai dengan
berakhirmya Kontrak.

Pasal 90

Pengadaan Alat Peralatan Pertashanan dan Keamanan
dilakukan scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang indusatri pertahanan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai syarat dan tata
cara pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan
belum ada, Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan
Keamanan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Presiden ini.

BAB ...
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

H.

jenis dan uraian barang/jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3;

pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8;

Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4

perencanaan pengadaan sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 18;

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21;

persiapan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, dan pelaksanaan Swakelola sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47:

persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25:

Jjenis Kontrak Penpadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27;

metode  pemilihan  Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38, dan Jasa Konsultansi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41;

metode evaluasi penawaran Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jaza Lainnya
sebagaimana dimalksud dalam Pasal 39, dan Jasa
Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;

k. metode ...
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metode penyampaian dokumen penawaran dalam
pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,
dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimalesud dalam
Pasal 43;

kualifikasi Penyedig sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 44;

jadwal pemilihan Penyedia sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 45;

dokumen pemilihan Penyedia sebagaimana dimalesiyd
dalam Pasal 46:

ptlaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui
Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
sampai dengan Pasal 58;

Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan
darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50,
pengecualian sehagaimana dimalesud dalam Pasal 61:

Tender/Seleksi Internasional scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 63;

katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72;

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
stbagaimana dimaksud dalam Pasal T4;

kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa secbagaimana
dimaksud dalam Pasal 75;

sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
sampai dengan Pasal 82;

Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimalksud dalam
Pagal 83;

layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana
dimaksud dalam Preal B5: dan

¥. penigembangan ..,
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¥. pengembangan sistemn  dan  kebijakan  dalam
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87,

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga paling lama
90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan
Presiden ini diundangkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kontrak dan
dokumen pendukung Kontrak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 untuk pendanaan vang bersumber dari
AFBN, dan pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ditetapkan dengan peraturan menteri Vang
menyelenggaralktan  urusan  pemerintahan  di bidang
keuangan negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendulung
Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk
pendanaan yang bersumber dari APBD, dan pemberian
kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan  sebapaimana dimaksud dalam Pasal 56
ditetapkan dengan peraturan menteri  yang
menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam
negeri paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung

sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara
Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ditetapkan dengan peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang luar negeri paling lama 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

(5) Ketentuan ..,
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[5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ditetapkan dengan peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang riset dan pendidikan tinggi paling lama 90
(sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden
mi diundangkan.

Pasal 92

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlak,

Pasal 93

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan
masth tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atan
belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 94

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar ...
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Agar seclap orang mengetabuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JORKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUEBLIK INDONESIA,
tid.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan sesual dengan aslinya

. SEKRETARIAT KABINET Rl

;ﬁ eputi Bidang Perekonomian,

T AR
. . Agustina Murbahingsih




PERATURAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOMISI INFORMASI REPUBLIKINDONESIA,

Menimbang

Mengingat :

a. bahwa  untuk  mengoptimalkan layanan

informasi publik, Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6), Pasal
11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan
Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan
Peraturan Komisi Informasi tentang Standar

Layanan Informasi Publik;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara



Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya

disebut Standar Layanan adalah wukuran yang
dijadikan pedoman dalam memberikan layanan,

penyediaan, dan penyampaian Informasi Publik.

2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,

dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna,
dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang
disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai
dengan perkembangan teknologi Informasi dan
komunikasi secara elektronik ataupun

nonelektronik.
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3. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan
data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada
tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto,
Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik
(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau
sejenis nya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol,
atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

memahaminya.

4. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
suatu badan publik yang berkaitan dengan
penyelenggara  dan penyelenggaraan  negara
dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan
publik lainnya yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan serta Informasi lain yang

berkaitan dengan kepentingan publik.

5. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi
Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar
melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, kode akses, simbol atau perforasi yang
memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh

orang yang mampu memahaminya.

6. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,

memproses, mengumumkan, menganalisis,



dan/atau menyebarkan Informasi.

7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat

dan prosedur elektronik yang berfungsi

mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,
menganalisis, menyimpan, menampilkan,
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau

menyebarkan Informasi Elektronik.

8. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif,
yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau
organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan

masyarakat, dan/atau luar negeri.

9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang
bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau

pelayanan Informasi di Badan Publik.

10. Atasan  Pejabat  Pengelola Informasi dan
Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID
adalah pejabat yang merupakan atasan langsung

PPID dan/atau atasan dari atasan langsung

11. Orang adalah orang perseorangan, kelompok
orang, badan hukum, atau Badan Publik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

tentang Keterbukaan Informasi Publik.
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12. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu
yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta

dilindungi kerahasiaannya.

13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat
mengalami hambatan dan kesulitan untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

14. Walidata adalah unit pada instansi pusat dan
instansi daerah yang melaksanakan kegiatan
pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data
yang disampaikan oleh produsen data, serta

menyebarluaskan data.

15. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-
pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses
melalui pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi.

16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data
untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang

saling berinteraksi.

17. Bantuan Kedinasan adalah kerjasama antar Badan
Publik guna kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik.

18. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara
dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan

permintaan Informasi Publik.

19. Permintaan Informasi Publik adalah permohonan

untuk memperoleh Informasi Publik dari Badan
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Publik.

20. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi
keterangan secara sistematis tentang seluruh
Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan
Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang

dikecualikan.

21. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang
berfungsi menjalankan Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan
pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis
standar layanan Informasi Publik, dan
menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui

mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

22. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi:
a. Pelaksana Layanan Informasi Publik;
b. Klasifikasi Informasi;
c. Standar Layanan;
d. Bantuan Kedinasan; dan

e. Laporan dan Evaluasi.

BAB II
PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Badan Publik

Paragraf 1

Kategori



Pasal 3
(1) Badan Publik terdiriatas Badan Publik Negara dan
selain Badan Publik Negara.
(2) Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
lembaga legislatif;

a
b. lembaga eksekutif;

o

lembaga yudikatif;

a

badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah; dan

e. Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik
Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang
dimiliki oleh Negara.

(3 Badan Publik selain Badan Publik Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. organisasi non pemerintah sepanjang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
dan

b. partai politik.

Paragraf

Hak dan Kewajiban

Pasal 4
(1) Badan Publik berhak:

a. menolak memberikan Informasi Publik yang
7



()

()

()

dikecualikan berdasarkan undang-undang.

b. menolak memberikan Informasi Publik apabila
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan
Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan
Kedinasan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik.

Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Badan Publik wajib:

a. menyediakan, membuka, dan memberikan
Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu,
biaya ringan dan cara sederhana, kecuali
Informasi yang dikecualikan;

b. menyediakan Informasi Publik yang akurat,
benar, dan tidak menyesatkan;

¢ membangun dan mengembangkan sistem
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
dan pelayanan Informasi Publik;

d membuat pertimbangan secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak
setiap Orang atas Informasi Publik; dan

e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas
Informasi Publik yang dikecualikan;

Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. menetapkan standar layanan;

b. menunjuk dan menetapkan PPID;

8



©)

(4)

©)

©)

¢ menetapkan dan memutakhirkan  Daftar
Informasi Publik;

d menyediakan sarana dan prasarana layanan
Informasi Publik dengan Sistem Elektronik dan
nonelektronik;

e. menetapkan standar biaya perolehan salinan
Informasi Publik;

f menganggarkan pembiayaan bagi penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan
Informasi Publik;

g membuat dan mengumumkan laporan layanan
Informasi Publik;

h. menyampaikan salinan laporan layanan
Informasi Publik kepada Komisi Informasi; dan

i melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan
pelaksanaan layanan Informasi Publik pada
instansinya;

Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan

pelindungan Data Pribadi.

Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan

Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Akses Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas

sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



()

@)

©)

©)

Bagian Kedua

Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Paragraf 1
Struktur

Pasal 6
Kelembagaan pengelola Informasi dan dokumentasi
terdiri atas:
a. Atasan PPID;
b. PPID;
c. PPID Pelaksana;
d. Tim Pertimbangan; dan/atau
€. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
Atasan PPID dijabat oleh pejabat struktural tertinggi
di kesekretariatan Badan Publik atau pejabat lain
yang ditetapkan oleh Badan Publik.
PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melekat pada pejabat yang membidangi urusan
pelayanan Informasi dan dokumentasi dan/atau
kehumasan.
PPID Pelaksana dijabat oleh pejabat di masing-
masing unit kerja/satuan kerja/unit
organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan
lainnya.
Tim Pertimbangan ditunjuk oleh Atasan PPID
dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang
hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi
Publik.
Petugas Pelayanan Informasi ditunjuk oleh Atasan
PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di
bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi

Publik.

10



(7) Struktur kelembagaan pengelola Informasi dan
dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat disesuaikan dengan kebutuhan Badan Publik.

Paragraf 2
Tanggung Jawab

Pasal 7

() Atasan PPID bertanggungjawab membangun dan
mengembangkan sistem layanan Informasi Publik
yang meliputi proses penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan
Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas
Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan
Publik dalam hal terjadi sengketa informasi.

(2) PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan
Informasi Publik yang meliputi proses
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan
pelayanan Informasi Publik di Badan Publik.

(3) PPID Pelaksana bertanggungjawab membantu
pelaksanaan layanan Informasi Publik yang
meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di
masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit
organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan
lainnya.

@4 Tim Pertimbangan bertanggungjawab membantu
merumuskan  pertimbangan  tertulis, Daftar
Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.

(5) Petugas Pelayanan Informasi Publik
bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID
dalam proses penyimpanan, pendokumentasian,

penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
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@)

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang Atasan PPID

Pasal 8
Atasan PPID bertugas:
a. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi
Publik di Badan Publik;

c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan
Informasi Publik;

d. mewakili Badan Publik di dalam proses
penyelesaian sengketa di Komisi Informasi
dan/atau di Pengadilan; dan

e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi,
dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan
Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan
PPID Pelaksana.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Atasan PPID berwenang:

a. menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID
Pelaksana;

b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi
Publik di Badan Publik;

c. memberikan tanggapan atas keberatan yang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk
ditindaklanjuti oleh PPID;

d. menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di
dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi
Informasi dan/atau di Pengadilan; dan

e. menetapkan strategi dan metode pembinaan,
pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang

dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat
12



Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan

Informasi.

Pasal 9

() Dalam melaksanakan tugas dan wewenang

@

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Atasan PPID
di Badan Publik Negara dapat berkoordinasi dengan
Pembina Data baik di instansi pusat maupun di
instansi daerah.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang PPID

Pasal 10

() PPID bertugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan

Informasi Publik;

. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan

layanan Informasi Publik;

. mengoordinasikan dan  mengonsolidasikan

proses penyimpanan, pendokumentasian,

penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;

. mengoordinasikan dan  mengonsolidasikan

pengumpulan dokumen Informasi Publik dari
PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan

Informasi di Badan Publik;

. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

menentukan Informasi Publik yang dapat

diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;

. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas
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Informasi Publik yang akan dikecualikan;
melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan
pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
menyediakan Informasi Publik secara efektif dan
efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi,
dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan
teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID
Pelaksana dan/atau  Petugas  Pelayanan

Informasi.

@ Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), PPID berwenang:

a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;

b.

menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan
layanan Informasi Publik;

melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja
secara berkala dan/atau sesuai dengan
kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan
Informasi Publik;

meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana
dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam
melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
menetapkan dan memutuskan suatu Informasi
Publik dapat diakses publik atau tidak
berdasarkan pengujian tentang konsekuensi
atas Informasi Publik yang akan dikecualikan,
dengan persetujuan Atasan PPID;

menolak Permintaan Informasi Publik dengan
menyampaikan pertimbangan secara tertulis
apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk
Informasi yang dikecualikan atau rahasia,

dengan persetujuan Atasan PPID;

14



£.

menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas
Pelayanan Informasi untuk membuat,
mengelola, memelihara, dan/atau
memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan

menetapkan strategi dan metode pembinaan,
pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik
yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau

Petugas Pelayanan Informasi.

Pasal 11

(1) Selain melaksanakan tugas dan wewenang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dalam

rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data

Indonesia, PPID di Badan Publik Negara dapat:

a.

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau

berkoordinasi dengan Walidata baik di instansi

pusat maupun di instansi daerah.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana

Pasal 12

(1) PPID Pelaksana bertugas:

a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab,

b.

tugas, dan kewenangannya;

melaksanakan  kebijakan  teknis layanan
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Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;

¢. mengonsolidasikan proses penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan
Informasi Publik;

d. mengumpulkandokumen Informasi

Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di
Badan Publik;

e. membantu PPID melakukan verifikasi
dokumen Informasi Publik;

f membantu membuat, mengelola,
memelihara, dan memutakhirkan Daftar
Informasi Publik; dan

g menjamin ketersediaan dan akselerasi

layanan Informasi Publik agar mudah

diakses oleh publik.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PPID Pelaksana berwenang:

a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas
Pelayanan Informasi di Badan Publik;

b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan
Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan
pelayanan Informasi Publik; dan

¢. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk
menyiapkan dokumen untuk membantu PPID
dalam melaksanakan pengujian konsekuensi
atas Informasi Publik yang akan dikecualikan
atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam
hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau

Permintaan Informasi Publik ditolak.

BAB III INFORMASI
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Bagian
Kesatu Umum
Pasal 13
(1) Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri atas:
a. Informasi yang wajib  disediakan dan

diumumkan secara berkala;

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta

merta; dan/atau

c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

(2) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan
Publik terdiri atas:

a. Informasi yang dapat membahayakan negara;

b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan
pelindungan usaha dari persaingan usaha tidak
sehat;

c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi,

d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia
jabatan;

e. Informasiyang diminta belum
dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau

f. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan
ketentuan undang-undang.

(3) Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan
ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf f terdiri atas:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan
diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat menghambat proses penegakan hukum;

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan
diberikan kepada Pemohon Informasi Publik

dapat mengganggu kepentingan pelindungan
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hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan
dari persaingan usaha tidak sehat;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan
diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat membahayakan pertahanan dan
keamanan negara;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan
diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat mengungkapkan kekayaan alam
Indonesia;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan
diberikan kepada Pemohon Informasi Publik;
dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional,
Informasi Publik yang apabila dibuka dan
diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat merugikan kepentingan hubungan luar
negeri;

Informasi Publik yang apabila dibuka dapat
mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat
pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat
seseorang;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan
diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat mengungkap rahasia pribadi; dan/atau
memorandum atau surat-surat antar Badan
Publik atau intra Badan Publik, yang menurut
sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan

Komisi Informasi atau pengadilan.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disediakan dalam bentuk dokumen digital (softcopy)

atau dokumen nondigital (hardcopy).

(5) Penyediaan Informasi dalam bentuk dokumen
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nondigital (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) tidak berlaku untuk Informasi Elektronik.

(6) Penyediaan Informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dan ayat (5) wajib memenuhi kaidah

Interoperabilitas Data.

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

Secara Berkala

Pasal 14

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan

secara berkala Informasi Publik.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit terdiri atas:

a
b

. Informasi tentang profil Badan Publik;

. ringkasan Informasi tentang program dan/atau
kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup
Badan Publik;

. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam

lingkup Badan Publik;

. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;

. ringkasan laporan akses Informasi Publik;

Informasi tentang peraturan, keputusan,
dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau
berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh
Badan Publik;

. Informasi  tentang prosedur memperoleh

Informasi Publik;

.Informasi tentang tata cara pengaduan
penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran
oleh Badan Publik;

Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
19
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j- Informasi tentang ketenagakerjaan; dan
k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan
prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap

kantor Badan Publik.

Pasal 15

Informasi tentang profil Badan Publik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a paling

sedikit terdiri atas:

a. Informasi tentang kedudukan atau domisili,
alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud
dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik serta
kantor unit-unit di bawahnya;

b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Badan Publik;

c. struktur organisasi, gambaran umum setiap
satuan kerja, profil singkat pejabat struktural;
dan

d. laporan harta kekayaan Pejabat Negara yang
telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan
Publik untuk diumumkan.

Ringkasan Informasi tentang program

sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b

paling sedikit terdiri dari:

a. nama program dan kegiatan;

b. penanggungjawab, pelaksana program dan
kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat
yang dapat dihubungi;

c. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan,;

e. anggaran program dan kegiatan yang meliputi
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sumber dan jumlah;
f. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan

Publik;

g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan
langsung dengan hak-hak masyarakat;
h.Informasi tentang penerimaan calon pegawai
dan/atau pejabat Badan Publik Negara; dan
i. Informasi tentang penerimaan calon peserta
didik pada Badan Publik yang
menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk
umum.
Ringkasan Informasi tentang kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf ¢ berupa
uraian tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.
Ringkasan laporan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d paling
sedikit terdiri atas:

a. rencana dan laporan realisasi anggaran;
b. neraca;

c. laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan
keuangan yang disusun sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku; dan

d. daftar aset dan investasi.

Ringkasan laporan akses Informasi Publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
huruf e paling sedikit terdiri atas:

a. jumlah Permintaan Informasi Publik yang

diterima;

b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap

Permintaan Informasi Publik;
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c. jumlah Permintaan Informasi Publik yang
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan
Permintaan Informasi Publik yang ditolak; dan

d. alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.

Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau

kebijakan yang mengikat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f paling sedikit terdiri
atas:

a. daftar rancangan dan tahap pembentukan
peraturan perundang-undangan, keputusan,
dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses
pembuatan; dan

b. daftar peraturan perundang-undangan,
keputusan, dan/atau kebijakan yang telah
disahkan atau ditetapkan.

Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi

Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(2) huruf g paling sedikit terdiri atas:

a. tata cara memperoleh Informasi Publik; dan

b. tata cara pengajuan keberatan dan proses
penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut
pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat
dihubungi.

Informasi  tentang tata cara  pengaduan

penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh

Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (2) huruf h terdiri atas:

a. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang
atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik; dan

b. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang
atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan

izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang
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bersangkutan.

9) Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

huruf i paling sedikit terdiri atas:

a. tahap  perencanaan, meliputi dokumen

Rencana Umum Pengadaan (RUP).

b. tahap pemilihan, meliputi:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Kerangka Acuan Kerja (KAK);

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta
Riwayat HPS;

Spesifikasi Teknis;
Rancangan Kontrak;

Dokumen Persyaratan Penyedia atau
Lembar Data Kualifikasi;

Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan
atau Lembar Data Pemilihan;

Daftar Kuantitas dan Harga;

Jadwal pelaksanaan dan data lokasi

pekerjaan;
Gambar Rancangan Pekerjaan,;

Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen
Lingkungan Hidup, termasuk Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan;

Dokumen Penawaran Administratif;
Surat Penawaran Penyedia;

Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku
dari Direktorat = Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Berita Acara Pemberian Penjelasan;
Berita Acara Pengumuman Negosiasi;

Berita Acara Sanggah dan Sanggah
Banding;

Berita Acara Penetapan atau Pengumuman

Penyedia;
Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ);
Surat Perjanjian Kemitraan;
Surat Perjanjian Swakelola;

Surat Penugasan atau Surat Pembentukan

Tim Swakelola;

Nota Kesepahaman atau Memorandum of

Understanding.

c. tahap pelaksanaan, meliputi:

1.

Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani
beserta Perubahan Kontrak yang tidak
mengandung informasi yang dikecualikan;
Ringkasan Kontrak  yang sekurang-
kurangnya mencantumkan informasi
mengenai para pihak yang bertandatangan,
nama direktur dan pemilik usaha, alamat
penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai
kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi
pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu
pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta
ringkasan perubahan kontrak.

Surat Perintah Mulai Kerja;
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Surat Jaminan Pelaksanaan;

o

Surat Jaminan Uang Muka;

Surat Jaminan Pemeliharaan;

6

7. Surat Tagihan;

8. Surat Pesanan E-purchasing;

9. Surat Perintah Membayar;

10. Surat Perintah Pencairan Dana;
11. Laporan PelaksanaanPekerjaan;
12. Laporan PenyelesaianPekerjaan;

13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;

14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau

Provisional Hand Over,;

15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand
Over.

(10) Informasi tentang prosedur peringatan dini dan
prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap
kantor Badan Publik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (2) huruf k paling sedikit terdiri
dari:

a. pengamatan gejala bencana;
b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;

c. pengambilan keputusan oleh pihak yang
berwenang;

d. peringatan bencana;
e. pengambilan tindakan oleh masyarakat;
f. lokasi evakuasi; dan

g. pelaksanaan penyelematan dan evakuasi.

Pasal 16
Informasi Publik yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala oleh Badan Usaha Milik
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Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan

usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara paling sedikit

terdiri atas:

a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan
serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian,
dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam

anggaran dasar;

b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi,
dan anggota dewan komisaris perseroan;

c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca
laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab
sosial perusahaan yang telah diaudit;

d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga
pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat
lainnya;

e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota
komisaris/dewan pengawas dan direksi;

f. mekanisme penetapan direksi dan
komisaris/dewan pengawas;

g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang
terbuka sebagai Informasi Publik;

h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang
baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian,
dan kewajaran;

i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;

j- penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;

k. perubahan tahun fiskal perusahaan;

l. kegiatan penugasan  pemerintah dan/atau
kewajiban pelayanan umum atau subsidi;

m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau

n. Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-
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Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 17
Informasi Publik yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala oleh partai politik paling
sedikit terdiri atas:
asas dan tujuan;
program umum dan kegiatan partai politik;

c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan
perubahannya,;

d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

e. mekanisme pengambilan keputusan partai;

f. keputusan partai yang berasal dari hasil
muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan
lainnya yang menurut anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga partai terbuka untuk
umum; dan/atau

g. Informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-

Undang yang berkaitan dengan partai politik.

Pasal 18
Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 dilakukan paling

sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 19
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Badan Publik wajib mengumumkan secara serta
merta suatu Informasi yang dapat mengancam
hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
Informasi yang dapat mengancam hajat hidup
orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Informasi bencana alam;

b. Informasi keadaan bencana nonalam;

c. Informasi bencana sosial;

d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah
yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi
menular;

e. Informasi tentang racun pada bahan makanan
yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau

f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap

utilitas publik.

Pasal 20

Badan Publik yang berwenang memberikan izin
dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan
pihak lain yang  kegiatannya  berpotensi
mengancam hajat hidup orang banyak dan
ketertiban umum wajib memiliki standar
pengumuman Informasi serta merta.
Standar pengumuman Informasi serta merta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang

dapat ditimbulkan;
b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak;

c. prosedur dan tempat evakuasi apabila terjadi
keadaan darurat;

d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak
yang ditimbulkan;
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(1)

cara mendapatkan bantuan dari pihak yang
berwenang;

pihak-pihak yang wajib mengumumkan
Informasi yang dapat mengancam hajat hidup

orang banyak dan ketertibanumum;

.tata cara pengumuman Informasi apabila

keadaan darurat terjadi; dan

. upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik

dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam
mencegah bahaya dan/atau dampak yang

ditimbulkan.

Bagian Keempat

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 21

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik

setiap saat yang meliputi:

a.
b.

Daftar Informasi Publik;

Informasi tentang peraturan,
keputusan, dan/atau kebijakan
Badan Publik;

Informasi tentang organisasi, administrasi,
kepegawaian, dan keuangan,;

surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga
berikut dokumen pendukungnya;

surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan
Publik dalam rangka pelaksanaan tugas,
fungsi, dan wewenangnya;

persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan
dan/atau  dikeluarkan berikut dokumen
pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang
diberikan;
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data perbendaharaan atau inventaris;

rencana strategis dan rencana kerja Badan
Publik;

agenda kerja pimpinan satuan kerja;

Informasi mengenai kegiatan pelayanan
Informasi Publik;

jumlah, jenis, dan gambaran umum
pelanggaran yang ditemukan dalam
pengawasan internal serta laporan
penindakannya;

jumlah, jenis, dan gambaran umum

pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat
serta laporan penindakannya;

daftar serta hasil-hasil penelitian yang
dilakukan;

Peraturan  perundang-undangan yang telah
disahkan beserta kajian akademiknya;

Informasi dan kebijakan yang disampaikan
pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka
untuk umum;

Informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala;

Informasi Publik lain yang telah dinyatakan
terbuka  bagi  masyarakat  berdasarkan
mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian
sengketa; dan

Informasi tentang standar pengumuman

Informasi.

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:

a. nomor;

b. ringkasan isi Informasi;

c. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai
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Informasi;

d. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan
Informasi;

e. waktu dan tempat pembuatan Informasi;

f. bentuk Informasi yang tersedia; dan

g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau

kebijakan Badan Publik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:

a. dokumen pendukung;

b. masukan-masukan dari berbagai pihak atas
peraturan, keputusan atau kebijakan yang
dibentuk;

c. risalah rapat dari proses pembentukan
peraturan, keputusan atau kebijakan yang
dibentuk;

d.rancangan peraturan, keputusan atau
kebijakan yang dibentuk;

e. tahap perumusan peraturan, keputusan atau
kebijakan yang dibentuk; dan

f. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan
yang telah diterbitkan.

Informasi  tentang organisasi, administrasi,

kepegawaian, @ dan  keuangan = sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit
terdiri atas:

a. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi,
personil dan keuangan;

b. profil lengkap pimpinan dan pegawai,

c. anggaran Badan Publik secara umum maupun
anggaran secara khusus unit pelaksana teknis
serta laporan keuangannya; dan

d. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh
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Badan Publik.
(5) Ketentuan mengenai format Daftar Informasi

Publik tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Komisi ini.

Bagian Kelima

Informasi yang Dikecualikan

Pasal 22

(1) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3)
bersifat ketat dan terbatas.

(2) Informasiyang dikecualikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa:
a. seluruh Informasi dalam suatu dokumen

Informasi Publik; atau

b. Informasi tertentu dalam suatu dokumen
Informasi Publik.

(3) Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik
sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID wajib
melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata
cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi

ini.

BAB IV STANDAR LAYANAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23
() Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik
dengan cara melihat, mengetahui, dan/atau
mendapatkan salinan Informasi Publik.
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@ Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan

Standar Layanan yang terdiri atas:

a.
b.
C.

d.

€.

f.

£

Standar Pengumuman;

Standar Permintaan Informasi Publik;

Standar Pengajuan Keberatan;

Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar

Informasi Publik;

Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
Standar Maklumat Pelayanan; dan

Standar Pengujian Konsekuensi;

(3 Standar Prosedur  Operasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan dan

disebarluaskan.

Bagian Kedua

Standar Pengumuman

Pasal 24

(1) Badan Publik wajib mengumumkan Informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

(2) Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib:

a.

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan
benar;

mudah dipahami; dan

mempertimbangkan penggunaan bahasa yang

digunakan penduduk setempat.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disebarluaskan melalui:

a. papan pengumuman,;

b.

laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan
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Publik;
c. media sosial PPID dan/atau Badan Publik;
d. Portal Satu Data Indonesia; dan/atau
e. Aplikasi berbasis teknologi informasi;

@) Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
memperhatikan  Aksesibilitas bagi Penyandang
Disabilitas.

(5) Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit

dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.

Pasal 25
(1) Badan Publik dilarang menunda mengumumkan

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

kepada publik.

(2) Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib:

a. mengumumkan peristiwa yang mengancam hajat
hidup orang banyak yang sedang terjadi;

b. mengumumkan Informasi tentang prosedur
evakuasi keadaaan darurat kepada pihak yang
berpotensi terkena dampak; dan

c. menyediakan sarana dan prasarana

penyebarluasan Informasi keadaan darurat.

Pasal 26

Badan Publik yang berwenang memberikan izin
dan/atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga
terhadap suatu kegiatan yang berpotensi mengancam
hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum
wajib:

a. mengumumkan potensi peristiwa yang mengancam
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(1)

(4)

(5)

hajat hidup orang banyak;

mengumumkan prosedur evakuasi keadaaan
darurat kepada pihak yang berpotensi terkena
dampak; dan

menyediakan sarana dan prasarana

penyebarluasan Informasi keadaan darurat.

Bagian Ketiga

Standar Permintaan Informasi

Pasal 27
Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan

Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik
dan/atau melalui PPID.

Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan
identitas pada saat mengajukan Permintaan
Informasi Publik kepada Badan Publik melalui
PPID sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pemohon Informasi Publik orang perorangan paling
sedikit melampirkan fotokopi kartu tanda
penduduk atau surat keterangan kependudukan
dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
setempat.

Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling
sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan
hukum yang telah mendapat pengesahan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pemohon kelompok orang harus melampirkan
surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk
atau surat keterangan kependudukan pemberi

kuasa.
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Permintaan  Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada
pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

Dalam hal Permintaan Infomasi Publik dikuasakan
kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), Permintaan Informasi Publik harus
disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi
meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan
perundang- undangan.

Badan Publik wajib menyediakan sarana dan
prasarana Permintaan Informasi Publik dengan
memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang
Disabilitas.

Sarana dan prasarana Permintaan Informasi
Publik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 28
Permintaan Informasi  Publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diajukan secara
tertulis melalui media elektronik dan/atau
nonelektronik.

Permintaan Informasi  Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan cara:

a. tertulis dengan datang langsung kepada Badan
Publik; atau

b. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik
(email).

Pasal 29
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(1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan
secara tertulis dengan datang langsung kepada
Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (2) huruf a, Pemohon Informasi Publik
harus mengisi formulir Permintaan Informasi
Publik.

(2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki
kebutuhan khusus maka dapat dibantu oleh
Petugas Pelayanan Informasi dalam pengisian
formulir Permintaan Informasi Publik.

(3) PPID memberikan nomor pendaftaran setelah
Pemohon Informasi Publik mengisi formulir
Permintaan InformasiPublik.

(4) PPID menyimpan salinan formulir Permintaan
Informasi Publik yang telah diberikan nomor
pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan
Informasi Publik.

(5) Formulir Permintaan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
mencantumkan:

a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan
nomor setelah Permintaan Informasi Publik
diregistrasi;

b. nama lengkap orang perorangan atau badan
hukum atau kuasanya;

c. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda
penduduk atau nomor surat keputusan
pengesahan badan hukum dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

d. alamat;

e. nomor telepon/e-mail;

f. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan
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g.
h.

1.

J-

Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;
rincian Informasi yang diminta;

tujuan penggunaan Informasi;

cara memperoleh Informasi; dan

cara mengirimkan Informasi.

(6) Ketentuan mengenai format formulir Permintaan

Informasi Publik tercantum dalam Lampiran VI

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 30

(1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan

melalui surat elektronik (email) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b,

Pemohon Informasi Publik harus mencantumkan

paling sedikit:

a.

5o th

e

nama lengkap orang perorangan atau badan

hukum atau kuasanya;

. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda

penduduk atau nomor surat keputusan
pengesahan badan hukum dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

alamat;

. nomor telepon/e-mail;

. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan

Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;

rincian Informasi yang diminta;

. tujuan penggunaan Informasi;

. cara memperoleh Informasi; dan

cara mengirimkan Informasi;

(2) PPID memberikan nomor pendaftaran kepada

Pemohon Informasi Publik setelah diterimanya

permintaan dengan mengirimkannya melalui surat
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(1)

elektronik (email).

Pasal 31

Dalam hal Pemohon telah mengajukan Permintaan
Informasi Publik kepada Badan Publik, PPID
mencatat Permintaan Informasi Publik dalam buku
register Permintaan Informasi Publik.

PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan

Permintaan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga)

hari sejak Permintaan Informasi Publik telah

dicatat dalam buku register Permintaan Informasi

Publik.

PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis

kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10

(sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik

dinyatakan lengkap.

Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) berisi:

a. Informasi Publik yang diminta berada di bawah
penguasaannya atau tidak;

b. keterangan Badan Publik yang menguasai
Informasi yang diminta dalam hal Informasi
tidak berada di bawah penguasaannya;

c. menerima atau menolak Permintaan Informasi
Publik yang disertai dengan alasan;

d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;

e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan
salinan Informasi Publik yang diminta;

f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan
Informasi Publik yang diminta;

g. penjelasan  atas penghitaman /pengaburan

informasi yang diminta bila ada;

39



. permintaan Informasi Publik diberikan sebagian

atau seluruhnya; dan
penjelasan apabila informasi tidak dapat
diberikan karena belum dikuasai atau belum

didokumentasikan.

Ketentuan mengenai format pemberitahuan tertulis

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Komisi ini.

Pasal 32

Buku register Permintaan Informasi Publik paling

sedikit memuat:

a.

nomor pendaftaran Permintaan Informasi
Publik;

tanggal Permintaan Informasi Publik;

nama lengkap orang perorangan atau badan
hukum atau kuasanya;

nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda
penduduk atau nomor surat keputusan
pengesahan badan hukum dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;

alamat;

nomor telepon/e-mail,

surat kuasa khusus dalam hal Permintaan
Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain.
rincian Informasi yang diminta;

tujuan penggunaan Informasi;

status Informasi;

format Informasi yang dikuasai;

jenis permintaan;

m. alasan penolakan dalam hal Permintaan
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©)

Informasi Publik ditolak;
n. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta
pemberian Informasi; dan
o. biaya dan cara pembayaran untuk
mendapatkan Informasi Publik yang diminta.
Ketentuan mengenai format buku register
Permintaan  Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
VIII yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 33
Dalam hal Permintaan Informasi Publik tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 30, Permintaan
Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap.
Dalam hal Permintaan Informasi Publik dinyatakan
tidak lengkap, PPID menerbitkan surat keterangan
tidak lengkap untuk disampaikan kepada
Pemohon Informasi Publik.
Pemohon dapat menyerahkan perbaikan
Permintaan Informasi Publik dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) hari sejak surat keterangan
tidak lengkap diterima Pemohon Informasi Publik.
Dalam hal Pemohon Informasi Publik tidak
menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi
Publik yang diajukan, PPID memberikan catatan
pada buku register Permintaan Informasi Publik
tanpa  harus menindaklanjuti Permintaan
Informasi Publik yang diajukan.

Ketentuan mengenai format surat keterangan tidak

lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
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(1)

2

M

2

tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 34

Dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak,
PPID wajib menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis dengan mencantumkan alasan penolakan.
Dalam hal penolakan Permintaan Informasi Publik
berdasarkan alasan pengecualian Informasi, PPID
wajib menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis dan disertai surat keputusan pengecualian
informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Komisi ini.

Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10
(sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik

diterima.

Pasal 35
Dalam hal Permintaan Informasi  Publik
dikabulkan, PPID memberikan akses bagi Pemohon
Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui
Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang
memadai.
Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta
salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PPID memberikan salinan Informasi
Publik yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen
digital (softcopy) atau dokumen nondigital
(hardcopy).
Pemohon Informasi Publik yang meminta salinan
Informasi Publik wajib:
a. mengisi formulir permintaan salinan Informasi
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()
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Publik; dan
b. membayar atau mengganti biaya salinan

Informasi Publik jika dibutuhkan.

Pasal 36
PPID memberitahukan perpanjangan waktu yang
disertai dengan alasan tertulis kepada Pemohon
Informasi Publik, dalam hal PPID belum:
a. menguasai atau mendokumentasikan Informasi
Publik yang diminta; dan/atau

b.dapat memutuskan status Informasi yang
dimohon.

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jangka
waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat

diperpanjang lagi.

Pasal 37
Badan Publik menetapkan standar biaya
Informasi dalam Permintaan Informasi Publik.
Penetapan standar biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan pada:

a. prinsip untuk meringankan Pemohon Informasi
Publik.;

b. pertimbangan standar biaya yang berlaku umum
di wilayah setempat;
c. masukan dari masyarakat; dan

d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan standar biaya Informasi Publik

)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. biaya penyalinan Informasi Publik; dan/atau
b. biaya pengiriman Informasi Publik;

Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik
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sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 38

Badan Publik menetapkan biaya dan tata cara
pembayaran perolehan Informasi Publik.
Badan Publik wajib mengumumkan biaya dan tata
cara pembayaran perolehan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan secara:

a. tunai;

b. dikirim ke rekening resmi Badan Publik; atau

c. uang elektronik.
Badan Publik wajib memberikan tanda bukti
penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) hurufa.

Bagian Keempat Standar Pengajuan Keberatan

Pasal 39

Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan

keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai

berikut:

a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian
Informasi Publik;

b. tidak disediakannya Informasi berkala;

c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi
Publik;

d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak
sebagaimana yang diminta;

e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi
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Publik;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi
waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID.
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang
cakap di hadapan hukum.
Dalam hal pengajuan keberatan dikuasakan
kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), pengajuan keberatan harus disertai surat
kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang
cukup sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

Pasal 40
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (1) diajukan secara tertulis melalui media
elektronik dan/atau nonelektronik.
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. tertulis dengan datang langsung kepada Badan
Publik; atau

b. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik
(email).

Pasal 41
Dalam hal keberatan diajukan secara tertulis
dengan datang langsung kepada Badan Publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2)
huruf a, Pemohon Informasi Publik harus mengisi
formulir keberatan.

Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki
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(7)

kebutuhan khusus maka dapat dibantu oleh

Petugas Pelayanan Informasi dalam pengisian

formulir keberatan.

PPID wajib memberikan nomor pendaftaran

keberatan setelah Pemohon Informasi Publik

mengisi formulir keberatan.

PPID wajib menyimpan salinan formulir keberatan

yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai

tanda bukti pengajuan keberatan.

Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:

a. nomor pendaftaran pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik;

c. tujuan penggunaan Informasi Publik;

d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik
yang mengajukan keberatan atau kuasanya;

e. alasan pengajuan keberatan;

f. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang

diisi oleh Petugas Pelayanan Informasi;

g. nama dan tanda tanganPemohon Informasi
Publik yang mengajukan keberatan atau
kuasanya; dan

h.nama dan tanda tangan petugas Pelayanan
Informasi yang menerima pengajuan keberatan.

PPID wajib memberikan tanda bukti penerimaan

keberatan kepada Pemohon Informasi Publik atau

kuasanya.

Ketentuan mengenai format formulir keberatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat pada

Lampiran X yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
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Pasal 42
Dalam hal keberatan diajukan melalui surat
elektronik (email) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (2) huruf b, Pemohon Informasi
Publik harus mencantumkan paling sedikit:
a. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik;
b. tujuan penggunaan Informasi Publik;
c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik
yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
d. alasan pengajuan keberatan; dan
e. nama dan tanda tanganPemohon Informasi
Publik yang mengajukan keberatan atau
kuasanya.
Setelah menerima keberatan, PPID yang menerima
pengajuan keberatan mengisi waktu pemberian
tanggapan atas keberatan serta membubuhkan
nama dan tanda tangan pada formulir keberatan.
Setelah  menerima  keberatan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), PPID wajib memberikan
nomor pendaftaran keberatan kepada Pemohon
Informasi Publik dengan mengirimnya melalui

surat elektronik (email) Pemohon Informasi Publik.

Pasal 43
PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam

register keberatan.

Register keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. tanggal diterimanya keberatan;

c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik

yang mengajukan keberatan dan/atau
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kuasanya;

(oR

. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik;
Informasi Publik yang diminta;
tujuan penggunaan Informasi;

. alasan pengajuan keberatan;

5 R e o

. alasan penolakan/pemberian; dan

[

hari dan tanggal pemberian tanggapan atas
keberatan,;

Ketentuan mengenai format registrasi keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada
Lampiran XI yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Komisi ini.

Pasal 44

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara
tertulis yang disampaikan kepada Pemohon
Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau
kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam
register keberatan.

Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:

a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas
keberatan;

b. Nomor surat tanggapan atas keberatan; dan

c. Uraian mengenai bantahan atas alasan
pengajuan keberatan.
Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan

Informasi berdasarkan alasan pengecualian
Informasi Publik, wajib menyertakan surat

keputusan pengecualian Informasi.

Bagian Kelima

Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar
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(6)

(1)

Informasi Publik

Pasal 45
PPID Pelaksana dapat dibantu oleh Petugas
Pelayanan Informasi menghimpun Informasi Publik
dari seluruh unit kerja dan/atau satuan kerja di
Badan Publik.
PPID Pelaksana menyusun usulan Daftar Informasi
Publik berdasarkan Infomasi Publik yang telah
dihimpun dari seluruh unit kerja dan/atau satuan
kerja di Badan Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
PPID Pelaksana menyampaikan usulan Daftar
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepada PPID.
PPID melakukan telaah dan klasifikasi terhadap
usulan Daftar Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
PPID menetapkan Daftar Informasi
Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam
bentuk Keputusan.
Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) berdasarkan persetujuan
Atasan PPID.
Daftar Informasi Publik dimutakhirkan paling

singkat 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Keenam

Standar Pendokumentasian Informasi Publik

Pasal 46
Seluruh Infomasi Publik yang termuat dalam

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 45 disimpan dan didokumentasikan

dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dan

dokumen nondigital (hardcopy) serta memenuhi
kaidah Interoperabilitas Data.

Pendokumentasian dalam bentuk dokumen

nondigital (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak berlaku untuk Informasi Elektronik.

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang

termuat dalam Informasi Publik paling sedikit
harus memenuhi syarat:

a. Konsisten dalam sintak/bentuk,
struktur/skema/komposisi penyajian, dan
semantik/artikulasi keterbacaan; dan

b. disimpan dalam format terbuka yang dapat
dibaca Sistem Elektronik.

Pemenuhan  kaidah  Interoperabilitas Data

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

PPID mengoordinasikan penyimpanan dan
pendokumentasian Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan seluruh unit kerja
dan/atau satuan kerja di Badan Publik yang menguasai

Informasi Publik.

Bagian Ketujuh

Standar Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Pasal 47
Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan
maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan

kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan
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pelayanan sesuai dengan ketentuan standar
pelayanan yang baik.
(2) Ketentuan standar pelayanan yang ditetapkan

dalam maklumat pelayanan paling sedikit berisi:

a. dasar hukum;

b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;

c. jangka waktu penyelesaian;

d. biaya/tarif;

e. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian
pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar
pelayanan; dan

f. evaluasi kinerja pelaksana.

Pasal 48
(1) Badan Publik wajib mengumumkan maklumat

pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

(2) Pengumuman maklumat pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan
benar;
b. mudah dipahami;
c. Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang
digunakan penduduk setempat.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disebarluaskan melalui:
papan pengumuman;
b. laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan
Publik;
c. media sosial PPID dan/atau Badan Publik;
dan/atau

d. Aplikasi berbasis teknologi informasi;
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@ Pengumuman dan penyebarluasan maklumat
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib memperhatikan Aksesibiltas bagi
Penyandang Disabilitas.

(5) Pengumuman dan penyebarluasan maklumat
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual,

dan/atau braille.

Bagian Kedelapan

Standar Pengujian Konsekuensi

Paragraf 1

Tahapan dan Tata Cara Pengujian Konsekuensi

Pasal 49
(1) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (3) dapat dilakukan:
a. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik;

b. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik;
atau

c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi
Publik atas perintah Majelis Komisioner.

(2) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang
di dalamnya memuat Informasi yang akan
dikecualikan;

b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan
secara jelas dan terang;

c. menganalisis undang-undang yang dijadikan
dasar pengecualian;

d. menganalisis dan mempertimbangkan
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(4)
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berdasarkan kepatutan, kesusilaan,
kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan
atas konsekuensi yang timbul apabila suatu
informasi dibuka.

Ketentuan mengenai format lembar pengujian

konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Informasi Publik yang dikecualikan melalui

pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk

Penetapan tentang Klasifikasi Informasi

Dikecualikan.

Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang

Dikecualikan (4) paling sedikit memuat:

a. identitas pejabat PPID yang menetapkan;

b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau
satuan kerja pejabat yang menetapkan;

c. uraian yang jelas dan terang tentang Informasi
yang dikecualikan;

d. alasan pengecualian,;

e. jangka waktu pengecualian; dan

f. tempat dan tanggal penetapan.

(6) Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada

(7)

ayat (5) huruf d paling sedikit memuat:
a. undang-undang yang dijadikan dasar
pengecualian; dan

b. analisis konsekuensi.

Ketentuan mengenai format Penetapan tentang
Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang
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tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 2
Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang

Dikecualikan

Pasal 50
Dalam hal seluruh Informasi dalam suatu dokumen
Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang
dikecualikan, PPID dilarang membuka dan
memberikan salinannya kepada publik.
Dalam hal terdapat Informasi tertentu dalam suatu
dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai
Informasi yang dikecualikan, PPID menghitamkan
atau mengaburkan materi Informasi yang
dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi
Publik yang akan dibuka dan diberikan kepada
publik.
PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian
Informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi
Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses
publik terhadap k-eseluruhan salinan dokumen
Informasi Publik.
PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola, dan
menyimpan dokumen Informasi Publik yang dikecualikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Paragraf 3

Jangka Waktu Pengecualian
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Pasal 51

(1) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang

@)

©)

()

©)

©)

apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat menghambat proses
penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga
puluh) tahun.

Jangka waktu pengecualian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan jika Informasi Publik
tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang
terbuka untuk umum.

Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang
apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan
perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang
apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan
dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan
alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi
nasional, dan merugikan kepentingan hubungan
luar negeri ditetapkan selama jangka waktu yang
dibutuhkan.

Penentuan jangka waktu yang dibutuhkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan
dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang

apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta
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otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir
ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang

)

apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi

seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang

dibutuhkan untuk pelindungan rahasia pribadi

seseorang.

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) dan ayat (7) dapat dibuka jika:

a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan
persetujuan tertulis; dan/atau

b. pengungkapan  berkaitan dengan = posisi
seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(9) Jangka waktu pengecualian memorandum atau

(1)

@

surat-surat antar- Badan Publik atau intra-Badan
Publik yang berkaitan dengan Informasi yang
dikecualikan ditetapkan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

PPID menetapkan Informasi yang dikecualikan yang
telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi
Informasi Publik paling lama 30 (tiga puluh) hari
sebelum berakhirnya jangka waktu
pengecualiannya.

Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka
Informasi yang dikecualikan menjadi Informasi

Publik pada saat berakhirnya jangka waktu
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pengecualian.

Informasi yang dikecualikan yang dinyatakan
terbuka berdasarkan putusan Komisi Informasi dan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap wajib
disediakan dan dapat diakses oleh setiap orang.
Informasi yang dikecualikan yang dinyatakan
terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dimasukkan ke dalam Daftar Informasi Publik.

Paragraf 4

Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan

Pasal 53
PPID dapat melakukan pengubahan status

Informasi yang dikecualikan.

Pengubahan status Informasi yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan pengujian konsekuensi dan

persetujuan dari pimpinan Badan Publik.

Ketentuan mengenai tata cara  pengujian
konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
berlaku secara mutatis mutandis terhadap
pengubahan status Informasi yang dikecualikan.
Ketentuan mengenai format Lembar Pengujian
Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi
yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Komisi ini.

Pengubahan status Informasi yang dikecualikan
melalui pengujian konsekuensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk

surat keputusan Pengubahan Status Informasi yang
57



©

Dikecualikan.

Ketentuan mengenai format surat keputusan

Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum

alam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB V BANTUAN KEDINASAN

Bagian Kesatu

Syarat Bantuan Kedinasan

Pasal 54

() Badan Publik dapat memberikan bantuan

@

kedinasan di bidang layanan Informasi Publik

kepada Badan Publik lainnya yang meminta

dengan syarat:

a.

tindakan yang diambil oleh Badan Publik tidak
dapat dilaksanakan tanpa memperoleh
Informasi dari Badan Publik lainnya;
penyelenggaraan pemerintahan oleh Badan
publik tidak dapat dilaksanakan tanpa
memperoleh Informasi dari Badan Publik
lainnya; dan/atau

penyelenggaraan pelayanan publik oleh Badan
Publik tidak dapat dilaksanakan tanpa
memperoleh Informasi dari Badan Publik

lainnya;

Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak terpenuhi, Badan Publik dapat menolak

memberikan bantuan kedinasan di bidang layanan

Informasi Publik.

58



G

2

Dalam hal terjadi keadaan darurat, Badan Publik
wajib memberikan bantuan kedinasan di bidang
layanan Informasi Publik tanpa harus memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Kedinasan

Pasal 55

Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 dilaksanakan dengan cara bagi-pakai
Informasi antar Badan Publik.
Bagi-pakai Informasi antar Badan  Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan ketentuan:
a. meminta secara langsung kepada Badan Publik

yang dituju; atau
b. mengakses Portal Satu Data Indonesia.
Dalam hal bagi-pakai Informasi antar Badan Publik
dilaksanakan dengan cara meminta secara
langsung kepada Badan Publik yang dituju
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PPID
Badan Publik yang meminta  Informasi
berkoordinasi dengan PPID Badan Publik yang
dituju.
Dalam hal bagi-pakai Informasi antar Badan Publik
dilaksanakan dengan cara mengakses Portal Satu
Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, PPID Badan Publik yang meminta
Informasi berkoordinasi dengan Walidata baik di
instansi pusat maupun di instansi daerah.

Ketentuan mengenai tata cara bagi-pakai Informasi
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VI LAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Laporan Layanan Informasi Publik

Pasal 56

(1) Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan

laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3

(tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran
berakhir.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib

tersedia setiap saat.

(3) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan kepada Komisi Informasi.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling sedikit terdiri dari:

a.

b.

gambaran umum kebijakan Layanan Informasi
Publik;

gambaran umum  pelaksanaan Layanan
Informasi Publik;

. rincian pelayanan Informasi Publik;

. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik

jika ada;

. kendala eksternal dan internal dalam

pelaksanaan Layanan Informasi Publik; dan
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f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas Layanan Informasi
Publik.

Pasal 57

Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi

Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat

(4) huruf b, antara lain uraian mengenai:

a. sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik
yang dimiliki beserta kondisinya;

b. sumber daya manusia yang menangani Layanan
Informasi Publik beserta kualifikasinya;

c.anggaran Layanan Informasi Publik dan
laporan penggunaannya.

Rincian Layanan Informasi Publik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf c, antara

lain uraian mengenai:

a. jumlah Permintaan Informasi Publik;

b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi
tertentu;

c. jumlah Permintaan Informasi Publik yang
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan

d. jumlah Permintaan Informasi Publik yang
ditolak beserta alasannya.

Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4)

huruf d, antara lain memuat:

a. jumlah keberatan yang diterima;

b. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan

pelaksanaannya,;
c. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke
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Komisi Informasi yang berwenang;

d. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi
Komisi Informasi yang berwenang dan
pelaksanaanya oleh Badan Publik;

e. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan;

dan

f. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya

oleh Badan Publik.

Pasal 58
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(1), dibuat dalam bentuk:
a. ringkasan mengenai gambaran umum
pelaksanaan Layanan Informasi Publik; dan
b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh

pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 59

(1) Komisi Informasi wajib melakukan evaluasi
pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di
Badan Publik.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Badan Publik dan
diumumkan kepada Publik.

@) Pelaksanaan evaluasi oleh Komisi Informasi
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi
Informasi tentang Monitoring dan Evaluasi

Keterbukaan Informasi Publik.
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Pasal 60
(1) Anggaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dibebankan pada
anggaran Komisilnformasi.
(2) Anggaran sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

(1) Komisi Informasi menyediakan Sistem Elektronik
laporan dan evaluasi terintegrasi secara digital
(online).

(2) Badan Publik dapat memanfaatkan data dan
Informasi dari Sistem Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Sistem = Elektronik laporan dan  evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62
Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku,
Permintaan Informasi Publik yang masih dalam proses
pelayanan, tetap diproses berdasarkan Peraturan

Komisi sebelumnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:
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a. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 272); dan

b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pengklasifikasian Informasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 429),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Komisi Informasi ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Komisi ini  dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juni 2021

KETUA KOMISI INFORMASI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

GEDE NARAYANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 JUNI 2021

KEPALA BADAN

PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 741
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

[.UMUM

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, mengamanatkan kepada Komisi
Informasi untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan
informasi publik. Untuk menjalankan amanat tersebut, Komisi
Informasi telah menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi. Akan tetapi, dalam
perkembangan dan dinamikanya masih terdapat sejumlah
kelemahan di dalam Peraturan Komisi Informasi tersebut. Kelemahan
tersebut, tidak hanya pada aspek materiil melainkan juga pada
dimensi formil. Dari aspek materiil, maka terdapat problematika yang
menjadi kelemahannya, diantaranya: 1) polemik kualifikasi Badan
Publik; 2) kepastian mengenai tugas, wewenang dan kedudukan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan tidak
adanya pedoman mengenai struktur PPID; 3) Pengklasifikasian
informasi yang masih problematis dan belum komprehensif; 4)
inkompatibilitas standar layanan informasi publik dan pengelolaan
keberatan, laporan serta evaluasi dengan perkembangan teknologi,
informasi dan komunikasi (TIK); 5) belum mengatur pelindungan data
pribadi; 6) belum menyentuh layanan informasi untuk penyandang
disabilitas; 7) belum mengakomodir mekanisme bantuan kedinasan
antar Badan Publik dan lain sebagainya.

Dari segi formil, dalam Peraturan Komisi Informasi a quo, masih
banyak bahasa dalam pasal demi pasalnya yang belum sesuai dengan

ketentuan formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
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undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 tahun 2019. Berdasarkan kelemahan dari segi materiil dan formil
tersebut, maka  dilakukan = penggantian sebagai  upaya
penyempurnaan terhadap pengaturan di bidang layanan Informasi
Publik. Melalui penyempurnaan tersebut, diharapkan layanan
Informasi Publik akan semakin profesional, transparan dan
akuntabel.

Maksud disusunnya peraturan ini, ialah sebagai berikut: a)
memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Badan Publik
dalam penyelenggaraan layanan Informasi Publik; b) mewujudkan
tanggungjawab Badan Publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan
Informasi Publik; dan ¢) memberikan arahan kebijakan kepada Badan
Publik dalam rangka mewujudkan layanan Informasi Publik yang
transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Adapun tujuannya, yaitu sebagai berikut: a) memberikan standar
minimal bagi Badan Publik dalam melaksanakan Layanan Informasi
Publik; b) meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan
Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang
berkualitas; ¢) membangun sumber daya manusia di lingkungan
Badan Publik yang profesional, beretika, berdedikasi dan mampu
mengedepankan kepentingan umum; d) memberikan jaminan
kepastian hukum dan pelindungan bagi Pemohon Informasi Publik;
dan e) mewujudkan masyarakat yang informatif.

Berdasarkan maksud dan tujuan di atas, maka pengaturan mengenai
standar layanan informasi publik mendasarkan pada asas
keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi,
kesamaan hak/nondiskriminasi, keseimbangan hak dan kewajiban,
dan keadilan. Sementara materi pokok yang diatur, meliputi materi
muatan sebagai berikut: 1) Pelaksana Layanan Informasi Publik; 2)
Klasifikasi Informasi; 3) Standar Layanan; 4) Bantuan Kedinasan; dan

5) Laporan dan Evaluasi.
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II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Hurufd
Yang dimaksud dengan “yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”
adalah termasuk yang mengelola keuangan
negara meliputi:

a. hak negara untuk memungut pajak,
mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan
melakukan pinjaman;

b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan
tugas layanan umum pemerintahan negara
dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. Penerimaan Negara;

d. Pengeluaran Negara;

e. Penerimaan Daerah;

f. Pengeluaran Daerah;

g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang
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dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa
uang, surat berharga, piutang, barang, serta
hak-hak lain yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan negara/ perusahaan
daerah;

h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh
pemerintah dalam rangka penyelenggaraan
tugas pemerintahan dan/atau kepentingan
umum;

i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan
menggunakan fasilitas yang diberikan
pemerintah.

Huruf e
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Hurufd
Cukup Jelas.

Huruf e
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Cukup Jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan penyimpanan dan
pendokumentasian adalah sistem penyimpanan
dan pendokumentasian yang tunduk pada

Undang-Undang di bidang kearsipan.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Cukup Jelas.
Huruf i
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “Aksesibilitas bagi Penyandang
Disabilitas” adalah pelayanan yang mudah diakses

oleh Penyandang Disabilitas setidak- tidaknya

Penyandang Disabilitas Fisik dan Disabilitas Sensorik.
Ayat (6)

Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8

Cukup Jelas.
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Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Yang dimaksud dengan “SatuData Indonesia” adalah
kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan
Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan
dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah
melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas
Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.
Pasal 14

Cukup Jelas.
Pasal 15

Cukup Jelas.
Pasal 16

Cukup Jelas.
Pasal 17

Cukup Jelas.
Pasal 18

Cukup Jelas.
Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Huruf a
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Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh
alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin

topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Huruf

Huruf

Huruf

Huruf

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bencana non-alam”
adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara
lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi,

epidemi, dan wabah penyakit.
c

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh
manusia yang meliputi konflik  sosial
antarkelompok atau antarkomunitas

masyarakat, dan teror
d

Cukup Jelas.

e

Cukup Jelas

f

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a
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Cukup Jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pihak-pihak yang
berpotensi terkena dampak”, antara lain adalah
baik masyarakat umum maupun pegawai Badan
Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja
dari Badan Publik tersebut.

Huruf c
Cukup Jelas.

Hurufd
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Cukup Ielas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “dokumen  pendukung”,
antara lain seperti naskah akademis, kajian atau
pertimbangan yang mendasari terbitnyaperaturan,
keputusan atau kebijakan tersebut.
Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf ¢
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Cukup Jelas.
Hurufd
Cukup Jelas. Huruf e
Cukup Jelas. Huruf f
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas. Huruf b
Yang dimaksud dengan “profil pimpinan dan
pegawai”’, antara lain seperti nama, sejarah karir
atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan
sanksi berat yang pernah diterima.
Huruf c
Cukup Jelas.
Hurufd
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “media sosial” adalah
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media online, dengan para penggunanya bisa
dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan
menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki,
forum dan/atau dunia virtual.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
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Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.
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Pasal 52

Cukup Jelas.
Pasal 53

Cukup Jelas.
Pasal 54

Cukup Jelas.
Pasal 55

Cukup Jelas.
Pasal 56

Cukup Jelas.
Pasal 57

Cukup Jelas.
Pasal 58

Cukup Jelas.
Pasal 59

Cukup Jelas.
Pasal 60

Cukup Jelas.
Pasal 61

Cukup Jelas.
Pasal 62

Cukup Jelas.
Pasal 63

Cukup Jelas.
Pasal 64

Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37
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LAMPIRANI

PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DAFTAR
INFORMASI
PUBLIK*

KETERANGAN: *Format ini adalah format Daftar Informasi secara manual. Badan Publik dapat mengembangkan dalam format
lain, misalnya secara komputerisasi yang harus tetap dapat diakses oleh publik serta mencakup

unsur-unsur yang termuat dalam format ini.



Pada hari ini, ......ccccecenennainn. tanggal..........

LAMPIRAN II

PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR

bertempat di. ................... telah dilakukan Pengujian

Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
(berisi informasi Pengecualian (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) (disebutkan jangka waktunya)
tertegﬁlé yang Informasi Dibuka Ditutup

dikecualikan)




Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No

Nama

Jabatan

Unit Kerja

1

2

3.Dst

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

TTD + Stempel/CapPPID/Badan Publik

(Pimpinan Badan Publik)

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

TTD

GEDE NARAYANA



LAMPIRAN III

PERATURAN KOMISI INFORMASI

NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(Ditulis Nama Badan Publik)
NOMOR.... TAHUN....
TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat

diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat

ketat dan terbatas.

. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon

Informasi Publik badan publik wajib membuat
pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang

diambil.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ maka
perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi

Informasi yang Dikecualikan

MENGINGAT

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 484362;

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14




Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor...,

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Nomor...);
= S D 1]
MEMPERHATIKAN Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..........
Tahun.............
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ...ini
merupakan Informasi yang Dikecualikan.
KEDUA Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor.......... Tahun

yang tercantum dalam lampiran. ... merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal

Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi

TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

83
TTD

GEDE NARAYANA




LAMPIRAN IV

PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR......... TAHUN

Pada hari ini, .....cccoevvenenenne. tanggal.......... bulan............ tahun............ bertempat di. ................... telah dilakukan Pengubahan

Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
yang Pengecualian (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya) (disebutkan jangka
Dikecualikan waktunya)
Semula Pengubahan Pertimbangan Sebelumnya Pertimbangan
Pengubahan

Dibuka Ditutup Ditutup




Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas

dilakukan oleh:

No

Nama

Jabatan

Unit Kerja

1

2

3.Dst

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh

ketelitian.

Menyetujui

TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik

(Pimpinan Badan Publik)

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

TTD

GEDE NARAYANA



LAMPIRAN V

PERATURAN KOMISI INFORMASI

NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(Ditulis Nama Badan Publik)
NOMOR.... TAHUN....

TENTANG
PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR........ TAHUN. ...... TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG :| a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan
dapat diakses oleh setiap Penggunan Informasi
Publik.

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan
bersifat ketat dan terbatas.

c. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan
berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Nomor........
Tahun............ , dasar hukum atas
dikecualikannya informasi tertentu perlu
dilakukan pengubahan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, dan huruf c¢ maka perlu ditetapkan
Penetapan Pengubahan Klasifikasi Informasi

yang Dikecualikan.

MENGINGAT :| 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor




61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun...
Nomor..., Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia Nomor...);

MEMPERHATIKAN

3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas
Pengubahan Klasifikasi Informasi  yang

Dikecualikan Nomor. Tahun

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID
NOMOR........ TAHUN....... TENTANG KLASIFIKASI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran

ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA

Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan
Klasifikasi §hformasi yang Dikecualikan
Nomor........ Tahun yang tercantum dalam

lampiran.... merupakan bagian tidak terpisahkan




dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal

Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi

TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik

KETUA KOMISI INFORMASI
PUSAT,

TTD

GEDE NARAYANA




LAMPIRAN VI

PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

FORMAT FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
(RANGKAP DUA)

Logo [nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika
ada

Badan 4

Publi FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nama
Alamat

Pekerjaan

Nomor Telepon/E-mail

Rincian Informasi yang :

dibutuhkan .................................................................................................
(tambahkan kertas blla perlu) ................................................................................................
Cara Memperoleh : 1. I:I Melihat/membaca/mendengarkan/Me

2 I:I Mendapatkan salinan informasi

Cara Mendapatkan Salinan Informasi** I:I Mengambil

2 I:I Kuri
-
4 D Faksimi

5 E-
...................... (tempat),
Petugas Pelayanan Pemohon
Informasi (Penerima
(coeerecrnnreneernireniennirreceeniernceancennennnes ) (ceeeneernnenneennernncenncrnncrnieenncenseenncsnnees )
Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan
Informasi Publik

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (\)




Di Balik Formulir Per mohonan Infor masi
Dicetak informasi berikut:

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

V1.

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di
Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada
pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu
kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari
persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang
bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap
rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan
Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-
undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum
dikuasai atau didokumentasikan.

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA
NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti
permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi
alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima
atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja
sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat
memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal:
informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan
apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat

keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan
Pimpinan Badan Publik)

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal:
menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka
pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya
alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas
keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat- lambatnya 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka
pemohon informasi dapat mengajlgﬁj\n keberatan kepada Komisi Informasi dalam

jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID
oleh Pemohon Informasi Publik.




LAMPIRAN VII

PERATURAN KOMISI INFORMAS
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEMBERITAHUAN
TERTULIS

Logo BP [nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)]

Berdasarkan permintaan Informasi pada tanggal .... bulan .... tahun .... dengan nomor pendaftaran*
...., Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama S
Alamat OO UEPRORN

No. Telp/Email PRSPPI

Pemberitahuan sebagai berikut:
A. Informas Dapat Diberikan

No. Hal-hal terkait Informasi Keterangan
Publik
1. | Penguasaan Informasi O Kami
Publik** O Badan Publik lain, yaitu ...

2. | Bentuk fisik yang tersedia** O Softcopy (rermasuk rekaman).
[0 Hardcopy/salinan tertulis.

3. | Biayayang dibutuhkan*** O Penyadinan | Rp....x....... (jmlh lembaran) = Rp............
O Pengiriman | Rp............
O Lain-lain Rp...coovnene

Jumlah Rp. ..o
4. | Waktu penyediaan ..... hari
5. | Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**** (tambahkan kertas bila perlu)

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:**

O Informas yang dimintabelum dikuasai
O Informas yang dimintabelum didokumentasikan
Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalamjangka waktu................. *okok ok
...................... (tempat),(tanggal/bulan/tahun)
Pgjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)
Keterangan:
(e e ) Nama & Tanda Tangan
* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.
% Pilih salah satu dengan memberi tanda (V).
*xk Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai
dengan standar biaya yang telah ditetapkan.
*x*%  Jikaada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.
*kkk*k

Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.




LAMPIRAN VIl

PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK*

Belum Pemberi :
saan Didokumen- ggft- ggrd- Menge- minta tahuan m?er;:: Biaya Cara
tasikan Py Y| tahui Salinan Tertulis
Ya | Tdk
KETERANGAN:

Nomor . diis tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.
Tanggal . diis tentang tanggal permohonan diterima.
Nama : diis tentang nama pemohon.
Alamat . diis tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi publik yang diminta.
Nomor Kontak . diis tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik.
Pekerjaan . diis tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
Informasi Yang Diminta . diis tentang detail informasi yang diminta.
Tujuan Penggunaan Informasi . diis tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.
StatusInformasi . diisi dengan memberikan tanda (). Bilatidak di bawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai bila diketahui, sesuai dengan isian di formulir
pemberitahuan tertulis.
Bentuk Informasi Yang Dikuasai : diis dengan memberikan tanda(Y).
Jenis Permohonan . diis dengan memberikan tanda(").
K eputusan . diis sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis.
Alasan Penolakan . diis tentang alasan penolakan oleh atasan PPID.
Hari dan Tanggal . Diis tentang:

a.  Hari dantanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagai mana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 14/2008 tentang K eterbukaan | nformasi

Publik dan Peraturan ini. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam
hal permohonan informasi publik ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini samadengan penolakan.

b. Hari dantangga pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publik.

Biaya & Cara Pembayaran . diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan.

*Format ini adalah format Register Permohonan Informasi Publik secara manual. Badan Publik dapat mengembangkan dalam format | ain, misalnya secara komputerisasi dengan memenuhi unsur-unsur yang
termuat dalam format ini.



LAMPIRAN IX

PERATURAN KOMISI INFORMAS

NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR
LAYANAN INFORMAS| PUBLIK

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID
TENTANG PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI
PUBLIK

Logo
Badan
publik

[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)]

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMINTAAN

Nama
Alamat

No. Pendaftaran: * ....................

Nomor Telp/email PP

Rincian Informasiyang dibutuhkan : ...

PPID memutuskan bahwa Informasi yang diminta adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi didasarkan pada alasan :

Pasal 17 Huruf ...... UU Keterbukaan Informasi Publik **

Pasal ... Undang-Undang ....... ok

Bahwa berdasarkan Pasal -Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi
sebagai berikut:

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMINTAAN INFORMASI DITOLAK

Jika Permohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan
keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat
Keputusan ini .

Tandatangan

Keterangan:

*

*%

*k%

*kkk

Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.

Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a —i UU KIP.

Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, d iisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian
dalam undang -undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan
pasal dan undang-undangnya).

Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan

tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.



LAMPIRAN X

PERATURAN KOMISI INFORMASI

NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR
LAYANAN INFORMAS| PUBLIK

FORMAT
FORMULIRKEBERATAN
(RANGKAP DUA)

[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email, dst]

Logo PERNYATAAN KEBERATAN ATASPERMINTAAN
Badan INFORMASI PUBLIK

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi K eberatan : (diisi petugas)f*
Nomor Pendaftar an Per mintaan
I nfor masi
Tujuan Penggunaan I nfor masi
I dentitas Pemohon

Nama

Alamat

Pekerjaan
Nomor Telepon
I dentitas K uasa Pemohon **
Nama
Alamat

Nomor Telepon

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN***

Permohonan Informas di tolak.

Informasi berkalatidak disediakan

Permintaan informasi tidak ditanggapi

Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagai mana yang diminta
Permintaan informasi tidak dipenuhi

Biaya yang dikenakan tidak wajar

Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

Q@ "0 Q00 9

C. KASUSPOSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : [tanggal], [bulan],
[tahun] [diisi oleh petugas] ****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.
.......................... (tempat), .......ccoeereeneeneene [taNggal], [bulan], [tahun] *****
Meﬂgetahljl, kkkkk*k

Petugas I nfor masi Pengaju K eberatan
(Penerima K eberatan)

(ceree ) (e )
Nama & Tanda Tangan Nama& Tanda Tangan
KETERANGAN
* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuankeberatan
*x I dentitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnyadan melampirkan Surat Kuasa.

*xk Sesual dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan

*kkk Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP

*x*x%%  Tangga diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai
dengan buku register pengajuan keberatan.

*xx%%* Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang
menerima pengaj uan keberatan.




LAMPIRAN XI

PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

REGISTER
KEBERATAN*

Keterangan:

No.

Tgl

Nama

Alamat

Nomor Kontak

Pekerjaan

No. Pendaftaran Permintaan Informasi

Informasi Yang diminta

Tujuan Penggunaan Informasi
Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal
35 ayat (1) UU KIP)

diisi tentang nomor registrasikeberatan.
diisi tentang tanggal keberatan diterima.
diisi dengan Nama Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya
diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi.
diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik.
diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
diisi tentang nomor pendaftaran pada formulir permintaan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak
diumumkan secara berkala, maka kolom ini tidak perlu diisi.
diisi dengan informasi yang diminta.

:  diisi tentang tujuan/alasan permintaan dan penggunaan informasi.

diisi dengan memberikan tanda (V) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1)

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik:

a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik



Tidak disediakannya informasi berkala

Tidak ditanggapinya permintaan informasi

Permintaan informasi tidak sitanggapi sebagaimana yang diminta
Tidak dipenuhinya permintaan informasi

mooan o

Pengenaan biaya yang tidak wajar
g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Keputusan atasan PPID : diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID.
Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan atas Keberatan
diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.
Nama dan Posisi Atasan PPID : diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang ada pada SPO Badan Publik atau Pejabat
yang ditunjuk untuk mewakili atasan PPID
Tanggapan Pemohon Informasi : diisi dengan tanggapan Pemohon Informasi Publik atas Keputusan Atasan PPID.



MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 187 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

Menimbang

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL

REPUBLIK INDONESIA,

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah mengamanatkan Menteri Komunikasi
dan Digital membentuk Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa yang memiliki tugas
menyelenggarakan dukungan pengadaan
barang/jasa pada Kementerian Komunikasi dan
Digital;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di

Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital;



Mengingat

Catatan :

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916) —sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
225, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6994);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024
tentang Kementerian Komunikasi dan Digital
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 370);

Peraturan Lembaga  Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 511);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor
01 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
17);

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN DIGITAL.

Menetapkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
(UKPBJ) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan
Digital sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU tidak terikat tahun anggaran.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku terhitung sejak
ditetapkan sampai dengan diterbitkannya Surat

Keputusan pengganti.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2025

a.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL,

Jabatan

Paraf

Ka. Biro Hukum

Ka. Biro Umum

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Komunikasi dan Digital RI; dan

2. Pejabat Eselon I Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
i i Dx

alat bukti hukum yang sah.”

- D¢ ini telah di i sacara ik menggunakan sertifikat olek’l-nmik yang diterbitkan BSrE




Catatan :

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 187 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN DIGITAL

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

UKPBJ berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro

Umum Sekretariat Jenderal Kementerian.

UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan

Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada

nomor 2, UKPBJ memiliki fungsi:

a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

b. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

c. pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan Pengadaan
Barang/Jasa;

d. pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis Pengadaan
Barang/Jasa; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Biro Umum.

4. Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud dalam nomor 3 huruf a, meliputi:

a. inventarisasi paket Pengadaan Barang/Jasa;

b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;

c. penyusunan strategi Pengadaan Barang/Jasa;

d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen
pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;

e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;

penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



g.

h.

monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
dan/atau
penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak Pengadaan

Barang/Jasa.

5. Pelaksanaan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 huruf b, meliputi:

a.

pelaksanaan helpdesk, registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem

informasi Pengadaan Barang/Jasa;

. pelaksanaan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

UKPBJ mendapat dukungan teknis dalam pengelolaan sistem dan

teknologi informasi dari LKPP.

6. Pelaksanaan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 huruf c,

meliputi:

a.
b.

C.

f.

pembinaan sumber daya manusia di UKPBJ;

pembinaan pelaku Pengadaan Barang/Jasa;

pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan
dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ.

pengelolaan dan pengukuran kinerja Pengadaan Barang/Jasa;
pengelolaan manajemen pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa;
dan/atau

pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

7. Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis

sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 huruf d, meliputi bimbingan teknis,

pendampingan, dan/atau konsultasi terkait:

a.

C.

Catatan :

proses Pengadaan Barang/Jasa pada satuan kerja dan unit pelaksana

teknis di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital,

. penggunaan sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan

Kementerian Komunikasi dan Digital, paling sedikit terdiri atas sistem
informasi rencana umum pengadaan, sistem pengadaan secara
elektronik, elektronik katalog, elektronik monitoring dan evaluasi, sistem
informasi kinerja penyedia; dan/atau

substansi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Catatan :

BAB II
ORGANISASI

UKPBJ sebagai unit kerja struktural dipimpin oleh Kepala UKPBJ yang

dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaaan Barang dan Jasa pada Biro Umum

Sekretariat Jenderal Kementerian.

Kepala UKPBJ bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala

Biro Umum.

Perangkat organisasi UKPBJ terdiri atas:

a. Tim Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

b. Tim Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

c. Tim Pembinaan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Advokasi
Pengadaan Barang/Jasa; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tim pengelola sebagaimana dimaksud nomor 3 huruf a, huruf b, dan huruf

c dipimpin oleh pejabat administrasi atau koordinator yang ditetapkan oleh

Kepala Biro Umum.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud nomor 3 huruf d terdiri

atas jabatan fungsional pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan jabatan

fungsional lainnya yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang

tugasnya.

Menteri dapat membentuk Satuan Pelaksana di bawah UKPBJ Kementerian

yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada unit pelaksana

teknis di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.

UKPBJ dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam bab I nomor 3 menjalin hubungan kerja dengan instansi

pemerintah dan unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan

Digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala UKPBJ memiliki tugas:

a. Melakukan koordinasi dengan pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran/pejabat pembuat komitmen;

b. Membentuk dan membubarkan Pokja Pemilihan;

c. Menetapkan, menugaskan, menempatkan, dan memindahkan anggota
Pokja Pemilihan; dan

d. Menugaskan sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.
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Catatan :

10.

11.

12.

Pembentukan Pokja Pemilihan dan penetapan anggota Pokja Pemilihan
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia
barang/jasa.

Kepala UKPBJ dalam memberikan penugasan harus memperhatikan
pemberian kesempatan untuk peningkatan kapasitas dan pengalaman
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Kepala UKPBJ menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada
Menteri melalui Kepala Biro Umum dan layanan pengadaan barang/jasa
secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.

Kepala UKPBJ dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada
nomor 10 berkoordinasi dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2025

a.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL,

Jabatan Paraf \

Ka. Biro Hukum

Ka. Biro Umum
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